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BAB I
Evaluasi dan Tantangan PembangunEul

1 Kilas Bdik Pembangunan Tahun 2O2O-2O24 dan
Perkembangan Global

Kondisi perekonomian Indonesia terus menunjukkan kine{a kc arah yang lebih baik dan
mampu bcradaptasi dengan dinamika global.

))
Sejarah menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia mampu mencapai
pertumbuhan tinggi lebih dari 8,0 persen pada lima tahun yang berbeda,

yaitutahun 1968, 1973, 1977,l9AO,dan 1995

C 6
. Keterbukaan Indonesia terhadap investor asing;
, Penyederhanaan prosedur perdagihgan luar negeri;
. Peng€ndalian inflasi.

. 1977

. 1968
,

,

,

.'t973 . Kenaikan harga minyak dunra secara
dtaslis loil boonl).

Rp

Rp . Diversiflkasi ekspor nonmigas dengan kayu sebagai
komoditas utamaj

' Deregulasi perbankan, keuangan. dan perdagangan
sehingga memberikan kemudahan investasi asing;

' Program swasembada pangan.

. Kebangkitan industri manufaktur otomotil dan jasa

' Masuknya investasi asing langsung.

/
rnp

\

. 1980

. 1995

,

,

' Lonjakan harga minyak;

'Substitusi impor
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Gambar l.l
Trqicktori Penumbuhan Ekonomi Indonesia (perc€n)
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k Perekonomian
Indonesia secara
konsisten melanjutkan
kinerja positif pasca
Pandemi COVIO-19.

Seluruh sektor
lapangan usaha
mampu tumbuh
positii
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Kontraksi
pertumbuhan
ekonomi karena
covtD-19.

Penumbuhan
ekonomiyang
bangkit kemball
(reboundl ke zona
positif sebesar 3.70
persen.

Peningkatan aktivitas
masyarakat dan sekor
industri, dampak
Program Pemulihan
Ekonomi Nasionaldan
peningkatan program
vaksinasi dalam rangka
mengendalikan
penyebaran COVID-19.
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Dalam RPJMN Tahun 2O20-2024, sasaran pcrtumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata 5,7-
6,0 perscn per tahun. Namun demikian, pa.da awal tahun 2020, dunia dilanda unpreced.ented.
shock pandemi COVID-19 sehingga berdampak terhadap pcnurunan kinerja pcrekonomian
global, termasuk Indonesia.

Melalui berbagai kebijakan yang tclah dilakukan, seperti Program Pemulihan Ekonomi
Nasional, pertumbuhan ekonomi Indonesia pulih lebih cepat dibandingkan dengan banyak
negara lain. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3 persen dan tahun 2023
scbcsar 5,05 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki modal yang
cukup untuk mampu mencapai pertumbuhan ekonomi lebih dari 8,0 perscn.

I
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Gambar 1.2

lndeks Produk Domestik Bruto Riil Tatun 2Ol9-2O23 (2019= 1O0)
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Perkembangan Global

Secara umum dalam periode tahun 2025-2029, perekonomian global masih dilanda
ketidakpastian.
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e, Pellmahan Ekonoml Chin.
T.en pelemahan ekonomi China berpotengl
menurunkan €kspor negara-negara lain ke
Chlna.

i

KebUakan Protekslonltme Amc.ika S€rlkat
Peningkatan tarif impor ke pasar Amerika
serikat berdampak pada penurunan volume
perdagangan dunia.

Gmpolltlk dan Gaorionomi
Berlaniuhya konfllk geopolitik anta.a Rusla
dan Ukralna, serta Israel dengan
negara-negara Timur Tengah.

Damp.k pcrubahrn iklim glob.l
Peningkatan ben(ana alam yang menlmbulkan
dampak kerugian terhadap produksi sektor
pertanian dan meningkarkan biaya ekonomi
yang signifikan pada sektor terdampak.
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1.2 Evaluasi Pembangunan Tahun 2O2O-2O24

Indonesia tclah mcncapai kemajuan yang signifikan dalam berbagai bidang pembangunan di
tcngah dinamika global dan domestik, Bcrbagai kebijakan strategis dilaksanakan untuk
mewujudkan tujuan pembangunan nasional, tcrmasuk saat pandemi Corona Virus Disease
2Ol9 yang tedadi pada tahun 2O20. Langkah cepat tanggap diwujudkan scbagai respons
kebijakan fiskal dan moneter yang akomodatif untuk meredam dampak gejolak ekonomi
global dengan tetap menjaga kescjahteraan masyarakat.

Mampu tumbuh 5,05 per3cn (!,-o-y ) di
tengah gejolak ekonomi dan tetanan
inflasiglobal yang tinggi, dan lingkat suku
bunga tinggl yang berkep.njang.n

GNI per kapita Indonesiajuga meningkat
menjadi USS4.870 yang menj.dikan
posisiIndonesia kembali dalam k tegori
uppermiddle i naoma couotries

Perekonomian lndonesia
terus menunjukkan tren

penguatan

-
Tingkat P.n9.ng9uran Terbuka fIPT)
turun dari6,49 persen dl202l, menjadi
5,32 persen di20236r'5

Tingkat lnflasi konslsten tcrkendalidan b€rada
pada rentang sasaran yang dlterapkan, inllasi
tahun 2023 menurun sebesar 2,61 persen
bahkan l.bih cepat dari praklraan

1.2. I Ketahanan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi terus mengalami pcrbaikan meskipun sempat terkontraksi cukup
dalam pada tahun 2020 akibat pandemi Corona Virus Dsease 2019. Sebelum pandemi
Corona Virus Disease 2019, pencapaian 6ross Ndtional Inconc per kapita tahun 2Ol9
menjadikan Indonesia masuk kc dalam negara Upper-Middle Inconc Countries. Namun
demikian, adanya pandcmi mengakibatkan penurunan Gross iVatbnal Inoome per kapita
sehingga Indonesia turun menjadi negara Inuer Middle Iname Countries. Berbagai upaya
pemulihan yang dilakukan menyebabkan perekonomian lndonesia kembali mcncatatkan
kine{a positif, ditandai oleh pcningkatan Gross Natbnd,l Income Wr kapita dan menjadikan
Indonesia kembali kc dalam negara Upper-Mid.dle Incrlme Countries. Pencapaian
pembangunan ekonomi selama beberapa tahun terakhir turut didukung dengan bcrbagai
capaian positif, di antaranya (l) p€ningkatan pola konsumsi pangan rumah tangga, (2)
peningkatan kescjahteraan petani dan nelayan, (31 penyediaan lapangan kcrja per tahun, (4)
peningkatan kontribusi koperasi terhadap perekonomian, (5) pengembangan kawasan
induBtri dan kawasan ekonomi khusue, (6) nilai ekspor produk industri pengolahan dan
realisasi investasi luar Jawa, scrta (71 pcningkatan penerimaan pajak.

SK No252005A

Hilirisasi pada scktor riiljuga memiliki peran
penting, dituniukkan dengan peningkatan
pertumbuhan lndustrl pcngolahan
nonmigas seb€sar a,59 plrscn

Rata-rata Nilai Tuke. Nelayan (NTN) dan
NilalTukar Pet ni (NTP) untuk semua
subsckto. hingga tahun 2023 berada di
atas l0O, yanq b€rmakna nelayan dan
p€tani mendapatkrn kcuntungan.

luml.h p€ndudut mlrkin menurun hingga
3,06 juta Jhva s€Lma 10 tahun tcralhir Pada
Maret 2023 tlngkat kemlskln.n tercatat 9,36
pe6en, terus mengalaml penurunan hingga
9.03 persln pada mar.t 2024

/

/
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Gambd 1.3
Tren Capaian Pertumbuhan Ekonomi
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Sumber Data: BPS, berbagai tahun (diolah)

Keterangan: Target 2024 merupakan target RPJMN 2020-2024

Berdasarkan peningkatan capaian selama 5 tahun (2019-2023l, di daerah, pertumbuhan
ekonomi di Wilayah Maluku lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Pada tahun 2019,
pertumbuhan ekonomi di wilayah Papua mengalami kontraksi yang dipicu oleh turunnya
produksi pada sektor pertambangan dan penggalian. Pada tahun 2023, Provinsi Maluku
Utara dan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan provinsi dengan pertumbuhan ekonomi
tertinggi. Hal tersebut didorong oleh kinerja sektor industri pengolahan dan pertambangan.

Gambar 1.4
Capaian Pertumbuhan Ekonomi per wilayah
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Gambar 1.5
Taen Capaian Perrumbuhan Industri

Pengolahan Nonmigas
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Gambar 1.6
Tren Capaian Share Industri
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Gambar 1.7
Distribusi Capaian Share Industri Pengolahan di

Daerah
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S\rmbcr Data: BPS, berbagai talun {diolahl

Target
2024

Da.lam tfuIa tahun terakhit, kinerja pcrtumbuhan
industri pcngolahan ctndcrung mengalami
peningkata[ meskipun sempat mcngaldr tekanan
pada talun 2020.

Salah satu kontribusi pe.ling signifika! tcrhadap
pembangunan ekonomi nasional datalg dari
sektor industii baja. Sektor industri baja sangat
berpotensi memberikaa kontribusi terhadaP
peEbalgunan ekooomi rrasional melalui nilai
tambalr serta oe$s,:di ttut)fiplier eJIed bagl
pcningkatan daya saing ekollomi. Pcrtumbuhan
industri bqia di berbagai daerah, khususnya di
Sulawesi Tenga}, Sulawesi Tenggara, da.r! Maluku
Uta-ra terus didorong unhrk memenuhi pcrmintaan
produk bc6i baja dari lual negcri, tcrutEma China,
dan peningkatan produksi domestik untuk produk
fcrronikel.

Program strategis yang Ecndukung pertumbuhan
Produk Domestik Bruto indusEi pengolahan
antala lain (l) pemberlsluan izin operasional dan
mobilitas kcgiatatt industri, (2) insentif pajsl
penjualan atas ba.rang mewah ditanggung
pemerintah sektor otomotif, (3) peningkatan
penggunaan produk dalam negcri, (4) peningkatan
jumlah standar nasional tndonesia industri, (5)

Woglam makw 
'lrdonesia 

4.O, (61 pengembanga,
sckol,ah menegah kejuruan liak ann nabh
industri, (7) s€rtifikasi tenaga kerja indust i, serta
(8) program harSa gas buEi tertentu.

2019 2020

Baseline

Sumber Data: BPS, berbagai ta.hun (diolah)
Kererangan: Target 2024 merupakan target

RP.TMN 2020-2024

Sumber Data: BPS, berba8ai tahun (diolah)
Keterangan: Target 2024 m€rupakan target

RPJMN 2020-2024

2021 2022 2023

t.67
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Garnbar L8
Tren capaian Skor Pola Panga! HaJapan (SPPH) Nasional

(m r9)

-8-

2020 2021 zo22 2O2l Targel2024

Skor PoIa Pangan Haiapan Nasional
meningkat mendekati angka l0O,
mengindlkasikan bahwa konsumsi pangan
di wilayah Indonesia semakin beragarn dan
bergizi seimbang.

Program dan kegiatan yang mendukung
penixgkatan akecs pangan yang mcrata
dan terjangkau antala lain (a) intervensi
bantuan pangan; serts (b) edukasi terkait
pcnerapan pola konoumsi paagan bcragam,
bergizi seimbang, dor aman.

Provinsi dengan skor pola pangan ha.rapan
tertinggi pada tahun 2023 yaitu Provinsi
Daerah lstimewa Yo$rckarta, Nusa
Tenggara Bs.rat, Sumatera Selatan, dan
Jawa Tengah. Scdcntara itu, daerah l.ang
p€rlu didorong alselerasi pcncapaian skor
pola pangan harapan lraitu Provinsi Nusa
Tenggara Tlmur, Sulawesi Barat dan
Maluku.

_90
€

85

Sumbcr Datar BPS, bcrbagai talun (diolah)
Keterangan: Target 2024 merllpakan targct IIPJMN 2O2O-2O24

Oainbar 1.9
Distribusi Capaian Skor PPH (Teninggi dan Terendah)

di Daerah
txY(r3,t) otYr96 Jr

NTT{7{ !)
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20tt 202t 202!

Sumbcr Data: BPS, bcrbaSai tahun (diolahl
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Gambar 1.1O

Tren Capaian Nilai Tukar Petani (NTP) Nasional

Nilai Tukar Petani nasional terjaga
stabilitasnya di atas angka 100.

ProSram dan kegiatqn yang mcndukung
pcncapaian antera lain (e) bantuan suhidi
input pertanian fbenih, pupuk, dan
pestisida); (b) pengeEbangan in&astruktur
pertanian (stutem irigasi, jalan usaha tani,
dan sistem logistik); serta (c) divctsifikasi
Foduk dengsn adaptasi teknologi
p€rtaDian modern.

Provinsi dengan Nilai Tukar Petani di atas
100 yang tertinggi pada tahun 2023 yaitu
Plovinsi Riau, Bengkutu, dan Kalimantan
B6-rat. Scmentara itu, provinsi denga, Nilai
Tukar Petani kurang dai-i 100 yaitu Provinsi
Nusa Tengg.ia Timur, BaIi, dao Papua
Ba.rat.

Sumbe. Data: BPS, berbaSai talun (diolah) K€terangan: Target 2024
merupakan target RPJMN 2O2o-2O24

Gambar 1.11
Distribusi Capaian Nilai Tukar Petani (NTP)

(Tertinggi dan Terendah) di Daeral

ii.u(152,9r)

(.1b..(r39,03)

NTB(1',t5,14)

NTT(96,80)

Ri.u(105.39)'T

-t'F-Sult 69(96,08)

NrT(91 5E)

2019 2021 202'

Sumber Data: BPS, berbagai tahun (diolah)
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Gambar Ll2
Tren capaian Penyediaan l,apangan Kerja Per Tahun

I
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2420 2021 2022 2021 Targer 202a

Penyediaao lapa[gan kerja per ta]run berhasil
ditingkatkan kembali setelah penurunan yang
signifikan pada tahun 2020 akibat adanya
paldemi Corota Virlts Dtsease 2019.
Pencapaian ini didorong mclalui program
bantuan berupa subsidi g4i/upah bagi
pekerja/buruh dalam pcnanganan dampak
corola Virus Disease 2019, stimulus ekonomi,
kartu pra-kerja, pcmbukaan kembali sekor-
selftor ekonomi secara bertahap dalam sektor-
seldor padat karya, dan penyelenggaraan
pelatihan kerja dan uji kompetensi.

2019

Sumber Data: Sakemas IBPS), berbagai tahun (diolah)

Keterangan: Target 2024 m€rupakan target RPJMN 2O2O-2O24

Dengan demikian, dalam mewujudkan perckonomian yang tangguh, kebljakan yang perlu
menjadi fokus perhatian ke depan antara lain (1) hilirisasi industri pengolahan yang
mcndorong investasi dan ekspor; (2) kinerja logistik; (3) pcnguatan pariwisata; (4)

kewirausahaan dan usaha mikro, kecil, dan menengah; s€rta 5) swasembada pangan dan
energi.

1.2.2 Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan di Indonesia telah mengalami penurunan signifikan dalam beberapa tahun
terakhir, berkat upa.ya pemerintah yang terus memperkuat berbagai program perlindungan
sosial, jaminan sosial, dan bantuan sosial hingga graduasi bantuan sosial. Program-program
ini dirancang untuk memberikan dukungan langsung kepada kelompok masyarakat rentan
dan bcrpcnghasilan rendah, schingga mampu meningkatkan kescjahteraan, mengu.rangi
ketimpangan, scrta meminimalisasi dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh bcrbagai krisis.
Dengan pendekatan yang lebih terstruldur dan berkelanjutan, upaya ini menjadi salah satu
kunci utama dalam mendorong penurunan angka kemiskinan di Indonesia secara bertahap.

Sclain itu, berbagai upaya telah dilakukan untuk mcmperkuat ekonomi masyarakat miskin
dan rentan melalui program pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, serta akscs
terhadap modal usaha yang lebih mudah dan terjangkau, scbagai kunci dalam meningkatkan
pendapatan dan kesejahteraan s€cara berkclanjutan. Upaya ters€but mencakup berbagai
inisiatif scperti pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pelatihan
keterampilan, akses pcrmodalan, dan pendampingan, scrta kredit usaha ralcyat yang
menyediakan pinjaman dengan bunga rendah. Selain itu, program desa wisata dan produk
unggulan desa mendorong pengembangan potensi ckonomi lokal. Pembangunan
infrastruldur dasar yang merata juga menjadi prasyarat penting untuk mendukung
pcngurangan kemiskinan, dengan fokus pada pembangunan dan perbaikan jalan,
penyediaan akses air bersih dan sanitasi, serta pcningkatan aks€s listrik di daerah terpcncil.

SK No252012A
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Tingkat kemiskinan menintkat pada tahun
2020 akibat kondisi panderni Cotuna Virus
Diseose 2019. Namun demikian, dengan
adanya kebijakan pcmerintah dalah
p€rlindungan sosial maka tingkat
kemiskinan dapat kembali menurun hingga
taiun 2023.

Prog:am perlindungan sosial yang
terintegrasi menjadi landasan utama dalam
upaya pengurangan kemiskinan,
mencakup program keluaiga harapan,
bantuan pangan non fttnai, serta bantuan
sosial funai. Selain itu, inovasi
perlindungan sosial adaptif dirancang
untuk menghadapi berbagai risiko dan
krisis, sep€rti Program Jaminan Kchilangan
Pekeiaan yang melindungi pekerja yang
terkcDa pemutussn hubun8an kerja dan
pcrlua6an cskupsn jaminan kesehatan
nagional serta jaminan sosial
ketenagakerjaan.

Rcgistrasi sosia.l ekonomi menjadi dasar
penting untuk pemutakhiran dan
pengelolaan data kemiskinan yang akurat
dan terintegrasi memanlaatkan data
kemiskinan dan kesejahteraen sosial dari
berbagai sumber untuk memp€rmudal
identifikasi dan penyaluran bantuan
kepada yang berhak.

Tingkat kcrdiskinan di 34 provinsi sclama
Itna tahun te!"al(hir terus menurun.
Provinsi Bali, xalimartan S€latan, dan
Daerah Khusua Ibukota Jakarta
mcrupakan daerah dengan tingkat
kemiskinan terrndalt. Scmentera itu,
Provinsi Papua, Papua Ba.rat, dajr Nusa
Tcnggaia Timur mempakar daerah dcngan
tingkat kemiskinan tertinggi namun tren
klncrjanya terus rrembaik.

Gamba! l.l3
Tren Capaian Tingkat Kemiskinan

tu

- lt -

5. 10

I
2019 2020 2021

Sumber Data: BPS, bcrbagai tahun (diolah)
Keterangan: Targ€t 2024 mcrupakan target RPJMN 2O2O-2O24

Oambar I .14
Distribusi Tingkat Kemiskinan di Daerah

P.pu.(27,93)
P.pu.(25.03)

P.pb.r(20,a9)

Dxl(3,a7) grli(4.93) g.li(/4,25)

2019 202t 2021

Sumbd Data: BPS, bcrbaSai tahun (diola}l)

1.2.3 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Pembangunan kualitas sumbcr daya manusia mcrupakan aspek pcnting dal,am kemajuan
suatu bangsa, terutama melalui scktor p€ndidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
Capaian pcmbangunan kualitas sumber daya manusia ditandai dengan pcningkatan lndeks
Pcmbangunan Manusia dari tahun 2Ol9 hingga tahun 2023 mencapa.i 73,55 (berdasarkan
proyeksi scnsus 20IO) atau 74,39 (berdasarkan proyeksi scnsus 2020). Bcrbagai pencapaian
positif lainnya yang telah diraih antara lain perbaikan layanan kesehatan dan peningkatan
akses pcndidikan yang telah memberikan dampak nyata bagi kualitas hidup masyarakat.

Pcningkatan kualitas sumbcr daya manusia didukung dengan pencapa.ian pada bidang
kesehatan dan pendidikan. Pencapaian pada bidang kesehatan di antaranya (l) cakupan
kepcaertaan jaminan kesehatan nasional, (2) pcnurunan stunting dan uasting pa.da balita,
(3) pcmenuhan imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan, (4) pcningkatan

SK No252013A
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kualitas rumah sakit dan kuantitas tenaga kes€hatan, serta (5) peningkatan kapasitas obat
dan makanan memenuhi syarat.

Selain itu, pencapaian pada bidang pcndidikan, antera lain (1) peningkatan rata-rata lama
sekolah dari penduduk usia l5 tahun ke atas, (2) peningkatan penduduk yang menempuh
pendidikan tinggi, (31 pcnurunan kesenjangan aksca pendidikan antara k lompok
masyarakat miskin dan kaya, scrta (4) pcningkatan kuelitas dan kctcrampilan 16naga kcrja.

Secara umum, pcrbaikan kcbijakan yang pcrlu diakselerasi ke depan antara lain (ll
pemerataan akses pendidikan, (2) peningkatan kualitas pcndidikan, (31 Pcmerataan
pelayanan kesehatan, dan (4) pcningkatan kualitas layanan keschatan. Hd terscbut untuk
memastikan pembengunan sumber daya manusia berjalan optimal dan merata ke s€luruh
lapisan masyarakat.

Gambar 1- 15
Tren Capaian Cakupan Kepegertaan Jaminan Kesehatan

Nasional (JKN)

1.0

90

10

50

2019

Sumber Data: sismonev.djsn.go.id.
Keterangan I Target 2024 merupakan target RPJMN 2020-2024

Gamba.r 1.16
Distribusi Cspaian Cal<upan Kepesertaan JKN (Tertinggi dan

Terendahl di Daerah

oxr1178.r) DKtfl!7.!)

DXr(158.6)

P.pb.(117,7) K.lrim(117,5)

Cakupan kepese.taan Jaminan Kcsehatsn
Nalional m.ningkat pada tahun 2023,
meski scmpat turun pada 2020-2021
akibat pandemi Co.o'.a Vuus Dtsease 2019.

Pencapaian cakupa! kepesertarn jaminan
keschatrn nasiona.l didotong dengan
adanya intcrlrensi dari peDerintah dalam
bentuk Instmksi Plesidcn Nomor I Tahun
2022 tentang Optimalieasi Program
Jaminan Kcschatan Nasional.

Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta
menjadi daerah yang memiliki cakupsn
kepescrtaan jaminan kcsehatan na8ion8.l
teninggi. Sclama tahun 2019 hingga 2023,
cakupan kcpesertaan ja$inan keE€hatan
nasional di Eclun:h daerEh meninSkat
dengan peningkatan tertinggi addah
Provinst Maluku Utera, Riau, dan Papua
Barat.

2420 202r

K.ltim(r07,9)

ZO2a I.198120242022

+
,.mbi(89,2)

Rl.u(69,3)

20r9 2021 2023

SK No252014A

Sumber Data: sismooev.djsn.Bo.id

a

Ri.s(76,4)

aa,6r ll,r7
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Gambar 1.17
Tren Capaian Prevalensi Stunr.ng (Pendek dan

Sangat Pendek) pada Ba.lita

It
&

2019 2020 2o2, 2027 202, T.i9.12024

Sumber Data: SSGBI (Baseline), SSGI (Iahun 2O2l dan 20221,
Deta SKI 2023, Keme.kes, b€rbagai tahun (diolah).

Kctcrangsn: Ta-rget 2024 merupakan tarSet RPJMN 2020-2024

1o

Gambar 1 . 18
Distribusi Capaian Prevalensi Stunting

{Pendek dan Sangat Pendek) pada Ba.lita (Tertinggi dan
Terendah) di Daerah

PEva.lensi sarnd4g (pendek dan sangat
pendck) berhasil diturunkan dari tahun ke
tahun.

Pc.aturan Presiden Nomo! 72 "fahnn 2O2l
tcntang Percrpatan PeDunrnan Saradngl
sebagei sa]a.L satu rcgulasi pemerintsl dal,am
mendorong percrpatan penurunan sAlatirlrt
mela.lui intervensi spesifik deJt sensitif.

Prograrn utarna d6lam mendorong percepatan
penurunan s,j'trlti'"g lr\laja lain perluasan
ca]flrpan program jaring pengaman sosiql
seperti program keluqrga harapan, bantuan
pangan non tunai, dan penerima banfuan
iulan jaminan kesehatan nasional.

Provinsi Bali menjadi satu-satunya provinsi
dengan kategori s&n rr9 rendah (kurang dari
l0 persen). Keb€rhasilan Provinsi Bali
didorong metalui penguatan konvcrgensi
lintas seldor, intervensi spesifk dan scnsitif
yang tepat sasaran, pcninSkatan kolaborasi
lini lapangan, penyediaan data sasarsn yang
valid, penguatan rtuonilorirq dan evaluasi di
belbagai jenjang, peuingkatan sosialisasi,
s€rta komulikasi, informasi, dan edukasi.

[Tr(4l.tz)
tult lao.rt) xlrs7.tr lllt?.t)

_l_
tdfl0.tt

Ll(r.l)

13:t

Lli(la.a;l)

20t9 2021

sumber Datar SSGBI (aaselrl€), SSGI (Tahun 2021 dan 2022),
Data SKI 2023, Kemenkes, b€rbagai tahun (diolah).

SK No 252(X5 A

2L5
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Reta-rata lama sekolah penduduk usia 15 E
tahun ke atas meningkat hingga tahun 2023, g
namun rata-rata lama sekolah perempuan
sebesd 8,92 masih lebih rendai dibandingkan
laki-laki yan8 telah mencapai 9,33.

Program kegiatan stiategis dalam meodukung
pemerataan akses pendidiksr arta.ra lain
(a) bantusrl operasional satuan p€ndidikan, [b)
Pro8ram Indonesia Pintar,
(c) penyediaan sa.rana dan paaganana
pcndidikan berupa infrastruktur tcknologi
informasi dat! komuDikasi, serta pasokan energi
(list!ik), (d) peningkatan dan pemerataan
pendidik dan tenaga kependidikan, serta {e)
program alirmasi pendidikan.

Provinsi BaI dan Papua merupakan provinsi
dengar capalan rata-rata lama eekolah
m.ningkat cukup signifikan sclama tahun 2019
hingga 2023. Provinsi Daerah Khusus lbukota
Jakarta drcmiliki capaiar tcrtinggi, sedangkan
dacrah yang pcrhr didolong dalam upaya
pcrcepatan pemerataan akses darr pcrtingkatan
kualitas pcndidikan antara lain Provinsi Papua,
lklimanta. Barat, Nusa Tengara Timur, dan
Nusa Tengtsra Barat.

Gambar 1.19
Tren Capaian Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia

l5 Tahun ke Atas

15

9,18

2019

Eoaeline

Smber Data: BPfi, bcrbagai tahun (diolah)
Keteranaan: Target 2024 mcrupakan target RPJMN 2O2O-2O24

Gambar 1.20
Distribusi Capaian Rata-rata Lama sekolah Penduduk

Usia 15 Tahun ke Atas (TertingBi dan Terendah) di Daerah

otolt,tt) oll( ,z) Dlr lr 'l2r

I

2020 2021 2022 Z0Z1 Target
2021

Prp.(7 0l)

T

T
hnl.(a.aA)

l0ll r0r1 202:

Sumber Data: BPS, berbagai tahun (diota}l)

SK No252047A

9,13

0

5

0

1l8.9775
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Pembangunan sosial budaya dan keagamaan merupakan pilar penting dalam memperkuat
identitas dan kohesi sosial di tengah keberagaman masyarakat. Berbagai pencapaian positif
telah diraih, seperti meningkatnya toleransi antarumat beragama, penguatan peran agama
dalam kehidupan bermasyarakat, pelestarian nilai-nilai budaya lokal, serta peningkatan
budaya literasi. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam mewujudkan harmoni
sosial, partisipasi masyarakat dalam pelestarian warisan budaya, serta penanganan konflik
berbasis agama dan budaya. Oleh karena itu, upaya kolaboratif dari berbagai pihak
diperlukan untuk memastikan pembangunan di bidang sosial budaya, dan keagamaan terus
berlanjut dan membawa dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Gambar 1-21
Tren Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama

86

74

z
62

50

2019

Boseline

2020 2021 2022 2023

Nltoa 2r

P.pb.r{&1.00)

76,02

Target

2024

Sumber Data: Kemenag, berbagai tahun (diohn).
Keterangan: Target 2024 merupakan target RPJMN 2O2O 2024

Gar]ibar | .22
Distribusi Capaian Indeks Kemkunan Umat Beragama

(Tertinggi dan Terendah) di Daerah

tuiS..(aa, te)

L.t(.0,24)

ml,

-IA..l(tl.al

29ll

Sumber Data: Kemenag, berbasai tahun (diolah)

/1.83 72 39 73 09

61 4(

SK No252048A
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Indeks Kerukuna! UEat BeraSa$a yang
dinilai dari aspek toleransi, keia sama, dan
kesetaraan mengala$i peningkatan dan
berhasil meLampaui larget 2024.

Program kegiatan strategis dalam
mendukung pencapaian, arttara Iain (a)

penguatsn forum kerukunan umat
beragaEa di seluruh provinsi dan
kabupaten/kota, [b) pcningkatan Uterasi
keagamaan yalg moderat dan inklusif,
serta (c) dialo8 kerukunan umat beragama.

Provinsi dengan capaian lndeks I(erukunafl
Umat Eleragama tertinggi ada.lai Provinsi
Nusa Tenggara Timur, sedangkan provinsi
dengan capaian terendah adalah Provinsi
Jambi. Aspek kerja salna di Provinsi Jambi
belum optima-l dibardingkan aspek
toleransi dan kegetaraao. Attinya,
keterlibatan aktif, empati, dan simpati
kepada kelompok lain dalam aspek sosial,
ekonomi, budaya, da'l keagamaan masih
perlu diperkuat dalam kehidupan
bermasya-rakat. Hampir semua daelah
mengalami perbaikan capaian tndeks
Kerukunan Umat Beragarne pada t.hun
2023.

ftrr,at aa

t.6bita9'17

16,O2

,2-19
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76

5a

52
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Gambar 1.23
Tren Capaian Kinerja Nilai Budaya Literasi

I

20r9

Nilai budaya literasi meninSkat pada tahun
2023, Er€skipun sempat mengala&i
p€nunuun pada trhun 2021 karena
terbatasnya l,ayanaa Frpustskaan/taJnan
bacaan yang dapat melayani masyarakat
secara langsunS.

Intervensi strategis dalam mendukung
p€ncapaian, anta.ra lain (a) penguatan
perpustakaan tingkat desa/kelurahan serta
implcmentasi transformasi pelpustakaan
berbasis inklusi sosial, (b) program
standaldisasi dan akreditasi perpustaksa!,
(c) penyedis.Bn pojok baca digital, serta (d)

pengembangan aplikasi pcrpustakaan
digital yeng terhubung dcngan jejaring
nasiona.l perpustakaan yang mclibatkan
781 lembaSa dar! tercatat dalam lndoncsia
OrcSearch.

Provinsi dengal capaian ni.tai budaya
literasi tertinggi pada talun 2023 edahn
Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta,
Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau.
Semcntara, daerah yarg perlu didorong
peningkatan pencapaian nilai budaya
literasi adalah Provinsi Papua.

Su 4 7l)
+
P.?5r(ar.A I

,.9li.O?,t4,

t02l

2422 2021 Ino.l z)2,l2020 2021

Sumbcr Data: Kemendikbudristek, berbagai tahun (diolah)
Keterangan: Target 2024 merupakan ts.rget RPJMN 2O2O-2O24

Gambar' 1.24
Distribusi Capaian Nilai Budaya Literasi

(Tertinggi dan Terendah) di Daerah

orY(78.0a)

20t9

Sumber Data: Kemendikbudristek, berbagai tahun {diolahl

0

SK No 252049 A

ot(lt67.rl)

T
P.pb.r(ll.02

P.Fl.€!.17) P.rs.(!l.7jl

1.2.4 Pengembangan Wilayah

Pencapaian pembangunan kewilayahan di Indonesia tclah menunjukkan sejumlah kemajuan
signifikan, terutama dalam (1) pengembangan kawasan pusat pertumbuhan (kawasan

ekonomi khusus, kawasan industri, dan destinasi Pariwisata Prioritas); (21 investasi pada

kawasan pusat pcrtumbuhan, (3) peningkatan perkembangan status pembangunan desa; (4)

pcningkatan jumlah wilayah metropolitan Jawa; (5| penurunan tingkat kemiskinan desa dan
dacrah tertinggal; serta (6) revitalisasi badan usaha milik desa dan badan usaha milik desa

bersama.

Hal yang pcrlu menjadi fokus perhatian ke depa.n antara lain (1) pcngentasan dacrah
tertin8gal; (2) produksi komoditas unggulan [kelapa sawit, kopi, tebu, lada, pala, dan
cengkch) untuk mendukung hilirisasi; serta (3) penurunan ketimpangan wilayah dengan
pemerataan kualitas sumbcr daya manusia, kualitas dan kuantitas lapa.ngan pekerjaan'

serta infrastruktur Layanan dasar dan konektivitas wilayah.
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Gambar 1.25
Tren Capaian Petkembangan Status Pembangunan Desa

{Desa Mandiri dan Berkembarg)

De!! M.ndki
tcJta

Pcrkembangan pembangunan deaa
mengalami pcningkatar dilihat dari
pcningkatan jumlah dcsa mandiri dan desa
berkembang.

Faktor yang mcndorong peningkatan
pembangunan dasa hingga tahun 2023, di
antaranya (a) penurunan tingkat
kemiskina! pcrdcssan rnenjadi 12,22
perscn; serta (b) pcningkatao kemajuan dan
kemandiiian desa melalui revitalisasi 9.114
badan us6ia miiik desa berkembang, 1.677
badan usaia milik de8a maju, 564 badan
usaha milik desa bersama berkembang, dan
532 badan usaha milik desa bersama maju.

Program kcaiatan stratcgis dalam
mcndukung pcrcepatan pembangurEn
desa, anta.ra lain pembangunaa
infrastruktur pcdcssan 0alar, jembatan,
drainase, pasar dcsa, posyandu, dan
pcndidikan anak usia dini), penetapan
prioritas pcngguoaan dana desa, dan
pengembanSan badan usaha milik desa.

Provinsi dengan jumlol desa mandiri
terbanysl tcrdapat di Pulau Japa, yaitu
Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan
Jai{a Bsrat. Sedangkan daerah yang perlu
didorong untuk p€ningkatan desa mandiri
sebaSian bess.r b€rada di wil.aya}l Indoiesia
Timu!.

o.rr 6.*.mbrn8

2422 2O2a T.,g.l2o2l

54.0@

E' 62.000

! ro mo
E t. *o
tr ,.*
8t*

52 q)n

50 @l)
2019

Sumbcr Data: Kemen PPN/Bappcnas, berbagai tahun (diolah)

Keterangan: Target 2024 merupskan taraet RPJMN 2O2O'2O24

Gambar 1.26
Distribusi Jumlai Desa Mandiri

(Tertinggi darr Terendah) di Daerah

2020 202r 20?2 2021 Tzrqtr 2024

-tr-E

SK No252019A

Sumbcr Data: Kemen PPN/Bappenas, berbagai tahun (diolah)

ltrrt87.'

5t 126
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1.2.5 Penguatan Infrastruktur
Pembangunan infrastruktur pclayanan dasar dan konektivitas wilayah berperan pcnting
dalam memperkuat fondasi ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Scjumlah pencapaian penting telah diraih, seperti pcningkatan akscs terhadap air bersih,
listrik, dan layanan sanitasi, serta pembangunan jdan, jembatan, dan jaringan transportasi
yang memperlancar arus barang dan orang entenvilayah.

Namun demikian, tantangan masih ada, terutama terkait dengan p€m€rataan ak8€s
infragtruktur di wilayah terpencil dan perbatasan, serta p€manfaatan, pemeliha-raan, dan
kebertanjutan infrastruktur yang sudah dibangrn. Oleh karcna itu, perlu adanya fokus yang

berkelanjuten pade peningkatan kualitas infraBtruktur dan perluasan aksesibilitas agar
manfaatnya dapet dirasakan secara merata di seluruh pelosok negeri.

80

60

40

20

Gambar I.24
Distribusi Capaian Rumah Ta gga yang Menempati Hunian
Layak dan Terjangkau (Tertinggi dan Terendah) di Daerah

t,r(F.r!)

2020 2021 2022 2023 T.B.t 2O2l

lr rr.roc. lo t 
""r('? 'll0!,

Rumal tanSga yang Eenempati hunian
layak dan teianSkau terus meningkat
hingga tahun 2023. Namun demikian, perlu
tarus didorong intervcnsi dalah
mcngakselerasi pemcnuhan hunian layek.

lntervensi stratcgis yang mendorong
p€ncapaian antata lain (al penyediaan
ruauiawa dan runah khusus, {b)
penanganan petmukimsn kumuh, (c)

penyaluran fasititas likuidjtas pcmbiayaan
perumahan, (d) subsidi bantuan uang
muka, serta (e) bantuan pembiayaan
perumahan berbasis tabungan.

Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami
peningkatan yalg signifikan pada akses
hunian tayak dan terjangkau da.i tahun
2019 hingga 2023. SemenEra itu, Provinsi
Dacls} Istimcwa Yoryaka.rta merupakan
daclah dcngan pencapaia. tertinggi
sedangkarl Provinsi Papua merupal<art
daerah ysns pcrlu diakselerasi
pencapaiannya.

I
20r9

Sumber Data: Susenas {Badan Pusat Statistik),
berbasai tahun ldiolah).

Kererangan: Target 2024 menrpakan target RPJMN 2O2O 2024

Sumber Data: Susenas (Badan t\sat Statistik),
berbagai tahur (diolah).

SK No252050A

Garilbar 1.27
Tren Capaian Rumah Tangga yang Menempati Hunian l,ayak

dan Terjangkau

I
I

59.t6 51
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Rasio elektritrkaoi meningkat dari ta.hun ke
tahun.

Intewensi strategis yang mendukung
keberhasilian pcncapaian antara lain (a)

program ba[tuan pasang ba.ru listrik; (b)

p€rluasan jaringan (grid extensirn) untuk
desa yang dekat jsringan distribusi
eksisting: (c) pembangunan pembarlgkit
komunal (menggunalan energi setempat)
menggunakan perEbangkit Iistrik tenaga
surya+baterai ataupun pembangkit listrik
tenaga mikro hidro; serta {d) pemasanga!
alat penyalur daya listrik dan stasiun
pengisian energi listrik untuk daerah
terdepan, tcrpencil, dan tertinSSal.

Sebagian besar provinsi memiliki capaian
lasio elektrifikasi telah mendekati 100
peBen pada talun 2023, kecuali Provinsi
Papua Pegunuaga!, Papua Tcngai, Nusa
Tenggara Timur, Maluku, Kalimantan
TcrEah, dan Papua Selatan.

Calnbar 1.29
Tren Capaian Rasio Elektrilikasi

I
2019 2020 2021 2022 2O2, T..g.t 2024

Sumber Data: Laporan Kin€rja KESDM Tahun 2023 dan Berita Acara
Penetapan Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik

Keterangan: Taraet 2024 merupakan target RPJMN 2O2O-2O24

Gahbar 1.30
Distribusi Capaian Rasio Elektrifikasi

(Tertinggi dan Terendah) di Daerah

DKt(1Oo)IrGtlr
lfi;Itf3t)

- 19 -

110

1m

90

30

70

Effi*, M.luku(97,16)

Malukt(92,,14)

NTT(89.01)

NTT(85,84)

2019 2021 202r

Sumber Data: Laporan Kinerja KESDM Tehun 2023 dan Berita Acara
Peoetapan Rasio Elektriflkasi dan Rasio Oesa Berlist.ik

1.2.6 Pembangunan Lingkungan Hidup
Pembangunan lingkungan hidup merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga
kcscimbangan ekosistem dan kebcrlanjutan kehidupa.n manusia. Berbagai pcncapaian telah
dicapa.i, sepcrti (l) pcningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian alam dan
pengurangan cmisi karbon; (2) upaya rehabilitasi hutan; (3) konscrvasi kawasan perairan; (4)

akurasi informasi meteorologi dan klimatologi; (5) pemulihan katpasan pcsisir dan pulau-
pulau kecil, tcrmasuk ekosistefi nangroue dan pantai; serta (6) mitigasi kerentanan dampak
bencana.

M.luku(91,34)

5ulbr. (8t,58)

SK No252021A

B.l(1oo) B'li(l00)

Kalbar(97,96)

NTT(95,27)
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Namun demikian, implementasi kebijakan pengelol,aan sampah, pcnanganan dcforestasi, dan
kerusakan ekosistem laut bclum sepcnuhnya optimal. Oleh karena itu, penting untuk terus
memperkuat komitmen dan langkah strategis guna mewujudkan pembangunan lingkungan
hidup yang lebih b€rkelanjutan di masa depan.

Cambar 1.32
Distribusi Capaiaa Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup (Tertinggi dan

Terendah) di Daerah

Gambar l 3l
Tren Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

2.9L.(3t.'6)

49
60

!70

60

90

I

I
2019 2420 2421 2022

,a-{al.arl 6

Sumber Data: Kemen LHK, berbaSai tahun.
Keterangani Capaian 2OI9-2O2O merupakan metode lama, ca.paian 2O21-

2023 merupakan metode baru, target 2024 merupakan target RPJMN 2020-
2024.

_l-
Oll(rU.|.,

2alt lnt l02t

Sumbcr Data: Kcmen LHK, berbagai tahun.

Kctcrangani Caparan 2019 m.rupakan metode
lama, capaian 2O2l-2023 meruPakan metodc

batu.

Indeks Kualitas Lilgkungan Hidup mcuingkat dari tahua ke ta}lun. Pardcmi Colpna Virus Disedse 2Ol9
justm membcrika! daopa* yang po8itif bagi pcningkqta-o kualitas lingkungan hidup.

Program kcgiatan stategis yang Ecndorong pcngelolaan lingkungan hidup di tingkat daerah, entara Lain

program langit bim, progra.ut kali bcrsih, program lndonesis hijau, prc8ram gambut lestari, dan program
pantai lestari.

Berdasarkan pcnintkatan Indeks Kuditas unSkungan Hidup provinsi dsri tahun kc tabun, pfoviasi deogan
pcningkatan IDdeks Kualitas Lingkungan Hidup tarbesar adalah Provlnsi Dacrah lstim€wa Yo$/a&arta, Jawa
Barat, dan lrJnpung. kovinsi yang mengalami P€nurunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup &dalah

Plovinsi Kalimantan Timur, Maluku, Papua Barat, Papua, dan Sula*€si Tengah.

Berdasarkan capaian Indeks Kualitas Lingkurgan Hidup provinsi tahun 2023, caPaian Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup tertinggi berada pada Provinsi PaPua Bsrat, Papua, Kalimantan Utara, dan Maluku Utara'
scdangkan capaian tndeks Ku8lita8 Lingkuogan Hidup yanS pcrlu dioptimrlkan belEda pada Provinsi

Dacrah (husus [bukota Jakarta, Bantcn, dsn Jawa Ba.rat. Kualitas lingkungo hidup salah satunya

dipcagaruhi oleh kepadatsn penduduk dan ahivitas ekonomi suatu daerah yanS sanSat bergantung pada

scktor industri pcngolahan, pcrtambargBn, dan jasa.

SK No252051A

tr'lr(ar lo,
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Gambar 1.33
Capaian IKLH di 34 Provinsi Ta}|ur] 2019 d^n 2023

- 
c.p.l.n 2ol9 

- 
c.p.i.n 2(,23

Sumbe. Data: Kemen LHK, berbagai tahun (diolah).

1.2.7 Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

Pembangunan di bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan merupakan fondasi
p€nting bagi stabilitas dan kemajuan suatu negara. Sejumlah pencapaian menunjukkan
peningkatan, seperti (l) penguatan partisipasi dalam kerja sama intemasional, (2) reformasi
birokrasi, (3) peningkatan profesionalisme dal,am pertahanan, scrta (4) langkahJangkah
stratcgis dalam menjaga keamanan nasional.

Adapun kebijakan yang perlu menjadi fokus perhatian ke depan, antara lain (l) penurunan
tingkat kriminalitas, (21 keadilan dalam penegakan hukum dan penguatan demokrasi, (3)

mitigasi risiko ancaman keamanan siber, serta (4) transparansi dan akuntabilitas serta
pencegahan korupsi. Oleh karena itu, penting untuk terus memfokuskan perhatian pada
peningkatan kualitas tata kelola, sistem hukum yang adil, scrta kesiaPsiagaan dalam
menghadapi ancaman keamanan global dan domestik di masa depan.
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Gambar 1.34
Tren Capaian Indeks Demokrasi Indonesia

2021 2022 2023 Trget 2024

Gambar 1.35
Distribusi Capaian lndeks Demok asi
Indonesia (Tertinggi dan Terenda}l) di

Daerah

Drial2'l

Oxr a2 03'

I I
sumber Data: BI'S, berbagei tshun (diol,ah).

Keteranaan: capaian bas€Iiae hinaga 2o2o merupakan metode lama,
capaia,: 2O2l-2O23 merupak6n metode baru, tatget 2024 mempakan taraet

RPJMN 2020-2024 Sumber Dats: BPS, berbagai tahuo ldiolah)

Pencapaian Indeka Demokrasi Indonesia hingSa talun 2020 dinilai dali Pencapaian tiga aspek yaitu
kebebasan, ke8eta.raan, dan kapasitas lembaga demokraoi. Adapun pencapaian Indek8 Demokrasi Indonesia
sejak tahun 2021 mengalami pcnycmpumaan pcnilaian dengan mcngintegrasikar asPck politik, ekonomi,
d6n sosial, scrta rnemberikan indeks untuk tingkat nasional, pusat, dan Provinsi

Berdasarkan capaian Indeks Demokiasi Indoncsia tingkat provinsi, peningkatan tcrbesa.r terjadi Pada
Provinai Jawa Barat, Sudatera Utata, da! Sutawesi Tenggara, sementara tiga dacrah ya!8 mengalami
penurunan terbesar yaitu Ptovinsi Nusa Tenggata Barat, Bengkulu, darr Malulor Utara.

Berdasartan capaian Indeks Demolo.asi Indonesia tingkat provinsi pada tahun 2023, caPaian tertinggi
berada pada Prcvinsi Bali, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Daerah lstimewa YoEraka.rta, sedangkan
dacrah yattg perlu didorong penguatan demoktasi tcrutarna pada aspck kapasitas lcmbaga demokrasi berada
pada Provinsi Papua Barat, Maluku Utara, PaPua, dan Malu.lor.

Gambar I.36
Capaian Indeks Demokrasi Indonesia di 34 Provinsi Tahun 2019 dan 2023

I C.P.i.n 2019 I c'apalin 2023

Sumber Data: BPS, berbagai tahun (diolah).

Keterangan: Capaian 2019 merupakan metode lama, capaian 2023 merupekan metode batu
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Capaian kineda pembanguna.n bidang hukum ditandai dengqn tren positif nilai lndeks Fembanguran Hukum
dalam kurun waktu tiga tahun te.akhir. Capaian pentinS pemban8unan bidaog hukum juga ditandai dengan
diundangkannya Uodalg-Undang Nomor I Tahun 2023 tentang Kitab Undsng-Undaog Hukum Pidana yang

mengdepankan pcndekatan keadilan kor€ktif, keadilan rehabilitatif, dan keadilan rcstor-atif bagi masyaiakat.

Gambar 1.37
Tren Capaian lndeks Pembangunan Hukum

I
z

0,8

05

0,4

2010 2020 2021 2022 2023 Trrrr 2O2a

br.li'l'

- 
T.'g.t RPJMN 2O2G20Z (M.tod. [.mr) 

-TaEGt 
RPrMN 202G2O24 (Maod.B.ru)

-C.p.i."(Mltode 
L.m.) 

-Capti.n 
(Maod.85ru)

Sumber Data: Kemen PPN/Bappenas, berbagai tahun (diolah).

Keterangan: Baseline 2019 merupal<an metode lama, capaian 2020-2022 mempalan metode baru'

secara perhitungan, Indeks Pembangunan Hukum mengalami penyesuaian metodologi pada tahun 2020,

menjadi lima pilar (budaya hukum, materi hukum, kelembagaan hukum, penega-kan hukum, selta informasi
dan komunikasi hukuln) dan tiga sumber data (survei masyara-kat, data administratifkementerian/lembaga,
dan wawancaG pakar).

capaian Indeks Pembangunan Hukum pada periode Rencana Pembangunqn Jangka Menengah Nasional

ta:L|un 2o2o-2o24 menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dan konsisten. Indeks Pembangunan
Hukum tahun 2o2o masuk dalam kateSori cukup, kemudian meningkat pada tahun 2022 dan masuk dalam

kategori baik. Peningkatan ini menunjukkan kualitas pembangunan hukum yang dilakukan oleh

kementerian/lembaga terkait sema,kin menuju ke arah positif dan dirasakan oleh masyarakat. Salah satu

strategi yang dilakukan untuk meningkatkan tren capaian lndeks Pembangunan Hukum tetsebut yakni

sinkronisasi implementasi kebijakan prioritas nasional oleh multiaktor dan seca.ra lintas sektor, serta

melibatkan pcmangku kepentingan terkalt lainnya

Intervensi stratcgis yang mendorong pencapaian Indeks Pembangunan Hukum ant€ra lain (a) penatasn tata

kelola reSulasi, lb) penegakan hukum pidana dilekul<an melalui p€nerapan sistem peradilan Pidana terPadu

berbasis teknologi informasi dan implcmentasi keaditan restoratif, serta (c) penihgkatan akses keadilan bagi

masyaraLat dilaksanakan melalui layanan bantuan hukum.
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Capaian keamanan dan ketertiban menunjukkan komitmen kuat dan semangat antusias dengan ditandainya
tren positif pada hasit nilai-nilai indikator p€ngukuran seperti meninSkatnya Clobdl Terrorism Inde, dari 5,07
pada tahun 2019 menjadi 3,99 pada tahun 2023. Adapun capaian perilaku antikorupsi masyaral(at
dircprcsentasikan melalui indeks perilaku anti korupsi.

2019
Boseline

2020 2021 2022

Sumber Data: BPS dan KPK, berbasai talun (diolah).

Keterangan: Targcl 2024 merupakan target RPJMN 2O2O-2O24

Indcks Perilaku Anti Korupsi menunjukkan pelbaikan dari talun 2019 ke tahun 2022, namun sedikit
menurun sebessr o,o1 poin pada tahun 2023 disebabkan adanya penurullan dimensi pengalaman sebagai

salah satu dimensi pembentuk capaian Indeks Perilsku Anti Korupsi.

Prograh strategis yang mendorong pencapaian tndeks Perilsku Anti Korupsi antaia lain (a) Roadshou Bus

untuk sosialisasi antikorupsi kepada masyarakat, (b) Desa Anti Korupsi, (c) Politik Cerdas Berintegritas
unuk pembekalan antikorupsi kepada peserta pemilu, (d) Hajar Serangan Fajat sebagai kampanye
antikorupsi kepada masyarakat terkait p€ncegahan politik uang dan korupsi menjelang pcmilu, (e) program
penguatan anti korupsi bagi penyelenggara negaia ber_integritas sebagai progrsm penguatan komitmen
antikorupsi yang menyasar para pemimpin dan P€jabat negara di kementenan/lembaga, serta {0 Bunda
Pendidikan Anak usia Dini sebagai program yang mendukunS para bunda atau guru pendidikan anak usia

dini untuk berperan sebagai penggerak antikorupsi sekaligus membentuk karakter anak dalam upaya
pencegahan korupsi.

5

4

3

2

1

0

z
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Salah satu ukuran perbaikan tata kelola
p€merintah yeitu melalui lndcks Reformasi
Birokt'asi. Perentase lnstansi Pcmcrintah
dengan Indeks Reformasi Biroldasi > Baik
cenderung meningkat pada tingkat
kabupaten/ kota dalr provirsi. Pengukuren
Indeks Reformasi Birckrasi periode 2020-
2024 menc€kup tiga aspek yairu reformasi,
hasil antara, dan pemenuhan.

Intervensi stiategis yqng mendorong
pcncapaian, anta.ra l,ain la) optimalisssi
pendampingarl dan bimbingan teknis secara
online dengan memarfaatkan mcdia
Youhrbc accara rEguler melalui program
"Bisa Tanya Kemen PANRB" untuk
informasi kebijakaD beru; (b) penggunaan
sistem Aplikasi penilaian mandiri
pcLaksanaan rcformasi birokrasi maupun E-
SAKIP, (c) kebijaksn Reformasi Biml(rasi
tenatik termasuk modul pelaksanEan
Reformasi Birckrasi Tematik, serta (d)

kcgiatan RExpenbnca yang bertujuan
memfasilitasi kemcnterian/lembaga Meso
untuk ikut menjelaskan telkait perannya
d6-lam leformasi birokraEi dan kebijakan
yang harus dilaksarlaka.rr oleh instansi
pemerintsh lainnya.

cambar 1.39
Tren Capaian Persentase Instansi Pemerintah dengan

Indeks RB > Baik

82,1. 85

-25-
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c.p.rh i(MF.,vL.i6.!.)

Sumber Data: Kemen PANRB, berbagai tahun (diolah).
Keterangan: Target 2024 merupakan target RPJMN 2O2O-2O24

1.3 Batasan Pembangun an (Deuelopment Constraintl
Terdapat dua aspek yang menjadi batas dalam pelaksanaan pembangunan, yaitu daya
dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta kapasitas ruang fiskal. Daya dukung
lingkungan hidup merupakan batas kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung
perikehidupan manusia, makhluk hidup, dan keseimbangan antara kcduanya melalui
keterscdiaan sumber daya alam. Semcntara itu, daya tampung lingkungan hidup adalah
batasan kemampuan untuk menyerap zat, encrgi, dan/ atau komponen lain yang masuk atau
dimasukkan ke dalamnya, seperti limbah.

Di sisi lain, kapasitas ruang liskal mcrupakan kemampuan untuk membiayai kebutuhan
pembangunan yang semakin bcsar dan beragam. Kedua aspck batasan pembangunan
ters€but perlu d{iabarkan lebih lanjut untuk pada akhirnya dipertimbangkan dalam proses
perencanaan pembangunan dalam rangka memastikan kesinambungan antara
pembangunan ekonomi dan lingkungan. Penjabaran kedua aspek tcrscbut, antara lain

1.3.1 Kawasan Lindung di Darat dan Perairan

Sampai tahun 2023, perlindungan kawasan yang telah dilaksanakan di daratan mencapai
51,14 juta hektare atau 26,85 pcrsen dari luas daratan di Indonesia, yang terdiri dari
kawasan hutan lindung sebesar 15,38 persen serta kawasan suaka alam, kawasan
pclestarian alam, dan taman buru sebcsar I1,47 persen (IBSAP 2025-2045). Sedangkan luas
kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil Pada tahun 2024
mencapai 29,9 juta hektare atau sebesar 9,2 persen dari luas Irut Indonesia, dengan
peningkatan sebesar 665.049,5 hektare. Kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir,

,z6a
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dan pulau-pulau kecil ditargetkan mencapai 3O persen pada tahun 2045 l3O by 4$ yang
setara dengan 97,5 juta hektare.

Dari total 70 juta hcktare areal yang bcrnilai keanekaragaman hayati tinggi di daratan,
sebanyak 43 juta hektare yang berada di luar kawasan suaka alam, kawasan pclestarian
alam, dan taman buru (Bappenas, 2018). Untuk itu, pembangunan harus memperhatikan
dan mengintegrasikan areal di luar kawasan suaka alam; kawasan pelestarian alam; dan
kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil berupa areal
preservasi yang bcrtujuan untuk mendukung fungsi penyangSa kehidupan ataupun
kelangsungan hidup eumber daya hayati dan ekosistemnya.

Kawasan konseryasi dikelola bcrdasarkan tiga Prinsip, yaitu (a) perlindungan sistem
p€nyangga kehidupan; (b) pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta
ekosistemnya; dan (c) pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan
ekosistemnya. Kawasan konservasi menjadi benteng terakhir untuk melindungi habitat
spesies kunci dan keanekaragaman hayati hingga level genetik. Pembangunan yang tidak
bcrkelanjutan akan bcrdampak tidak hanya pada berkurangnya area kawasan konservasi
tersebut, tctapi juga mempercepat kerusakan ekosistem dan hilangnya keanekaragaman
hayati.

Gambar 1.40
Peta Sebaran Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir dan

Pulau Pulau Kecil Indonesia Tahun 2024
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Gambar 1.41
Peta Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru

di Daratan dan Hutan Lindung di Indonesia

a&.

t
'jf

\
t- #\

\

s
S$8c{ftttrysly

p:-_a,9

Legenda

! xse xea, oan re oioararan

I Hlran Linduns

0 !50 3oo 600 9oo 1240

10 11 120"00"E 130"0'0"E 1

1 E 110000"E 120'0'0'E 1 0'E 141''0'0'E

Sumber: Kementeriai PPN/Bappenas, 2024 (diolah).

1.3.2 Tutupan Hutan Primer dan Hutan di Atas l,ahan Gambut

Kawasan hutan harus dikelola secara berkelanjutan untuk menjaga daya dukung dan daya
dan tampung lingkungan yang memungkinkan segala aktivitas ekonomi berjalan secara
berkesinambungan. Pada tahun 2022, lndonesia memiliki tutupan hutan seluas 96,16 juta
hektare yang tersebar di dalam dan luar kawasan hutan. Untuk mencapai tot-zEro emission
pada tahun 2060 atau tebih cepat, taju deforestasi harus dipertahankan tidak melebihi
luasan l3O.OOO hektare per tahun.

Indonesia juga memiliki lahan gambut s€luas 13,42 juta hektare yang sangat penting dalam
penyimpanan karbon. Seluas 2,35 juta hektare dari luas lahan gambut tersebut merupakan
hutan primer, sementara s€kitar 11,07 juta hektare tcrdiri dari hutan sekunder, hutan
tanaman, perkebunan, dan penggunaan lainnya. Selanjutnya, terdapat kawasan hutan di
luar kawasan hutan atau areal pcnggunaan lain yang memiliki nilai jasa lingkungan dan
keanekaragaman hayati seluas 7, 15 juta heldare yang harus dip€rtahankan keberadaannya.
Kawasan tersebut b€rada di luar kawasan hutan yang sangat rentan untuk dialihfungsikan
ke penggunaan lainnya dan pada akhirnya akan berdampak pada pengurangan daya dukung
dan daya tampung lingkungan untuk aktivitas ekonomi.

1.3.3 Habitat Spesies Kunci

Indonesia merupakan negara dengan tingkat keanekaragaman hayati sangat tinggi yang
tersebar delam 22 tipe ekosistem, baik di darat maupun di laut (IBSAP 2025-2045). Apabila
dikclola dengan baik, kekayaan keanekaragaman hayati yang luar biasa ini, mulai dari
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ekosistem, spesies, dan genetik dapat menjadi modalitas dalam mendukung pencapaian
Indonesia Emas 2O45. Keberadaan ekosistem di Indonesia telah menjadi rumah bagi puluhan
ribu spesies flora dan fauna yang berperan menjaga keseimbangan alam termasuk beberapa
spesies endemik Indonesia antara lain Komodo (Varanus komodoensisl, Orangutan (Pongo

spp.), Harimau Sumatra lPantllera tigf,is sumatra4, Badak Jawa (Rfunoceros sondaians|,
MeJeo (Macroceplalon maled, dan Anoa (Bubalus spp.). Keanekalagaman spesies yang
dimiliki Indonesia tidak tcrlepas dari adanya peran daya dukung lingkungan yang
memberikan dukungan terhadap keberlangsungan hidup setiap individu sp€sies, utamanya
berupa ketersediaan habitat sebagai tempat untuk berlindung, mencari makan, dan
berkembang biak.

Salah satu faktor pembatas yang harus menjadi pcrhatian utama dalam merencanakan
pcmbangunan di Indonesia adalah habitat dari spesies kunci. Spesies kunci merupakan flora
dan fauna yang diprioritaskan untuk dilindungi scrta dapat mewakili keanekaragaman hayati
secara kescluruhan dalam sebuah ekosistem. Kehilangan spesies kunci akan mcngakibatkan
gangguan terhadap keberlanjutan struktur, fungsi, dan produktivitas dari habitat atau
ekosistem tersebut.

Terdapat sembilan spesies kunci yang menjadi faktor pembatas di dalam analisis daya
dukung dan daya tampung lingkungan hidup, yaitu Babi Rusa, Anoa, Badak Jawa, Owa
Jawa, Gajah Kdimantan, Orangutan Kalimantan, Orangutan Sumatra, Gajah Sumatra, dan
Harimau Sumatra. Habitat spesies kunci ini diprakirakan akan berkurang secara signifikan
akibat pengurangan luas tutupan hutan. Sebagai dampaknya, spesies-spesies tersebut
scmakin terancam punah. hakiraan penurunan luas habitat kesembilan spesies kunci
tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.42.

Gambar I .42
Ancaman Pen]'usutan Tutupan Hutan pada Habitat Beberapa Spesies Kunci sampai dengan 2045
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Analisis menunjukkan bahwa tutupan hutan pada habitat sPesies kunci di sebelah barat
garis WalLacea akan menyusut dari 80,3 persen pada tahun 2OOO menjadi 49,7 persen pada
tahun 2045, terutama pada wilayah Sumatera dan Kalimantan. Scmentara itu, luas key
biodiuersity dreas di sisi timur Garis Wallacea, khususnya wilayah Papua diperkirakan juga
berkurang signifikan akibat masifnya pembangunan. Sebagai wilayah yang mengalami
penuntnan luas habitat spesies kunci terbesar, pcmbangunan di wilayah Sumatera dan
Kalimantan harus lebih mempertimbangkan kebcradaan habitat dari spesies yang terancam
punah tersebut. Sesuai hasil analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
untuk luasan habitat spesies kunci, secara nasional yang harus dip€rtahankan di luar
Kawasan Suaka Atam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru minimal seluas 43,2 juta
hektare. Apabila luasan habitat satwa kunci ini tidak dapat dip€rtahankan, fungsi ekosistem
dapat terganggu dan menjadi hambatan utama dalam mewujudkan pembangunan lndonesia
yang berkelanjutan.

1.3.4 Luas Permukiman di Area Pesisir Terdampak Perubahan Iklim

Perubahan iklim menyebabkan berbagai perubahan pada lingkungan, scPerti pola curah
hujan yang tidak menentu, kenaikan temPeratur air laut, kenaikan muka air laut, serta
peningkatan kejadian iklim ekstrem. Di wilayah pesisir, dampak perubahan ini sangat nyata
dengan meningkatnya risiko bahaya, salah satunya penggenangan p€sisir (coas,al

inundotionl. Indoncsia dengan garis pantai yang panjang dan banyaknya pulau-pulau kecil,
menjadi salah satu wilayah yang paling terancam oleh perubahan iklim ini. Rendahnya
resiliensi masyarakat pesisir terhadap ancaman tersebut menyebabkan peningkatan
frekuensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, abrasi, hingga rusaknya ekosistem pantai.

Kombinasi antara penurunan muka tanah dan kenaikan muka air laut semakin
memperparah risiko di wilayah p€sisir. Di beberapa wilayah perkotaan scperti Jakarta dan
Semarang yang berada di pantai utara Pulau Jawa, penurunan tanah berlangsung dengan

kecepatan l-15 cm per tahun. Di luar Jawa, laju penurunan tanah bervariasi altara l-8 cm
pcr tahun. Dengan kenaikan muka air Laut setinggi 5O cm yang diproyeksikan di masa depan,
wilayah-wilayah padat penduduk di pcsisir dapat tergenang secara perrnanen. Selain itu,
pulau-pulau kecil juga terancam oleh abrasi dan penggenangan akibat kenaikan muka air
laut, yang bisa menyebabkan hilangnya pulau'pulau tersebut dalam jangka panjang.

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat 311 kabupaten/ kota, 1.643 kecamatan, dan
6.367 desa/kelurahan di wilayah pesisir Indonesia yang rentan terhadap dampak perubahan
iklim. Wilayah ini berpotensi besar menga.lami pcrpindahan penduduk, khususnya akibat
abrasi dan bencana hidrometeorologi seperti banjir pesisir atau rob. Dalam kurun waktu 5-
lO tahun terakhir, sekitar 234 kabupaten/kota, 796 kecamatan, dan 1.888 desa/kelurahan
atau sekitar 3O persen dari total desa pesisir di Indonesia telah menunjukkan potensi
perpindahan pcnduduk. Daerah ini mencakup 150 desa di kawasan metropolitan serta 92

desa di pulau-pulau kecil terluar, yang semakin memperparah risiko sosial-ekonomi (Gambar

1.43).
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Gambar 1.43
Sebaran Kawasar Pesisir Rentan Perpindahan Penduduk sebagai Dampak Perubahan lklim

Sumber: Kajian People Dispiacement Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Pcrubahan iklim diprcdiksi akan membawa dampak jangka panjang yang signilikan bagi

masyarakat pcsisir. Data dari climate central menyebutkan bahwa sekitar 23 juta pcnduduk
pesisir di Indonesia diproyeksikan akan menghadapi banjir laut tahunan pada tahun 2o5o
akibat kenaikan muka air laut. Oleh karena itu, pcnting untuk memahami protil wilayah
pesisir yang rentan agar bisa merancang strategi mitigasi dan adaptasi yang tePat. Profil ini
harus mencakup kondisi sosial, ekonomi, s€rta lingkungan yang berPcran bcsar dalam
menentukan ketahanan masyarakat pesisir.

1.3.5 Kawasan Rawan Bencana

Kondisi geografis yang terletak di Cincin Api Pasifik menjadikan lndonesia rentan terhadap
gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Sclain itu, perubahan iklim global turut
meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan

kekeringan. Penelitian lain juga mengidentifrkasi setidaknya terdapat tiga belas zona

nagatlaust di scpanjang pesisir barat dan selatan Sumatera, selatan Jawa, Bali, Nusa

Tenggara, hingga Laut Banda yang berpotensi mengalibatken bencana gempa dan tsunami'
Data ini menjadi bukti p€nting yang menunjukkan bahwa Indonesia dikelilinsi kawasan yang

rawan terhadap bencana.

Hasil perhitungan Indeks Risiko Bencana tahun 2023 menunjukkan bahwa 13 provinsi di
Indonesia mcmiliki risiko bencana yang tin88i, s€mcntara 25 provinsi lainnya bcrada pada

tingkat risiko bencana yang scdang. Tidak ada provinsi yang tergolong ke dalam kclas risiko
bencana rendah. Provinsi dengan ri8iko bencana tcrtinggi adalah Sulawesi Barat, Maluku,
dan Kepulauan Bangka Belitung. semcntara itu, provinsi dcngan risiko bencana tcrendah
adalah Kepulauan Riau, Papua Pegunungan, dan DKI Jakarta.

Dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, sebanyak 168 kabupaten/kota berada dalam

klasifikasi risiko bencana tinggi dan 346 kabuPaten/kota lainnya memiliki risiko bencana

sedang (Gambar 1.44). Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Halmahera Selatan, dan
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Ihbupaten Nias Utara mencatatkan skor risiko bencana tertinggi. Hal ini menunjukkan
tingkat kerentanan akan bencana yang tinggi dan perlunya perhatian lebih. sementara itu,
Kabupaten Sigi, Kabupatcn Kepulauan Seribu, dan KabuPaten Mamb€ramo Tengah memiliki
skor risiko bcncana tercndah, tetapi tetap perlu mclakukan upaya pengurangan risiko
bencana mengingat kabupaten/kota terscbut terSolong dalam klasifikasi risiko bencana
scdang.

Gambar I .44
Sebaran Tingkat Risiko Bencana Kabupaten/Kota Taiun 2023

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2023

Data-data di atas mcnegaskan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia mcmiliki potcnsi
bencana yang signifikan. Oleh karena itu, upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bcncana harus
menjadi prioritas di scluruh daerah, terutama di lokasi-lokasi yang memiliki tingkat risiko
bencana tinggi untuk melindungi masyarakat dan mengurangi dampak dari bencana.

1.3.6 Ketersediaan Air
Indonesia memiliki potensi besar datam sumber daya air untuk mendukung berbagai sektor
kchidupan, terutama di tengah pertumbuhan populasi dan peningkatan aktivitas ekonomi.
Ketersediaan air yang memadai sangat penting untuk menjamin pasokan air bersih,
mendukung sektor pcrtanian, serta menopang berbagai industri yang menjadi pilar
pcmbangunan. Potensi sumber daya air lndonesia tersebar di beberapa wilayah, dengan total

air permukaan sebesar 2.783,3 miliar m3 p€r tahun dan potensi air tanah dari cekungan air
tanah sebcsar 20.903,3 miliar m3 pcr tahun. Namun demikian, potensi sumber daya air ini
tidak diimbangi dengan penyebarannya.

Penyebaran potensi air di Indonesia belum merata baik secara musim maupun geografis.

Wilayah padat penduduk seperti Pulau Jawa, yang menamPung 56,1 persen poPulasi

nasional, hanya memiliki 6,3 persen dari total ketersediaan air permukaan. Sebaliknya'
wilayah-wilayah dengan sumber daya air melimpah seperti Papua (27,6 pcrscn), Kalimantan

sunrbrr
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(28,5 persen), dan Sumatera (26,1 Pcrscn) menampung populasi yang jauh lebih kecil'

Ketidakseimbangan distribusi air ini menimbulkan tekanan ak (uater stress) yang lebih
bcsar di daerah-daerah denga.n pcrmintaan air tinggi.

Di sisi lain, kebcradaan hutan yang berfungsi sebagai pengatur tata air alami tertekan akibat
tingginya pcrtumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang tidak b€rkelanjutan. saat ini,
12,7 juta hektare lahan kritis sudah tidak berfungsi sebagai mcdia pengatur teta air. Di sisi

lain, jumlah hari hujan cenderung menurun, sementara intensitas hujan lebih lcbat dan

ekstrem. Perubahan ini meningkatkan risiko banjir di daerah hilir saat kejadian hujan
ekstrem serta mempcrpanjang periode kekeringan. Oleh karcna itu, dip€rlukan pengelolaan

sumber daya air sccara terpadu dan berkelanjutan untuk mendukung ketersediaan air ddam
memenuhi permintaan air di masa mendatang.

Gambar 1.45
Distribusi K€tersediaan Air dan Populasi per Pulau di Indonesia Berdasarkan Proporsi Nasional

Sumatera xalimantan
Maluku

Sulawesi

@ Papua

@
Pop!lasl

C PotensiAlr Permukaan
terhadap Tot l Potrnsi Air
Permukaan dllndon6la @ @

Bali & Nusa Tenggara
Jawa

tndonesia memiliki kekayaan cadangan energi dan sumbcr daya mineral yang sangat besar.

cadangan minyak yang telah terbukti mencapai 2,2? miliat barel, sementafa cadanSan
potensialnya seb€sar 1,9 miliar barcl. Untuk gas alam, tndonesia memiliki cadangan total
scbesar 54,83 triliun kaki kubik standar, tcrdiri dari 36,34 triliun kaki kubik standar

cadangan tcrbukti dan 18,49 triliun kaki kubik standar cadangan potcnsial. Namun,

berdasefkan rasio cadangan terhadap produksi, cadangan minyak diprakirakan akan habis

da.lam 6,7 tahun dan cadangan gas dapat bcrtahan selama 21,2 tahun. cadangan batu bara
Indonesia m€ncapai 36,30 miliar ton, dengan rasio cadangan terhadaP produksi sekitar 65

tahun. Selain itu, tndonesia juga mcmiliki berbagai mineral penting, termasuk nikel dengan

cadangan bijih scbesar 5,24 miliar ton, tembaga 3,ol miliar ton, dan bauksit 3,22 miliar ton.

Permintaan untuk mincral ini diproyeksikan akan meningkat dengan adanya transisi energi

yang sedang berlangsung.

Pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia juga menawarkan potensi yang bcsar jika
didukung oleh perkembangan tcknologi, scrta diharapkan akan meningkatkan daya saing

terhadap enerj fosil dan mengurangi biaya produksi listrik dari sumb€r-sumber sep€rti

t rr.g. 
"rry. 

dan angin. Potensi total energi terbarukan di Indonesia diprakirakan mcncapai

25,116
6
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1.3.7 Ketersediaan Energi
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3.716 gigawatt, di mana energi surya mendominasi dengan total energi sebesar 3.294
gigawatt. Sisanya berasal dari biomassa, air, panas bumi, angin, laut, dan energi terbarukan
lainnya. Meskipun begitu, pada tahun 2023, p€manfaatan cncrgi terbarukan di scktor listrik
baru mencapai sckitar 13,3 gigawatt atau hanya O,35 perscn dari total potensi yang ada.

Gambar 1.46
Sebaran Potensi Sumber Daya Energi
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S\lmber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024 (diolah)-

1.3.8 Kapasitas dan Keterbatasan Ruang Fiskal

Ruang fiskal lndonesia saat ini relatif terbatas di tengah upaya Indonesia untuk kcluat dari
middte income trap d^n menjadi negara maju. Hal tersebut tecermin dari indikator
penerimaan perpajakan Indonesia yang terus menurun sccara historis. Rasio perpajakan

Indonesia pemah mencapai 2o persen produk domestik bruto Pada tahun 1980-an. Namun

hingga tahun 2024, rasio perpajakan lndonesia terus menurun menjadi sebesar lo,1 persen

produk domestik bruto. Kondisi ters€but memperlihatkan bahwa kapasitas fiskal lndonesia
justru menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun.

Sclanjutnya, apabila dibandingkan dengan negara lain, rasio perpajakan Indonesia

merupakan salah satu yang terendah. Dibandingkan kelompok negara mqiu, rasio
perpajakan lndonesia di tahun 2023 mencapai 10,3 persen produk domestik bruto, sanSat

tertinggal apa.bila dibandingkan dengan lnggris (27,3 persen produk domestik bruto)'
Meksiko (14,3 persen produk domestik bruto), Brazll (!4,2 persen produk domestik bruto)'
dan Kanada (14,0 persen produk domestik bruto). Selanjutnya, apa.bila dibandingkan
dcngan kelompok negara Association of Southeast Asian Nations, lndonesia juga relatif
tert;ggal dengan Kamboja, Vietnam, Filipina, Thailand, Singapura, Leos, Malaysia, dan

Timor Leste. Hal tersebut menunjukkan rasio pcrpajakan Indonesia yang relatif masih rendah

dibandingkan dengan bcrbagai kclompok negara.

studi komparatif dengan bebcrapa negara memperlihatkan bahwa untuk menjadi negara

maju, dukungan frskal melalui peningkatan pendapatan negara sangat diperlukan. sebagai

contoh, Korea selatan pada tahun 1995 berhasil lepas dari middle it@me trop dengan rasio
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penerimaan ncgara pada saat itu mencaPai 17,6 persen produk domestik bruto. Chilc pada

tahun 2013 juga berhasil lcpas dari middle incom.e trqp dengan rasio penerimaan ncgara
scbcsar 20,6 perscn produk domestik bruto.

Kebutuhan pendanaan RPJMN Tahun 2O2O-2O24 dihadapkan pada tantangan kcterbatasan
kapasitas fiskal pemerintah. Datam pcriode RPJMN Tahun 2O2G-2024, untuk mencaPai
pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,7-6,0 persen per tahun dibutuhkan investasi sebesar

Rp35.212,u1-Rp35.455,6 triliun. Dari total kebutuhan ter3ebut, pemerintah dan badan usaha
milik negara menyumbang masing-masing sebesar 8,rI-10,1 pcrsen dan 8,5-8,8 persen'

sedangkan sisanya akan dipenuhi oleh masyarakat atau swasta. semcntara itu, dari sisi

kemampuan pemerintah, pcndapatan negara melalui penerimaan pajek (ra.x ratio) masih
bcrada pada kisaran kurang dari 11 perscn. Tantangan terscbut juga tampak pada kondisi
delisit yang mencapai Rp3,192 triliun sclama pcriode tahun 2O2O-2O24 atau rata-rata Rp638

triliun per tehun.

Sebegai gambaran konkret lainnya, kebutuhan pcndanaan infrastruktur untuk
meningkatkan stok infrastruktur mcnjadi 50 pcrsen gross donestic product p:da tahun 2O24

membutuhkan anggaran Rp6.445 triliun dcngan rencana porsi pcmerintah sebesar 37

persen, pcnugasan badan usaha milik negara/daerah scbcsar 2l pcrsen, dan peran swasta

sebesar 42 persen. Kondisi ini p€rlu disikapi dengan memperkuat dukungan pendanaan non-
anggaren pendapatan dan belanja negara, melalui swesta atau pendanaan inovatif lainnya.

Dengan keterbatasan ruang fisk l tersebut, agenda pemerintah untuk menSatasi isu
lingkungan, perubahan iklim, dan upaya mewujudkan net-zero emission pada tahun 2O6O

atau tebih cepat memerlukan dukungan pembiayaan inovatif yang melibatkan pa.rtisipasi

scrta kolaborasi lembaga internasional, scktor swasta, dan masyarakat.

1.4 Peluang dan Tantangan Pembangunan

1.4. I Peluang Pembangunan

(1) Resiliensi dan Prospek Perekonomian yang Positif

Resiliensi rronoml )
Di tengah ketidakpastian ekonomi
global, Indonesia adalah contoh
negara di Asia yang memiliki
resiliensi positif dalam
perekonomian (World Bank, 2024). t tP.ngclol..n nrbl y.ng

prlh.. poritlf0,5f POA
t.non 2023)

(..d.ngEn d.vl!. Utt
lil5.a 3!t r.6,5 !ul.n

-.ttlD -

t P.rmlnt..n konrum.n
y.n9 rllbil (kontun3i
m.ry.r.k.t tuhbuh
4,9 p.ffi t hun 2023)

Prospek Pertumbuhan Ekonoml

Pertumbuhan ekonomi cenderung stabil pada kisaran 5,0-6,0 Persen selama periode 2005-20'19, dan

kembali berkinerja positif pasca COVfO-t g dengan penumbuhan 5,05 persen (yoy) Pada 2023. Bank

Indonesia meriliitren inflasi dalam kurun 2012 hingga 2024 yang cenderung mengalami penurunan
rata-rata 0,32 persen per tahun. Inflasi yang stabil din terkendali, menciPtakan ruang kebijakan untuk
fokus pada ei<spansii kebi.jakan fiskal guna mendorong pertumbuhan s€ktor riil. Surplus neraca

perdagangan yang konsisten selama p eiode 2O2O-2O24,lerutama sektor nonmigas sebesar 27.628,8
jrt" U5O p-"a"-ZOZO dan meningkat menJadi 4l .823,0 juta USD pada 2024 (Kementerian Perdagangan,

iOZq. ;'it ini memberikan peiuang uniuk memperkuat cadangan devisa, stabilitas nilai tukar, dan

inv€stasi sektor strategis seperti infrastruktur, industri pengolahan, dan teknologi.

SK No252037A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONES]A

(2) Keanekaragaman Hayati.dan Potensi Lingkungan

a
Sebagai negara megabiodiversitas. Indonesla memiliki potensl
keanekaragaman hay.ti yang tangal tanggl di llnglat ekoslstem,
spesies. dan genetik. t rdapal 22 lape .kotistam alami. terma5uk
tutupan lahan berhutan seluas 95.56 jlta heltare dan perairan laul
s€luas 325,74 luta h€ktare yang lersebar dalam tuiuh ekoregion
(BPS, 2023; KKP, 2024). Indonesla juqa m.miliki keanekar.qaman
spesies di daratan dan pcrairan, serta potensliumber daya genetik
yang dapat dikemb.nglan menjadi sumber pangan, obdt,
bloe;ergi. dan biomatarial m.lalui bioekonomi dan biopro5Peksr'

xeanelaragaman hsyatr lndonesie berpcran Penting mendukung
p€numbuhan ekonomi. Sebagai coattoh. Saktot kehutanan
berkontrlburi 5ek[ar 3,8 mil|ar USD terhidap PDB tahun
2021-2023, sena sellor perikanan sekit r f2,ll miliar USo atau
setsra dengan 2,6c6 dari PDB Indonesla (BPS, 2023). Kontribusi
ekonomi sektor kehutanan dalam ranqka mendukung ketahanan
pangan dan energidapat dilrngk.tkan melalul Peizinan Eerusaha
Pam;nfe.t.n Hulan dengan mekanirme Mutl Usaha Keht/tanan
sllain iru, skem. pcrhulanan sdlal Juga berp€luang
maninqkatkan keialahterdan mesyerakal dl dalam dan sekitar
kawasan hutan melallr ogrolotatlry ti\qlJhaty. silvopottua, da^
kegiatan usaha kehutanan lainnya.

openyedia jasa lingkungan
(termasuk air dan oksigen)

sumber penghidupan
masyarakat

edukasi dan pelestarian
budaya

penyimpan karbon, terutama
vegetasi gambut dan
mangrove (kawasan hutan
memiliki lahan gambut troPis
seluas 9,9Juta ha dari total
13,4 Juta ha lahan gambut
yang ada di Indonesia).

o
@

@

Indonesia tidak hanya memiliki potensi keanekaragaman hayati, tetaPijuga potensi EBT dan mineral.

Potensi EBT mencapai 3.687 GW meliputi enerqi surya, hidro, panas bumi. bioenergi, bayu, dan energi

lauL Sementara berdasarkan data KESDM tahun 2023, Potensi mineralterdiridari:

o
6

komoditas nikel
sebesar 17,3 miliar ton

komoditas tembaga
sebesar 15,E miliar ton

komoditas timah
sebesar 7,3 mt

Scbagai negara kePulauan, tndonesia memiliki luas perairan laut 6,4 juta km2 dengan potensi

sumber daya perikanan 12,01 juta ton pada l1 wilayah pcngetoLaan perikanan. selain itu,
Indonesia juga mcmiliki keanckaragaman hayati laut dar ekosistem pcaisir yang terdiri dari

3,36 juta hektare mangrove, 293 ribu hektarc lamun, dan 2,5 juta hektarc terumbu karang.

untuk menjamin keberlanjutan dari keanckaragaman hayati laut terc€but, pada tahun 2o23

Indonesia telah menetapkan 29,1 juta hcktare kawasan konservasi di pcrairan, wilayah

pesisir, dan pulau-pulau kecil. Sumber daya perikanan dan ekosistem terscbut saling

berkaitan satu sama lain untuk menghasilkan ketahanan pangan akuatik dan meningkatkan

kesehatan laut lndonesia.
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Selain potensi
ekonomi,
keanekaragaman
hayatijuga berperan
dalam mendukung
pembangunan di
anta ranya:

komoditas bauksit
sebesar 6,2 miliar ton

dikelola oleh misyarakat
> dengrn skema Perhutanan

Sosi.l (PS) (KLHK,2O2{)

$
t^ f(

?Hr
I

rel.h dibebani izin usaha> peflarfaJ6n hutan
Huran produksrseluas
37,951ut! hektdre

Hut.n produksidan
hutan indung lelual
56.52.iuta hektare

hutan seluas
t,ol iuta hekrar€

belum dibebani irin us.ha
> parYlonfoaLan hutan

(KLHX,202,r)

Selain itu telah ditetaPkan
47 mineral kritis yang
mempunyai kegunaan
penting untuk
perekonomian nasional
dan pertahanan
keamanan negara.
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(3) Potensi Sumber Daya Manusia dan Modal Sosial

*,ftl

Teknologi digital berpsan
sebagaa raobra. yang
mendorong kemajuan di
berbagai sektor termasuk
pengembangan dan
perluasan infrastruktur
digitalyang kokoh.

01

03

04

05

2.778 peneliti onilciol intcllgence lAll,,
diperkirakan dapat membantu pekeriaan
manusia hingga sekitar 50 persen pada

tahun 2047 (UNDP,2024). Peluang ini dapat
dimanfaatkan secara optimal untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi .

+
o
+
-

I

02

lndonesia Marupakan
Negara dengan PoPulasl

Terbesar Keempat di ounia

\ 
(BPs 2024)

Populasi besar ini memberikan Peluang bagilndonesia untuk meraih bonus demografi dan

meningkatkan daya saing nasional.

Membuka p€luang besar menjadi penyedia sumber tenaga kerja dan pelaku ekonomi
baik laki-lakidan perempuan yang mempercepat pencapaian tujuan pembangunan.

Peningkatan produktivibs tenaga kerja melalui dukungan pendidikan dan keterampilan
yang iremadii sena pembentukan linqkungan pendukung ramah perempuan dan

keluarga.

Produktivitas tinggi menjadi landasan terbentuknya modal sosial sebagai pilar
pembangunan, yang dapat menjadi instrumen mencegah konflik dan memperkuat
kerukunan dan persatuan.

(4) PengembanganTeknologi

sebanyak 67 persen populasidunia telah terhubung dengan internet pada tahun 2023 (uNDP,2024).

a$sw
@
,4.,
AOA

\
YY

! ! I\

Revolusi industri 4.0 (otomatisasi, kecerdasan buatan , dan Internet ol fhings) yang akan

semakin matang.

lndustri 5.0 (kolaborasi manusia dan mesin membuka peluang efisiensi tinggi di berbagai sektor

seperti manufaktur, penanian, kesehatan. dan pendidikan).

Pemanfaatan oroFc iot tntelligence (Nl dalam memprediksi dan mengelola risiko teknologi, serta

memprediksi potinsi benca-na alam dengan memberikan mitigasi rislko yang lebih baik

lndia

Amerika serikat 345 J uta

Pakistan 241 Juta

lnl dapat dlmanf.ltk.n JG(lrl oPtlmtl untuk mandorong partumbuhan Gkonomi, m'l'lulPeluang
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(5) Sumber-SumberPertumbuhan Inovatif

Untuk mencapai target pertumbuhan tinggi dalam jangka menengah, dlbutuhkan sektor- sektor
produktif sebagai sumber-sumber pertumbuhan inovatlf.

ffi
&
@

Peningkatan produktivitas
pertanian menuju swasembada
pan9an

Industriallsasl dan hilirisasi
industri barbasis sumber daya
alam

Penerapan ekonomi biru dan
ekonoml huau

Pengembangan pariwisata dan
ekonoml kreatlf

Pengembangan perkotaan
sebagai pusat pcrtumbuhan
ekonomi

Pengembangan ekonomi digital
(e-commerce, finonclol tech nology)

ffiH

1.4.2 Tantangan Pembangunan

(1) Rendahnya Produktivitas

Tingkat produktivitas masih rendah di tcngah persaingan global yang scmakin meningkat.
Mengacu pada rilis laporan Asian Productivity Organization (2024), rata-rata produktivitas
tndoncsia yang tecermin dari lotat Factor Productivitg selama tahun 2Ol5-2O22 hanya
tumbuh positif sebesar 6O basis poin dari periode scbclumnya tahun 2010-2O15 (-0,9 persen
ke -0,3 perscn). Capa.ian tersebut relatif tertinggal dibandingkan Korea Selatan yang mampu
mencapa.i 1,78 ketika masih berada pada posisi menuju negara maju periode 1971-1995 dan
fiongkok scbesar 2,12 sclama kumn waktu 2005-2022. Kondisi produktivitas yang rendah
di antaranya disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia yang masih tertinggal, terlebih
pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitaE ilmu pengetahuan'
teknologi, dan inovasi yang tertinggal, gcrta kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi,
dan kepastian hukum yang masih lemah. Rcndahnya Produldivitas tcnaga kerja peremPuan
dipengaruhi oleh lingkungan kerja yang belum mendukung mereka untuk masuk dan
bertahan di pa.sar kerja, antara lain norma sosial budaya yang membcbankan peran
pengasuhan dan tugas domestik pada perempuan, jam kerja yang kurang fleksibcl, serta
minimnya akses layanan daycare berkualitas yang tedangkau.

Produktivitas yang rendah juga menyebabkan p€rtumbuhan ekonomi Indonesia cenderung
melambat. Selama tahun 2OOt2OlO, ekonomi Indonesia mampu tumbuh rata-rata 5,7
pcrscn. Selanjutnya, pcrtumbuhan ekonomi melambat menjadi rata-rata 4,7 persen selama
tahun 2Ol0-2O15. Pertumbuhan ekonomi meningkat kembali mencaPai rata-rata 5,O pcBcn
selarna tahun 2015-2019 dan 5,O5 perscn pada tahun 2023.

ilt
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Gambar 1.47
Rata-rata Pertumbuhan TFP

Index Antarlegara

Gambar 1.48
Total Factor Productiuitg Ind.ex
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Sumber: Asian Productivity Organization (2024), diolah

Selain itu, produktivitas yang rendah menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi
potensial. Kondisi inilah yang mcnyebabkan ckonomi tndonesia sulit tumbuh lebih cePat dan
stagnan ddam rentang 5,0 persen.

(2) Rcndahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Asian Productivity Organization (2024|, produktivitas tenaga kerja Indonesia
yang diukur dari Produk Domestik Bruto per tenaga keia t,ll'Jttun 2022 relatif rendah, yaitu
scbesar US$28.6O0 per pekerja. Angka tersebut masih tertinggal jauh di bawah Amcrika
Serikat US$149.1O0 pcr pekeda dan di bawah rata-rata kawasan Association of Southeast
Asian Nations sebesar US$O.2OO per peke{a. Tantangan peningkatan Produktivitas tenaga

kerja di antaranya disumbang oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia yang

dicerminkan dari capaian rata-rata nilat Programme for Intemational *udent Assessment

siswa Indonesia untuk s.mua aspck (membaca, matematika, dan sains) scbesar 369,3 pada

tahun 2o22. Angka terscbut menurun dibanding tahun 2018 dengan niLai rata-rata 382 s€rta

masih tertinqgal dibandingkan siswa dari negara-negara The Organization for Economic Co-

operation and Devclopment sebesar 488,33.

Pembangunan manusia unggul juga dihadapkan pada tantangan rendahnya daya saing

tenaga kerja yang ditunjukkan dengan rendahnya kualifikasi pcndidikan tenaga keda'
Berdasarkan pada kualifikasi pendidikan, data Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2024
mcnunjukkan sebesar 52,32 persen penduduk yanB termasuk angkatan kcrja mcrupakan
lulusan pcndidikan rendah (sekolah mcnengah pertama/ madrasah tsanawiyah sederajat ke

bawah), sedangkan penduduk yang termasuk angkatan kerja berpendidikan mencngah
(sckolah mcnengah ates/ sekolah menengah kejuruan sederajat) sebesar 34,82 perscn, dan
penduduk yang termasuk angkatan kerja berpendidikan tin88i sebeear 12,86 persen'

Kualifikasi pendidikan tenaga kerja yang rcndah berdampak Pada keter3erapan tenaga kerja
di pa.sar kerja, hanya 41,23 persen pckerja yang bckerja di bidang keahlian menengah dan

tinggi. Olch karena itu, untuk mencapai pcmbangunan yang optimal, lndonesia harus
mampu mengatasi berbagai dampak risiko ini dan melakukan investasi untuk peningkatan

kualitas sumber daya manusia.
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(3) Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat

Calon kelas menengah merupakan kelompok sosial ekonomi terbesar di Indonesia. Pada

periode 2O 19-2024, jumlahnya meningkat sebesar 8,65 juta orang sehingga mencapai 137,5
juta orang atau sekitar 49,2 pers€n dari total populasi. Di sisi lain, jumlah warga yang rentan
miskin juga meningkat s€banyak 12,72 i)ra orang dalam lima tahun terakhir. Pada tahun
2024, angla ini mcncapai 67,69 juta atau 24,33 persen dari total populasi (Badan Pusat

statistik, 2024). Meskipun jumlah masyarakat calon kelas menengah dan yang rentan miskin
terus bcrtambah, populasi kelas menengah justru mengalami penurunan. Risiko pcrgescran

status ini, dari kelas menengah menjadi calon kelas menengah dan rentan miskin,
disebabkan oleh tingginya angka pemutusan hubungan keda. Pada Agustus 2024, tercat3.t

46.420 pekerja mengalami pemutusan hubungan keia (Kementerian KetenaSakeriaan,20241
dan angka ini diperkirakan akan terus meningkat.

salah satu faktor yang memicu terjadinya pemutusan hubungan kerja adalah rendahnya
daya beli masyarakat. Hal ini terlihat dari deflasi yang terjadi pada komponcn harga yang

diatur pemerintah dan harga bergejolak. Menurut [aporan kmbaga Penyelidikan Ekonomi
dan MaEyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis universitas Indonesia (2024), komponen harga

yang diatur pemerintah mengalami deflasi dari 1,68 persen pada Agustus 2024 menjadi l,4O

persen pada September 2024. Sementafa itu, komponen harga bergejolak mengalami deflasi
yang signitikan, dari 3,04 pers€n pada Agustus 2024 menjadi 1,43 persen pada September

2024. Daya bcli masyarakat yang rendah berimplikasi pada menurunnya permintaan

terhadap baranS-barang yang diproduksi oleh industri. Dengan permintaan yang lemah,

industri tidak dapat memenuhi biaya opcrasional, yang pada akhirnya memaksa untuk
mengurangi jumlah karyawan atau bahkan menutup usaha.

(4) Kebutuhan Hidup Tingai pada Usia Produktif

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023), jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke

atas) diproyeksikan mencapai 147,71jura jiwa. Hal ini menjadi tantangan pembangunan,

yaitu tingginya kebutuhan hidup masyarakat denSan terbatasnya ketersediaan sumber daya

alam (pangan, energi, dan air) scrta lahan. Sclain itu, terdapat kewajiban terhadaP

pemenuhan perlindungan sosial, jaminan kesehatan, pendidikan, dan pembukaan lapangan

pekerjeen. Oleh karena itu, dip€rlukan strategi dalem upaya p€menuhan kebutuhan
penduduk yang besar.

(5) Krisis Lingkungan

Perkembangan dunia saat ini dihadapkan dengan tiga krisis linSkungan (tiple pldtvtary
crist:s/ yang mengancam masa depan bumi dan manusia, yaitu p€rubahan iklim' hilangnya

keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan. sekitar 50-75 persen dari

populasi giobal berpotensi terdampak kondisi iklim yang mengancam jiwa pada tahun 2lOO

(lntergovernmental Panel on climate change, 2022). KeruSian ekonomi akibat risiko bcncana

diprakirakan sebesar Rp22,8 triliun per tahun (Kementerian Keuangan, 2023), sementara
jumlah kematian selama lO tahun tcrakhir mencapai 9.176 orang (Badan Nasional

Penanggulangan Bencana, 2024).

Sekitar satu juta spcsies tumbuhan dan hewan menghadapi ancaman kepunahan
(lntergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, 2019).

scmentara itu, risiko polusi udara merupakan penyebab penyakit dan kematian dini terbesar

di dunia, serta menyebabkan hingSa 4,2 j\ta kematian setiap tahun (united Nations

Framework Convention on Climate Change, 2022). Indonesia merupakan negara dengan

tingkat polusi tertinggi di Asia Tenggara denSan konsentrasi partidllate matler 2,5 (\tlorld

Health organization, 2021). Sekitar 7o perscn dari 20 ribu sumber air minum rumah tangga

SK No252042A



yang diuji tercemar (Badan Pusat Statistik, 20221. Pada tahun 2020, sebanyak 40,3 persen

timbulan sampah merupakan sampah makanan dan diproyeksikan akan menghasilkan 344
kg/kapita/tahun pada tahun 2045 (Proyeksi Business-As-Usual, Report Food and Loss Waste
in Indonesia, 2021). Perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi udara
juga sccara langsung akan menyebabkan krisis sumber daya alam.

Ekstraksi sumber daya alam di dunia meningkat tiga kali lipat dalam lima dekade terakhir
dengan pcrtumbuhan lebih dari 2,3 persen per tahun. lndonesia sebagai negara dengan
tingkat ekstraksi pcrtambangan terbesar ke-8 di dunia (United Nations Environment
Programm€, 2023), turut berkontribusi dalam krisis ters€but. Data dari Kcmenterian Encrgi
dan Sumber Daya Mineral tahun 2O22 menunjukkan masih terdapat 2'741 lokasi tambang
ilegal yang bcrpotensi merusak lingkungan. Pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi
yang tinggi scrta kelangkaan dan pcrsaingan untuk mengaks.s sumber daya dam (energi'

air, dan pangan) di tingkat global bcrpotensi mendorong tcrjadinya komPetisi dan persaingan
geopolitik di berbagai wilayah.

Risiko Thple Ptcnelary Crisis berimplikasi pada pencapaian target pcmbangunan, baik jangka
menengah maupun jangka panjang dan tuntutan untuk beralih ke aktMtas ekonomi yang

rendah cmisi gas rumah kaca di berbagai sektor, scperti sektor energi, industri, lahan'
kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian, serta limbah dan penerapan ekonomi sirkuler.
Untuk itu, penyelarasan aspek pertumbuhan ekonomi dan lingkungan menjadi hal yang
perlu diprioritaskan.
(6) Geopotitik dan Geo€konomi

Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiaP negara, tak
terkecuali Indonesia. Pcrkembangan risiko geopolitik dapat berdampak luas terhadap
berbagai seldor kehidupan dan tatanan global, Salah satu tantangan geopolitik yang Perlu
diantisipasi Indonesia adalah eskalasi pcrsaingan antamegara adidaya yang meluas dan
memunculkan kekuatan baru. Kemunculan berbagai kekuatan baru telah memengaruhi
perkembangan kondisi di kawasan maupun tatanan global, serta sikap Indonesia dalam
dunia intemasional.

Perang antara Rusia dan Ukraina telah meningkatkan kewaspadaan Slobal terhadap potensi

konflik geopolitik ke depan di kawasan lainnya, seperti konflik di Selat Taiwan, Semenanjung
Korea, Teluk Persia, dan taut China Selatan. Perang menyebabkan kcrugian, baik secara
langsung maupun tidak langsung bagi ncSara-negara lainnya, sepcrti tekanan inflasi global

yang tinggi serta adanya krisis energi dan pangan. Selain itu, pcrangjuga mendorong negara-

negara untuk mencari instrumen militer demi melindungi kedaulatan mereka. Hal tcrsebut
berpotensi meningkatkan ketegangan antamegara sehingga memungkinkan terjadinya
kembali konflik atau perang di masa depan. Persaingan geopolitik terutama di kawasan Indo-
Pasifik yang dekat dengan Indonesia s€makin meningkat dan meluas. Kawasan Indo-Pasifik
muncul karena adanya dinamika geopolitik yang berkembang dan melibatkan Samudera
Hindia dan Samudera Pasifik sebagai zona maritim. Nilai strategis Kawasan Indo-Pasifik yang
diproyeksikan akan menjadi pusat p€rtumbuhan ekonomi baru dunia telah menarik
pcrhatian banyak pihak. Tentu saja hal tersebut berdampak pada penciptaan persaingan
pengaruh antarnegara, baik yang berada di dalam maupun luar kawasan'

Selanjutnya, ketidakstabilan geopolitik dapat menimbulkan krisis energi dan pangan' yang

selanjutnya memicu ketidakpastian geoekonomi di tingkat global. Ekonomi dunia
diproyeksikan tumbuh pada 3,2 persen sclama 2024 dan 2O25 (lntemationd Monetary Fund'
2024). Sementara itu, inoasi global diprakirakan menurun secara bertahap dari 6'8 persen

pada 2023 menjadi 5,9 persen rELda 2024 dan 4,5 persen pada 2025 (lntemational Monetary
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Fund, 2024). Di sisi lain, prospek perekonomian lndonesia diP€ngaruhi oleh dinamika
ekonomi global melalui jalur keuangan dan jalur pcrdaga.ngan, tecermin dari tin8Sinya
tingkat suku bunga global scrta ketidakpastian akibat gejolak gcopolitik.

Dalam jangka menengah, situasi suku bunga globd yang relatif tin88i diPcrkirakan akan
tetap berlanjut terlepas dari pemangkasan yang dilakukan oleh The Federal Reserve.

Peningkatan laju inflasi mendorong bank s€ntral di Eeluruh dunia untuk menaikkan suku
bunga acuan secara bcrsamaan sejak semester kedua tahun 2023, seperti Bank of England
dan The Federal Resewe. Kenaikan suku bunga acuan terscbut juga dilakukan di negara-
ncgara anggota G2O, s€perti Brasil, India, dan Indonesia. Kenaikan suku bunga acuan yang
dilakukan secara bcrsamaan olch bank-bank sentral di seluruh dunia akan berdampak
sigrrifrkan terhadap pcrtumbuhan ekonomi dan bcrpotensi memicu resesi ekonomi global.

Faktor gejolak geopolitik, tekanan inflasi, suku bunga yang tinggi, pentuatan dolar Amerika
Scrikat, pcrgeseran beLanja konsumen dari barang ke jasa, penurunan harga komoditas,
scrta tekanan harga pangan akibat kenaikan biaya input pertanian dan pertumbuhan
popuLasi global, scrta pcrubahan iklim juga menyebabkan pcrlambatan aktivitas
perdagangan global pada tahun 2023 dan mcnjadi tantangan bcrikutnya. Hal ini tecermin
dari penurunan Battic W Index leuel meniadi rata-rata indeks sebesar 1.393,56
dibandingkan rata-rata indeks 1.930,86 di tahun 2022. Adapun perlambatan aktivitas
perdagangan pada tahun 2023 utamanya disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain
perlambatan volume perdagangan pa.da tahun setelah mengalami pertumbuhan pada tahun
2O2l dan 2O22.

Dengan gambaran terscbut, tantangan-tantangan yang bersifat tanpa batas membutuhken
kolaborasi yang erat dari berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, baik di dalam negeri

maupun internasional serta membutuhkan arah kebijakan yang solid untuk mcngakselerasi
pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah.

(7) Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah

Pembcrantasan korupsi merupakan isu strategis yang membutuhkan sinergi dari semua
pemangku kepentingan. Hal ini menjadi prasyarat upaya percepatan pencapaian sasaran
pembangunan nasional, mengu.rangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, scrta

meningkatkan investasi. Hal ini merupakan pljakan untuk memastikan Pcrtumbuhan
ekonomi yang berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi.

Dalam lima tahun terakhir, Indeks Perscpsi Korupsi/ Comrption Per@ption Index lndonesia
menunjukkan tren penurunan dari 4o pada tahun 2019 menjadi 34 pada tahun 2022 dan

stagrran di angka yang sarna pada 2O23 (peringkat 115 dari I8O negara). Adapun pa'da

indikator Indcks Perilalu Anti Korupsi Indonesia, meski mengalami tren Perbaikan pada

periode 2019-2022, namun capaian tersebut s€dikit mengalami tantangan pada tahun
bcrikutnya. Hal ini mencerminkan risiko dalam pencapa.ian pemberantasan korupsi.

Selanjutnya, tata kelola data memainkan peran kunci dalam mendukung pembangunan

nasional, tcrutama dalam pcngambilan kePutusan yang lebih akurat, efektif, dan
bcrkelanjutan. Tingkat keamanan data privasi dan sibcr untuk data pemerintah dan nasional
belum scpenuhnya dapat mengantisipasi terJadinya risiko peretasan dan pcmbajakan serta
pengelol,aan data dalam skala bcsar yang dapat menciptakan potensi pclanggaran privasi dan

ancaman keamanan.
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BAB II
Kebijakan Pembangunan

2. I Prioritas Pembangunan Nasional

2.1.I RPJMN Tahun 2O2t2O29 sebagai Tahap Pertama Implementasi RPJPN
Tahun 2025-2045

lndonesia memiliki cita-cita besar menjadikan Indonesia Emas 2045 sebagai Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang Bcrsatu, Bcrdaulat, Maju, dan Bcrkelanjutan. Indonesia
akan menjadi negara dengan pcndapaten per kapita sctara negara-negara maju yang disertai
kemiskinan menurun dan ketimpangan bcrkurang, negara yang berdaulat dan bcrperan
penting di dunia Intemasional, negara yanB memiliki Sumber Daya Manusia yang unggul,
serta ncgara yang berkomitmcn menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan.

s^"..^., ut.r.,Sfi Tta3;'."* Emas 204s

GEM rilintlEr
GNI per Capita
(usD)

Kontribusi PDB
Maritim (%)

Kontribusi PDB
Manufaktur (%)

Tingkat
Kemiskinan (%)

30.300

15,0

28,0

a'l'iilMr
0,5-0,8

Global Power Index
2023 (Peringkat)

- 

15 besar

rtii''r,tlr
Indeks Modal
Manusia 0,73

Gillltlltlr
Rasio Gini 0,290-0.320

Penurunan Intensitas
Emisi GR( (96) 93,s

Kontribusi
PDRB KTI (%) 28,O

Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup 83,0

Dalam RPJPN Tahun 2025-2045 telah dirumuskan strategi bcsar untuk mencapai Visi
Indonesia Emas 2045 melalui 8 misi agenda pembangunan. Misi Pembangunan tersebut
sclanjutnya diturunkan menjadi 17 arah (tujuan) pembangunan (Gambar 2.2) dan diukur
keberhasilannya dengan 45 indikator utama.

Kepemimpinan dan pengaruh
di dunia internasional meningkat

Penurunan intensitas emasi
GRK menuju 

'let 
zero emission
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lll Kesehatan untuk s€mua

lEl Pendidrkan Eerkua[rat
yang Merata

Ilt Perlindungan Sosial yang Adaptil

RPJMN Tahun 2O2S-2O29 merupakan implcmentasi tahap pertema RPJPN Tahun 2025-
2045. Untuk itu di dalam RPJMN Tahun 2O25-2O29 dirurnuskan upaya-upaya transformatif
sesuai dengan fokus arah kcbljakan dalam Tahap I RPJPN Tahun 2O25.l2O45 (Gambar 2.3).
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Gambar 2.3
Fokus Arah Kebijakan RPJPN Tahun 2025-2O45 Tahap I

Tahapan Pcrtama Mcrupakan Pcnguatan Tranrtormasl

. Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial
' Peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif

Melaniutkan pros6 hilirisasi sumber daya alam unggulan
Peningkatan kapasitas riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja
P€nerapan ekonomi hijau, termasuk pelaksanaan transisienergi tahap pertama
Pemenuhan akses digitaldi seluruh rvilayah Indonesia
Pembangunan perkotaan dan pusat-pusat p€rtumbuhan utamanya di luar pulaulawa

Perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi
Penyempurnaan fondasi p€nataan regulasi
Pembentukan dan penguatan lembaga tunggal pengelola regulasi
Peningkatan kualitas ASN berbasis merit
Kebiiakan pembangunan berbasis bukti
Penerapan manajemen risiko perencanaan dan p€ngendalian pembangunan
Peningkatan pelayanan publik berbasisteknologi informasi
Penguatan kapasitas masyarakat sipil

Pembaharuan substansi hukum
Pengembangan budaya hukum dan transformasi kelembagaan hukum yang mengedepankan
keseimbangan antara kepastian, keadilan, kemanfaatan, dan perdamaian berlandaskan Pancasila
Transformasi tata kelola keamanan dalam negeri, keamanan laut, keamanan dan ketertiban
masyarakal, keamanan insani dan keamanan sib€r sebagai pilar-pilar keamanan nasional
Lembaga d€mok.asiyang kuat, akuntabel berbasis digital, parlemen modern, parpolyang
berbasis nilai
Menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investori
sena menjaga keberlanjutan fiskal yang adaptif
Penguatan infrastruktur diplomasi dan kelembagaan
Mengonsolidasikan kebijakan dan langkah-langkah untuk memperkuat sinergi diplomasi
Pembangunan kekuatan penahanan berorientasi kepulauan dan maritim yang didukung industri
pertahanan yang sehat, kuat, dan mandiri

Optimalisasi nilaiagama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter
manusia dan menggeral*an modal sosial dalam masyarakat
Peningkatan ketangguhan manusia dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan
dan beocana
Penguatan riset, inovasi, dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung sumbe. daya alam dan
daya tampung lingkungan hidup
Pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebuakan pengelolaan sumber daya alam
dan lingkungan hidup, termasuk untul energi baru terbarukan
Penguaan standardisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan
hidup
Akselerasi pencapaian Tuiuao Pembangunan Berkelanjutan dan penurunan emisi GRK

Peningkatan pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi, utamanya melalui optimalisasi
pemanfaatan infrastruktur yaog ada, termasuk p€manfaatan potensi ketersediaan energi
Pembangunan isrond grid (dimulaidi Sumate/al dan notionolgrid (dimulaiantara Sumatera-.lawa)
Percepatan pembangunan konektivitas laut sebagai Doclbore logistik domestik yang dilengkapi
dengan konektivitas udara, darat. dan digital
Melanjutkan p€ngembangan wilayah metropolitan dan kota besar Sena melanjutkan
pembanqunan dan penyiapan 6 (enam) klaster ekonomi lbu Kota Nusantara 0KN)
Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar berkualitas (pendidikan. kesehatan, dan infrastruktur
dasar termasuk listrik de gan micrc gridl

franrtofmarl
sorl.l

Tranrtormari
Ekonomi

Keprmimpinan
Indon€sii

Supramasi
Hukum,
St.bllitar, d.n

Pembangunan
wllayah dan
Sarana
Pratarana

Xetinambungao
PGmb.nqunan
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. Reformasitata keloh firkal
' Mobilisasi dan optimalisasi pembiayaan pembangunan nonpemerintah

Traniformas I

Teta xclola

KGtahanan
Sori.l Buday.
dan Ekologl
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Memperkokoh ideologi Pancasila,
demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)

Memantapkan sistem pertahanan keamanan
negara dan mendorong kemandirian bangsa
melalui slyasembada pangan, energi, aiI
ekonomi syariah. ekonomi digital, ekonomi
hijau, dan ekonomi biru.

Melan,utkan pengembangan infrastruktur dan
meningkatkan lapangan ke4a yang
berkualitas, mendorong kelyirausahaan,
mengembangkan industri kreatif serta
mengembangkan agromaritim industri di
sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

Memperkuat pembangunan sumber daya
manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,
kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan
gender, sena pmguatan peran perempuan.
pemuda (generasi milenial dan qenera5i Z),

dan penyandang disabilitas.

Melanjutkan hilirisasi dan
mengembangkan industri berbasis
sumber daya alam untuk meninqkatkan
nilaitambah di dalam negeri.

Membangun daridesa dan dari bawah
untuk penumbuhan ekonomi,
pemerataan ekonomi, dan
pemberantasan kemiskinan.

Memp€rkuat reformasi politik, hukum
dan birokrasi, serta memperkuat
pencegahan dan pemberantasan
korupsi, narkoba, judi, dao
penyelundupan.

Memperkuat peny€larasan kehidupan
yang harmonis dengan lingkungan. alam
dan budaya, sena peningkatan toleranst
antarumat beragama untuk mencapar
masyarakat yang adil dan makmur

@

E

E

@
4

Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana
pembangunan dibcrbagai sektor s€rta langkah-langkah bcrupa Program Hasil Terbaik
Ccpat/ Ouick Wins. Kescluruhan upaya tersebut di formulasikan untuk men-iawab
permasalahan scrta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan
struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan bcrbagai program pembangunan
nasional.

Bersama Indonesia Maju
Menuju Indonesia Emas 2(N5Visi

SK No252059A

Selanjutnya sesuai dengan aturan p€rundangan, RPJMN Tahun 2025-2029 disusun dengan
mengintegrasikan kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045 dengan Visi, Misi, dan Program
Presiden.

2. 1.2 Visi Misi Presiden 2O2*2O29
Visi Presiden pcriode 2O2$2029 yaitu 'Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas
2045'. Visi terscbut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-
putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh
pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara neSara maju di tahun 2045.
Visi ini dicapai mclalui Delapa.n Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita.

Gambar 2.4
Visi Misi Presiden
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Gambar 2.5
17 Program Prioritas Presiden dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)

I Meocapai Swaseobada p.ng.n. Energa. dan Air

2 Penyempurnaan Slslem Pen€rimaan Negara

3 Reformasi Politrk, Hukum, dan gkolrasr

il Pen(egahan dan Pcmbtrantagan xorup$

5 Pemb€rantasanKemlrkinan

5 Pen(egahan dan Pambarantesen Narkoba

7 M€nlamin Tcrradlanya PcLyanan Xlachatan bagl Saluruh Rakyal

lndonesi.: P€nlnglot n oPJS X6!ti&an dan PcnyldL.n Obat untut R.ly.l

t P€,rguaian P.ndirlLn. S.lns" dln Tcknolog, lcna olghaltrasi

i Penguatan Pan hanan dan xcallunan Nagara dan Pa.ttlliharaan
Hubungan lntarnaalonalyang l6drr!5if

lO Pcnguatan Kelatlraln Gandar dan Pertlndungrn Hat Parcmpuan. anik
s€rta Penyendang Oilablllus

1l Meniamin Pela'lrrian Linglungan Hidup

12 Menjamin Klta6adhan Pupuk,8anih, dan Penisida l-angrung ka Patani

13 Mcnlamh P$brngunan Huniln ga.kuallt6 Tcoangk& Earranlt.3l Baik

untuk Masyarakat Pardalaad Pcrkotaan dan Ralyal y lg liarnbutuhtan

ta Malanlud6n P.trl.ratas Ekoooml dao PangurEn Umlm malalul Plogram
l(.!dlt Useha dan Pcmbaargunan lbu xota Nusantara (IXNI aatta xotlxota
Inotatit- r.arah€ri$k-Marldlri Lahrya

t5 Mel.njutkan Hllirisal dan lndolrrlalilarl Eerbaslskan Surnbtr Day. ALm
(sDA), tenn.suk Sumb!, Daya Mrritim untuk Mcmbuka Lapangen Klria
yang Seiuas- Lu.snya dalam M6nuJudkan Keadilan Ekottoml

M.mberi mrLn rlang dan ausu g.atis dl

sekolrh (hn p€santr€n. s€.li bantuan giti
untuk anek b.late d.n ibu hamil

2 MenyclcnggErakan pameriktaan
kesehatan gra!i5, manunbgkan lasus
TBC, dan mcmbangun numah Sakil

lengkap barkuahta! di kabupaten

3 Manactlk dan nEningkatk n
produktlvit t llhan pananian d$gan
lumbung panqtn da!a. daerah, d.ti
nasional

a Membangun irkoLtlrttolah unggul
rerintegrail dl satirp k buFrim, dan
memperbalkl lakoLh-sakoLh y 9
p€rlu renova3l

5 Melanjutkan dan mlnambahkan program
kanu.kanu kasajaht.raan so5lal sena
kanu usaha untuk hanghilangkan
keml!kinrn ablolul

6 Meflaitkan gaja ASN ll.rutarna guru.

doian, tenaga k.r.iEtac dan penyuluh),

TNI/POI-RI. dan p€iab.t negara

7 Mclanjutkan p€rtbangunan infrastruktur
desa dan kalurahan, Bantuan Lanq6unq

Tunai {Bl-T). dan meni.mln penyedlaan

rumah murah btrsanlllti balk untukyanq
membutuhkan, terutama generasi

milenlal, genarr3l Z. dan m.syarakat
berpengha3il.n.!nd.h {MBR)l5 MerDag0kan Kerukunan A^tarumat Beragama, Kebebasan Eeribadeh,

Pendirian, dan peraw.t n Rumah Ibadah

11
Pel6tarian Sanl Eudayi. Pl|ilogtatan Etono.ri x.eat t dan

Peningkr6n tr!5iasl Oahraga

8 Mendinkan Sadan Pen€rimaan Neqara

dan maniigk ttan rasio pcn€ddraan

negara lerfiad.p prodol dom€stlk bruto
(POB' k. 23qr

2.1.3 Asta Cita sebagai Prioritas Pembangunan Nasional

RPJMN Tahun 2025-2029 memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka
menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita
yang merupakan misi dari Presiden. Setiap kioritas Nasional mencakup langkah-langkah
strategis untuk mcncapai kebcrhasilan pembangunan dalam periodc jangka mcnengah
2025-2029.

Program Prioritas Progr.m H.tll l!t!.ll( C.?at

SK No252060A
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Gambar 2.6
Asta Cita sebagai Prioritas Pembangunan

ASTA CTTA

Prioritas Nasional Rencana Pembingunan langka Menengah Nasional 7O2S'2O29

Memperkokoh ideologa Pancasila, demokrasi, dao
hak asasi manusia (HAM).

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara
dan mendorong kemandirian bangsa melalua

swasembada pangan, energi, ai( ekonomi syarlah,
ekonomi diqital, ekonomi hijau. dan ekonomi biru.

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia
(SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan,

prestasi olahraga, kesetaraan gende[ serta
penguatan peran perempuan, pemuda (generasi

milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan
industri berbasis sumber daya alam untuk
meningkatkan nrlar tambah di dalam negeri

Membangun daride5a dan daribawah untuk
pertumbuhan ekonomi. pemerataan ekonomt,
dan pemberantasan kemiskinan.

Memperkuat reformasi politik, hukum. dan
birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan
pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan
penyelundupan.

Prioritas Nasional adalah struktur pokok seluruh rencana pcmbangunan RPJMN Tahun
2O2V2O29. Untuk pencapa.ian sasarannya, setiap kioritas Nasional diterjemahkan dalam
Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas yang memiliki sasaran yang
terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di Kement€rian/ lambaga, Pemerintah Daerah,
dan Badan Usaha (BUMN, Swastaf .

Prioritas Nasional menjadi pedoman dalam pcnyusunan rencane keda dan penganggaran
nasional tahunan, intenr'ensi kerangka regulasi dan kelembagaan, rencana kerja di tiaP
instansi pemerintah hingga penyusunan intervensi teknis stratcgis seperti halnya proyek
strategis nasional. Asta Cita sebagai Prioritas Nasional tersebut selaras dengan agenda
transformasi RPJPN Tahun 2025-2045. Keterkaitan erat Prioritas Nasional dan strategi
transformasi RPJPN Tahun 2025-2045 menjadi integrasi kebijakan yang tangguh untuk
mewujudkan Indonesia Emas 2045.

PRIORITAS NASIONAL

PRIORITAS NASIONAL PRIORITAS NASIONAL

PRIORITAS NASIONAL

PRIORITAS NASIONAL PRIORITAS NASIONAL

PRIORITAS NASIONAL

PRIORITAS NASIONAL

SK No252061A

Melanjutkan pengembangan infrastruktur ddn
meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,

mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri
kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di

sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang
harmonis dengan lingkungan, alam dan
budaya, s€rta peningkatan toleransi antarumat
beragama untuk mencapai masyarakat yang
adildan makmur

I

PRIORITAS NASIONAL
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Gambat 2.7
Keterkaitan RPJMN Tahun 2025-2029 dengan RPJPN Tahun 2025-2045

.9 I .9
RPJMN 2025-2029

r?

w Praorita5
Nasional I

O.

Arah {Tuiuao) Pd[bangunan RPJPN 2025'2045

t,

Hukum B€rieadilan. KearBnan Milonal
tangguh, dan Defibkr.si fubstanti.l

TranifornuC Olgltal
lptek. lnovasi, dar Produltivitat Ekonomi
Penerapan Ekonon HlFu
Hukum Berte.dilan, Keaman.n Narional tangguh,
dan Dernokrasi Sub6taotlal

Kerehltan untuk S€mua
Pendidikan Berkualitas yrng Merata
Perlhdungan Soslal yang Adaptif

Keluarga Berku.lltat Keretaraan C'ender, dan
Maryarakat Inklusif

Ag€nde Pc[Sangunrn
RPPN 202'ZX5

l,

Sup,€.nari Hukum, Statilitas,
dan Kepemlmpinan lndone5ia

Tranriorrnaii Ekonomi

Efr;iv Prio tas
Nasional 2 o.

a

a

a

Staulita3 Elonor{ M.kro
(etangguhan Oiplom.si d.n P€rtahanan Berdaya
Gentar Kawalan
LlnglungEn Hidup gerku.litar

. Serketahanan Enerqi, Air, dan Xemandirian Pangan

a . Reslllensi t€rhadap gencana dan Perubahin lkllm

SuprernaJi Hukum, Stabilitat,
dan Kepernimdnan lndoneiia

TransforrnasaEkonoma

Tranrformae Sotial

Ketahanan Soiial
Budaya dan Ekologr

TranrformagiSosial

Transformasi Ekonomr

. Transformari Digital

O t . lptek, lnov.!i, dan PDduktivitas Ekooo.nl
. lnt€grasi Ekonomi Oomestik d.n Global

K.tahan n Soslal Bldaya dan
Ekol€l

fffi Prioritas
Nasionall

ItgV

%

si

Prioritat
Na5ional4 O a lptek,lnovasl, dan Pbduktivitas Ekonoma

Prioritas
Nasional 5

- . lotel.lnovasi.danProduktivllai€konomt
0 

' . tl,tesrart cronomi Dornettrk dan Global

a Perlindunqan SoJialyang AdaPtlf

Prioritat
Nasional6 o

Perkotaan dan Perdetaan rebagai Pusat

Pertumbuhan Ekonomi
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Traniforrnag Ekonomi

a

Transformasi Ekonomi
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Areh (Tujuan) Pemb.rEun.n nPJPN 2025-2045

!t

. TianlbnrE3i Ogit l

. lptek. lnovad, dan Produktivitas Ekonoml

Regulasl dan Tata kelola yang Berintegrltar d.n
Maptlf

8€ragama Mad.hat dan B€rkebudaya.n M.iu
Llnqkunqan Hldup B€rkualltat
Resilienri terhadap Bencan dan Perubahan lklim

Ag€nda Pernb.ngunan
nPJPN 2025-2045

!?

> Tranrbrrnasl Ekonoml

> Tranrtu masi lata Kelol.

RP,MN m25-2029

Prio.itas
Nalional 7

o5- a

a
' Hukum Berkeadllan, Keamanan Nariooal tangguh,

dan Oemokrari Subrtaniial
. Stabilita5 Ekonomi Makto

SupremailHukum,
Stabilltas,dan
Kepernampirlan lndonesia

Or Ket.han.n Sotial Budaya
dan Ekologi

2.2Kerang!<a Pikir dan Kebijakan RPJMN Tahun 2O2*2O29
RPJMN Tahun 2025-2029 mengelaborasi substansi dari pendekatan perencanaan

teknokratik dan politis. Prioritas pembangunan RPJMN Tahun 2O2*2O29 disusun dengan
memadupadankan Visi Misi Prcsiden dan kebijakan RPJPN Tahun 2O2*2O45. Delapan
Prioritas pembangunan nasional diarahkan secara konkret untuk mencapai sasaran
p€mbangunan.

Kesatuan arah pcmbangunan menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan
nasional. Untuk itu RPJMN Tahun 2025-2029 juga menjadi dasar hukum penyusunan
rencana kerja di Kementerian / t cmbaga. Di samping itu rencana pcmbangunan daerah juga
harus diselaraskan dengan RPJMN Tahun 2025-2029. Selain sinkronisasi di bidang
penencanaan, sinergi antara perencanaan dan penganggaran juga merupakan bagian yang
penting di dalam menjamin pclaksanaan prioritas pembangunan.

Prioritas pembangunan dituangkan dalam strategi pembangunan kcwilayahan dengan
konsep tematik, holistik, integratif dan spasial. Strategi kewilayahan tidak hanya mencakup
strategi pembangunan kawasan timur-barat Indonesia, perdesaan-perkotaan namun
mencakup pula rencana intervensi pembangunan di tiap provinsi di seluruh Indonesia.
Hig$ight intervensi kebijakan wilayah dan provinsi ini disusun untuk menjadi acuan yang
jelas bagi pelaku pembangunan di pusat dan daerah.

tr

SK No 252063 A

a

Prioritas
Nasional8
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Gambar 2.8
Kcrangka Pikir RPJMN Tahun 2O2t2O29

sa!.ran PambJEunan N.3lon l

F.(E
Meningkatkan Pendapatan
pe. Kapita menuju setara
Neqara Maju

Kepemimpinan dan
Pengaruh di Ounia
lnternasional Meningkat

Kemiskinan Menurun dan
Ketimpangan Berkurang

tll

"{c-o
ll0d='a

r4-t
fiffiE

Daya Saing Sumber oaya
Manusia Meningkat @ Intensitas emisi GRK menurun

fienuiu oct zero amission

R,,
\ ercriom

(

ARPIPN
2029-2045

. 0irencanakan dan diangga*an o Menyatukan arah pembangunan

nasional (pusat da n daerah)

Untuk memastikan keberhasilan pclaksanaan rcncana pembangunan, langkah penguatan
juga dilakukan pada tata kelola pembangunan terutama pada aspek Pengendalian
pembangunan secara terpadu. Pengendalian memastikan pelaksanaan pembangunan
berjalan sesuai rencana dan memformulasikan penyesuaian kebuakan yang diperlukan.
Pengendalian pembangunan dipertajam dengan pendekatan manajemen risiko
pembangunan nasional.

2.2. I Sasaran Pembangunan Nasional

RPJMN Tahun 2025-2029 dilengkapi dengan sasaran pembangunan yang tcrukur. Sasaran
pcmbangunan menggambarkan kondisi yang diharapkan dalam mencapai pcnurunan
kemiskinan, peningkatan kualitas sumbcr daya manugia, dan pertumbuhan ekonomi tinggi
berkelanjutan. Kondisi yang diharapkan juga diperkuat dengan sasaran pada aspek politik
luar ncgcri dan lingkungan. Pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2025-2O29
merupa.kan manifestasi dari pcnguatan transformasi menuju Indonesia Emas 2045.

. oilendallkan pelak5anaannya

Arah Pcmbangunan
Tata XGlola Pelaktanaan

Pembangun.n

SK No 25206,1 A

(er.ngka Plkir RPJMN m2tar29

nhft

8
Prioritas Nasional

Asta Cita

I

Strategi KerYilayahan
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Gambar 2.9
Sasaran Pembangunan Nasional RPJMN Tahun 2025-2029

Penumbuhan ekonomi dan 5.05 (202a) menjadi 5.3 (2025) dan mcnuju tlt (20291

GNI per kapita meningkat dari a.E o USD (21123) menjadi 5'at0 USD (2025) dan 8-000 USO (m29)

Kontribusi PDB Maritim meningkat dari7.9 r,t (202) meniadi 8,1t. (2025) dan 9,ttt (202!r)

Kontribusi PDB Manufaktur meningkat dari 18,57f (2023) meniadi 20.8* (m25) dan 2'1,$l (2029)

Globol Powet Inde, meningkat dari perinqkat :t a (2023) menjadi peringkat 33 (2025) dan

perangkat 29 (2029)

il,k

Tingkat Kemiskinan turun dari 9,03rlt (Mar 2024) menjadi 7,0'8$ (2025) dan a.5-5,0'rl
(2029) serta kemiskinan ekstrem (2,15 PPP) hingga <0,59t (2025)

Rasio gani turun dari 0.379 (Mar 20241 menjadi 0,37E'0,:182 (2025) dan 0,372'0,375 (2029)

Kontribusi PDRB KTI meningkat dari 20,99t (2023) menjadi 21,'10 (2025) dan 22,4',t (2029)

Indeks Modal Manusia (lMM) meninqkat dari 0,54 (2020) meniadi 0,56 (2025) dan
o,s9 (2029)

Penurunan intensitas emisi GRK dari 34,099t (2022) menjadi 35,53ti (2025) dan
45,17 120291

Indeks kualitas lingkunqan hidup meningkat d ari72,5412023\ menjadi 76,/t9 (2025)

dan 77 .2o l2o29l

sasaran Pembangunan Nasional

Meningkatkan P€ndapatan pcr Xapita mcnuJu setata Ncgara Maiu

Intensitas €misi GRK m€nurun menu.iu net zero eml55lon
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Kepemimpinan dan P!ngaruh di osnia lnterna5ion.l Meningkat

Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang

Oaya Saing Sumber Daya Manusia M€ningkat
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Prioritas pembangunan yang terukur dan tersinergi dengan baik, strategi P€mbangunan
wilayah yang konkret, setta tata kelola dan pcngendalian pelaksanaan pembangunan yang

kuat menjadi daya ungkit RPJMN Tahun 2025-2029 dalam mencapai sasaran pembangunan.

2.2.2 Strategi Prioritas Pembangunan

RPJMN Tahun 2025-2029 menekankan secara khusus pada Etratcgi menurunkan tingkat
kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mencapai pertumbuhan

tinggi yang berkelanjutan. Penekanan pada ketiga strategi merupakan kunci keberhasilan
pcncapa.ian sasaran pembangunan jangka menengah dan fondasi bagi pembangunan jangka
pa.njang nasional.

Strategi menurunkan tingkat kcmiskinan. Pemerintah berkomitmen untuk memberantas
kemiskinan yang mencakup berbagai dimensi, tidak hanya terkait keterbatasan ekonomi
tetapi juga kesenjangan sosial, marginalisasi kelompok rcntan, maupun kctcrbatasan akses

terhadap layanan dasar. Pada peri ode 2o2*2o29 , pemerintah menetapkan dua tarSet utama
dalam upa.ya pcnurunan kemiskinan. Pertama, menurunkan tingkat kcmiskinan nasional ke

angka 4,5-5,0 perscn, sebagai langkah stratc8is untuk memaatikan bahwa lebih banyak
penduduk dapat memenuhi kebutuhan hidup layak. Kedua, menurunkan tingkat
kemiskinan ekstrem menjadi kurang dari 0,5 perscn pada tahun 2026, lebih rendah dari
target yang ditetapkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Target kemiskinan
ekstrem ini juga mengikuti standar intemasional pada usD 2,15 htrclosing Pouer Paritg per

kapita pcr hari. Fokus diarahkan pada penduduk pa.ling miskin, kelompok rrentan yang

menghadapi hambatan tertentu termasuk penyandang disabilitas, lanjut usia, dan anak-
anak, s€rta penduduk miskin dan rentan, pcrempuan dan penyandang disabilitas yang

terpinggirkan dan tinggal di wilayah-wilayah kantong kemiskinan, tertinggal, terdepan, dan
terluar sampai dapat tergraduasi dari kemiskinan, Untuk mendukung efcktivitas strategi
penurunan kemiskinan, akan dilakukan pcnyempurnaan metodologi pcnghitungan angka
kemiskinan, agar lcbih akurat, sesuai dengan pcrkembangan standar hidup layak' scrta
terbandingkan antar waktu dan wilayah.
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ARAH KEBIJAKAN

untuk Semua
Penduduk

Target
202'2029

hidup
perlindung.n

p€rlindung.n

.daptif

untuk
menlngkatkan

pedindung.n

jamsor,dan

keda dan

baikpada
konditltanpa

dengan

Plda Semua
Layanan

P€rlindungan
Soslal

yang Adaptif

'setiap penduduk
mendapatkan

perlindungan sosial
sepanjang siklus

hidupyang
menghindarkan dafl

kemiskinan dan
m€mpertahankan
kehidupan yang

layak"

. P€ngurang.n

oleh scmua
Masyarakat

Pemerintah menempatkan perlindungan sosial adaptif sebagai motor p€nggerak untuk
mempercepat pembcrantasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.
Pendekatan ini mencakup pengurangan beban pcngeluaran masyarakat miskin,
pcngembangan keterampilan tenaga kerja, dan peningkatan akses terhadap pekerjaan yang

layak, termasuk melalui pcngembangan dan etandardisasi kegiatan yang sclama ini belum
dianggap berkontribusi pada pcrckonomian, sePcrti pendampingan pembangunan dan
perawatan kelompok rcntan lcaregivingll,

Gambar 2.10
Kerangka Pikir Penurunan Kemiskinan datam RPJPN pada periode RPJMN Tafu)n 2O2t2O29

1, satu rittem Reqistrasi Sosial

2. Pengu.tanSist€mJaminan
s6lial Nallonal lslsN)

3. Pengembangan bantuan sosial,

laminan sosial, dan
p€mberdayaan masyarakat
yang lebih terintegrasl d.n
adapt,f terhadap ben.ana dan

4. Integrasi penentuan targe!
manfaat, dan pelaksana.n
bantuan soslal, jaminan sosial,
dan pemberdayr.n m:syarakal

5. Paninqtata^lingkunganyang
inklusif t€rh6dap lelompok

6. PeninEkatan lsia pensiun
b€nahap denqan m€martrkan
kesiapan sosiat dan ekonami

7. Peninqkatan ket€rampllan
b€kerja dan b€.wirausaha
sepanjang hayat

8. Peningbtanpatisipasi
kelompok rcntan dalam

9. hovasi pembiayaan untuk
menperkuatda.memperluss
.akupan iategrasi pe.linsos
yanq b€rkesinambunqan
uraiI.anya so.iol inpo.t boNt,
soridl impdct inwnn.ht, da
op{mali.asi dana jamsos

10. P€nyelarasan peraturan
perlindunqan sorat

11. Penyempurnaan metodologi
penqhitunqan an9l(a
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Gambar 2. 1 I
Strategi Empat Pilar Utama Penurunan Kemiskinan

Strategi Utama
Penanggulangan xemiskinan

Kemiskinan Ekstrem dan
Kemiskinan Absolut

Miskin absolut (GK)
____r7_
+5-5,0 % (2029)

Stabilitas ekonomi makro:
pertumbuhan ekonomi inklusif dan
menjaga inflasi

y' Pengurangan beban pengeluaran
bantuan sosial dan jaminan sosial

y' Peningkatan pendapatan dan
penciptaan kesemPatan kerja

7 Layanan infrastruktur dasar dan
pengembangan wilayah: membangun
SDM dan perluasan akses ekonomr

Untuk mencapai penumnan kemiskinan yang siSnilikan, pemerintah menetapkan empat
strategi. Strategi pcrtama adalah memastikan stabilitas ekonomi makro melalui
pertumbuhan ckonomi yang inklusifdan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif
bertujuan mcmastikan manfaat pcmbangunan terscbar secara merata ke seluruh lapisan
masyarakat, termasuk kelompok miskin dan rentan. langkah penciptaan lapangan kerja,
pemberdayaan ckonomi loka! hingga pcnguatan scktor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
menjadi prioritas diecrtai langkah menjaga stabilitas inflasi guna mclindungi daya beli
masyarakat.

Strategi kedua dilakukan dengan mengurangi b€ban pcngcluaran masyaraket miskin dan
rentan melalui pclaksanaan Kartu Kesejahteraan sebagai alat integrasi 6"15'gai program
bantuan sosial dan subsidi. Untuk mendukung akurasi dan efektivitas pclaksanaan,
pemerintah mcnBgunakan data tunSSal sosial ekonomi dalam penargetan yang sccara terus
menerus dimutakhirkan dan berbagi pakai melalui Sistem Registrasi Sosial Ekonomi scrta
dipcrkuat melalui teknologi digital dalam penyaluran.

Strategi keti8a adalah meningkatkan pcndaPatan masyarakat dengan Penguatan wirausaha
dan penciptaan kesempatan kerja mclalui Kartu Usaha untuk mendukung Sraduasi dari
kemiskinan. Langkah yang dilakukan termasuk mclalui peningkatan kaPasitas yang relevan
serta berbasis potcnsi dan kebutuhan, perluasan akscs terhadap sumber daya produktif' dan
pcnerapan prinsip afirmatif. Strategi Kartu Usaha menekankan pentingnya kemitraan dan
kolaborasi dcngan sektor swasta.
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<0,5% (2025)

Miskin Ekstrem (USg 2,15 PPP)
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Strategi keempat mcmpcrkuat layanan infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah.
Strategi ini difokuskan pada lO provinsi prioritas yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa
Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Papua Sclatan, Papua
Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya scrta wilayah-wilayah 3T dan kantong
kemiskinan. Intervensi akan dilakukan melalui penyediaan akges air minum aman, sanitasi
layak, Wanan keschatan, pendidikan yang b€rkualitas, konektivitas, dan infrastruktur
dasar lainnya.

Gambar 2.12
Prasyarat Penurunan Kemiskinan

Prasyarat
Penurunan
Kemiskinan

Strategi penurunan kcmiskinan tersebut dilakukan dcngan pendekatan lintas sektor lintas
Prioritas Nasional. Hal ini membutuhkan prasyarat yaitu pertamo, integrasi dan peningkatan
akurasi data sasaran program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Xedua,
penerapan pendekatan yang terstandar, inklusif, dan bcrkesinambungan dalam perluasan
program pemberdayaan ekonomi dan soeial. Ketiga, optimalisasi pcndampingan
pembangunan dan pcningkatan kolaborasi strategis multi scktor dengan partisipasi kuat
masyarakat dan scktor swasta untuk mempcrcepat peningkatan keberdayaan masyarakat,
penciptaan lapangan kerja lokal, mendorong kewirausahaan berbasis komunitas, dan
meningkatkan akses terhadap paser serta tcknologi. Keenpat, komitmen keberpihakan
seluruh tingkatan pemerintah dan pcmangku kepentingan dalam memfokuskan sumber
daya yang tersedia untuk pemberantasan kemiskinan.

Melalui sinergi dari keempat strategi ini, pemerintah optimis penurunan kemiskinan dapat
tercapa.i. Pendekatan berbasis data, inovasi teknologi, dan kolaborasi lintas sektor menjadi
landasan untuk memastikan program-program yang dijalankan memiliki dampak yang nyata
dan bcrkesinambungan.

. Peningkatan akurasi
penerima program bantuan
dan pemberdayaan
masyarakat

. Perbaikan integrasi data
dan sasaran perlindungan
sosial

Tambahan turun 4.5 juta/tahun
(1,6% poin)

a

\?

Standardisasi program
pemberdayaan ekonomi
dan sosial

Tambahan turun 1 juta^ahun
(0,'l9t poin tahun berjalan +

penambahan lapangan
pekerjaan)

.rIl

. Optimalisasi peran
pendamping
pembangunan

. Kolaborasi dengan
sektor swasta

Tambahan peningkatan
lapangan ke4a lokal, melalui
kewirausahaan berbasis
komunitas.
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Komitmen keberpihakan
seluruh tingkatan
pemerintah dan pemangku
kepentingan dalam
memfokuskan sumber daya
yang tersedia untuk
pemberantasan kemiskinan

 



PRESIDEN
NEPUBLIK INDONESIA

56

Strategi meningkatkan Kualites Sumber Daya Manusia. Pembangunan manusia
menempatkan manusia dan mesyarakat pada bagian sentral sebagai obyek dan subyek
pembangunan. Dengan memprioritaskan pembangunan manuaia, s€buah negara dapat
membangun fondasi yang kuat untuk kemajuan ekonomi, sosial, dan politik yang
berkelanjutan.

)
Pemerintah diberi mandat untuk melindungi segenap
bangsa tndonesia, mema.iukan kesejahteraan umum,
dan mencerdaskan kehidupan bangsa.\

Ketergantungan pada sumber daya alam
tanpa berpusat pada pembangunan manusra
mengakibatkan pembangunan akan bersifat
tidak berkelanjutan lu nsustoinobl el.

Pembangunan manusia menempatkan manusia dan
masyarakat pada bagian sentral sebagai obyek dan
subyek pembangunan,

UU
RPJPI{

Dg a

II t

Diperlukan transformasi pembangunan untuk meningkatkan kualitas
kehidupan manusia pada seluruh siklus hidup untuk masyarakat

yang lebih sejahtera, adil, dan kohesif.

SK No252070A

Tujuan upaya pembangunan manusia adalah
membangun manusia dan masyarakat yang

sejahtera, adaptif, berakhlak mulia, berbudaya
maju, unggul, dan berdaya saing.

I

Pembangunan manusia s€utuhnya bertumpu pada pemenuhan layanan dasar,
pembangunan modal manusia, dan pcmbangunan modal sosial budaya. Ketiga pilar ters€but
ditopang oleh pendekatan siklus hidup, Pcngarusutamaan gender dan inklusi sosial, serta
penduduk tumbuh seimbang. L.bih lanjut, ilustrasi kerangka pikir pembangunan manusia
digambarkan b€rikut ini.
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Pembangunan berpusat pada manusia untuk meningkatkan kualitas hidup dan
kesejahteraan serta memampukan manusia (huma, .apabirities) untuk meningkatkan
harkat dan martabat dengan memenuhi semua kebutuhan dasar dan memanfaatkan

modal sosial budaya

Mod.l sotlel Eudry.Mod.lM.nusleLayanan Darar

p.ndidrk.n run.nqah

P.ndulr.o h..kt.. d.n
P.ndrd'l.n l.w.rg...
r.lu.rq|t d.^ p.n9.ruh.n

Sebagai tolok ukur capaian peningkatan kualitas sumber daya manusia pada RPJPN Tahun
2O2t2O45 dan RPJMN Tahun 2025-2029, digunakan lndeks Modal Manusia yang
merefleksikan potensi kontribusi sumber daya manusia terhadap pcrtumbuhan ekonomi,
bcrdasarkan ketetjangkauan akses dan kualitas pcmbangunan yang terscdia selama periode
tumbuh kembang manusia. Dalam lima tahun ke depan, Indeks Modd Manusia ditargetkan
meningkat dari 0,54 di tahun 2020 menjadi 0,59 di tahun 2029.

ao

?[

PENOEKATAN SIKLUS HIOUP

PENDUDUK TUMEUH SEIMBANG

SK No 252071 A

Gambar 2.13
Kerangka Pikir Pembangunan Manusia RPJPN 2025-2045

. ,..ddrt.n lol.ta drn

. llnq P.ng!r.hu.n d..
T.lnologt opt.t, d.r lnov.el

. P.l.rih.n votr! dan

. Lt.r.ir d.n k...kap.^ hrdu9

. t.mbud.y..n d.n pr8ta3l

a
L

-l
)[f,

Membangun Manu5ia Scutuhnya:
Selah(era, Adaptif, Berakhlak Mulra. Eerbudaya

Maju. Unggul, dan Berdaya Sarng
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IMM adalah metode ukur yang merefleksikan potensi kontribusi S
sumber daya manusia terhadap penumbuhan ekonomi.
berdasarkan keterjangkauan akses dan kualitas pembangunan
yang ter.iadiselama periode tumbuh kembang manusia.

L 'll

I
t

Determinan Peningkatan IMM

V lnvestasi dalam pendidikan dan kesehatan

y' Kebijakan fiskal, monetei danjaring
perlindungan sosial yang mendukung
pertumbuhan ekonomi inklusif

y' Lingkungan yang sehat dan harmonis
secara fisik. sosial, dan budaya

Komponen IMM

y' Anqka kelangsungan hidup usia anak (< 5
tah un)

y' Angka kelangsungan hidup usia dewasa
produktif (1 5-60 tahun)

y' Prevalensi sturting

7 Harapan lama sekolah

/ Kualitas pembelajaran selama periode
sekolah

Untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, pembangunan kualitas SDM akan dilaksanakan pada

masyarakat diseluruh,rrilayah dengan upaya afirmasi khususnya pada daerah yang masih tertinggal
dalam capaian pembangunan, seperti wilayah Indonesia Timur

Pilar utama dalam mendukung pembangunan sumbr daya manusia yang produktif adalah
intewensi sccara konkret dalam pendidikan dan kesehatan. Intervensi kunci di bidang
pendidikan antara lain pcningkatan akscs dan kualitas layanan pendidikan, pcnguatan
pengelolaan pendidik, serta penciptaan tcnaga kependidikan bcrkualites. Strategi
peningkatan kualitas pendidikaa dilakukan melalui wajib beQiar 13 tahun; pembangunan
dan penyelenggaraan sekolah unggul; revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan
madrasah yang bcrkualitas; restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru, pcrlindungan
hukum dan kesejahteraan berbasis kinerja; pcrluasan layanan pcndidikan anak usia dini;
penccgahan dan penanganan anak tidak sekolah; peningkatan rclevansi dan pcrluasan akses
pendidikan tintgi; serta peningkatan kualitas dan relevansi lulusan pendidikan vokasi
berdaya saing unggul.
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Indeks Modal Manusia (lMM)
meningkat dari 0,54 (2020)
menjadi 0,59 (2029)
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Gambar 2. 14

Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Peningkatan Kualitas SDM

xondlrl P.rlu
1. Peningkatan Efektivitas Belanja Pemerintah

Pusat
2. Harmonisasi Hubungan Pusat dan Daerah
3. Tata Kelola Pelayanan Publik
4. Penerapan dan Penegakan Hukum
5. Penceqahan Tlndak Pidana Korupsi
5. Pemenuhan dan Perlindungan Hak PerempLran

Bebas dari Kekerasan
7. Penguatan Tata Kelola dan Pelembagaan PUG

dalam Proses Pembangunan

lmbLr
1. Pengembangan Konektivrtas jalan padaJalur

Utama dan Aksesibilitas Daerah Tertinggal dan
Perbatasan

2. Penguatan lnfrastruktur Telekomunikasi. Pos dan
Penyiaran

3. Perluasan akses ddn ldngkauan pelayanan energr
4. Pembangunan InfrastrukturJafinga,,l

Ketenagalistrikan dan Digrtalisasinya
5. Penquatan infrastruktur konektivitas dan sarana

penunjang loqistik
6. Peningkatan kualitas pemuda dalam pendidikan,

kesehatan, karakter Pramuka, dan pencegahan
perilaku berisiko

7. Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagl
usia sekolah, usia produktil dan lansia serta KB
dan kespro

E. Pembudayaan hrdup sehat dan pengendal,an
faktor risiko PTM

9. Pemenuhan sediaan farmasi dan pengendalian
resistensi antimikroba

tnt.rurndxuld t.t{ at*an '
t. Pemberian Makan BergEi untlrk Srswa. Santr'. Ibu

Hamrl,lbu Menwsur, dan Balrta
2. Pembangunan den penyelenggo.aan s€kolaF unggul
3. Revitalsa$ sarana dan orasarana sekolah dan

madrasah yanq berkualrtas
4. Restruh,Jnsasi kqr/endngan pengelolaan guIU

meLputi formasi, rekrutmpn, penqa.1qkatan dan
penempatan. mobrlitds, pembinaar kdr re'
proferonal (e.9. pelat,han. n-seMae trointngl,
perlindungan hukum. dan keseFhteraan berbas,s
kinerja

5. Perluasan layanan pendrdrkan anak Lrsra drnr
5. Penceqahan dan penanqanan anak trdak sekolah
7. Penrngkatan reler'ansi dan perluasan akses

penddikan trnqgr
t. Penquatan Pendidrkan Trnggr Vokasr

8. Pemenuhan Hak Anak Secara Uni\€rsal dan
9- PenouatanResiliensiAnak

Pedindungan Anak darr Tindak Kekerasan, Eksploitasi,
Penelantaian, Perkawinan Anak dan perlakuan salah
lainnya

10. Penquahn lnstitusi Keluarga untuk Penanaman
Nilai-Nilai, Moral, Integritas Karaktei dan
Pengembangan Psikososial Anak

1 1. Rekognisi lulusan oendrdikan pesantren dan
pendidikan keagamaan

'17

10. PenquatanJKN dan pendanaan kesehatan
ll, Pemanfaatan Sistem Reqistrasi Sosial Ekonomi
12. Penyaluran Banluan Sosial Adaptif dan Subsidi Tepal

Sasaran melalui Kartu Kesejahteraan
t3, ReformasiSistem laminan Sosial Nasional
14. Pemenuhan Layanan Dasar dan lnfrastruktur Desa
ls. Pembanounan Dae.ah Tertrnqoal
15. Penqem6anqan dana sosial ke;gamaan produktif
i7. Penihgkabn Relevansi dan Perluasan Akses Pendidikan

Tinggi
18, Penyediaan Fas,litas Pendukung Keluarga dalam

Melaksanakan Fungsi Utama KelJarga
19 Pemenuhan Hak Sipildan Hukum, serta Afirmasibagi

Keluarqa Rentan
20. Penqualan Kapasitas dan Kemandirian, serta

Peninqkatan Kepemrmprnan Perempuan dalam
Penqambilan Keputusan

21. Peningkatan partisipasi aktrf perempuan di ekonoml
dan ketendgdkerjaan

lntervcnsi Kunci Ketehatan

v

l. Penurunan kemalan ibu dan aaak
2. Penceqahan dan Penurunan stundrg
3. Pembarian Makan gergizi untuk Sist{a, Santri, Ibu Hamll,

Ibu Menwsur, dan Balita
ia. Penguar'an ekosistem pendukung pemb€rian makan berqrzr

Pent€lenqqaraan pemenksaan keseha(an gratis
5. PenuntasanTuberkulosis
6. lnvestasr pelayanan kesehatan prirner
7. Pembanqunan RS lengkap berkualitas di kabuPaten/kota
t. dan pengemb.ngan pelayanan k6ehatan bergerak dan

daerah sulit akses
9. Penqendalran penyaki( menular lanrrya
10. Penqendalian penyakit tdak m€nular dan penrngkatan

upaya kesehatan ji\4a
ll. Penrnqkdtan pelayanan kesehatan dan qizr bagr usia

sekolat, usia produhri dan lans6 sena KB dan kespro
12. P.oduk! ddn pendayaguruan SDM kesehatan

'-

@EE@
0,59

Harapan Lama
sekolah {HLS} urii

+1E tahun

Ar9k.
K.lan9run!an
Hldup 8.lit

An9k.
Kllangrungan
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Sedangkan di bidang kesehatan, intervensi kunci terdiri dari pencegahan stunting serta
peningkatan angka kelangsungan hidup anak dan dewasa. Strategi pcncegahan stunting
difokuskan pada IOOO hari pertama kehidupan. Stratcgi pcningkatan angka kelangsungan
hidup anak dan dewasa diwujudkan melalui pcningkata.n aks€s dan manajemen terpadu
pcLayanan keschatan; p€nguatan deteksi dini penyakit, pencegahan p€nyakit menular dan
tidak menular, peningkatan kesehatan jiwa disertai investasi pelayanan primer untuk
perluasan upaya promotif dan preventif kesehatan serta pcmenuhan kebutuhan sumber daya
kesehatan.

Strategi mencapai pertumbuhan tinggi berkelanjutan. Pertumbuhan tinggi bcrkelanjutan
merupaken k€satuan wujud yang saling terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya
manusia dan penurunan kemiskinan, untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan
berkelanjutan. Ketiga ujung tombak ini bckerja secara sinergis. Pertumbuhan ekonomi
menciptakan sumber daya untuk mengatasi kemiskinan, sementara peningkatan modal
manusia berkualitas mendorong pertumbuhan yang lebih bcrkelanjutan dan inklusif. Dalam
kondisi ini, pcmbangunan tidak hanya bertumpu pada angka statistik, tetapi juga pada
peningkatan kualitas hidup scluruh masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi berfungsi sebagai ujung tombak mendorong terciptanya lapangan
kerja, investasi produktif, dan inovasi. Melalui industrialisasi, digitalisasi, pcngembangan
infrastruktur scrta pcngembangan pusat-pusat pertumbuhan bam di berbagai daerah sesuai
keunggulannya, pcrtumbuhan ekonomi tidak hanya meningkatkan pcndapa.tan nasional
tetapi juga mempcrkuat basis fiskal untuk mendanai program-program kesejahtcraan sosial
dan mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Dalam lima tahun ke depan pertumbuhan ekonomi ditargetkan tumbuh tinggi, dari 5,3
persen pada tahun 2025 menjadi 8,0 persen pada tahun 2029. Secara konkret terdapat
delapan stratcgi untuk pertumbuhan tinggi berkelanjutan, dilengkapi dengan p€ngungkit
utama yakni deregulasi perizinan serte kebUakan liskal dan monetct pro-gnourtlL L.bih lanjut
disampa.ikan pada infografis di bawah ini.

(l&) :;:'lt$:* 
PJoduktivitas Perta nian menu ju

Industrialisasi (hilirisasi): padat karya
berorientasi ekspo( dan berkelanlutan

Pariwi5ata dan Ekonornr Kreatif

Ekonomi Eiru dan Ekonomi Bijaulr t
Deregulasi Perijinan serta Kebijakan

Fiskal dan Moneter pro-Growth

Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Transformas Digital

lnvestasir FOI berorientasi ekspor dan Investasi
non-AP 8N

Belanja negara untuk produktivitas
Makan Eergizi Gratis
Pembangunan 3 juta rumah
dll

G
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E
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Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan merupakan kontribusi dari pertumbuhan wilayah,
dengan demikian pemerataan pembangunan wilayah menjadi kunci. Da-lam hal ini terdapat
faktor pendorong yang dapat mengakselerasi pemerataan antarwilayah sebagai berikut.

Perekonomian Sumartera
didorong melalui hillrltati
lndustrl bcrbasl5 *omodlta.
unggulan (karet, kelapa rawit,
p€rikanan, dan iuga induttri
kimia dasar), pengembnngan
KSPP Sumat€ra Selatan, serta
penlngkatan aktivltat
parlwisata melalui
pengembangan DPP Danau
Toba.

Perekonomian Jawa didotong melal ui
penguatan eko{stem pemampu
ekonoml kreatll dan aktlvitai
parlwlsata, seperti Eoro budut os The

wo d's Lorcest Buddhist Pilgtimoge
Deslinotbn Yogryalarta dan
Prambanan, optlmalls.ti kineria
thdustri hillr dan b€rteknologl
tlnggi, dan pengembangan Wlayah
Metropolltan.

Perekonomian Ball - Nusra
didorong melatui hlllrisa5l
lnduJd rumput laut dan
tembaga, penguatan seltot
padwlrata dengan penataan
DPP Labuan Baro, OPP
Lombok-Glll Tramena, dan
Kawalan Padwlsata Ulapan 8ali,
serta p€ngembangan Kawisan
Perkotaan SingaraJa, Mataram,
dan Labuan Baro.

Perekonomian
Kallmant n didoroog
melalui peogembangan
Sspr,ru6 Ekonoml
Nu9ntara,
p!mbangun.r lKN,
p€ngembangan KSPP

Kalteng, serta hilirisasi
bauksit dan kelapa

Perekonomian sule|weti
didorong melalui
pengu.tan induitri hllir
berbailsiumber daya
hayatl dan mlneaal
khususnya nlkel, serta
penlngkatan aktlvitas
pariwirata pada DPP

Manado-Likupang dan
DPP Wakatobi.

Perekonomian Maluku didorong
pertama melalui hllirlsasl
lndustrl pengembangEn
pertambangan nikel,
pengembangan Kl Pulau Obl
dan Kl IWP Teluk \rreda,
penguatan Kawasan DPP

Morotal, pengembangan iektor
pertanlan komodlta, unggulan,
serta pengembangan kota.

Perekonomian Papua didorong melalui
pengembangan kawasan padwliata
seperti DPP Raja Anpat, pariwisata
rintisan berbari5 bahari, budaya, dan
minat khusus, Peningkatan
lnftastruktui dan konekdvltat untuk
menunjang erBPat d.erah otonorn
baru, p€nlngkatan akttvltas pertanlan
dan p€ritanan berbasia komodltas
unggulan, seperti pengembangan
KSPP di Papua Selatan-

Sumatera Maluku

Bali - Nusa Tenggara

SK No252076A

Jawa Papua
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Pendekatan lintas sektor digunakan dalam mengoperasionalkan strategi pertumbuhan
ekonomi berkelanjutan. Di dalam Prioritas Nasional 2 dititikbcratkan pada langkah mencapai
swascmbada panSan, swascmbada energi, swasembada air, ckonomi hijau, ekonomi digital,
pertahanan dan kcamanan, serta ekonomi biru.

Prloritas Nasional 2
Memantapkan sistem penahanan keamanan n€gara dan mendorong kemandirian bangsa
melaluiswasembada pangao, energi, ait ekonomi syariah, ekonomidigital. ekonomihiiau.
dan ekonomi biru

. Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Kalimantan
Tengah, Sumatera Selatan, dan Papua Selatan

. Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung
Pangan Lainnya

. Pengembangan Pangan Akuatik (grue Food)

' Pengembangan Pangan Hewani
. Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati

. Kon5ervasi Sumber Daya Ai.

. Pengembangan Terpadu Pesisir Utara Jawa

. Transformasi Tata Kelola Industri Pertahanan dan
Penerapan Skema Spend to Invest

Peningkatan Penyediaan Energi
Perluasan Akses dan Jangkauan Pelayanan Energi
Penguatan Implementasi Transisi Energi
Berkeadilan

. Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital
' Penguatan Ekonomidan Industri Digital sena

Sektor Strategis Lainnya

. Peningkatan Bioprospeksi, Bioteknologi, Keamanan
Hayati, serta Akses dan Pembagian Keuntungan
sumber Daya Genetik

. Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola
Persampahan

. Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah
serta Pemrosesan Residu diTPtuLUR

. Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan
HasilLaut

SililvII
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swa3cmbada Pangan SYYasembada Air

Pertahanan dan Keamanan

Swascmbada En€rgi EkonomiHij.u

Ekonomi Digltal

Ekonoml Biru
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Prioritas Nasional 3 mcnitikberatkan pada pengembangan infrastruktur, pariwisata, dan
ekonomi loeatif. Sclanjutnya Prioritas Nasional 4 menitikberatkan peda pcngembangan
Sumber Daya Manusia bcrkualitas.

Prioritas Nasional 3 Prioritas Nasional 4

Melan.iutkan pengembangan
infrastruktur dan meningkatkan
lapangan kerja yang berkualitat
mendorong kewirausahaan,

mengembangkan industri kreatif, serta
mengembangkan agromaritim industri di sentra
produksi melalui peran aktif koperasi

. Pengembangan dan Peninqkatan Ekosistem Digital

. Pembangunan Infrastruktur raringan
(etenagalistrikan dan Diqitalisasinya

Memperkuat pembangunan
sumber daya manusia (SDM), sains,
teknologi, pendidiktsn, Kesehatan,
prestasi olahraga, kesetaraan

gende4 serta penguatan peran perempuan,
pemuda, dan penyandang disabilitas

. Peninqkatan Fungsi Intermedaasi dan Layanan
Pemanfaatan Iptek dan Inovasi

. Pemberian Makan Berqizi untuk Siswa, santri, Ibu
Hamil, Ibu Menyusui, dan Ealita

. Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah
Unggul

. Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan
Madrasah yang Berkualitas

rwa3t
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, Pengembangan Koperasi Sektor Produksi
. Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata

Prioritas Borobudur-Yogyakarta-Prambanan
. Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata

Prioritas Labuan Bajo
. Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata

Prioritas Oanau Toba
. Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata

Prioritas Lombok-Gili Tramena
. Penguatan Ekosistem Aplikasi danGim

Pen gembangan Inf r.struktur Pengembangan SDM Scrkualltas

Parlwlsata dan Ekonomi xreatil
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Prioritas Nasional 5 menitikbcratkan pada hilirisasi Sumber Daya Alam unggulan, industri
padat karya terampil, induetri padat teknologi inovasi, industri dasar, dan pcngembangan
kawasan.

Prioritas Nasional 5

Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk
meningkatkan nilai tambah di dalam negeri

. Pengembangan Hilirisasi Nikel
' Pengembangan Hilirisasi Tembaga
. Pengembangan Hilirisa5i Bauksit
. Pengembangan Hilirisasa Timah
. Pengembangan Hilirisasi Kelapa Sawit
. Pengembangan Hilirisasi Kelapa
. Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut

Prioritas
Nasional 5

Membangun dari desa dan da.i
bawah untuk pertumbuhan
ekonomi, pemerataan ekonomi,
dan pembe.antasan kemiskinan

. Pemenuhan Layanan Dasar dan
Infrastruktur Desa

. Perencanaan dan
Pembangunan Kawasan, s€na
Pemindahan ke lbu Kota
Nusantara

. Fasilitasi Penyediaan
Perumahan Terintegrasi
dengan PSU

. Penguatan Industri Logam Da5a[ Besidan Eaja

. Pengembangan Industri Kimia

' Pengembangdn lndustri Tekstil dan
Produk Tekstil

. Pengembangan KEK Sei Mangkei

. Pengembangan KIT Batang
' Pengembangan KI Weda Bay

Adapun Prioritas Nasional 6 menitikberatkan pada pemerataan ekonomi, Prioritas Nasional
7 menitikberatkan pada reformasi birokrasi, serta Prioritas Nasional 8 menitikberatkan pada
mitigasi dampak lingkungan.

Prioritas
Nasional 7

Memperkuat reformasi politik,
hukum, dan birokrasi, sena
memperkuat pencegahan dan
pemberantasan korupsi, narkoba,
judi, dan penyelundupan

. Ekstensifikasi dan lntensifikasi
Penerimaan Perpajakan

. Intensifi kasi Penerimaan
Negara Bukan Pajak

' Peningkatan Kesejahteraan
ASN Melalui Penerapan
Konsep Total Reward Eerbasis
Kioerja ASN

Prioritas
Nasional 8

Memperkuat penyelarasan
kehidupan yang harmonis dengan
lingkungan alam dan budaya, sena
peningkatan toleransi antarumat
beragama untuk mencapai
masyarakat yang adil dan makmur

iQ:E
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' Peningkatan Ketahanan Iklim
Pesisir dan Laut

. Pembangunan Industri Semikonduktor
' Pengembangan Industri Dirgantara

Hilirisasi SDA Unggul.n Industri Padat Teknologi Inqvasi

Indurtri Darar

Industrl Padat Karya T!rampll
Pcng!mbangan Kawasan

Pemcrataan Ekongml
Reformarl Birokrasl

Mitlgasl Drmpak Lingkungan
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Transformasi scktor publik sebagai pengungkit mewujudkan strategi Penurunan kemiskinan,
pcningkatan kualitas sumber daya manusia dan pcrtumbuhan ekonomi yang tinegi scrta
b€rkelanjutan. Untuk dapat mcnjadi pengungkit kuat pencapaian sasaran pcmbangunan
diperlukan reformasi birokrasi yang menyeluruh. Transformasi digital merupalan elcmen
kunci mendorong birokrasi yang transparan, inklusif, efisien, dan akuntabcl tcrmasuk
mengurangi kcbocoran ansgaran meLalui pcndekatan yang berbasis data dan bukti.

Kebijakan publik yang masih
mengandalkan kepada cara kerja
lama dengan kultur pelayanan yang
konvensional akan segera
kadaluwarsa

-

RPIMN 2025- 2029 menjadi pijakan strategis dalam mewu.iudkan penurunan kemiskinan.
peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomiyang tinggi serta
berkelanjutan. a,

Pcnguatan tata kclola pemcrintah digitat menjadi langkah utama meliputi penyusunan
kebijakan digital yang terintegrasi, pengembangan arsitektur sistem digital pemerintahan,
dan evaluasi b€rkelanjutan atas kinerja sistem yang ada. Selain itu, pcmbangunan sumber
daya manusia yang kompetcn dan berbudaya digital menjadi aspek fundamental, dengan
fokus pada pelatihan berbasis teknologi, dan pengelolaan layanan digital sccara profesiona-I.
Ttansformasi digital layanan publik dalam pemerintah digital diarahkan untuk
meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kepada masyarakat, terutama pada sektor
stratcgis seperti pendidikan, kesehatan, dan p€rizinan bcrusaha. Layanan ini dirancang agar
ccpa.t, tepat, dan tajangkau. Upaya ini didukung oleh penguatan ketersediaan dan
pcmanfaatan data pcmcrintah. Data yang tcrintcgrasi dan saling terhubung antarinstansi
menjadi dasar pengambilan kebiiakan berbasis bukti, perencanaan pcmbangunan yang lebih
efektif, dan p€ngawasan anggaran yang lebih kctat.

Diperlukan fondasi yang kokoh melalui reformasi
birokrasi yang menyeluruh. didukung transformasi
digital sebagai elemen kunci.

SK No2520804
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a

Pembangunan nasional perlu mengadopsi praktik terbaik dalam
tata kelola sektor publik.

Birokrasi yang lincah (ogile) Dalam horizon berpikir luas lintas
batas (t h i nkin g o cross)

Pengambilan keputusan berbasis
hukti (alidence bdsed)Adaptif, bervisi melampaui

zamannya (thinking oheod), seca6
terus menerus (th,nking ogoin) didukung dengan data terintegrasi

(integrsted big-dota)
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r
G 1 . Penguatan Tata Kelola Pemerintah Digltal

2. Penguatan Teknologi Pemerintah Digital
3. Pengembangan Budaya dan Kompetensi Digatal ASN

4. Transformai Oigital Layanan PublikPrioritas
5. Penguatan Ketersediaan dan Pemanfaatan Data

s

Peran Pemerlntah Dlgltal sebagal pengungklt pembangunan:

Pemerintah digital berperan dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif berbasis teknologi,
Proses p€rizinan yang transparan, cepa! dan akurat m€ndorong investasi baru, meningkatkan
daya saing ekonomi, dan membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat.

Sistem pengadaan berbasis elektronik yaog lebih baik dan maiu, sistematis, serta terintegrasi
dapat menciptakan transparansi dan keterbukaafl dalam pengadaan barang/jasa.

Modernisasl teknologi sistem perpajakan dapat memberikan banyak manfaat sebagai upaya
meningkatkan rasio paiak, meminimalisir penghindaran dan penggelapan pajak, serta
mendorong kepatuhan waiib pa.iak.

Pemerintah digital berperan sebagai pengungkit pembangunan melalui transformasi layanan
publik yang berfokus pada kebutuhan masyarakat di setiap tahap kehidupan. Melalui
pengembangan platform layanan publlk terpadu, pem€rintah mempermudah akses masyarakat
terhadap layanan penting, sepeni pendidikan dan kesehatan. Sistem yang terintegrasi ini
memastikan layanan yang leblh cepat. tepat sasaran, dan responsit sehingga berkontrlbusi
langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat,

Melalui program pemerintah digital diharapkan tercipta fondasi yang kuat untuk mendukung
reformasi birokrasi dan tata kelola yang lebih baik. DenSan teknologi yang andal, data yang
terintegrasi, kompetensi sumbcr daya manusia yang tinggi, scrta layanan publik yang
modern, pemerintah digital memberikan kontribusi nyata pada pencapa.ian tujuan utama
pembangunan nasional.

Dalam era pcrkembangan masyarakat yang semakin komplcks, tuntutan untuk
mengatur/mcrcgulasi semakin bertambah, schingga regulasi memegang peranan yang
krusial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bcrnegara- Hal ini merupakan
konsckucnsi logis Indonesia scbagai ncgara hukum. Sementara itu, terlalu banyak regulasi
dapa.t mcnimbulkan fenomena hiperregulasi dan disharmoni regulasi yang bcrujung pada
terhambatnya pembangunan, incftsiensi administrasi, hinqga ketidakpastian hukum.
Sejalan dcngan upaya tersebut, dukungan tata kelola regulasi yang baik juga diperlukan,
sehingga terbentuk regulasi yang tepat sasaran, agdle, memfasilitasi kepatuhan, dan taat
asas. Salah satu pilihan kebijakan untuk mengondisikan regulasi yang baik adalah dengan
mendorong penyederhanaan regulasi. Penyederhanaan regulasi dilakukan dengan beb€rapa

t
!

!

t

Pemerintah Digital
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i,lendukung penurunan kemiskinan melalui penguatan tata kelola data p€merintah yang terpadu
ll sehingga pengelola program perlindungan soslal dapat Iebih efektil dan tepat sasaran. Didukung
I oleh kebliakan satu Data Indonesia untuk memastikan penyaluran manfaat kepada kelompok

yang membutuhkan secara efisien.
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metode, meliputi (l) deregulasi, yaitu dengan mengurangi ketcntuan-ketentuan yang menjadi
hambatan bagi kegiatan atau sektor tertentu; (2) kodifikasi, yaitu dengan menggabungkan
ketentuan-ketentuan dalam sektor terkait ke dalam satu peraturan perundang-undangan
yang sistematis dan mudah dipahami; (31 konsolidasi, yaitu dengan mcnyajikan dokumen
peraturan perundang-undangan yang telah diubah di beberapa. peraturan ke dalam satu
dokumen; dan/ atau (4) omnibus legislation, yaitu pemb€ntukan peraturan yang
menggabungkan pembcntukan norma baru dengan perubahar dan/atau p€ncabutan
berbagai norma ddam berbagai peraturan yang luas.

2.2.2.1 Kegpatan Prioritas Utama

Sebagai langkah konkret mencapai sasaran jangka menengah terutama untuk p€ncapaian
sasaran penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan
pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang bcrkelanjutan, di dalam RPJMN Tahun 2025-2029
diidentifrkasi beberapa Kegiatan Prioritas Utama.

Kegiatan hioritas Utama merupakan kebljakan terintegrasi yang memiliki daya ungkit tinggi
terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. Kegiatan Prioritas Utama ini menjadi
fokus penekanan pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029. Kegiatan Prioritas Utama juga
disusun dengan memerhatikan kontribusi dari berbagai pihak baik Kementerian / Le mbaga,
Pemerintah Daerah, BUMN, Swasta dan staftehotders lainnya.

Tabel 2.1
Kegiatan Prioritas Utama RPJMN TahDn 2025-2029

No Kegiatan Prioritas Utama
Prioritas
Nasional

I Pcnguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif,
Jujur, Objektif, dan S"hat Indusri (BEJO'S)

Prioritas
Nasional 1

2 Transformasi Tata Kelola lndustri Pertahanan dan Penerapan Skema
Spend to lnuest

Prioritas
Nasional 2

Pengembangan Kawasan Scntra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung
Pangan Kalimantan Tengah

4 Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung
Pangan Sumatera Selatan

5 Pengembangan Kawasan S€ntra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung
PanSar Papua Selatan

7 Pcngembangan Pangan Akuatik (Btue Foo@

8 Pengembangan Pangan Hewani

9 Pengembangan Pantan L.kal dan Nabati

10 Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan

1l Peningkatan Penyediaan Energi

12 Perluasan Akscs dan Jangkauan Pelayanan Energi

t3 Penguatan lmplcmentasi Transisi Energi Berkeadilan

14 Konservasi Sumber Daya Air
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6 Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPPI/Lumbung
Pangar Lainnya
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No Kegiatan Prioritas Utama
Prioritas
Nasional

l6 Pcnycdiaan dan Pengawa8an Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan
B€rketahanan Iklim Bcrbasis CWtS

17 Pengemban8an Terpadu Pesisir Utara Jawa

l8 Pcnguatan Faktor Pcndukung Ekonomi Digital

19 Pcnguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis Lainnya

2). Peningkatan Bioprospcksi, Bioteknolo8i, Keamanan Hayati, serta Akses
dan Pcmbagian Keuntungan Sumber Daya Genetik

22 Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau

23 Peningkatan Kualitas Ekosistem Gambut

24 Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan

25 Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah serta Pcmrosesan
Residu di TPA/LUR

26 Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil taut

27 Pembangunan lnfrastruktur Jaringan Ketcnatalistrikan dan
Digitalisasinya

Prioritas
Nasional 3

29 Pcrccpatan Pembangunan Dcstinasi Pariwisata Prioritas Borobudur-
Yosrakarta-Prambanan

30 Percepatan Pembangunan Dcstinasi Pariwisata Prioritaslrmbok-Gili
Tramcna

33 Penguatan Ekosistem Aplikasi dan Gim

34 Pengembangan Koperasi Sektor Produksi

35 Perluasan lryanan Pendidikan Anak Usia Dini Prioritas
Nasional 436 Revitelisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang

Berkualitas

38 Pcmbangunan dan PcnyclengSaraan Sckolah Unggul

39 Restrukturisasi kewenangan pengclolaan guru meliputi formasi,
rekrutmcn, pengangkatan dan pcnempatan, mobilitas, p€mbinaan karier
prof€sional (e.g. pclatihan, in-service training), perlindungan hukum, dan
kcsejahteraan berbasis kincrja

4l Peningkatan Fungsi lntermediasi dan Layanan Pcmanfaatan lptek dan
lnovasi
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15 Pengembangan SPAM Terintcgrasi Hulu ke Hilir

20 Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan

2A Pengcmbangan dan Peningkatan Ekosistem Digital

31 Pcrcepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba

32 Pcrccpatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo

37 Penccgahan dan Penanganan Anak Tidak S€kolah

40 Pcningkatan Relevansi dan Pcrluasan Akses Pendidikan Tinggi
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No Kegiatan Prioritas Utama
Prioritas
Nasional

42 Penurunan Kematian lbu dan Anak

43 Pencegahan dan Penurunan Stunting

44 Pcnyelenggaraan Pemeriksaan K€sehatan Gratis

45 Penuntasan TBC

46 Pembcrian Malan Bergizi untuk Siswa, Santri, tbu Hamil, Ibu Men1rusui,
dan Balita

47 Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi

48 Eliminasi Penyakit Kusta & Schisrosomiasis

49 Invcstasi pelayanan kes€hatan primcr

50 Pembangunan RS L€ngkap Berkualitas di Kabupat€n/Kota dan
Pengembangan Pelayanan Keschatan Bergerak dan Daerah Sulit Akses

51 Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan

52 Pengcmbangan Manajemen Talcnta Nasional (MTN) Seni Budaya

53 Pengembangan Manajemen Talcnta Nasional (MTN) Riset dan Inovasi

54 Pengembangan Manajcmen Talenta Nasional (MTN) Olahraga

55 Pengcmbangan Hilirisasi Nikel Prioritas
Nasional 556 PengembanganHilirisasiTembaga

37 PengembanganHilirisasiBauksit

58 Pcngemban3an Hilirisasi Timah

59 Pengembangan Hilirisasi Kclapa Sawit

60 Pengembangan Hilirisasi Kclapa

6l Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut

62 Pengembangan Industri Kimia

63 PembangunanlndustriScmikonduktor

64 Pengembangan lndustri Tckstil dan Produk Tekstil

65 Penguatan lndustri lpgam Dasar, Besi dan Baja

66 PengembanganlndustriDirgantara

67 Pcngembangan KEK Sei Mangkei

68 Pcngembangan KIT Batang

69 Pengembangan KI Weda Bay

SK No252086A

Prioritas
Nasional 6

70 Pcnyaluran Bantuan Sosial Adaptif dan Subsidi Tepat Sasaran melalui
Kartu Kcscjahteraan

7l PeninSkatan Daya Saing melalui Kartu Usaha Produktif

72 Peningkatan Kcmandirian melalui Kartu Usaha Afirmatif
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No Kegiatan Prioritas Utama
Prioritas
Nasional

73 Percncanaan dan Pembangunan Kawasan, serta Pcmindahan ke lbu Kota
Nusentara

75 Pemenuhan Layanan Dasar dan lnfrastruktur Desa

76 Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Prioritas
Nasional 7

77 Peningkatan Kesejahteraan ASN mclalui Penerapan Konsep Total Reuard
Berbasis Kinerja ASN

7A Transformasi Digital layanan Publik Prioritas

79 Ekstcnsifikasi dan Intensifikasi Pencrimaan Perpajakan

80 Intensifikasi Pcnerimaan Negara Bukan Pajak

El Penguatan lkrakter dan Jati Diri Bangsa Prioritas
Nasional 8

a2 P€manfaatan Khszanah Budaya dan Pengembangan lGwasan Pemajuan
Kebudayaan

E3 Peningkatan Ketahanan lklim Pesisir dan Laut

Secara lebih rinci masing-masing Kegiatan Prioritas Utama disampaikan pada Apendiks
Daftar Kegiatan Prioritas Utama RPJMN Tahun 2025-2029.

2.2.2.2 Proyek Strategis Nasional

Proyek Strategis Nasional disusun dan ditetapkan sebagai sebuah langkah konkret teknis
yang utamanya mendukung dan memastikan pclaksanaan Kegiatan kioritas Utama. RPJMN
Tahun 2025-2029 memuat kebijakan Proyek Strategis Nasional. Pcrencanaan dan
pcnyusunan Proyek Strategis Nasional dilakukan dengan mcnggunakan prosedur dan
kriteria yangjclas, akuntabel serta mendukung pelaksanaan nilainilai Pancasila dan amanat
Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Proyek Strategis Nasional dirancang sebagai proyek atau program (kumpulan proyek) yang
memiliki sifat strategis, terukur dan bcrdampak siSnifikan pada pencaPaian sasaran RPJMN
Tahun 2025-2029 khususnya Program Prioritas Presiden termasuk Program Hasil Terbaik
Cepat terutama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengurangi
kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan bcrkclanjutan, serta
yang mendorong pemerataan pembangunan. hoyek Stratcgis Nasional antara lain Program
Makan Bergizi Gratis, proyek-proyek yang berkontribusi langsung dan siSnifikan pada

terwujudnya swasembada pangan, swascmbada energi, swasembada air, dan hilirisasi serta
proyek-proyek yang mendukung pencapaian sasaran Program Prioritas Presiden di bidang
pembangunan manusia.

SK No252088A

74 Fasilitasi Pcnyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU
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Gambar 2.15
Kerangka Pikir Proyek Strategis Nasional

ProyeUProgram Terpi li h
. Bersifat strategi5 dan terukur
. Mernerlukan konrentrari, keterpaduan dan sinergi rumber daya antar pemangku

kepentingan pembangunan
. Dapat diselesaikan atau sebagian keluaran/outputnya dapat berfungsi dalam perlode

RPJMN 202s'2029

TalEantum
dalam RPJMD

Pemutakhiran PSN yrng
terintegrasi dangan mrkanlrme
Rl(P

Proyek Strategis Nasional dapa.t diprakarsai/diusulkan dan dilaksanaken baik oleh
Pemcrintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara maupun badan usaha
swasta. Proyek-proyek yang diusulkan dan dilaksanakan selain olch Pemerintah Pusat
merupakan bentuk kontribusi Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan badan
usaha swasta pada pencapaian sasaran-sasaran RPJMN yang mcmerlukan dukungan dari
Pemerintah.

TcaEantum
dalam Rcnstra

x.,L

Tcrcantum
d.lam RJP/RKAP

EUMN

Tercantum
dalam RJPP

SrYasta
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RPJMN 2025-2029

Diprakarsai/Diusulkan/Dilaksanakan oleh:

Kcmcntcrlan/
L€mba9a
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Daerah
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Swasta

Pengendalian dan ualuasl kesiapan drn
kinerja p.lakianaan PSN s€rta penGrapan
manajemen risiko
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bcrdampak
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Badln U$h.
Mllik Nrgara

Fasilitas kemudahan
perijinan

Pencapaian sasaran-sa3aran Program
Priorltas Presiden termasuk PHTC

P!rtumbuhan ckonoml
yang bcrkurlltrs d.n

b€rkclanJutai!
Pcningkatan kualltrr

SDM

Pengurengan
kemiskinan

Pemerataan
pcmbangunan

Fasllltas kemudahan
non perijinan
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Perencanaan dan pelaksanaan serta pengenddian Proyek-Proyek Strategis Nasional
merupakan bagian integral dari proscs p€rencanaan pembangunan nasional. Proyek
Strategis Nasional ditetapkan setiap tahunnya sesuai dengan kerangka waktu pelaksanaan
prioritas pembangunan dan kesiapan proyek termasuk ketersediaan pendanaan serta
berdasarkan persetujuan Presiden. Pcnetapan Proyek Strategis Nasiond dilaksanakan
melalui mekanisme Rencana Kerja Pemerintah. Untuk memastikan Proyek Strategis Nasional
berjalan scsuai dengan renqlna, dilakukan langkah{angkah pengendalian dan evaluasi
kesiapan scrta kinerja pclaksanaannya serta diterapkan manajemen risiko pcmbangunan
nasional. Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi terscbut, dapat dilakukan
pemutakhiran Proyek Strategis Nasional yang dilakukan secara terintegrasi dengan
mekanisme RKP-

Dalam rangka percepatan proses perencanaan, penyiapan, pelaksanaan dan kclancaran
pengendalian operasi, tcrmasuk di dalamnya mekanisme pembiayaan untuk Proyek Strategis
Nasional, pemerintah dapat membcrikan kemudahan baik dalam b€ntuk perizinan maupun
non perizinan. Untuk maksud tersebut, akan dilakukan harmonisasi rcgulasi dan Penataan
kelembagaan pengelolaan Proyek Strategis Nasional.

Tabel 2.2
Daftar tndikasi Proyck Strategis Nasional 202$-2029')

No Proyek lokasi Pelaksana

Makan Bergizi Gratis

Baru

Program Makan Bergizi
Gratis

Nasional Badan Gizi Nasional (sebagai
koordinator)

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Baru

, Revitalisasi Sarana dan
Prasarana Sekolah dan
Madrasah yanB Berkualitas

Nasional KemenHian Pendidikan
Dasar dan Menengah
(koordinatorl

3 Pembangunan dan
Penyelenggaraan Sekolah
Unggul

Nasional Kementerian Pendidikan
Tinggi, Sains, dan Teknologi
(koordinatorl

4 Pembengunan Rumah Sakit
Lcngkap Berkualitas di
IGbupaten /Kota

Nasional Kementerian Kesehatan

5 Program Pcnuntasan TBC Nasional Kementerian Kesehatan

CarrA ouer

SK No252091A

Jawa Barat6 Pembangunan Kampus
Universitas lslam
Intemasional Indoncsia (UIll)

Kem€nt€rian Agama dan
Kementerian Peke{aan
Umum

I
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No Proyek Lokasi Pelaksana

Swascmbeda Pangan

Banl

7 Pcngcmbangan Lumbung
Pangan : Peng€mbangan
Food. Estatc

Kalimanten Tengah,
Sumatera Selatan, Papua
Selatan

Kementcrian Pertanian,
Swasta

8 Kctahanan Pangan Melalui
Perhutanan Bcrbaeis
Maayarakat

Nasional Kementerian Kehutanan
(sebagai koordinatorl

9 kyanan lrigasi Pendukung
Lumbung Pangan Na3ional

10 Peningkatan Produksi Daging Nasional
Sapi dan Susu Sapi

Kementerian Pertanian,
Swasta

ll Pembangunan Pclabuhan
Perikanan Nusantara
Pengamb€ngan

Bali Kementerian Kelautan dan
Perikanan, Swasta

t2 Revitalisasi Akuakultur
B€rkelanjutan di Pantura

Kementerian Kelautan dan
Perikanan

Jawa Barat

Swasembada Air

Baru

13 Gi,,nt *a Woll Pantai Utara
Jawa

DKI Jakarta, Jawa Barat,
Jawa Timur, Banten dan
Jawa Tengah

Kementerian Pekedaan
Umum Pemprov DKI Jakarta

Cqrry ouer

14 Bcndungan Way Apu Maluku Kementerian Pekerjaan
Umum

l5 Bcndungan Jragung Jawa Tengah Kementerian Pekcrjaan
Umum

16 Bendungan Mbay Nusa Tenggara Timur Kementerian Pckerjaan
Umum

17 Bendungan Bulango Ulu Gorontalo Kementerian Pekedaan
Umum

18 SPAM Regionat Wosusokas Jawa Tengah Kementerian Pekerjaan
Umum

l9 SPAM Regional Benteng -
Kobcma

Bengkulu Kementerian Pekerjaan
Umum

Swasembada Energi

Baru

Swasta20 PLTA Kayan 9 CW
Terin tegrasi

Nasional Kementerian Pekerjaan
Umum

SK No252092A
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No Proyck [akasi Pelaksana

2l Bioetanol (Berbasis Tebu) Sumatcra Utara, Lampung,
Jawa Barat, Jawa Tengah,
Da€rah lstimewa Yosrakarta,
Jawa Timur, Sulawesi
Sclatan, Papua Selatan

Dikoordinasikan
Kemcnterian Energi Sumbcr
Daya Mincral

22 Brbre;Enery Sumatera Riau, Sumatera Selatan PT Pertamina

23 RDMP RU VI Balongan
lResc,pingll

Jawa Timur PT Pertamina

Carry ouer

24 PcngembanganLapangan
Abadi Wilayah K€rja Masela

Maluku Swasta

25 Kilang Minyak Tuban
(Ekspansi)

Jawa Timur PT Pertamine

26 Pengembangan Aiofinl dan
Mctsrlol dan etanol di
Kabupaten Bojonegoro

Jawa Timur PT Pertamina

n', North Hub Development
Project Sclat Makassar

Kalimantan

28 RDMP RU lV Cilacap
(Rescopingi

Jawa Tengah PT Pertamina

29 Eiorefinery Cilacap Jawa Tengah PT Penamina

30 Pembangunan Jaringan Gas
Perkotaan

Batam, Palembang,
Pekanbaru, Makassar,
Jakarta, Bckasi, Palu

PI Pertamina/ PGN

Hilirisasi, lndustrialisasi dan Transformasi Digital

Baru

Kementerian Pertanian,
Swasta

Program Hilirisasi Garam:
Proyek: Pembangunan Soda
Ash

Jawa Timur BUMN, Swasta

SK No 252093 A

Swasta

3l Program Hilirisasi Sagu,
Singkong, Ubi Jalar
Proyck: (il Penguatan
Pcnyediaan Bahan Balru
Hilirisasi Tcpung Sagu dan
Singkong; (ii) Pengembangan
Industri Sagu

Papua, Sumatera, Jawa,
Nusa Ten88ara, Papua
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No Proyek Lokasi Pelaksana

33 Program Hilirisasi Kelapa
Sawit, Kelapa, Rumput Lqut

Sumatera Utara, Riau,
Sumatera Barat, Jambi,
Sumatera Selatan,
Kepulauan Riau, Banten,
Jawa Barat, Bali, NTB, NTT,
Kalimantan Utara,
Kalimantan Barat,
Kalimenten Selatan,
Kalimantan Timur, Sulawesi
Sclatan, Sulawesi Utara,
Maluku Utara, Papua, Papua
Barat

Swasta

34 Program Hilirisasi Nikel,
Timah Bauksit, Tembaga

Bantcn, Jawa Barat, Jawa
Tcngah, Jawa Timur,
Sulawesi Selatan, Sulawesi
Tenggara, Sulawcsi Tengah,
Maluku Utara, Kalimantan
Selatan, Kalimantan Timur,
Nusa Tenggara Barat, Papua
Tengah, Kepulauan Rieu,
SumaEra Utara, Bangka
Bclitung, Kalimantan Barat,

Pf MIND ID, Swasta

35 ProgramPcngembangan
Industri Dirgantara:
Pengembangan N2l9 Amfibi

Nasional Kementcrian Pcrtshanan dan
PT Dirgantara Indonesia

36 ProgramPengembangan
Industri Kimia

Proyek l: Pembangunan
Pabrik Chlor Alkali dan
Etlrylene Dichloride

Proyek 2: Pembangunan
Lrtte Chcmical Indonesia
Neu Ethylene Project

Banten

37 Pengembanganl,ayanen
Digitat Pemerintah Tcrpadu

Nasional Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi
(koordinator)

38 Penyediaan Peta Dasar Skala Nasional
Bcsar (l:5.OOO) scluruh
Wilayah lndonesia

Badan Informasi Geospasial

Carry over

39 Pengembangan KEK Arun
Lhokseumawe

Nanggroe Aceh Darussalam BUPP KEK Arun
Lhokseumawe

SK No252094A

BUPP KEK Sei Mangkei40 Pengembangan KEK Sei
Mangkei

Swasta

Sumatera Utara
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No Proyek Lokasi Pelaksana

4t Pengcmbangan KEK Galang
Batang

Kepulauan Riau BUPP KEK Galang Batang

42 Pengcmbangan Kawasan
Industri Terpadu Batang

Jawa T€ngah Swasta

43 PengembanganKawasan
Indusri Ketapang Bangun
Sarana

Kalimantan Barat Swasta

44 Pengembanganl(awasan
lndustri lhlimantan
lndustrial Park lndonesia
(KIPr)

Kalimantan Utera Swasta

45 Pengembangan Kawasan
Industri Weda Bay

Maluku Utara Swasta

Swasta

47 Kawasan Industri Teluk
Bintuni dan Pengembangan
lndustri Metanol, Amonia,
dan Pemarfaatan Karbon
dari hasil CCUS/CCS

Papua Barat Swasta

48 Kawa3an Industri Tanah
Kuning

Kalimantan Utara Swasta

49 Kawaaan Industri Pulau l.adi Kcpulauan Riau Swasta

50 Kawasan Industri Fakfak Papua Barat BUMN

5l Kawasan Industri lndonesia
Dahuaxing lndustry Park

Sulawesi Tengah Swasta

32 Kawasan Industri Indoncsia
Huali lndustry Park

Sulawesi Selatan Swasta

53 Kawasan Indusri Wiraraja
Grccn Rcncwable Enerry &
Smart-Eco Industrial Park

Kepulauan Riau Swasta

54 Kawasan lndusri Indonesia
Giga lndustry Park

Sulawcsi Tenggara Swasta

55 Kawasan lndustri Kolaka
Resources lndustrial Park

Sulawesi Tenggara Swasta

56 Kawasan Industri ASPTRE
Stargatc

Sulawesi Tenggara Swasta

57 Pengembangan Kawasan
Industri Toapaya, Pulau
Poto, dan Kampung Masiran

Kepulauan Riau Swasta

SK No252095A

Sulawesi Tenggara Swasta

46 Kawasan Industri Bantaeng Sulawesi Selatan

58 Kawagan lndustri Tckno
Hirau Konasara
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No Proyek Lokasi

59 Kawasan lndustri Futong Riau Swasta

60 Kawasan lndusri Pulau
PcnebanB

Kalimantan Barat Swasta

6l Kawaaan lndustri Kumai
Multi Encrgi

Kalimantan Tengah Swasta

62 Kawasan lndustri Alumina
Toba

Kalimantan Barat Swasta

Sulawesi Tengah Swasta

64 Kawasan Industri Tabuk Kalimantan Tengah Swasta

65 Kawasan lndustri Rimau Kalimantan Tengah Swasta

Konektivitas dan Kawasan

Baru

66 PengembanganPclabuhan
Ambon Terpadu

Maluku Kementerian KeLautan dan
Perikanan, Kementerian
Perhubungan

67 Pembangunan Jalan Tol
Terintcgrasi dengan Utilitas

Sumatera BUMN (Penugasan)

Papua Tengah, Papua
Sclatan, Papua Pegunungan,
dan Papua Berat

Pemprov Papua Tengah,
Pemprov Papua Selatan,
Pcmprov Papua Pegunungan,
Pemprov Papua Barat

Carry ouer

69 Pembangunan lbu Kota
Nusantara (lKN)

Ibu Kota Nusantara Otorita IKN, Kementerian
Pekedaan Umum, BUMN,
Swasta

Jawa Barat Kementerian Perhubungan

7l Pembangunan Jakarta
Metropolitan Mass Ropid
?ransit Koridor Timur - Barat

DKI Jakarta, Jawa Barat,
Banten

Kcmenterian Perhubungan,
Pemprov DKI Jakarta,
Pemprov Jawa Barat,
Pemprov Banten, PT MRT
Jakarta

72 Jalan Tol Semng -
Panimbang

Banten Kcmcnterian Pekcrjaan
Umum

73 Jalan Tol Probolinggo -
Banlruwangi

Jawa Timur

SK No252096A

Jawa Barat Kementerian Pekerjaan
Umum

74 Jalan Tol Akses Pelabuhan
Patimban

Pelaksana

63 Kawasan lndusri lndo
Mineral Mining

66 Penataan l(awasan hrsst
Pemerintahan Daerah
Otonomi Baru (DOBI Papua

70 PembangunanPelabuhan
Patimban

Kementerian Pekedaan
Umum
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No Proyck L.kasi Pelaksana

Perumahan dan Permukiman

Baru

75 Pcmbangunan 3 Juta Rumah Nasional Kementcrian Perumahan dan
Kawasan Pcrmukiman
(koordinator)

76 Program Pembangunan
Instelasi Pengolah Sampah
Menjadi Energi Listrik
Bcrbasis Teknologi Ramah
Lingkungan

DKI Jakarta, Tengcrang,
Tangerang Selatan, Bekasi,
Bandung, Semarang,
Makassar, Denpaser,
Palembang dan Manado

Pcmerintah Kota lokasi
proyek dan Swasta

Carry ouer

77 Jakarta Sewerage System DKI Jakarta Kcmenterian Pekedaan
Umum, Pemprov DKI Jakarta

'l Keterangan:

(a) Daftar Proyek StategiE Nasional tcrsebut mempakan daltar indikatif yang dapat diubah/ ditambah
bcrdassiksn cvs.luasi atas hoyek.hoyek Suatcds Nasional yang telah ditetapkan scbelutunya dan di-carry
ou€t, den bcrdasarksl pcnilaian atas proyek-proyek banr ya,r8 mcroenuhi kritcria scsuai pcraturan yang
bcrlaku.

(bl Penlusunan dan pcnetapan Proyck Stratcgis Nasional, tcrEasuk proyck-proyek baru dan cdzy ouet yar,,g
terscbut dalaro dafta di atas, dilaksanakan mclalui Eekanisme Rencana Kcrja Pcmerintah.

(c) Proyck Stratcgis Nasional, baik proyck-proyck boru maupun @rry ouer, ditetapkai satiap tahunnya sasuai
dengsn kcrangka eattu pclaksana.n prioritas pcmbargunan dan kesiapdl proyek t rmasuk kctcrccdiaan
pcndanaan scrta bcrdasarkan pcrs.tujuan h.siden.

2.2.3 Strategi Kewilayahan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 merupakan
penjabaran dari Visi, Misi, Program Prioritas (Asta Cita) Presiden-Wakil Presiden terpilih
untuk mencapai penurunan kcmiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia
menuju unggul, dan p€rtumbuhan ekonomi 8 persen. Scluruh program prioritas tersebut
perlu diiabarkan ke dalam arah kebijakan pcmbangunan kewil,ayahan scsuai dengan potensi
dan karakteristik wilayah terkait dengan tetap memerhatikan kcsinambungan dan tahapan
pembangunan sesuai RPJPN 2025-2045 yang menekankan pada tiga transformasi dan dua
landasan transformasi.

Tujuan pembangunan kewilayahan adalah terciptanya p€merataan pemb,rngunan
khususnya keseimbangan pcmbangunan Kawasan Barat Indonesia-Kawasan Timur
Indonesia. Pendekatan/ strategi untuk mencapai tujuan tersebut melalui pembangunan
pcrdesaan dan wilayah afirmasi, pengembangan pusat pertumbuhan, serta menjaga kawasan
konservasi, dan mcmerhatikan asp€k rawan b€ncana untuk mcndukung upaya
keberlanjutan. Pendekatan kewilayahan perlu juga didukung dengan penguatan ekosistem
prcepatan pembangunan daerah. Strategi pcngembangan wilayah secara khusus dituliskan
pa.da Bab IV Arah Pembangunan Wilayah serta menjadi Lampiran IV Arah Kebijakan
KewiLayahan per Provinsi yang tidak terpisahkan dari RPJMN Tahun 2025-2029.

SK No252097A
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Mempertimbangkan setiap wilayah mcmiliki potensi dan karakteristik khusus untuk tumbuh
dan berkembang, maka dirumuskan tema pembangunan \rrilayah untuk setiap pulau besar
yang ada. Strategi pembangunan kewilayahan scrta tema pembangunan pulau dalam RPJMN
Tahun 2025-2029 di atas memerlukan dukungan dari p€merintah daerah. Untuk itu, perlu
sinergi kebijakan pusat dan dacrah untuk menjawab tantangan pcmbangunan yang scmakin
kompleks serta mencapai target yang telah ditctapkan.

2.2.4 Perrgoatan Tata Kelola Pembangunan: Manajemen Risiko Pembangunan
Nasiona-l

Perubahan kondisi internal dan eksternal sangat dinamis yang membutuhkan resPons
kebijakan yang adaptif. Penyusunan kebllakan didesain mempertimbangkan peluang dan
tantangan atau potensi risiko yang dihadapi.

Di dalam p€nyusunan RPJMN Tahun 2025-2029, terutama dalam penyusunan intervensi
kegiatan prioritas utema, telah diinisiasi pcncrapan Perencanaan bcrbasis risiko. Desain
kebdakan mempertimbangkan indikasi risiko dan perlakuan risiko pembangunan. Indikasi
risiko yang perlu diantisipasi dalam pelaksanaan kegiatan prioritas utama terscbut antara
lain dapat berupa. risiko sosial scperti penolakan masyarakat dan sengketa antarkelomPok
adat akibat kondisi lahan berupa ulayat, serta ketidakstabilan sosial di daerah konllik yang
dapat menghambet pelaksanaan proyek, risiko ekonomi scpcrti fluktuasi harga den minat
invegtasi, risiko lingkungan sepcrti cuaca ekstrem, dcforestasi dan hilangnya ekosistem, s€rta
risiko tata kelola sepcrti inkonsistensi kebijakan dan potensi penyalahgunaan wewenang.

Penyusunan indikasi dan perlakuan risiko kegiatan prioritas utama tersebut merupakan
bcntuk implcmentasi awal Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Scktor, yang

mendukung amanat Peraturan hesiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko
Pembangunan Nasional. Indikasi terscbut akan mcnjadi acuan dalam penyusunan profil
risiko oleh para instansi pelaksana atau Unit Pemilik Risiko. Adanya Manajemen Risiko
Pembangunan Nasional Lintas Sektor mcndorong seluruh entitas baik
Kementerian/L.mbaga/ Pemerintah Daerah / Badan Usaha untuk mengelola risiko sccara
kolaboratif dalam mewujudkan pcncapaian sasaran pembangunan nasional.

Implementasi Manqjemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Seldor sckaligus
memperkuat pengendalian prioritas pembangunan nasional, yang dimulai dari tahap

SK No252098A
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perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan. Pendekatan Manajemen Risiko
Pembangunan Nasional Lintas Sektor memperkuat pcngendalian pelaksanaan yang selama
ini lebih bersifat reaktif atas masalah yang sudah r.c11,adi (problem-base@. Dcngan adanya
Manajemen Risiko Pembangu.nan Nasional, pengendalian pelaksanaan akan menjadi bcrsifat
proaktif-lalaboratif dalam mengantisipasi potensi risiko dan meminimalisasi dampak atag
masalah yang tcrjadi. Hal tersebut bcrdampak pada efisiensi dan efektivitas pelaksanaan
pembangunan.

Ga'I.bar 2.17
Penerapan MRPN Lintas Sektor

RPJMN
2025-2029

Acuan

P€laporan Penyelangga-
raan MRPN Lintas Sektor

lcp.da Nomit. MRPN (Olrh
UPR LS)dan Preiiden {Ol€h

Komite MRPN,

@@@@
Penetapan ObjEk MRP

Llntar Sektor dan Inrt.nri
Prlakiaoa (oleh Xomlte
MRPN difokuskan pada

Xegiatan P.iorltas Utama)

Pemantiuan Barkala dan
BcrkelanJutan (Ol.h UPR LS

& Xomite MRPN)

Penetapan relera dan
penyusunan PrDtil Risiko
Oblek MRPN LS (Ol.h UPR

LS)

Pcnglwarln d!n Evalulslolch Pcngrwas Intcrn Llntas Slktor

Pengendalian pelaksanaan berbasis MRPN diintegrasikan dengan manajemen kinerja
pembangunan yang memanfaatkan sistem informasi terpadu. Sistem terscbut digunakan
oleh para pelaku kebuakan yang terlibat, baik Kemcnterian/ Irmbaga/ Daerah maupun
Badan Usaha. Pengelolaan risiko secara kolaboratif diharapkan dapat mcndorong kinerja
pembangunan nasional, dengan terus mcngantisipasi dinamika perubahan yang bcrdampak
pada sasaran secara b€rkelanjutan.

2.2.5 Pengarusutamaan Pembangunan
RPJMN Tahun 2025-20'29 menggunakan lima pengarusutamaan pcmbangunan. Esensi dari
pengarusutamaan pcmbangunan adalah mcmperluas kemanfaatan dari hasil pembangunan
dan mengurangi dampak yang tidak diinginkan, sehingga tercipta pemerataan dan keadilan
untuk scluruh masyarakat dengan tctap menjaga kualitas lingkungan. Pengarusutamaan
dilakukan melalui pengintegrasian sccara konsisten pcndekatan (i) Gcndcr dan Inklusi
Sosial, (iil Tujuan Pembangunan Bcrketanjuten, (iii) Transformasi Digital, (iv) Pembangunan
Rcndah Karbon, dan (v) Pembangunan Berkctahanan Iklim ke dalam seluruh kebljakan,
program, dan kegiatan pemerintah (pusat-daerah), serta inisiatif pcmbangunan lainnya yang
dilakukan oleh non stdte adors.

1. Risiko makro pembangun.n padr pcnjelalan
peluang dan tantangan p€mbangunan

2. Indlkaridan mitlgasl ri5iko keglatan prloritas utama
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SUMBER DAYA MANUSIA INDONESIA

An.k, Pcmud., L.niut Uti..
P.ny.nd.nq Dlr.blllt.5.
Miryri.lal M.!, d.n

K!lompok Rcna.n
Lainnya

v r@,
xarataraan Gander dao Matyarakat Inklurif
(Manusa Seutuhnya, sljahtera, Adap f,
Berakhlak Muli6, Be.budaya Maju,
Unqgul, dan Berdaya Saing)

AL(

Inleg.asiSDGs dalam
dokumen perencanaan;

pendanaan inovatil
taksonomi SDG5; adopsi

pelaporan hljau
perusahaan;

7
Pangaruruta'
matn Gandcr
d.n Inklusi
5o5lal

v

\,
x€bijak.n/

Progr.ln/(agiatan
yang Responsif

Gcnder d.n Inklusi
diseluruh Eldang

)
I
t

Ketersediaan data
nasionalddn daerah;
penguatan data dan
pemanfaatan sistem
satu Data dan SIPD;

pemantauan kinerja x/L
dan daerah

,

F'rllElP H*ranaan: turraitr (lr{t Ut O t9{5
Svareqr PUG dan lntlusi Sonnlharus drlaksanak.n secara meny€lurun dr semua prionlas Naeonal (PN) maupun noo.PN unt!rk mewuludkan

pe mtangtilan yang responsifqender dan inklusil ya.9 didahulur denq.n pror€s (d).nahsrrs'tuasr kelimpangan gender dan idenrllikrsiisu gender

srraregs ai Oertagai O'Oang dariaspet Akses, pan'irpr5r Konrol, dan Mdnfaa!IAPKM) dcnaspek kendakadrlan 9ende. tliekeras.n, bebar 9and3, _

subordfasi, m..grn;[!aii, d;n srErei'pe) menggunakan d.ta rerprl.h berda$rta. ten,s kelahrn ur]a. d.ndata lainnyay..g relwan ba,k kuannr.tit
maupun kualrtatlf: (b) . n!Ilsi! faktor penyebdb rertadhya k€am pangan gender d, ranah keluarqr masy.rakat. dan p€menntahr da n (c) penyutsna n

renc;na aksi/rnterue.si beserr. id.nrifik.sr rnrntusryang relevr usruk melaksanakan ren.rna ak5i/lnteeene tersebut. Selaniutnya, dalam rdnqia
memasdkan konvergene opnya pen..prran r.r9el kaserira.n q€ndeI dlsosun !r,ateg, nas,onauren(ana aksl/dokomen keb]iaran strBregE larnnya dr

r ngtar pusat dan d.€rdh

7 t .lr-t

> 7 Int gr.rl P.rtp.ttll 6.nd.r de t.ltJn 5orl.l .r.bm
i.lunrh tror.r l.hb.ngun.n t!t.r. iomPnhc.tll

Pengaru5utaruan SuJto inoble Devebpment Gool5 (5DGs) .YFngintegrasikan agenda pembangunan b€rkelaniutan ke

seluruh aspck p€mbarEunan nesional dan daer.h rnalalui: (a) setiap kebijakan pemerintah harus mendukung pcrcepatan
p€ncapaian SOGS 2o3oj(b) Mengintegra5ikan target-tirget SDG5 ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menerigah
Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); (c)Penyutunan Rerrcana AktiNasional
dan Oaerah, dan Penguatan Kolaborasi Multi-Pihak; (d) Pemantauan dan Evaluasi pencapaian tarqet SDG5; dan (e) lnklusi
Sosial dan Keberlanjutan, remua pr€lam pembangunan harus mengintegrasikan prinsip inklusi 50sial, dengan fokul pada

kelompok rentan dan marqinal, serta prinsip keb€rlanjutan lingkungan;

Y

A!l,a
?ffis

Kegiatan X/L mendukung SDG5,
proFk pilotirg provinsi/kota/kabu-

paten bersama mitra pembangunani
berbagi praktik terbaik loorylcdga

shoing

Program pembangunan memp€r-
timbangan kelompok rentan dan

marqinal. sena prinsip keberlanju-
tan lingkungan;

Kctimpanqan Cnpaian
Pambangunan

02 PengarusutamaanSDGs

Goal Target
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Upaya peningkatan keretaraan gmder, s€rta penguatan peran p€rempuan, pemuda, dan Penyandang di5abilita5
dilaksanatan melalui strategi pengarusutarnaan gender dan inklusi sosial (PUG dan lnklusi Sosial) dengan memberikan
kesempatanyang sama kepada perempuan danlaki-laki, pemuda,anak. penyandang diJabalata t laniut u tia, matyarakat adat,

dan kelompok rentan lainnya. Kesempatan ini dituiukan untuk rneningkatkan akses seluruh kelompok terhadap tumber
daya, mendoronq mereka b€rpartisipasi aktif dan bermakna dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan, terta tetlibat
dalam proses pengambilan keputu5an, rehingga dapat merperoleh manfaatdari hasil pembangunan.

SOGs C.rleru, rekognisi
dan penghargaan sDGs;

kontribusiaktor non
pemerintahipenguat:n

mediai ka4a5ama
internasional

:'.

yan9

Kontiol, dan
van9

16917
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Pengarututamaan tranglormasi digital dilakukan melalui (l ) mcningkatkan akses dan kualltat pelayanan telekomunikasi
dan digital;(2) mendoroog pernbangunan dan pcnguatan puiatdata beserta ekosistemnya, (3) meningkatkan kualital
sumber daya manugia digital serta kegiatan dan pemanlaatan riset, p€ogembangan, serta inovasi; (4) mendorohg
pendataan terpadu, pernanfaatan data, dan adopsi digital (termasuk aplikasi dan superapps). serta litera5idigital se<ara

luas; (5) membangun kedaulatan digital dengan nEningkatkan keamanan dan p€rlindungan data pribdi serta

rnewujudkan ruangdigital yang kondusif, (6)mendorong penguatan induslri teknologi informasidan komunikasidalam
negeri; dan (7) membangun dan mengembangkan tata kelola yang daPat menciptak.n dan mengemLrangkan

ekosistem digitalyang kondu5ifbagi masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah.

Sasaran KebUakan

03 TransformasiDigital

Arah Kebijakan

Enoblet

Panguetan
Supply

Pcnguasaan
T€knoloql

Pen9uatan
Damand

Data dan Informasl
(Pengetahuan)

Kemajuan Teknologi
(DiEital)

Pilar Pembangunan
Transformasi Dlgltal

€konoml
Digital

Pcm€rlntahan
Dlgltal

lnlrastruktur
& Teknologi Digilal

Tahap Transformasl
Digltal

Kepemlmpinan Digital

Ekoslstem olgltal

Pengembangan

Adaptasl dan Adopsi

Media

Masyarakat

Pemangku Kepentingan

Paguruan
Tlnggi

Pcmerintah Eadan
Usaha
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Pernbangunan .Godah karbon mamattikan kctclara3an Frhrnbuhan ckonomi dangan daya dulung dan daya

tamFrng lingkungan untuk g.ncr.ri m.idatang, P.d. RPJMN 2025-2029, ttrttcai pamb.ngunan rcnd.h karbon
diarahlan pada (l) p.nurun.n cmiti gar rumah k.(. d.ri salitor erErgi d.n lumLr€r daya min..al, (2) peninglat n

tranipoatnri hiiau berkelanjutan, (3) pcn<(grh.n penguiangan dnn p€ningkatan <adang.o k. ron di kawaian hutan

dan lah.n, (4) implcmentasi prrktil p€rtanian reodah karbon, (5) peningkatan cad.ngan karbon di ckoristcm Iarbon biru,
(6)peningkatan upaya dckarbonitari industri, (7) F:€nguatan akripcnurunan emiti gai tumah kaaa di Jektor pcrigelolaan

limbah, d.n (8) p€nguatan tata kelola dan kegiatan P€ndukung pen(aPaian target penu.unan efiiti get rumah kaca.

Pembangun n Bskatahanao lklim .nerupakan komtinasi upaya adaptaai, Pcianggulangan ,iiiko bencana, dan
p€ninqkalan katahanan, untuk mcmptrkuat titiem parnbangunan agar tahan tcthadap gurxangan atau damPtk neg6tif
akibat batuy. iklim dalam aJpcl rosiel, ckonorii. dan.kologi. Hal inidibkuelan pada 4 (cmp.t) 3.ktor p.iorit ! yritu lektor
kelautan dan pesirir, air, p€rtanian, d.n r€hor kerefiatan. Str.tcgi pembangun.n berkatahanan iklim diarahkan untuk
mencapai perrentase penurunan potenri kerugian ekonomi akibat perubahan itlim terh.daP PDg dengin Peniogkatan
ketahanan iklim p.da emp.t r€ktor prio.itar melalui (l) p€ningkat.n ketahan.n iklim pcrisir dan laut. (2) P€ngelolaan
rumber daya air ad.ptif aklim, (l) pengcrnb.ngan dan amdementa5i peitanian ramah illim, (4) pen<egahan dan

p€ngendalian peny.kit seniitifiklim, dan (5)tata k.lola dan kegiatan pendukung P.ncap.i.n target penbangunan.

Polurldin
Kerusakan
Lingkungan h"

h
','k6 on w b taa tu.tu rr',,rtt *.d
htut,,@tl,,tanb b. ,'rrTddt u rab.l @
FqM'c blttl a'ro atd.rd.'E( ntr4.!.dt -!and
lq etrq @ b.e,a.t6.n r!ou.'

s
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.o.a.M ha.h.. rh

, l7
,r !.nerr6.n t.rrd.n,rrt6

ra.ngu..ql ,.r.iJ r.rr{|.. .10.0rnl
.hb.t d.cP.t Fru5.lr.n llllm

r.n9sr.ql ..nLl 9.i 7s6.h 1... lctt)
nrhur! ia.i-...! arnh.lm ltalll t.hun

x.b{.k n unt0k hlngk .g'
r(ug[n.klb.r Flb.nm,kllm

sb.!l.i up.r. unluk 6.rlngl.tt tr
l.oh.nan eho{aktor y.nc dt n
L.h.d., da6pat P.rub.h.n lll'm

@

@

@

,\
nL.rt {rrd.. !ir}a i.nlrr.irir.,i.r.ll.l!rl|.r a.!ru L'a r.rl.&..-& r...Ll5

/g, *,r* *n *.,
\8, dxil.r F"tls m''

ftb!rkan untuk memperl.h..tan
p€numbuh.n ekonom' d.n solial
m.lalu k.qr a. b.r.m'sl r.ndah

s.b.gai upaya p.n.?9ah..
pc.ubrh.n lklim

6%

toT

05 Pembangunan Berketahanan Iklim

Trlple Plan.tary Crisls (TPC)

Perubahan
Iklim -agaman

Hayati

Hll.ngnya
Keanekar

Intervensi Kebijakan untuk Mengatasi TPC
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2.3 Kerangka Ekonomi Makro

2.3.1 Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2025-2029

Persen (yoy)

(GNI p.r kapita - UsO,tt/dr M?rhod)

7,5 7,7

10

9

7

6

5

4

(5.a70)

a a
6,3

5,3

a

a

2A26 2027 2028 2029
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Indonesia diharapkan mampu mencapa.i pertumbuhan ekonomi 8,0 pcrsen yang dilandasi
dengan stabilitas ekonomi makro yang kuat. Dengan target pertumbuhan ekonomi tinggi
tersebut, Gross iVational h&ome per kapita (eslas Me*aq dlharapkan meningkat menjadi
USDS.OOO pada tahun 2029 (Gambar 2.18).

Gambar 2. 18

Skenario Pertumbuhan Ekonomi pada tah'ur. 2025-2029

E-O
t8.0oo)

-ta-
(5.870)

2025

Sumberr Perhifungan Kementerian PPN/Bappenas, Desember 2024.

Berdasarkan target/ sasaran bcsar pembangunan selama lima tahun ke depan, maka
kebUakan ekonomi makro akan didukung kebijakan liskal, moneter, dan rcformasi struktural
yang adaptif.

Di samping itu, perbaikan kuatitas pembangunan akan menjadi modal bagi Indonesia dalam
mencapai pertumbuhan ekonomi tin8gi yang inklusif dan berkelanjutan ditunjukkan olch
Gambar 2.19. Pertumbuhan inklusif dicerminkan melalui pcnurunan tingkat kemiskinan,
dan rasio gini scbagai indikator ketimpangan, seiring dengan peningkatan Indeks Modal
Manusia yang dicapai mclalui pemenuhan gizi dan peningkatan akses terhadap pelayanan
pendidikan dan kesehatan. Pertumbuhan ekonomi tinggi juga memerhatikan aspek
kcbcrlanjutan lingkungan antara lain melalui penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru
sebagai sumber-sumb€r pcrtumbuhan baru untuk mencapai target penurunan intensitas
emisi Gas Rumah Kaca dan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.
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Gambar 2. 19

Sasaran Makro Pembangunan Tahun 2025-2029

Penurunan
kemiskinan

Tinqkat
Kemiskinan

4,50 - 5.00

Peningkatan
kualitas SDM

0,59 a

Inaome (6NI)
p€r kapita
8.000

Intensitas Emisi
GRK

45,17
i*.,o2el 

I

&rI U,6

Eh

Sumber: Perhitungan Kementerian PPN/Bappenas, Desember 2024

2.3.1.1 Sumber-sumber Pertumbuhan Baru dan Inovatif

Pertumbuhan tinggi
berkelanjutan

Indeks Kualitas I

Llngkungan I

H dup
77,20

lt" &

Rasro
Gini

0372 - O,t7S

Dalam konteks pertumbuhan ekonomi jangka menengah, peningkatan kapasitas produksi
melalui seltor-sektor produktif harus dilakukan secara simultan melalui strategi
transformaei ekonomi. Sektor-s€ktor produktif diharapkan dapat menciptakan kesempatan
kerja baru yang matnpu menyerap tenaga kerja dan mendorong penciptaan kclas menengah'
Untuk itu, pengembangan sektor-s€ktor produktif harus disinergikan dcngan peningkatan
kuatitas sumber daya manusia, serta investasi infrastruktur sesuai dengan karakteristik
sektomya.

Pertumbuhan sektor pertanian dalam jangka menengah juga diharapkan meningkat scjdan
dengan peningkatan produktivitas lahan pcrtanian melalui ekstensilikasi dan intensifrkasi
lahan s€perti program lumbung pangan desa, daerah, dan nasional. Pada subsektor
perikanan dan akuakultur, pcncrapan nilai-nilai seperti Pengembangan pangan akuatik
(bluefadl akan menjadi sumhr pertumbuhan baru melalui pcningkat€n nilai tambah
potensi sumber daya pesisir serta peningkatan produldivitas hasil perikanan melalui
penyediaan infrastruktur pcndukung dan sarana prasarana kemaritiman kelautan
perikanan.

Sumber pertumbuhan baru pada sektor industri akan diarahkan melalui kebilakan
industrialisasi yang fokus pada penguatan ekosistem industrialisasi dan peningkatan
kompleksitas industri. Peran industri kecil menengah diperkuat menjadi mitra rantai pasok
industri b€sar-sedang. Penerapan ckonomi hijau sepcrti transisi energi menuju pemanfaatan
energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan juga berpotensi mcnjadi sumbcr
pertumbuhan baru, khususnya pada scktor pengadaan listrik.

Pada scldor jasa-jasa, sumber pertumbuhan baru sektor penyediaan akomodasi dan makan
minum akan berasal dari pcningkatan ektivitas pariwisata baik dari wisatawan mancanegara
maupun nusantara. Sciring dengan fokus pembangunan dalam peningkatan kualitas sumber
daya manusia, program pembangunan sekolah unggulan dan pembangunan rumah sakit
berkualitas juga dapat mendorong pettumbuhan sektor jasa pendidikan dan kesehatan.

SK No252lO4A
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Ekonomi digital seperti pcngembangan dan peningkatan ekosistem digrtd juga dapat menjadi
sumber pertumbuhan baru tragi sektor informasi dan komunikasi, seiring dengan tingginya
tren digitalisasi ke depan sert-rli e-comnerce, teleuorh s€rta p€nggunaan artificial
intelligcnce.

Salah satu Program Hasil Terbaik Cepat memberi makan siang dan susu gratis di sekolah
dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil juga dapat menjadi
sumber pcrtumbuhan baru pada bcbcrapa sektor, seperti sektor industri makanan
minuman, pcrdagangan, serta penyediaan akomodasi dan makan minum. Program ini
berpotensi mcmenuhi kebutuhan gizi harian anak s€rta membantu ekonomi keluarga'

Sebagai prasyarat dalam membangun berbagai sumber pertumbuhan ekonomi baru di atas,
dibutuhkan dukungan konektivitas seperti jalan, bandara, pelabuhan, dan infrastruktur
pendukung seperti jaringan listrik, energi, dan digital. Selain itu, pembangunan pusat-pusat
pcrtumbuhan ekonomi baru seperti kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, dan
destinasi pariwisata prioritas juga dapat menjadi sumb€r pertumbuhan baru serta
mendonong pertumbuhan sektor konstruksi dan pengadaan listrik. Pembangunan dan
penyediaan perumahan di perkotaan serta p€mbangunan wilayah metropolitan juga dapat
menjadi sumber pertumbuhan sektor real estate dan juga konstruksi.

Sejalan dengan pembangunan sektor-sektor produktif di atas, pertumbuhan pembcntukan
modal tctap bruto/investasi pada jangka menengah diprakirakan akan tumbuh tinggi. Hal
ini menunjukkan bahwa investasi dalam jangka menengah akan diarahkan pada s€ktor dan
alritivitas produktif yang memiliki multiplier besar tcrhadap perekonomian. Selain itu, iklim
invcstasi juga diarahkan agar semakin kondusif discrtai dengan reformasi birokrasi dan
deregulasi sehingga memberikan kepastian usaha dan invcstasi yang pada akhirnya
meningkatkan nilai Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Ncgeri.

Bcrdasarkan penjelasan di atas, rincian sasaran Pertumbuhan ekonomi tahvn 2025-2029
dapat dilihat pada Tabel 2.3 sebagai berikut.

Tabel 2.3
Pertumbuhan Ekonomi Tahun 202$-2029 (Pers€n)

Indikator al ook 2024 Tahun 2025 Tahun 2029

Pertumbuhan PDB 5,30 8,00

Konsumsi Masyarakat 5,14 5,I4 7,27

Konsumsi Pemcrintah 6,51 6,66 8,40

lnvestasi (PMTBI 4,47 9,65

Ekspor Barang dan Jasa 6,92 6,95 9,50

lmpor Barang dan Jasa 7,O9 7 ,t6 r 0,61

Sisi Produksi

Pcrtanian, Kehutanan dan Perikanan 2,20 3,46

Pertambangan dan Penggalian 7,51

Industri Pengolahan 4,89 5,50 8,14

SK No 252105 A

4,49 5,09 7,85Pengadaan Listrik, Gas, dan Produksi Es

5,05

Sisi Pengeluaran

5,61

0,8 r
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Indikator

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
Limbah, dan Daur Ulang

2,03 2,O5 2,98

Konstruksi 7 ,52 7 ,65 9,64

Perdagangan Besar den Eceran; Reparasi
Mobil dan Sepcda Motor

4,96 7 ,OO

Transportasi dan Pcrgudangan 9,73 I1,44

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 9,20 9,53

Informasi dan Komunikasi 7 ,34 7 ,69 1o,80

Jasa Keuangan dan Asuransi 6,52 8,30

Real Eslate 2,45 4,00

Jasa Perusahaan 8,45 11,68

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan,
dan Jaminan Sosial Wajib

3,05 6,70

Jasa Pendidikan 3,57 3,8s 5,44

Jaaa Keaehatan dan Kegiatan Sosial 4,76 8,91 r o,30

Jasa l,ainnya 9,24 6,55 9,92

SuDbcr: Fcrhituntan KeEcntgrian PPN/Bappcnas, Des.Dbct 2024

2.3.1.2 Memperkuat Peran Kelas Menengah

Penguatan peran kelas menjadi langkah stratcgis untuk mendorong pertumbuhan ekonoml
tinggi dan mencapai status negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2045. Proporsi kelas
mcnengah (aspinng middle class den middle class) yang mencakup 72,2O prs€n dari totd
populasi telah berkontribusi s€besar 82,30 perscn terhadap konsumsi nrmalt tangga
nasiond pada tahun 2023. Peningkatan proporsi kelas menengah akan mendorong
penduduk miskin dan renten miskin terentaskan untuk mengisi kelas menengah. Mengingat
pentingnya pcran kelas menengah dalam perekonomian nasional, maka diperlukan upaya
penguatan peran kelas menengah melalui penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dan
berkualitas, terutama pada sektor-scktor produktif seperti manufaktur dan teknologi tinggi
yang berorientasi pada pekerjaan formal.

Sementara pada sektor informal, penyerapan tenaga keria didorong melalui program
regenerasi petani s€rta penciptaan iklim investasi dan kemudahan berusaha yang
selanjutnya akan menjadi stimulus bagi peningkatan wirausaha dan pengcmbangan usaha
mikro, kecil, dan mencngah. Peningkatan proporsi kelompok kelas menengah menciptakan
kebutuhan konsumsi yang lebih beragam, termasuk kebutuhan gaya hidup baru (neur

ftpstylei sehingga berpotensi meningkatkan daya beli.

Upaya memperkuat permintaan domestik juga didukung oleh upaya-upaya dalam
pcnurunan kemiskinan dan pcngurangan ketimpangan, seperti penguatan kebijakan
redistribusi melalui bantuan sosial adaptif dan subsidi tcpat sasaran untuk menjaga daya
beli masyarakat berpenghasilan rendah, serta p€nguatan ekonomi daerah dan program
pembangunan infrastruktur. Berdasarkan penjelasan di atas, Penguatan peran kelas
menengah untuk mendorong p€rtumbuhan ekonomi tinggi ditunjukkan oleh Gambar 2.2O.

SK .No 252106 A

Anbok 2024 Tahun 2025 Tahun 2029

4,69

9,59

t I,57

s,78

2,34

8,35

6,52
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Ganrlbar 2-2O
Sasaran PDB Sisi Pengeluaran: Memperkuat Peran Kelas Menengah

KONSUMSI RT & LNPRT KONSUMSI PEMERINTAH INVESTASI

Sumber: Perhitungan Kementerian PPN/Bappenas, Desember 2024.

Ketelangan: a) Total nilai 2025 sampai dengan 2029, bl Range End of Period tairun 2029

2.3. 1,3 Perkuatan Pcran Scktor Eksternal

Perkuatan p€ran scktor ekstemal dilakukan melalui pcningkatan perdagangan domestik,
antanvilayah, dan ekspor untuk meningkatkan partisipasi Indonesia dalam rantai nilai
global. Perdagangan dalam negeri diarahkan untuk dapat meningkatkan pcrdagangen
antarwilayah dan pcngembangan rantai pesok domestik, stabili8asi harga, scrta pcningkatan
konektivitas perdagangan dalam ncgeri ke pasar global. Selanjutnya, perdagangan luar negeri
diarahken untuk meningkatlan daya saing ekspor, yang dikompetisikan sccara global guna
mempcrluas pangsa pasar barang dan jasa bernilai tambah tinggi, scrta mempcrkuat
partisipasi dan daya tawar ckonomi Indonesia dalam rantai nilai globel.

Pcningkatan ekspor barang pada tahun 2O2*2O29 akan didukung oleh ekspor produk
bcrtcknologi mcncngah tinggi, ekspor produk penyerap tenaga kerja tinggi, serta ekspor
produk pertanian, pcrikanan, dan industri berbasis sumber daya alam seiring dengan
berlanjutnya progratn hilirisasi dan industrialisasi yang mendorong kompleksitas produk
ekspor. Nilai devisa pariwisata ditargetkan meningkat sciring dengan penguatan bcLanja

Tingkat Kem6kinan
(Persen)

Tfi
(ttsrsen)

lnflasi
(EoC Pe.sen)

tcoR

SK No252l07A

5,14 7,27 6,65

^u@

5,5r

Konsumsa m asya ra kat meningkat
seinng dengan penhglaGn pefan
kclas menengah dan produk(ivrtet

tenagd kerjd yirng lebih bJik.

4,5-5.0

4,00-it.71

2,5: r,0

Konsu msi pemerintah akan tumbuh
se,flng dengEn pendelatan fislal

ylng lebih addptifuntuk mendukung
agendo pembanguhrn sehingga

mendorong alselerasr panumbuhan
ekonoml.

ll79t5.oro'

4.41,5.a9''

9,65

Memberik.n kepasrian u!ah,
dan investesa, reformasi huklm.

dan melanJutkdfl pengedtb{nqan
inlranrukrm

4,1

2.11

20.12

1,7

13.032,r'

1.65

6.263,8.
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EKSPOR BARANG &JASA IMPOR BARANG &JASA

5,95 7,16

Nil.lEk$orJ,3a

{Mili.r USD)

Raslo POB P..il,vli.L

{P.r*n POB)

Jior! Et9or Earang
Indon6la tarhadap

Ounlr{P.G!n)
(Miliar USD)(rut. Orang)

20,0-23,5' 1,43

21.9 8.14

cadangan Dwlr. (Miliar u5D)

162,0 @
,.,.,.,,I:i:iTTl 2025 @

Defisit fransaksi Berjalan (Persen PDB)

(0,78)

Sumber: Perhitungan Kementedan PPN/Bappenas, Desember 2024.

Keterangan: al Range End of Period tahlun 2029, darl b) End of Period tahun 2029 berdasarkan target
dalam Prioritas Nasional 5 Program Prioritas 5.

Kineda pcrdagangan internasional yang membaik akan mendorong pcnguatan stabilitas
ckstcmal yang tecermin melalui defisit transeksi bcrjalan yang dljaga rcndah dan
peningkatan cadangan devisa selama tahun 202F2029 ditunjukkan oleh Tabel 2.4.

(1,09)

SK No252108A

wisatawan mancanegara yang bcrkualitas dan kenaikan jumlah wisatawan mancanegara.
Scmcntara itu, impor barang dan jasa juga akan tumbuh tinggi, utamanya untuk memcnuhi
kebutuhan permintaan domcstik seiring dengan pcningkatan aktivitas ckonomi dalam
mencapa.i pertumbuhan yang tinggi.

Berdasarkan penjelasan di atas, integrasi ekonomi domcatik dan global dap6t dilihat pada

Gambar 2.21.

Gambar 2.21
Sasaran PDB Pengeluaral: Perkuatan Peran Sektor Eksternal

9,50 10,61

\
Netekspo. tumbuh positifdidukung oleh pmingkatan ekspor produk berteknologr menmgah tinqgi.
penhgka6n ekspor produk p€nye.ap tenaga kerja dhggi. Sena penirEla@n ekspor produk penan6n.
perikanan, dan industriberbatis sumber day. alamteiring dengan berlariiumya progran halirisasidan

industnalirasi yang mmdorong kompleksitas produk ekspol sena tennteg.asrnya rantai nilai tbmestlk dan
global. Penlngkatan ek.porjlga didukuhg oleh p€ngembangan sektor Pariwisata. Stabllit.3 eksternal

teqaqa seidng defisit (ran5ak! berialan yang rendah.

12,21h'

32,00-39,40''

I
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Tabel 2.4
Neraca Pcmbayaran lndoneia Tahun 2025-2029 (Miliar USD)

lndikator Aflook2i24 Tahun 2025 Tahun 2029

Transaksi Berjalan (10,61I (l1,87) (2s,801

Barang 36,45 34,99 31,10

Ekspor 256,62 276,49 402,95

Impor (22O,t71 (241 ,901 (371 ,85)

Jasa (l8,El) (18,52) (1s,23)

Ekspor 43,73

(ss,8r) (62,261

Pendapatan Primer {34,78) (3s,71) (s3,00)

Pendapatan Sekunder 7,37 I1,37

Transaksi Modal dan Finansial 20,2r 33,19

Transaksi Modal 0,04 0,04 0,04

Transaksi Finansial 20,t6 2 1,03 33,1s

lnvestasi Langsung 15,58 17,50 31,53

Investasi Portofolio t6,97 I 1,85 13,79

lnvestasi lainnya (12,43) (8,34) lt2,2ol

Total (Transaksi Berjalan+
Modal dan Finansial)

9,60 9,20 7,42

Memorandum:

Posisi Cadangan Devisa 154, t 0 r89,47

Dalam Bulan lmpor 6,7 6,4 5,0

Trensaksi Bedalan (% PDBI (0,7s) (o,7E) (1,09)

Sumber: Kementerian PPN/Bappcnas, Descmbcr 2024.

Ketcrangan: Angka dalarn kurung bcmilai neSatif.

2.3.1.4 Penerapan Kebijakan Fiskal yang Adaptif

Kebdakan fiskal jangka menengah 2025-2029 diarahkan pada upaya untuk mcngakselerasi
reformasi struktural sebagai kunci bagi perccpatan transformasi ekonomi menuju Indonesia
Emas 2045. Pemerintah mengambil pendekatan kebijakan fiskal yang adaptif dalam rangka
mcndukung pencapaian target-target pembangunan melalui percepatan peningkatan
pendapatan dan betanja negara untuk mendorong p€rtumbuhan ckonomi Vrro-groutq, *rta
menjaga keseimbangan primer, defisit anggaran, dan tingkat utang yang lcbih schat untuk
menjamin stabilitas lpro-stabilitgl dan keberlanjutan fiskal (-fscal sustainabiijt4.

Peningkatan pendapatan negara dicapai melalui optimalisasi pendapatan ncgara lcollecting
more), baik dari sisi penerimaan p€rpajakan maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak. Dari
sisi perpajakan, arah kebijakan berfokus pada imPlementasi Pembaruan Sistcm lnti

SK No252109A

36,99 68,59

Impor (83,82)

6,54

21,o8

t62,40



Administrasi Perpajalan (Core Tax Administration System) secara menyelunrh; reformasi
pajak yang lebih progresif; penegakan hukum untuk peningkatan kepatuhan wajib pajak;
simplifikasi proses bisnis dan pcmbcnahan tata kelola kelembagaan; intensilikasi keb[iakan
dan ekstensilikasi objek cukai, peningkatan tarif cukai hasil tembakau secara bertahap,
simplifikasi struktur tarif cukai hasil tcmbakau, serta perbaikan tata kelola cukai hasil
tembakau untuk peningkatan kesehatan masyarakat dan penerimaan negara; serta
penajaman tax incentiue tepat sasaran berbasis sektor dan wilayah prioritas, termasuk
orientesi pada riset dan inovasi, serta teknologi tinggi scperti semikonduktor dan energi
bersih, serta insentif untuk peningkatan investasi dan revitalisasi industri manufaktur yang
bemilai tambah tinggi dan berorientasi ckspor. Upaya peningkatan penerimaan perpajakan
juga ditakukan di daerah melalui (al percepatan dan perluasan digitalisasi pcmerintah daerah
terutama elcktronifikasi transaksi pemerintah daerahjuga digitalisasi scktor-scktor produktif
pendukung pertumbuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik, scrta (b|
penguatan sumber daya manusia dan kelembagaan.

Dari sisi Penerimaan Ncgara Bukan Pajak, arah kebijakan berfokus pada (a) reformasi
pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sumber daya alam, (b) optimalisasi dividen
Bedan Usaha Milik Negara, (c) pemanfaatan aset barang milik neSara, dan (d) peningkatan
sinergi antarinstansi pemerintah, serta inovasi layanan berbasis pemanfaatan teknologi dan
informasi.

Optimalisasi bclanja negara dilakukan melalui peningkatan kualitas belanja negara
(spending betterl melalui penguatanjenis belanja produktif dan bersifat countercAclical untuk
percepatan investasi publik. Dalam rangka mewujudkan kebliakan fiskal produldif, belanja
negara diarahkan pada infrastruktur, pcndidikan dan keschatan, setta riset dan inovasi
untuk mcnyiapkan lndonesia dalam menghadapi tantangan industri masa dcpan (antara lain
teknologi informasi, manufaktur berbasis riset dan inovasi, ekonomi huau dan ekonomi biru,
termasuk ekonomi sirkuler dan energi terbarukan)- Kebijakan belanja negara juga diarahkan
untuk b€rsifat afrrmatif dengan cara memberikan perhatian khusus dalam rangka
mengurangi kemiskinan dan kescnjan8an sosial-ekonomi, baik antarkelompok masyarakat
maupun antardaerah. Pemerintah mcmprioritaskan keb[iakan perlindungan sosial yang

adaptif terhadap gejolak ekonomi, bencana alam, dan situasi krisis yang dapat memengaruhi
stabilitas sosial dan ekonomi negara serta melakukan reformasi subsidi agar lebih tepat
saseran. Langkah atirmatif ini penting agar seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan
manfaat dari pertumbuhan ekonomi, sekaligus menciptakan ketahanan terhadap risiko-
risiko ekstemal. Kebijakan ini diselaraskan dengan program pembangunan infrastruktur
yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah.

Di sisi lain, dibutuhkan perluasan sumb€r dan pengembangan pembiayaan inovatif
(intr1.,uatiw financingf yang dikelola *cara prudent dan krcdibel untuk menvtup fnarAing gap

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam mendukung agenda pcmbangunan
nasional. Arah kebijakan pembiayaan berfokus pada (a) pcngelolaan pembiayaan utang dan
pinjaman dengan memerhatikan tingkat defisit yang aman, serta komposisi optimal untuk
meminimalkan risiko terhadap Anggaran Pendepatan dan Belanja Negara; (b) pemanfaatan

surat berharga negara untuk investasi yang mendorong Produktivitas, Penurunan
kemiskinan, serta p€mbiayaat belout the line yang mendukung proyek-proyek infrastruhur
strategis antara lain infrastruktur, teknologi informasi dan komunikasi, energi, konektivitas,
kawasan industri, dan kawasan ekonomi, mencakup agenda pembangunan berkelanjutan
(sustainabte detalopment goals), scrta energi baru terbarukan; (c) optimalisasi skema kerja
sama pemerintah dan badan usaha yang sustainable dan lebih masif; (d| pendalaman pasar

keuangan lfinanciat deepeningfi; serta (e) penguatan peran Badan Usaha Milik Negara' Badan

SK No252ll0A
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Layanen Umum, Speaol Mission Vehicle, dan Souereign Wealth Funds; serta (f) optimalisasi
pembiayaan investasi, utamanya kepada Badan Usaha Milik Negara sebagai agent of
deuelopment. Upa.ya pengembangan inovasi pcmbiayaan juga dilakukan di daerah melalui
optimalisasi pemanfaatan pembiayaan utang daerah, baik pinjaman daerah maupun obligasi
dan/atau sukuk dacrah, pembentukan dan penEelolaan Dana Abadi Daerah, serta
optimalisasi Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha.

Penggunaan An88aran dan Pcndapatan Belanja Negara yang tepat sasaran untuk investasi
yang meningkatkan produktivitas jangka panjang akan menjadi kunci dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi y6ng sehat dan berkclanjutan di masa depan.

Berdasarkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan anSgaran tersebut di atas, rincian
sasaran fiskal tahr:n 2025-2029 dapat dilihat dalam Tabcl 2.5 berikut.

Tabel 2.5
Sasaran Fiskal Tahun 2025-2029 (Persen PDB)

Uraian Realisasi
Sementara 2o24el

APBN 2025 bI 2029

P€ndapatan N€gara 12,42 12,36 13,75-18,00

Pencrimaan
Perpajakan

10,07 to,24 r 1,52-1s,00

PNBP 2,6r 2,tt 2,21-2,99

Bclanja Negara 14,89 16,20-20,50

Belanja
Pusat

Pcmerintah ,13 ll,ll 11,79-15,01

Transfer ke Daerah 3,89 3,78 4,4 t-5,49

Kescimbangan Primer (0,09) (0,26) (O,l s)-(0,20)

Surplus/Defisit 12,29l. {2,s3) (2,4sF(2,so)

39,5 39,15 39,O1-39,10

Pembiayaan Investasi (0,64) (0,soF(1,0)

Sumber: Perhitungan Kcmcnterian PPN/BapPcnas, D.s.mber 2024.

Kctcrangan: Angka dqlam kunrng bcmilai ncgatif. al Rcatisasi S.m€ntara 2024 b€rdasarkan
Konfcrensi Pcrs APBN 2024 olch Menteri Kcuanger Pada 6 Januati 2025 dan b) Sasaran 2025
menggunakan kesepakatan APBN 2025 antara Pcm.rintai daIr DPR RI.

2.3. 1.5 Stabilitas Moneter sebagai Enabler Transformasi

Arah kebUakan untuk menjaga stabilitas moneter jangka menengah 2023-2029 dilakukan
dengan mengoptimalkan bauran kebijakan sebagai pemampu lenablel untuk
mengaksclerasi Eansformasi ekonomi. Bauran kebljakan moneter, makroprudensial, dan
sistem pembayaran tidak hanya mendukung stabilitas (pro-srability), namun juga mendorong
pertumbuhan ckonomi @ro-grounli yang tin88i, inklusif, dan berkelanjutan didukung olch

pendalaman pasar keuangan.

Kebijakan moneter jangka menengah diarahkan untuk menjaga stabilitas inflasi dan nilai
tuker nrpiah. Sasaran inflasi tahun 2025-2029 dijaga dalam rentang 2,5t1,0 persen melalui
upaya pengendalian inflasi, meliputi (a) implementasi kebijakan suku Bunga Bank Indonesia
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yang responsif terhadap dinamika perekonomian global dan domestik, (bl stabilisasi nilai
tukar rupiah untuk mengendalikan imported inflation, (c) penguatan komunikasi kebijakan
untuk m.njangkar ckspektasi, (d) pcrbaikan dan integrasi data neraca pangan, serta (e)

pcnguatan sinergi/koordinasi tim pcngendalian inflasi nasional untuk menyelesaikan
pcrmasalahan struktural p€nyebab inflasi serta pengelolaan subsidi harga energi tePat waktu
dan tepat sasaran.

Kebijakan nilai tukar diarahkan untuk menjaga stabilitas rupiah sesuai dengan nilai
fundamcntalnya, berdaya tahan terhadap gejolak global, serta tetap kondusif untuk
mcndorong daya saing ckspor dan menarik invcstasi portofolio asing. Kebijakan pengendalian
nilai tukar rupiah dilakukan melalui (a) pcngendalian inflasi harga impor, (b) intervensi
secara spo, maupun ./onoard scsuai kebutuhan, serta (c) pengelolaan kecukupan cadangan
devisa, di antaranya melalui pengelolaan lalu lintas devisa sesuai dengan kaidah
internasional untuk mendukung stabilitas ekstemal yang didukung oleh sinergi kebijakan
scktor riil dan kcuangan.

Kebijakan makroprudensial diselaraskan dengan kebuakan s€ktor keuangan untuk
mcnyediakan likuiditas yang memadai dalam ranSka mendorong intermcdiasi keuangan,
pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, melalui (a) perluasan jcnis instrumen
berbaeis ekonomi hljau untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan; (b)

kebijakan lnsentif Likuiditas Malcoprudensial untuk mendorong kredit/pembiayaan ke
sektor-scktor prioritas; (c) p€ngaturan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial untuk
mcnjaga fleksibilitas likuiditas, kredit, dan stabilitas sistem keuangan; scrta (d) pcnguatan
surueillance sistemik untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan dengan berkoordinasi
erat bersama pemangku kepcntingan terkait.

Kebijakan sistcm pembayaran diarahkan untuk menciptakar sistem yang modem, efisien,
inklusif, dan terintegrasi dengan tatanan global untuk akselerasi ekonomi-keuangan digital
guna mendukung pcrtumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ddam jangka menengah,
kebijakan sistcm pembayaran diupayakan untuk menciptakan struktur industri sehat dan
efisien (termasuk menurunkan biaya transaksi pembayaran agar dapat dimanfaatkan oleh
semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah), serta menyediakan infrastruktur aman
dan andal dalam mendukung kebijakan industri sehingga dapat meningkatkan skala
ekonomi, melalui (a) pengembangan platform pembayaran diSital sejalan dengan kebijakan
sistem pcmbayaran inklusif yang ditetapkan Bank Indonesia yang terinterkoneksi,
terinteroperabilitas, dan terintegrasi; (b) pcrluasan dan pemerataan sistem pembayaran
bcrbasis digital, multianrrenry, dan berstandar internasional di scluruh wilayah di Indonesia,
termasuk wilayah tertinggal, terluar, terdepan; (c) modernisasi infrastruktur sistem
pcmbayaran dengan mengembangkan pus:rt data transaksi pembayaran serta inovasi
pembayaran menggunakan big data analytbs; dan (d) percepatan eksperimentasi rupiah
digital (CBDC) scbagai satu-satunya alat pembayaran digital yang sah di Indonesia.

2.3. 1.6 Pcmcrataan Ekonomi di Setiap Wilayah

Dalam mencapai pcrtumbuhan ekonomi yan8 tinggi, inklusif, dan berkelanjutan, gcrta

mempcrsiapkan Indonesia menuju transformasi ckonomi lebih maju, sumber-sumber
pertumbuhan ekonomi baru akan didorong hingga tingkat daerah melalui pembangunan
koridor kewilayahan yang memerhatikan karakteristik di setiaP wilayah.

Pemerataan wilayah pada periode jangka menengah 2025-2029 ditujukan untuk mendorong
pcnguetan transformasi Indonesia dengan mendorong keunggulan dan potensi
pcrekonomian masing-masing wilayah. Pemerataan ekonomi wilayah diarahkan untuk
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meningkatkan kontribusi ekonomi Wilayah Kawasan Timur Indonesia dengan tetap menjaga
momentum pertumbuhan di Wilayah Kawasan Barat Indonesia. Pada tahun 2O23, kontribusi
ekonomi Kawasan Barat lndonesia mencapai 79,1 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan
kontribusi ekonomi Kawasan Timur Indonesia yang hanya sebesar 20,9 perscn. Kontribusi
Kawasan Timur Indonesia pada tahun 2029 ditargetkan akan meningkat hingga 22,4 persen,
dengan pertumbuhan mencapai 8,8 pcrsen. Sementara, Kawasan Barat Indonesia akan
dijaga momentum pertumbuhannya hingsa sebesar 7,7 persen di tahun 2029.

Aktivitas pcrekonomian Wilayah Papua pada periode jangka menengah 2O25-2O29 akan
didorong melalui peningkatan aktivitas pcrtanian dan perikanan berbasis komoditas
unggulan, seperti pengembangan Kawasan Swasembada Pangan di Provinsi Papua Selatan
dan riset-inovasi berbasis komoditas kopi, kakao, sagu, udang, dan tuna-cakalang-tongkol.
Selain itu, aktivitas scktor jasa akan ditingkatkan melalui aktivitas pariwisata, seperti
pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Raja Ampat s€rta pariu/isata rintisan berbasis
bahari, minat khusus, dan budaya. Di sisi lain, pengembangan dan pcnataan kota kecil
berkaraktcr khusus Anggi, Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi PaPua Barat, juga
dilakukan sebagai upaya pemerataan ekonomi di Wilayah Papua. Perekonomian Wilayah
Papua juga ditargetkan akan meningkat seiring aktivitas hilirisasi industri bcrbasis Sumber
Daya Alam, utamanya minyak dan gas bumi. Peningkatan infrastruktur dasar dan
konektivitas juga akan didorong seiring dengan terbentuknya empat daerah otonom baru.
Pertumbuhan ekonomi Wilayah Papua pada tahun 2029 ditargetkan mampu tumbuh
mencapai 7,7 persen.

Pertumbuhan ckonomi Wilayah Maluku ditargetkan tumbuh sebesar I l, I pcrsen pada tahun
2029. Pertumbuhan tersebut didorong oleh berlanjutnya pengembangan hilirisasi
pcrtambangan di kawasan pusat pertumbuhan industri, seperti Kawasan Industri Tcluk
Weda, Kawasan Industri Pulau Obi, dan Kawasan Industri Buli dan pengembangan industri
gas bumi di Blok Masela. S€tain itu, Wilayah Maluku juga akan didorong oleh Pengembangan
Destinasi Pariwisata kioritas Morotai dan pengembangan kawasan pariwisata rintisan
berbasis bahari dan sejarah. Dalam upaya p€merataan ekonomi, Wilayah Maluku juga
mendorong pengembangan scktor primer, utamanya s€ktor pertanian komoditas unggulan
tuna-cakalang-tongkol, udang, dan lobster serta pala dan kelapa juga terus dikembangkan
di Wilayah Maluku. Selain itu, Wilayah Maluku juga akan fokus Pada Pengembangan dan
penataan kota di sekitar kawasan industri, prengembangan Kota Sofifi, s€rta pengembangan
kota kecil bcrkarakteristik khusus Banda Neira dan kawasan Pcrkotaan Saumlaki, melalui
peningkatan pelayanan dasar, peningkatan aksesibilitas dan konektivitas simpul
transportasi, scrta penataan kawasan dan peningkatan citra kota.

Pertumbuhan ekonomi Witayah Sulawesi pada tahun 2029 ditargetkan tumbuh sebesar 9,9
pcrsen. Target ters€but didorong oleh pcningkatan produktivitas sektor unggulan, melalui
inovasi teknologi pertanian dan perikanan, peningkatan ekspor, serta pengembangan
industri hilir berbasis sumbcr daya hayati dan mineral khususnya hilirisasi nikel yang
difokuskan pada Kawasan Industri di Provinsi Sulawesi Tengah (Kawasan Industri Morowali)
dan Sulawcsi Tenggara (Kawasan Industri Konawe). Peningkatan kinerja ekonomi juga
didorong oleh aktivitas scktor pariwisata pada Destinasi Pariwisata Prioritas Manado-
Likupang dan Destinasi Pariwisata Prioritas Wakatobi, pembangunan pcrkotaan melalui
pcngembangan Wilayah Metropolitan Manado, Wilayah Metropolitan Makassar, dan kawasan
perkotaan sedang, serta pcngembangan kawasan swasembada pangan, air, energi, dan
kawasan komoditas unggulan.

SK No252l13A



PRESIDEN
R.EPUBLIK INDONESIA

-95-

Pertumbuhan ekonomi Wilayah Kalimantan pada tahun 2029 ditargetkan tumbuh sebesar
8,2 persen. Pembangunan Wilayah Kalimantan difokuskan pada pengembangan,
peningkatan produktivitas ekonomi, serta pcmerataan ekonomi Kawasan Timur Indonesia
melalui pcngembangan Superhub Ekonomi Nusantara dan pembangunan lbu Kota
Nusantara. Upaya tersebut juga didorong melalui pengembangan hilirisasi industri berbasis
mineral dan sumbr daya alam, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif,
pembangunan perkotaan scbagai pusat pcrtumbuhan ekonomi dan aglomerasi IKN, dan
pengembangan kawasan swasembada pangan, air, encrgi, dan kawasan komoditas unggulan.

Perekonomian Wilayah Bali-Nusa Tenggara pada tahun 2029 ditargetkan mampu tumbuh
8,4 persen, terutama didorong oleh aktivitas sektor jasa parivdsata melalui penguatan
kawasan pariwisata prioritas eksisting dan kawasan pariwisata rintisan, seperti Destinasi
Pariwisata Prioritas tabuan Bajo, Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok-Gili Tramena,
kawasan pariwisata rintisan di Pulau Sumba, dan Kawasan Pariwisata Ulapan Bali. Selain
itu, pcrekonomian Bali-Nusa Tenggara didorong p€ningkatan nilai tambah sektor primer
melalui pcrcepatan hilirisasi industri tembaSa serta penyiapan p€ngembangan ekosistem
sentra industri berbaois komoditas unggulan agrikultur. Pengembangan Kawasan Ekonomi
Khusus dan Kawasan Perkotaan akan memberikan dampak nilai tambal terhadap
perekonomian dalam mendukung opcrasionalisasi pengembangan potensi daerah.

Pertumbuhan ekonomi Wilayah Sumatcra pada tahun 2029 ditargetkan tumbuh scb€sar 7,2
persen. Pengembangan Wilayah Sumatera difokuskan pada peran strat€gis untuk
mewujudkan swasembada pangan, air, dan energi. Perekonomian Wilayah Sumatera akan
didorong oleh kinerja industri seiring dcngan pengembangan hilirisasi industri berbasis
komoditas unggulan (karct, kelapa sawit, dan perikanan, serta pcnguatan industri kimia
dasar). Hilirisasi industri ini juga didorong mclalui pengembangan Kawasan Pengembangan
Industri, Kawasan Perdagangan Bebas, Pelabuhan Bebas, dan ekonomi kreatifyang tersebar
di 5 kawasan, yaitu Dataran Tinggi Gayo-Danau Laut Tawar, Danau Toba, Dataran Tin88i
Minangkabau, Candi Muarojambi, dan Belitung. Pengembangan sektor jasa akan didorong
oleh pengcmbangan kawasan perkotaan, baik di wilayah metropolitan maupun non-wilayah
metropolitan, serta Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba dan Destinasi Pariwisata
hioritas Bangka Bclitung.

wilayah Jawa pada Wriode 2025-2029 akan dikembangkan sebagai megalopolis yang
unggul, inovatif, inklusif, terintegrasi, dan bcrkelanjutan. Perekonomian Wilayah Jawa
didorong oleh kinerja aktivitas jasa melalui pcnguatan ekosistem pemampu ekonomi kreatif
dan peningkatan aktivitas pariwisata di 8 kawasan wilayah Jawa. Sementara itu,
industrialisasi Wilayah Jawa juga akan terus didorong dengan optimalisasi kinerja industri
hilir dan berteknologi tinggi di l0 Kawasan Wilayah Jawa. Peningkatan konektivitas juga
terus diperkuat untuk mengatasi tineginya biaya logistik serta untuk meningkatkan daya
saing invcstasi wilayah. Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan melalui pengembangan
kawasqn perkotaan scrta pengembangan wilayah metropolitan juga dapat menjadi sumber
pertumbuhan scktor recl esrate dan juga konstruksi. Selain itu, pcninSkatan produktivitas
di sektor pertanian juga akan terus didorong mclalui pengembangan kawasan swasembada
pangan, air, dan cnergi yang tersebar di I 1 kawasan dan pengembangan kawasan komoditas
unggulan yang tercebar di 10 kawasan di Wilayah Jawa. Sejalan dengan upaya terscbut,
pertumbuhan ekonomi Wilayah Jawa pada tahun 2029 ditargetkan mampu tumbuh sebesar
7,9 persen.

Berdasarkan arah kebdakan pcmerataan ekonomi di setiap wilayah, rincian sasaran
pertumbuhan ekonomi provinsi tahun 2029 dapat dilihat pada Gambar 2.22 berikut.
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Sumber: Perhitungan Kementerian PPN/Bappenas, Desember 2024.

2.3.2 Kebutuhan Investasi dan Pembiayaan

2.3.2.1 Kebutuhan Investasi

Sclrama tahun 2O2*2O29, dibutuhkan total invcstasi sebesar Rp47.573,45 triliun atau rata-
rata scbesar Rp9.514,69 triliun per tahun yang berasal dari investasi pemcrintah, investaai
Badan Usaha Milik Negara, dan investasi swasta/masyarakat. Investasi yang elisien dan
transformatif menjadi salah satu kunci dalam mcndorong perekonomian tahun 2025-2029.
Rincian kcbutuhan invcstasi tahun 2O2*2O29 dapat dilihat dalam Tabel 2.6 berikut.

Tabcl 2.6
Kebutuhan Inv6tasi Tahun 2025-2029

No Uraian Nilai (Tritiun Rp) Shrre (Persen)

I Invcatasi Pcmerintah s.435,04 1ac

2 Investasi BUMN 2.915,14 6,13

3 InvestasiSwqsa/Masyarakat 86,65

47.573,45

Sumber: Pcrhitungan KcEentcrian PPN/Bappcnas, Dcscmb.r 2024.

2.3.2.2 Sumbcr Pembiayaan

Kebutuhan investasi tahun 202$-2029 pada Tabcl 2.7 ska'] dibiayai oleh tiga sumber, yaitu
(a) p€merintah, (b) Badan Usaha Milik Negara, dan (cl swasta/ masyarakat. Pembiayaan
investasi dari pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara sangat terbatas sehingga sumbcr
pembiayaan investasi swasta/ masyarakat yang salah satunya berasal dari sektor keuangan,
seperti kredit perbankan, pencrbitan saham, dan obligasi sangat diperlukan.
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Tab€l 2.7
Sumber Pembiayaan Invcstasi Tahul 2025-2029

Uraian

Pembiayaan lnvestasi Pcmerintah 7 ,22

Pembiayaan Investasi BUMN

(2.1) Dana lnternal BUMN 4,04

Pembiayaan lnvcstasi Swasta/ Masyarakat 88,74

(3.1) Kredit Perbankan (./troul

(3.2) Penerbitan Saham 1,35

(3.3) Penerbitan obligasi Korporast 2,46

(3.4) Dana Intemal Masyarekat 68,01

Sumbcr: PcrNtungan Kcm"ntcfiar PPN/Bappcnas, Dcscmbcr 2024.

Dalam kurun waktu 202$-2029, kontribusi scktor keuangan mcliputi pcrbankan, saham,
dan obligasi korporasi ditargctkan rata-rata scbser 20,73 perscn pcr tahun. Olch karena itu,
diperlukan perccpatan pcndalaman scktor keuangan, baik konvensional maupun syariah.
Percepatan p€ndalaman sektor keuangan ke depan tidak hanya difokuskan pada perbankan,
melainkan juga pada scktor keuangan nonbank (termasuk pasar modal). Selain itu, peran
dana sosial syariah s€perti zakat dan wakaf sebagai altematif sumber Pembiayaan investasi
perlu ditingkatkan, mengingat potensinya yang bcsar.

Selanjutnya, percepatan pcndalaman scktor keuanSan akan dilakukan di bcrbagai wilayah
di Indonesia, guna mendukung pcmerataan Pembangunan yang lebih inklusif dan
bcrkelanjutan. Keseluruhan arah kebljakan terscbut tentunya didukung oleh penguatan
sinergi dan koordinasi antarseluruh pihak, baik di tinSkat pusat maupun daerah, termasuk
penguatan peran tim percepatan akses keuanSan di daerah.

2.3.2.3 Rencana Investasi Badan Usaha Milik Negara yang Mendukung Prioritas
Pembangunan Nasional (RIB-PPN)

Sebagai salah satu agen pembangunan (agent of deuelopmenr,l, posisi Badan Usaha Milik
Negara berperan penting sebagai garda tetdepan dalam mendukung inisiatif strategis
pemerintah guna mencapai sasaran P€mbangunan nasional.

Dalam kurun waktu 2025-2029, tcrdapat beberapa inisiatif strategis pemcrintah yang

membutuhkan dukungan investasi Badan Usaha Milik Negara, di antaranya pembangunan

Pcmbangkit Listrik Tenaga Air Kayan dan Mamberamo, pembangunan interkoneksi antar
pulau (super grn:@, pembangunan Moda Raya Terpadu Jakarta Barat-tjekerta Timur, serta

dukungan terhadap stabilisasi harga pangan. selanjutnya, rencana investasi Badan Usaha

Milik Negara yang selaras dengan kioritas Nasional terscbut dituanSkan dalam Rencana

lnvestasi Badan usaha Milik Negara yang mendukung Prioritas Pembangunan Nasional.

Untuk mendukung pelaksanaan Rencana lnvestasi Badan Usaha Milik Negara yang

mendukung Prioritas Pembangunan Nasional, pcmcrintah dapat memberikan berbagai

bentuk dukungan, termasuk m€mastikan kesiapan reSulasi, mempercePat proscs perizinan,

mengatasi hambatan dalam pelaksanaan, serta menyediakan dukungan fiskal sesuai
peraturan. LangkahJangkah ini b€rtujuan untuk memastikan bahwa Rencana Investasi

Badan Usaha Milik Negara yang mendukung Prioritas Pembangunan Nasional dapat

disclesaikan sesuai jadwal yang telah direncanakan.
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2.3.2.4 Rencana Investasi Swasta yang Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional (RIS-
PPN)

lnvestasi yang merupakan salah satu faktor utama pendorong p€rekonomian mcmbutuhkan
peran besar investasi swasta dan masyarakat di tengah keterbataEan kapasitas pemerintah
dan Badan Usaha Milik Negara. Oleh karena itu, dukungan invcatasi swasta dan masyarakat
terhadap perekonomian serta kesclarasen rencana investasi swasta terhadap agenda
prioritas pembangunan nasional perlu menjadi perhatian.

Upaya pemerintah dalam pemetaan dukungan investasi swasta terhadap pemenuhan
kebutuhan investasi dalam perekonomian dan keselarasan rencana investasi swasta terscbut
dengan prioritas pembangunan nasional dituangkan dalam Rencana Investasi Swasta yang
mendukung hioritas Pembangunan Nasional. Rencana lnvestasi Swasta yang mcndukung
Prioritas Pembangunan Nasional merupa.kan trberapa daftar keputusan investasi dari
swasta dan masyarakat yang akan dikurasi bcrdasarkan kriteria tertentu dengan berbagai
sumber informasi, baik dari kementerian/lembaga, badan usaha, asosiasi pelaku usaha,
maupun pemerintah daerah. Dengan demikian, Rencana Investasi Swasta yang mcndukung
Prioritas Pembangunan Nasional menjadi gambaran bagaimana swasta dan masyarakat
memiliki peran dalam mendorong perekonomian dan memiliki kesclarasan dengan agenda
prioritas pcmbangunan dalam mencapai target invcstasi.
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BAB III
Prioritas Nasional

3. 1 Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila,
Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia

Konstelasi di tengah era global yang sarat dengan berbagai tantangan, pengukuhan Pancasila
sebagai fondasi bangsa Indonesia menjadi hal yang krusial. Pancasila tidak sekadar
mencerminkan jati diri bangsa, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman etika dalam
menentukan setiap kebUakan dan langkah negara. Prinsip demokrasi memastikan s€mua
warga negara memiliki kcs€mpatan yang setara untuk berpartisipasi dan memengaruhi arah
perkembangan negara.

Sejalan dengan itu, konstitusi juga mengamanatkan pengarusutamaan dan pemajuan hak
asasi manusia pada setiap kebuakan pembangunan yang menegaskan perlindungan,
p€nghormatan, pemenuhan, dan penegakan hak setiap indi\ddu, terutama tetapi tidak
terbatas pada kelompok rentan, demi pembangunan yang mewujudkan keadilan sosial bagi
s€luruh rakyat Indonesia. Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia sccara bersama-
sama membentuk sinergi yang harmonis, menjamin Indonesia tetap di jalur yang tePat
menuju masa depan yang lebih baik dan inklusif. Pada pembangunan jangka menengah
nasional tahun 2 O25-2O29 , Pemerintah bcrkomitmen untuk memperkokoh Pancasila sebagai
ideologi negara denSan penguatan demokrasi dan penegakan hak asasi manusia.

3. l. I Sasaran Utama pada Prioritas Nasional I

Dalam rangka mengawal kebcrhasilan proses Memperkokoh Ideologi Pancasila, Dcmokrasi,
dan Hak Asasi Manusia, telah dirumuskan sasaran dan indikator pembangunan pada tahun
2023-2029 sebagai berikut.

Tabel 3.1
Sasaran Utama pada Prioritas Nasional I

No Baseline2O24 TargeL202s Target 2029

Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, b€rbangsa, dan bemegara yang berlandaskan Pancasila,
demokrasi, dan hak esasi manusia

I Indeks Demokrasi Indonesia 79,51 (2023) 81,69-85,23 83,42-46,96

2 Indeks Hak Asasi Manusia 2,7O l2o23l 2,75 2,85

Sumbcr: Kcmentcriar PPN/Bappcnas, 2024 (diol8h).

3. 1.2 Arah Kebijakan
Dalam rangka mcwujudkan sasaran pcmbangu.nan pada Prioritas Nasional I, dilaksanakan
arah kebijakan sebagai bcrikut.

Sasaran dan Indikator
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Terwuiudnya kehidupan bermaslaraka! berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila,

demokrasi, dan hak asasi manusia

t:r*l
tut!3 globalisasi dan p€rtombangan tek.plogi
lnfarnasl yang masif:

M8mudarrya edka sclal, rual, dan budaya:

Merxrunya rasa.EdqElisne dan pattiotisme:

K€ragarnan brdays, suku, aganE. dan slnis;

Psntrapan Parrcasiladi kalangan pslabat m€dh
kurang (86banyak 45,8%):

Ponerapan ParEaslla dl masyarakat madh kwang
(s€banyak 30,3%):

Pancadla b€lum sopsIrjrya dllrnplemontaslksn ke
dalam rsma dan praktlk kshidr.paG karaKsr,dan
Jatl dlrlbamsa:

Medla rnassa hanya rns{apatkan 2(n6 darl total
angoaran bolanla lklan;

PsrEtrasl nEdla kon srlsional dl masyarakatlauh
bskrang. Thkat pon€trasl telsvlsl solalu dl 8ta8
9(n6, klri Unggal8696, radio 1395, kcan dan rnalalah
hanya 8(t. B€rbanding t$balik d{Ean m€dlaqrrrE
yang qJdah rnqEapal TGan%, sqta m€dia sclal
6296:

OlsrLpsl m€dla msng$ah pda ma6yarakd dslam
mongon$IlEi inffinasi (s€banyak 89 f rnasyarakat
l€bih percaya lnfamasi dari tolovisl);

Catatan KPK sqak tahrm m2 ErEga Januarl 2022
m€ol,|l*kan terdapat22 gubsrrur dan ,l48

brDati/wallkota yang to.i€i"at kasus kq|+si;

Pada rcttatpfr21-zJz3, ICW msEatat terdapat
61 kspala dasah yang diteaapkan s€bagal
tersangka ka$s kdrpsl:
Terdapat 125 permohqEn ludlcl.l rwierv l€,l,,,dap
UU yanO dlsahkan DPR s€larna p€.lode 20192024

Pelanggaran otlk porryolerEgata p€flllu
berdasartan l,rpaan Dervan Kalpirnatan
Ponyelongga ra Pornilu (terdapat 'l 1 8 pdusan
s€larna 2Of):
72% LSM terksoa dampa* nogattf pada s€Kor
keuangan (taho 2020) akibat COMD-1q

Maslh dltemukan kobljakan yang dlnllal dlskrlmlnatlf
berdasarkan psrnariauan Komnas Psrgmpua[ balk
dl levsl pusat rnaupun dasah (305 poraturan
d lBkrimlnalif per 2()21):

Soiak 2O2G2SZ3, Kdnrlas HAl, telah mgIlorlma
pongaduan duoaan pela.Egaran tlAM ('l 1 .722
psnoaduan):

Mlrlmnya Perdldlkan HAM socara H(slanlutan
baol penyelerEgara nogara dan noGponysl€rBgara
n€gaftr:

lndoncia b6aum moratlllkasi bobor-apa perlarilan
utama lnt€filasla|al ts{ang hak asasl rnanusla:

Pada ]tnunnya, pondekatan p€rnajuan dan
psfrsgSkan HAM adal€h Egcara neslqEl dan belun
dllaksanaka b€.das€rkan k€ldususan g€ografls
dan dernografls setlap pro'rirEi dary'atau
kabupat{Ykota.

OrOarisasl kemasyarakat modadl saluran agpirad
alternatlf maEyarakat untuk b€rpartisipasi dalam
porumusan kobuakan:

Somakin kuatnya l[Sungan anggota lsglslatlf dan
korElitu{ yano didd(uE platfo.m artlkdasldan
partisipasl dlgltd:

Masyarakat sipll nErladlco..u €rtulerra dad
lnstltrr6l defiokrasi yang rslaga k€Gsimbangan
ekclstom dflrckrad:

Adanya b€rbagal l.lslrurt€n h*un, soporli P€rpres
No53 Tahun A)21 t€dang R€ncana Aksl NaElqEl
HAM dan SuatoglNaslqEl tlAlt4 yang dapat
dlgunakan untu* m€0goptimallsasl
p6noaruautamran dan pennJun HAl,l secara
na$ioaEl:

T€rdapal pedoman penyt]sunan k€blalandan
regulasl yang dapat mombantu rngngurangl
kebljakan diskrlmlnatf serta mo Bstlkan ksbuakan
yang dl8usrifr mor|erxrhl standar HAIvl.

@
Pancasll. marupakan ldedooiyane dapat msr{adl
sumbor splrltualltas, p€meGatu bangsa. dan ksadll l
s6lal;

Pancaslla dan wauasan kabangsaan m€rnuat
gagasan, nllal-dlal, dan k€yaklnan yar{ mdlydwuh
dan slstsrna{s dalam m€rlgatlr tlmkah laku EelmJh
masyarakat lrdono6ia:

Adanya koragaman budaya. s{*q agama, dan 6tds:

K@llsl ariara Dsmn Psa dan cid s@Iday yang
s€rnakln mql9lu.t uirr( mov{rrudk.n praktk
dsno*rasl sr$sdansial:

Optlmallsasl dan agrodvttas organl8aC p€rs;

Sl.ErgAas akademisi dan praktlsl dalam pCaksanaal
program pslatlhan dan lnovasl bagl
.lurnalls/porusatlaan p€rs;

Nllal k€psmlmplnan yang bsrdasarkan Panc€alla,
dgfltokrasl. dan tEk asasi rnarusla bersumber dan
beIakar pada budayE bamsa;
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. Penguatan ldeaogl ParEslla, Walrsan Keblnqrasn, dan Kdahanan NaC(lal
. Ps(Ouetan Komur{kasl Publlk dan MdL
. Pq€uatan Lsmb€ga Deard(rasl
. PerEuatan K€s€taraan Masyarakd Slpll
. PsrpansutamaaG Psn4ua& dan P€aEgakan HAl,

3. 1.3 Intervensi Kebijakan

Sebagai upaya pcncapa.ian sasaran Prioritas Nasional I, akan dilaksanakan berbagai
inten enEi pada masing-masing arah kebijakan sebagai berikut.

(ll Penguatan ideologi Pancasila, wawa8an kebangsaan, dan kctahanan nasional diarahkan
untuk memperkuat Pancasila dan wawasan kebangsaan dalam kehidupan
bermasyaraket, berbangsa, dan bernegera. Arah kcbliakan tersebut ditopang dengan
intemalisasi, institusionalisasi, dan aktudisasi Pancasila, scrta pengembangan
wawasan kebangsaan bagi penyelenggara negara dan masyarakat. Sclain itu, ditopa.ng
pula dengan pcnguaten kohesivitas sosial melalui pengembangan ekosistem teknologi
informasi berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan peningkatan s€mangat persatuan,
kesetuan, dan kebangsaan pa.da gcnerasi muda. Penguatan ideologi Pancasila, wawasan
kebangsaan, dan ketahanan nasional juga diarahkan untuk mcningkatkan kualitas
pcmimpin di tingkat pusat hingga daerah yang didukung dengan penyelenggaraan
pendidikan pengkaderan tingkat pusat dan daerah, serta pelatihan untuk pelatih
pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kcbangsaan. Penguatan ideologi Pancasila,
wawasan kcbangsaan, dan ketahanan nasionel dicapai melalui la) penguatan wawasan
ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara; (b) pelaksanaan gerakan nasional
KITA BERSAUDARA; dan (c) p€ningkatan kualitas pcmimpin di tingkat pusat hingga
dacrah.

(2) Pcnguatan komunikasi publik dan media diarahkan untuk menciptakan ckosistem
komunike3i, kebebasan pers, dan media masse yang berintegritas. Arah kebliakan
terEcbut ditopang dengan peningkatan kapasitas lcmbaga, kompetensi, dan etika insan
pcrs, termasuk penyehatan media arus utama, s€rta penguatan kelembagaan dan sistem
komunikaei publik nasional, pelaksanaan keterbukean informasi publik, dan
peningkatan kapasitas sumbcr daya manusia bidang komunikasi dan informatika yang
bertalenta digital. Penguatan komunikasi publik dicapai melalui (a) pcnguatan pers dan
media massa yang Bcrtanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objelctit dan Schat Industri
(BEIOSI; dan (b| penguatan sistem komunikasi dan kesctaraan masyarakat atas
informasi publik.

(3) Pcnguatan lembaga demokrasi diarahkan untuk mcwujudkan lembaga demokrasi yang
kokoh sebagai pilar demokrasi untuk mewujudkan demokrasi substansial. Arah
kcbuakan tersebut ditopang dengan peningkatan kapasitas organisasi lcmbaga lcgislatif,
sumber daya manusia lembaga pelaksana dan pcngawas pemilu, serta pcnguatan
lembaga dan proses demokrasi di daerah. Penguatan lcmbaga demokrasi dicapai mclalui
(a) pcnguatan fungsi legislasi lembaga legislatif; dan (b) penguatan kelembagaan
penyelenggara pemilu.
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(4) Penguatan kesetaraan masyarakat sipil diarahkan untuk mewujudkan partisipasi
bcrmakna masyarakat sipil melalui jaminan kesetaraan masyarakat, Arah kebiiakan
tersebut ditopang dengan pcnguatan organisasi kcmasyarakatan dalam scgi regulasi,
kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, dan lingkungan pendukung, serta
penguatan kesetaraan akses kelompok rentan pada sektor politik dan pengratan fungsi
kontrol sosial masyarakat dalam pcmilihan umum. Penguatan kesetaraan masyarakat
sipil dicapa.i melalui (a) penyediaan dana abadi dan pcnguatan kapasitas organisasi
kemasyarakatani scrta (b) penguatan kesetaraan masyarakat sipil pa.da sektor politik.

(5) Pengarusutamaan, pcmajuan, dan p€negakan hak asasi manugia diarahkan untuk
mewujudkan regulasi dan kelembagaan berperspektif hak asasi manusia, serta
perlindungan hak asasi manusia tcrutama tetapi tidak terbatas pada kelompok rentan.
Arah kebijakan ters€but ditopang dengan pcnyusunan kebijakan dan peraturan
perundang-undangan yang berperspektif hak asasi manusia, humanis, inklusif, dan
gender; pendidikan hak asasi manusia bagi aktor negara dan nonnegara; pelaksanaan
perlindungan hak asasi manusia; penghapusan praktik diskriminasi; dan pcnguatan
mekanisme pcnanganan pengaduan hak asasi manusia pada
kementerian/lembaga/daerah. Pengarusutamaan, pemajuan, dan penegalan hak asasi
manusia dicapai melalui (a) internalisasi hak asasi manusia untuk kebuakan humanis,
inklusif, dan berperspektif gender; serta (b) perlindungan hak asasi manusia dan
pcnghapusan praktik diskriminasi.

3.1.4 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

Kebutuhan regulasi pada Prioritas Nasional I 'Memperkokoh ldeologi Pancasila, Demokrasi,
dan Hak Asasi Manusia" sebagai berikut.

(ll Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Penyusunan Revisi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik didorong oleh
berbagai permasalahan dalam implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi
Publik, seperti isu kelembagaan, klasifikasi informasi, hak dan kewajiban pemohon
informasi, serta sanksi hukum. Selain itu, terdapat ambiguitas fungsi Komisi Informasi
Pusat antara peran kuasi yudikatif (penyelesaian sengketa informasi publik) dengan
kuasi eksekutif, yang mengakibatkan banyaknya hambatan dalam penyelesaian
sengketa informasi publik.

(2) Rancangan Undang-Undang tentang Intemalisasi Ideologi Pancasila

Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Interndisasi ldeologi Pancasila
dilatarbelakangi oleh beberapa tantangan, sep€rti masih lemahnya pemahaman dan
implemcntasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, b€rbangsa, dan
bernegara, serta meningkatnya perilaku diskriminatif dan intoleransi di tengah
masyarakat. Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa Indonesia, wajib
diutamakan melalui pengarusutamaan ideologi Pancasila sejak dini, bcrkesinambungan,
dan dengan pendekatan berbasiskan ramah pengguna. Selain itu, perlu memperkuat
wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negda, angSota legislatif, dan
masyarakat umum.

Kelembagaan eksisting untuk memfasilitasi pelaksanaan Prioritas Nasional I dinilai telah
memadai sehingga tidak ada kerangka kelembagaan yang diusulkan.
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No Sasaran dan lndikator Baseline2o24 Targct2025 Targer.2029

Tedaganya kedaul,atan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi
pelaksanaan p€mbangunan

I Asia Power lndex (Mil'tary
Capabilit9l

I5,7 l6 20

SK No252124A

65,6 65,7 66, r1 Asia Power lndex ( Diplonatic
Inltuencfl

3.2 Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan
Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa
melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,
Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

Negara yang kuat adalah negara yang memiliki sistem pertahanan keamanan negara yang
dapat mclindungi dan menjamin kedamaian di dalam wilayah negara kesatuan. Sementara
itu, kemandirian bangsa menccrminkan kapabilitas sebuah bangsa untuk berdiri tanpa
bergantung pada negara lain.

Dalam kemandirian bangsa, Indoncsia perlu fokus pada pencapaian swasembada dalam
berbagai scktor krusial yang mcncakup scktor pangan sebagai pilar kehidupa.n bangsa;
sektor energi scbagai pendorong inovasi dan kemajuan; dan sektor air sebagai fondasi
kehidupan yang berkelanjutan.

Prinsip pertama dari Ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang religius dan mampu
mewujudkan perekonomian yang berdaulat dan berdaya saing di tingkat global. Prinsip ini
diimplementasikan dcngan mendorong Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah dunia.
Sementara itu, era digitalisasi mengharuskan ekonomi digital menjadi akselerasi
p€ningkatan daya saing. Dengan sumber daya alam yang melimpah, ekonomi hijau akan
mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan
daya dukung dan daya tampung lingkungan; ekonomi biru akan menekankan nilai penting
dari kekayaan kelautan kita.

Dengan mengoptimalkan kes€mpatan di setiap s€ldor ters€but s€cara bcrkelanjutan,
Indonesia memp€rtegas posisinya sebrgFi negara yang berdaulat. Atas dasar hal tersebut,
pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025-2029 merumuskan pcmantapan
sistem p€rtahanan keamanan negara dan kemandirian bangsa melalui swascmbada pa.ngan,
energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hljau, dan ckonomi biru.

3.2.I Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 2

Dalam mendukung proses pcmantapan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong
kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi
digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, telah dirumuskan 6 (enam) sasaran pembangunan
jangka menengah untuk membantu mengawal keberhasilan pada tahun 2O25-2029 *b€,gai
bcrikut.

s"".r"n ut^-" $f *i2o.it"" r'l."ior,"t z
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No Sasaran dan Indikator Baseline2o24 Target2O2S Target 2O29

3 Proporsi Penduduk yang
Mcrasa Aman Berjalan
Sendirian di Arca Tempat
Tinggalnya (o/o)

62,8 (2o2ol 67 ,S 68,5

4 Globol Cgberseanritg lnd.ex 100 100 98

5 Indeks Kcamanan laut
Nasional

59 60

Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara
berketanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEw Nexus)

64

6 tndeks Ketahanan Pengan 71,2 at 73,2 a2,o

7 Pertumbuhan PDB Pertanian,
Kehutanan, dan Perikanan (o/o)

l,30 (2023) ), 3,46

Meningkatnya kemandirian bangsa dalam mcmcnuhi kebutuhan energi secara berkclanjutan
dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)

8 Indeks Ketahanan Energi 6,77 6,95

9 Porsi EBT dalam Bauran
Energi Primer (%)bl

13,2 (2023l'

Meningkatnya k€mandirian bangsa dalam memenuhi kcbutuhan air secara bcrkclanjutan dengan
pendekaten Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEw Nexusl

l0 lndeks Kctahanan Air Nasional 3,48l2o22l 3,50

20 23

ll Kapasitas tampungan air
(m3/kapita)bl

59,59 s9,31 63,54

12 Akscs rumah tangga perkotaan
terhadap eir siap minum
PcrPiPaan (o/o)b)

24 l2O2Ol 39,20 51,36

13 Rumah Tangga dengan Akses
Sanitasi Aman (%)b)

ro,2r (2023) 12,5 30

Terwujudnya perekonomian nasional yang progrcsil inklusif, dan berkelanjutan

l4 Posisi ekonomi syariah
lndon€sia di tingkat globat
(pcringkat)

3 (2023) 3

lS Indonesia Blue Ec,^omy lndex
(IBEII

34,25 (20231 34,76 50,73

l6 Indeks Daya Saing Digital di
Tingkat Global (peringkat)

45 {20231 43

Tervn:judnya Transformasi Ekonomi Hijau

17 Indeks Ekonomi H[iau 60,08 (2023) 68,34 77,20

l8 Timbulan Sampah Terolah di
Fasilitas Pengolahan Sampah
(o/o1u1

l5 (13 tcrdaur
ulang) (2022)

24 (16 terdaur
ulang)

38 (20 terdaur
ulang)
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No Sasaran dan Indikator Baseline2o24 Target2O2S Target 2029

I9 Persentaae Penurunan Emisi
Gas Rumah IGca (GRK)
Kumulatif (o/o)b)

r7,o2 l2o23l 18,37 2t,t2

20 Peraentase Penurunan Emigi
Gas Rumah Kaca (GRK)
Tahunan (Yo)b)

23,48l2023l 26,67 30,1 l

t1 Indeks Pengelolaan
K€anekaragaman Hayati

0,35 (2020) o,44 0,55

,) lndeks Kualitas Lingkungan
Hidup

72,54 l2023l.t 76,49

23 lndeks Kualitas Udarabl 84,67 (2O231.t 78,S3 79,49

24 lndeks Kualitas Airbr s4,59 (2023) 72,O2

25 Indcks Kualitas L^ahanbr 61,79 77,9? 7E,19

26 Ind€ks Kualitas Air Isutbl 78,84 81,O2 aL,22

SuEbcr: Kcroent rian PPN/Bappenas, 2O2a (diol,ah)

Kctcrsrgan: a) songat scD€nt8ra, b) indikator tingkat PrograD Prioritas, cl pcrhitungan m.nggunakan m.tode latlla

3.2.2 Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan pada Prioritas Nasional 2,
dilaksanakan arah kebiiakan sebagai berikut:

Teriaganya ksdaulatan negara dan penguatan statflitas keamanan nasionalsobagaifiondasi
pdaksanaan pembangunen

'r' . 'P'tt'-:

Dlnlmltacaopolltllolobll dan adanya potcntl
erkalEl k togaDglr dl Kawasan.

Dlnlmi ka ceookonoml dl tlnokrl global, t6Ima6uk
fonom€na rrierdslrcrir$r dan rerrshdirv.
Maslh rdloya Ancrmrn, Tantrngan, Hambdan dan
GlngEuln (ATHG) b.lk drrl ddlm m.upun lu.r
nolorl yang berisiko tedEdap keamanan dan kouttflan
wllayah lMon€{ia.

Anclmln p.d. wll.ylh Alur Llut X.gJlluan
lrdoo.tla (ALKI) yang rnonladlJalur strat€gl8 pe.alran.

il
PsmbamurEn pctur p€rtatErEn

Pernbangualan dan pomernbarEan lnduStrl
p€rtatlanan

Komporpo cadamandrn komponon p€rdukwtg

lr{€ll€rl dan ksamanan dalsm n€gsll

Perkqmb.ngrn taknologl ylng m.nlngklt
ok ponentirl serta tlngglny!trdik anom.li
yang berpotsnsl mang6ncrm llitlvltas ruang
ribo.lndonssia.

Keamrnrn Naalond balum mlmPu morrldi
landslan trrndormsl yarE dapat dlandalkatt
akibat kornpl€ksltas ancarnan dan gangguan
keamanan.

Kearnanan slb€r. saaxtl, dan Slnyal

Keamanan laut dan Hdrqdeanoo rall

K€arnanEn den kgt€allban masyrrakat

Prol6lqEllsmo polayarEn kspdl6lan

Diplofiasi asta cita dan dlplanrsl Gkonornl

Sasaran 1 4$
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Meningkatkfi kgrnandirian bangsadalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara

berkdanjutan dengan pendekatan Nerus Pangan, Energi dan Air (FEW Nexus)

,.', .-
. l,lenlnekltnyllumldi d.r! llrlo.Irfi pormlntsr

rLltl blfrlt pallEl! (balk urtuk pangan, p€kan,
blcnsrgl, kosot|atan, dan laln-laln):

. mrnurunDl! Lrllfr 8.lU S{dt (LBS), dari 7,i16

JlJta tE tahr 2019 medrdl 7.38 juta lla talx.rn ZI24
(K€mont€dan ATFUBPN);

. Sskltar 89,5a!a l.h!n p.rlgllln, b.rrt ut l(urung
b.*.lrnjut!l! (BPS, m21):

. Torjadlnya dlenr3up.nurunIl Fodrktl d!l!
produttlytt E fomodltr. prngEn, dlariaranya
p€flJnrEn pmdlad psdl dsrl t{,60 Jt tt ton GKG
talun 2()19 rEr{adl 53,S il,a tql GKG talxr ZP3
(BPS), produkflvit sbudldaya lkan <0,6 tqr/ha,firlrur
(BPS):

. Relatttung0lnt6 k t rlEntung.n tettr.hp lmpor
pmg.n, dlantaranys bor8E, lagurE, ksdolal, balY8ng
pL h, daging s.pi, !u84 gda, dan garEm (BPS):

3II
Smrdnbadr panolln

fuaarY8 b Ptgd/'tctlon Enargl Fotll te mlkln mcnu]rtl
(mlnyak buml '10,92 tatxJn, gasbrmi 14,57 tahuG dan
batubara 41.32 tahun).

lmpo. mlg.. r.mtlln manlngkd solama 5 tahr.rl
toraktir (8 persdulatr-n).

Cldlllg Penymegtr EncEi (cPE) b.lum t rt dlr
(BBM S,64 Jda Banel, LPG 525.78 Ribu MTm. Mlnyak
Bumi 10,17 Juta Batrel (Porpres Sdm2.[)).

Akt t Jlrinlrn Gat Buml ut{ui Rumrh T.nggl
mslh minim (<5r,5darlTdal RT).

. sokltar l2,l !a klbuprle iotr mcngllrml
rentan rrw.n p!r|O!l! (Bedan ParEan
NaslorEl):Agilu talrner (8ok ltar 70q6 petanl dan
n€layan beaJsia >43 tahqr)

. Porlmya p.ngu.tu cad.nlm p.ng!.r
nrrlond untuk menghadapl b€rbagal kondlsl:

. B.rltultu..lnyr hfitr pfig[n ar{ar muslm
dan antar wllayah (Badan Pangan Nasional);

. Rend$ny! k r.l.lt erllr p.tlrtunohyln dln
nllrl tmbqh t.nlgtr katl! xttor p..trnlu
(BPS);

. anorunnya progortl patrnUoalryan mudt
d.n r.nd.hny! ldoFl t knoloel pertlnlrn
(BPS)

Meningkatkar kemandirian bangsa dalam mernenuhikebutuhan energiseara b€rkohniutan dengan
peridekatan ll€rus Pangan, Energi, dan Air (FEW tl€xus)

,'7
Pom.nflrtrn enlrgl tarbarukln m.3lh
rlned r.ndrh dibardlngkan potoosi yang ada
(12,6 GW dad 3.687 GW).

Pot3nd Brh.n BC(u Ab.thlnol tt!.rg
mellmp.h (t€bu 75 torvhanahurl singkorlg 30

tory'ha/tahuG JagurE 8 todha,/tatun).

Krpalltrs Pabrlt Bloolh.nol mlrih mlnlm
dlbandlmkan p6rmlntaan pasar (63.000

kutahun darl 1'19.748 kutahun).

Selilor encrgl m lh Danladl P.nwmbang
eml3l t.rbctar (4In6).

il
Swasambada onorgl

{g
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Meningkatk kemandirian bangsadalam memenuhikebutuhan airsecara b€rkelanjutan dBngan
pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW tlexus)

Kehduhln AIr tah.h 2015 dlproy€*slkan
monlngl(lt 3l t darl ksbutuhan alr tahl'n 2020.

Kflt . Tlmpung Fr Kldta lndon .l.
barda d bwrh nagGnagora dangan
Ylrlbllill murlm y{rg uup..
KlpElbrdre SPA d.n }{RIY mlllhtlngel.
80% dari Cr yl|g dlgun k n m..y.rCet !k n
monJldl dr llm!.h dom.rtlk
I€rdapathutm dsr hh.n ldtl! s€luas 1e7 Jlta
ha.

I
Swasombada air

Terwujudnya perekonorrian nasionalyang progr6if, inklusif,dan berkelanjutan

:..sF.!..r.i:r ::

EkonomlSylrhh
. B€lum optlmalnya pornadaatan pot€rsl

pasar€kqpml gya.iah glooal yarE be6ar
(lndons.i. b.Iu mcncrpd Frlngkl
kotig! pldr Globrl lrl.mlc Ec-norny
lndcator (GIED 202J2024)

. M.rlhrcndlllny! nllalalrporprodul
halal lndonesla ke negara Ol(l (baru
mencapal s€kitar 3.896 dai total lmpor
produk halal negara-n€gara OKI)

. Ulsli torbltlrD/! UHKII ylng
Fodutnyr tarrartlflklll hllll (baru
Bskitar 0,2% darl totalUMKM padatatun
m22',)

. T€rbrtarnyr klp.tltlr k ulng6n tyrrlah
lndonlth (siz6 as€t keuangan syarlah
lndoneola maslh berada dl posigl ko-7
global, dan market sllare terhadap
ksuarEan naslonalbaru sokltar ,l296 pada
talnr 2023).

. Masih b.lum optlmdny! pangrlol..n
drn p.mlntrltln d.nr rcalrl aylrhh
(zakat, lnfaq, s€dekah, waka0 dengan
databaso yang belum terlrt€grasl.

EkorE nl Byariah

Ekonornl dlgltal

Ugnurunny! kuClt!3 daar lulntltaa m ! !ir.
Rond.hny! klnerr! BUSDdr mlnum (31,m%
BUMO b€d(lnsrja udak sotEt).

H.ny! 25* Ilbupd.n lot yang memlllkl
oparAor l!y.n!n dr llmbCr domadJlL

Hrny! 10,21!l (204).umdr tmgg. d
lndootrhylno mcmlllld *tat lrnlt .l !m!n
Masih ada 203 k bup.t rrkotlylng b.lum
m.mlllkl lnrtJlrl p.ngohh& drllmb.h
dom.ttlt (IPLT atau IPAL).

Ekonoml Blru
. Kontrlburl PDa mllltlm hanya moncapalT,$% (422)
. Rrb-rrta dlrl .lu(hrlta! panealoaxn hvraaln

IonrarYlrl porrlran trbcx] rlo,6a

. Produktl grr.m mrtlh randah dan pem€nuhan
konsumsi garam nasional masih dipenuhi mdalui impor

. B.lum trrlr c|ntlnyr dttt mtdtm d€ngan
ksbutuhan dunia indusfi

I

Sasaran 5 d
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P€ngembangan €konqnl blru sobagal sumbor
p€rtumbuhan baru

-lo7-

lsu

El(onornl txgltd
. nngk t rdoFl dglld dl t.Ko( rlrrt glt b.lum

optlmd, dan tlnOkrt mltudl!3deltC yarE rnaslh
torb!l!.

. lr..ih rundahny! llrlorlrl lnovsl t.Inologl brru
untuk menlngkatkan daya salrlg naslonal

. B€lum tGrbrngunfiyr *orlatlm d.n halllLt blt]ll!
dlgitd

. Tlnek t llbrrll dlgltrl dl lndolrGtlr p.llng rundrh !r-
ASEAII (lndon€sis 62% di bsw8h rela-rata ASEAN
70%)

. Link eN tEtchLtrnlrngrn kudlta! drn kurntbt
SDll lol(ll Hum tclud dangan kebuluhan industn

Anh Krbijakan

Arah
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I
. Tl0a krlsls global yang tsrus rnonlrEkat IriCo

Pt',,rt,fltCrt tr,t*dlri dari porubahan lkllm,
polusl dan kenlsakan lingkurparL dan kehllarE r

koanokaragarnan hayatl.
. Prnorupan Elonoml Konvanalooal d.n

Ebdoltltlt yam berfokus pada penualbuhan
sloooml tanpa m€mpertlmbangkan dampak

Jangka parrang tofiadap lirBkuman dan daya
dukung s(06lEtom.

. Produkrl t lttplh domar{l mrlonll
diproy.trilln ll(.n m.ninek t m€.Eapai 67,8

iuta ton p€r tahlJn ditatxm 2029, dan ksldisi
perEgldaan sampah maslh akan moooalami
darurat sampal tahl.rl 2029 (ske.rarlo BAU).

. K.m.mFqu day, tamD{ng d.n dt},! dukung
TPA Nlrlo ldlpropkrlk n lkrn P.ruh pada
tahun 2028 atau bat*anleblh cspat.

. Sobanyak 1.074 tumbuhln. 1.271 !!twr lhr.
dan 2 aporl.r tungl lndon6la tgrcatat dalam
tnooorl t rmclm (frnagtarod spectes).

I
Ekclstem okonqnl Crkdar
Pengsloltan koanel€ragamsn hsyEtl okGldqn.
sp€sl€q dan g€rdlk

Porlnokatan ktElltas llngktl)gan hldt p dan tata
ruan9

. Pangclolrrn bwsrm hutfi lr|doncal! yarE
m€ocakup 6295 darltcaal da.at n m!.lh belum
oFdmd m€skiprn pctsalsl hutan sangat b€sar
ur*uk rn$dd(ung porEr€tan €k6ist€rn usatla
dan p€flgmtasan ksanlsllnan dl 9291 d€6a yano
borada dl dalam dan solltar kawasan lxJtan dalam
katsgorl miskin.

. Prnyl+!,l lumb.r&Yl mlnuth d.lul
manyongroolg gra pelarraan baru y.n! ramah
llnotung[n (g/Eea@s) sebagal konsokuonsl
Uansisl skqlorni hlau dan trdnslslenergl.

. P.nunt rI| laylnn dlrr xr{lb ump.h
m€ogingat p€.rgumpdan sampah baru
morrangkau a596 rumah tangga. Hanya 20%
rumah tangga yang 6udah rlEmprrlyai tsmpat
sampah tortutup s€rta hanya 696 rurnah tangga
yang $Jdah rnslakukan psmllahan dan
m€odapatkan layanan persampahan.

. Tr$ltorm.tl gcnqolol.It TPA d.d op.n
dumplngllo sanlc.ty rarrdtlrr, dl mana saat lr
{fr fPA,ryn duap]ing dan monyebabkan
k€bocoran sampah ks laut Kobaoran sampah
plastik ke lal.t dlGtimaslkan rnsEapal q5 iuta too
per tatxrl

R€lfiI5J p€ngsldlln sarpah t€rlr €orasl
dart h.du ke l{llr
PsnbanourEn rurdah karbql
Poa(dllan t{8dgr!.n /oAt
PgE€loaaan httn ldlrl

3.2.3 Intervensi Kebijakan

Sebagai upaya pencapaian sasaran Prioritas Nasional 2, dilakukan scrangkaian intervensi
pada masing-masing arah kebljakan sebagai berikut.

(1) Pembangunan postur pertehanan dalam rangka meningkatkan kcmampuan multi
domain untuk melindungi kedaulatan negara, keselamatan bangsa, dan kePentingan
nasional, s€rta menjaga stebilitas kawasan dari segala bentuk ancaman dan gangguan

dilaksanakan melalui (a) mclanjutkan program p€nguatan postur pcrtahanan dengan
konsep optdmum essen&al force dalam rangka meningkatkan cfektiyitas menjaga
kedaulatan Negara Kesatuan Republik lndonesia, (b) meningkatkan kckuatan Tentara
Nasional lndone8ia di daerah pcrbatasan dan Pulau terluar, (cl memPcrkuat keamanan
teknologi informasi telekomunikasi dan mempcrkuat kaPabilitas badan pertahanan
sibcr, (d) pcningkatan profesionalisme dan kesejahteraan prajurit, dan (e) mcningkatkan
kesiapan alat peralatan pertahanan dan keamanan melalui pemeliharaan dan
pcrawetan.
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(2) Pembangunan dan p€ngembangan industri pertahanan dalam rangka mewujudkan
industri pcrtahanan yang schat, maju, mandiri, dan berdaya saing dilaksanakan melalui
(a) mempercepat peningkatan kemampuan industri strategis nasional dalam memenuhi
kebutuhan alat utama sistem senjata bagi Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara
Republik lndonesia, (b) meningkatkan komitmen untuk menggunakan produk-produk
industri strategis nasional dan mendayagunakan sebesar mungkin kapasitas industri
strategis dalam negeri, dan (c) transformasi tata kelola industri pertahanan dan
pcnerapan skema spend ,o inuest

(3) Komponen cadangan dan komponen pendukung dalam rangka mendukung ketahanan
dan kemandirian bangsa dilaksanakan melalui (al penguatan konsep dan praktik
wawasan nusantara bagi seluruh ralcyat Indonesia dan memperkuat komponen
cadengan, s€rta (b) pembinaan komponen pendukung untuk penguatan pertahanan
negara.

(4) Penguatan inteliien dan keamanan dalam negeri dalam menghadapi ancaman,
tantangan, hambatan, dan gangguan tcrhadap keutuhan wilayah dan keselamatan
bangsa baik dari dalam maupun luar ncgcri serta pencegahan ckstremisme berbasis
ideologi dan kekerasan yang mengarah pada terorisme dilaksanakan melalui (a)

melakukan sinergi pendekatan scjarah, budaya, kearifan lokal, dan sosial ekonomi, serta
paham kebhinekaan di daerah-daerah yang rawan konflik scrta rentan isu separatisme;
(b) penguatan kepabilitas penyelidiken, pengamanan, dan penggalangan keamanan
dalam negerii (c) koordinasi sinergi antar-instrumen pcrtahanan dan keamanan dalam
pcncegahan dan penanggulangan aksi terorisme; (d) pcnguatan kontra radikalisasi; (e)

penguatan deradikalisasi terorisme; serta (0 pcnguatan pusat analisis dan pengendalian
krisis.

(5) Keamanan 3ibcr, sandi, dan sinyal dalam rangka penguatan tata kelola, identifikasi,
proteksi, deteksi, respons, dan recorcrgt dilaksanakan melalui (a) memp€rkuat keamanan
teknologi informasi telekomunikasi; (b) pengembangan sumber daya manusia,
pcningkatan profesiondismc, dan kesejahteraan sumbcr daya manusia keamanan sibcr,
sandi, dan sinyal; (c) pcnguatan kelembagaan keamanan sibcr, sandi, dan sinyal; scrta
(d) operasi keamanan siber, sandi, dan sinyal strategis.

(6) Penguatan kcamanan laut dan hidro-oseanografi dalam rangka penguatan smeillance
dan pencgakan hukum di laut serta p€nyediaan update dat€. survei untuk kesclamatan
pelayaran dilaksanakan melalui (a) memperkuat strategi diplomasi maritim untuk
meneguhkan kedaulatan dan meningkatkan keamanan di seluruh wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia; (b) pcnguatan kapabilitas lembaga keamanan laut; (c)

kolaborasi pengawasan dan pemeliharaan keamanan, keselamatan, dan pcnegakan
hukum di wilayah yurisdiksi laut Indonesia, Alur laut Kepulauan Indonesia, dan choke
point (d) peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan personel lembaga keamanan
laut; serta (e) pemetean batimetri dan alur laut serta modernisasi peralatan dan sarana
pra:rarana penyelcnggaraan hidro-oscanograft.

(7) Pemcliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mcnciptakan kondisi
bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat
dilaksanakan melalui (a) melakukan pcningkatan kemampuan penanganan konflik
sosial dan pcngamanan objek vital, dan (b) melakukar peningkatan efektivitas
penyelesaian tindak pidana.
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(8) Peningkatan profesionalisme pelayanan kepolisian dalam rangka menjaga stabilitas
keamanan dan ketertiban masyerakat dilaksanakan melalui (a) melakukan pcningkatan
kesiapan pcralatan material khusus dan sarana prasar.ina Kepolisian Ncgara Republik
Indonesia, (bf melakukan pcningkatan kualitas dan digitalisasi layanan kepolisian, (c)

melakukan p€ningkatan jumlah dan proporsi polisi wanita, scrta (d) peningkatan
kualitas dan kuantitas pendidikan dan p€latihan anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

(9| Diplomasi asta cita dan diplomasi ekonomi menjadi landasan dalam pemeliharaan
hubungen internasional kondusif dan penjagaan kep€ntin8an nasional yang diwujudkan
melalui serangkaian intervensi kebiiakan sebagai berikut (a) pcrcepatan penyelesaian
perjanjian batas maritim dan darat Indonesia dengan ncgara tetangga dan tetap
mengedepankan prinsip kedaulatan dan kesejahtcraan rakyat dalam skcma good
neighbor policg; (b) pcnguatan kepemimpinan di tingkat global melalui peran aktif dalam
fora dan organisasi intemasional, pembangunan postur diplomasi, s€rta pelibatan
diaspora lndonesia. Peran aktif Indonesia di tingkat global di antaranya dilakukan
dengan mendorong pcnjagaan perdamaian dunia, menjunjung hak untuk menentukan
nasib sendiri (sef determination), dan pcnguatan diplomasi terhadap upaya kemerdekaan
Palestina; (c) p€nguatan kerja sama pcmbangunan internasional; (d) penguatan
diplomasi ekonomi; (e) kerja sama internasional tentang ketenagakedaan dan
pergcrakan tenaga kerja terempil; serta (0 proscs aksesi Indonesia ke Organisation for
Economic Co-operation and Development.

(10) Swascmbada pangan menopang ketahanan nasional dan kemandirian bangsa, melalui
pengembangan eco-region sistem pangan berbasis sumber daya dan kearifan lokal, yang
sehat dan bergizi, inklusif, berkeadilan, berkelanjutan, dan tangguh, dengan Pendekatan
nexus pangan, energi, dan air. Swasembada pangan diarahkan untuk (a) memperkuat
kctcrscdiaan bahan pangan tcrutama dari produksi dalam negcri melalui Pengembangan
dan p€n8uatan sentra-s€ntra produksi pangan, wanatani lagroJoresto, revitalisasi
tambak, dan penguatan input dan sarana prasarana pendukung produksi; (b)

peningkatan pcngelolaan distribusi pangan dan pcnguatan Badan Urusan logistik; (c)

menjamin aksesibilitas pengan bagi seluruh ralcyat agar dapat hidup secara sehat, aktif,
dan produktif; (d) mcndorong pemanfaatan dan konsumsi pangan secara beragam,
bergizi seimbang, schat dan aman; (e) meningkatkan kescjahteraan p€tani/nelayan/
pembudidaya ikan/ petani hutan; serta (0 pembangunan sistem budi daya pertanian dan
perikanan berkelanjutan melalui pendekatan nature-based solutions, pengelolaan
benteng lahan terpadu, piloting bantuan langsung p€tani, keschatan lahan (soil healtltf,
dan yurisdiksi b€rkelanjutan, termasuk pertanian organik dan Pcrtanian regeneratif.

Beberapa intervensi kebijakan swasembada pangan, terutama (a) pengembangan
kawasan sentra produksi pangan/lumbung pangan secara bcrkelaniutan, termasuk di
Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, PaPua,
Papua Sclatan, dan daerah / kawasan lain yang berPotensi; (b) penguatan cadangan
pangan; (c) pengembangan pangan akuatik (blue foo@, pangan hcwani, pangan lokal,
serta pangan nabati; (d) penganekaragaman konsumsi pangan; (e) pengendalian pcnyakit
asal hewan, ikan, tumbuhan, scrta penjaminan mutu dan keamanan pangan; (0

fortifikasi dan biofortifikasi pangan; (g) Pcnanganan kerawanan Pangan; (h)

pengembangan kelembagaan ekonomi, regenerasi sumber daya manusia pertanian dan
perikanan, riset, inovasi, modemisasi, digitalisasi dan bantuan langaung yang adaptif
dan inklusif; (i) penguatan produksi komoditas pertanian berorientasi nilai tambah; s€rta
(j) pengembangan sistem budi daya pertanian berkclanjutan.
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(I1) Swasembada Energi diarahkan untuk mempcrkuat ketahanan dan kemandirian energi,
yaitu dalam rangka memenuhi kebutuhan energi nasiona.l. Upaya mewujudkan
swascmbada energi dilaksanakan melalui reformasi subsidi, intensifikasi produksi
minyak bumi dan gas, akselerasi pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan
termasuk nuklir, dekarbonisasi industri melalui penggunaan energi terbarukan, dan
intensifikaei biofuel- Ddam rangka untuk mencapa.i swasembada energi terscbut, arah
kcbijakan dan strategi pelaksanaan akan dilakukan melalui (a) peningkatan penyediaan
energi, (b) perluasan akses dan jangkauan pelayanan cncrgi, scrta (c) penguatan
implemcntasi transisi energi berkeadilan.

(12) Swasembada air menjadi salah satu penerapan pendekatan Food, Ener@, water Nexus
dalam rangka mewujudkan kemandirian bangsa terkait pcmenuhan kebutuhan air
berkelanjutan. Upa.ya mewujudkan swasembada air dilaksanakan secara tcrintegrasi
dari hulu ke hilir dengan konsep source to sea melalui penyelamatan mata air kritis;
konservasi dan pengclolaan air tanah; konservasi daerah tangkapan air melalui
rehabilitasi hutan dan lahan; pembangunan dan pengelolaan tampungan air untuk
pemanfaatan pertanian, peternakan, air minum, dan energi terbarukan; pcnyediaan
pasokan air berkelanjutan sebagai tumpuan pengcmbangan lumbung pangan dan
pertumbuhan selctor produktif melalui penerapan smart uater management dan prinsip
toater ac@unting untuk menjaga neraca air pada tingkat wilayah sungai tidak dalam
kondisi defisit/kritis/tertekan; tindak lanjut pemanfaatan air baku dan irigasi dari
bendungan terbangun; pengelolaan risiko daya rusak air yang berorientasi pada
kesiapan dan ketahanan bencana melalui integrasi pcndekatan struktural dan non-
strul$ural (sepcrti solusi berbasis alam), revitalisasi sungai, s€rta percepatan pcrsiapan
giant sea pall scbagai bentuk pengamanan terpadu wilayah perkotaan yang terintegrasi
dengan rencana pengembangan kawasan; scrta penyediaan layanan air minum dan
sanitasi (air limbah domestik) aman bagi masyarakat. Upaya tersebut perlu didukung
dengan transformasi tata kelola yang mencakup perencanaan yang terpadu, Penguatan
fungsi dan kelembagaan regulator, p€ngelolaan asct yang terintegrasi, penetapan dan
penerapan tarif/ retribusi yang adil dan transparan, operasionalisasi yang efisien, serta
penyusunan peraturan pcrundang-undangan dan enabling envirorvtent lainnya.
Langkah-langkah ini diwujudkan melalui peneraPan pendekatan pengelolaan
peningkatan nilai kawesan (land Vatue CaPturi, Program Percepatan Penyediaan Air
Minum, dan Program Percepaten Pembangunan Sanitasi Permukiman, dengan
memperhatikan aspek teknis, kelembagaan, regulasi dan kebijakan, pendanaan dan
pembiayaan, s€rta masyarakat. Dalam rangka mencapai swascmbada air tersebut
beberapa arah kebijakan dan strategi p€laksanaan yaitu (a) pembangunan dan
pengclolaan tampungan air, (b) pcnyediaan pasokan air berkclanjutan, (c) pengelolaan

risiko daya rusak air, (d) konservasi sumber daya air, (e) pengembangan sistem
penyediaan air minum terintegrasi hulu ke hilir, (f) penyediaan d€rn pengawasan sanitasi
aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim berbasis Cili-Wide Inclusiue Sanitation, (El

p€nguatan tata kclola pcnyelenggaraan air minum dan sanitasi yang bcrorientasi pada

keberlanjutan, (h) penguatan peran masyarakat dan ekosistcm air minum dan sanitasi
berbasis inovasi dan kolaborasi, s€rta (i) Pengembangan terPadu PcaiEir utara Jawa'

(13) Penguatan ekonomi syariah dilakukan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi syariah
global dan domestik dengan tujuan menjadikan lndonesia sebagai pusat ekonomi
syariah dunia. Pen8uatan industri halal dan usaha mikro, kecil, dan meflengah halal
untuk p€ninSkatan nilai tambah dan daya saing produk hala! dilakukan melalui
penguatan }rLlal ualue c}ulLindan promosi industri halal dalam negeri untuk semua sektor
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meliputi makanan dan minuman halal, fesyen muslim, farmasi dan kosmetik halal, serta
pengembangan pariwisata untuk mengoptimalkan potensi jumlah kunjungan wisatawan
muslim domestik dan mancancgara. Untuk penguatan industri halal, arah kebijakannya
disclaraskan dengan strategi pengembangan industri halal nasional yang termuat dalam
Master Plan Industri Halal Indonesia 2023-2029. S€lanjutnya, penguatan ekspor halal
dan kerja sama ekonomi syariah internasional bertujuan untuk meningkatkan ekspor
halal berdaya saing global dan dilakukan melalui penguatan kerja sama jaminan produk
halal global serta keda sama dengan berbagai stakeholders intemasional termasuk
dengan negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam dan berbagai standing
committee serta organ di bawahnya. Dalam rangka meningkatkan kapasitas ekosistem
halal guna mendukung pertumbuhan ekonomi syariah, penguatan ekosistem halal
dilakukan melalui akselerasi fasilitasi scrtifikasi halal, Penguatan lembaga dan sumber
daya manusia pendukung ckosistem halal, pcngembangan kebijakan ekosistem halal,
penguatan kemitraan ekosistem halal, pcngcmbangan riset pendukung ekosistcm halal
dan penghitungan Pendapatan Domestik Bruto Syariah. Untuk meningkatkan peran dan
kapasitas keuangan syariah dalam pembiayaan pembangunan, pcnguatan keuangan
syariah dilakukan melalui penguatan perbankan syariah scpcrti dengan pengembangan

ekosistcm kegiatan usaha bullion dan diversifikasi produk bcrfokus pada pengembangan

instrumen baru yang menonjolkan keunikan prinsip syariah; pcnguatan pasar modal
syariah dengan inovasi pengembangan instrumcn untuk pembiayaan pembangunan
berkelanjutan (hijau dan biru); dan Penguatan industri kcuangan non-bank syariah,
dengan pengembangan asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, modal ventura,
frnansial teknologi, tembaga keuangan mikro dan lembaga keuangan khusus syariah
(seperti pegadaian syariah dan skema syariah lainnya). Untuk mendukung perlindungan
sosial dan perckonomian nasional, pcnguatan dana sosial syariah (zakat, infaq, sedekah
dan wakaf) dilakukan melalui akselerasi bauran zakat, infaq, sedekah, dan wakaf, serta
keuangan syariah, salah satunya dengan penyempurnaan bentuk kelembagaan dan
skema bisnis bank wakaf serta penguatan tata kclola dan literasi zakat, infaq, sedekah,
dan wakaf. Kescluruhan upaya penguatan ekonomi syariah di atas didukung oleh
penguatan rcgulasi dan kclembagaar, peningkatan literasi, pcningkatan digitalisasi dan
pengelolaan data, penyediaan insentif serta penguatan dukungan bagr pelaku ekonomi
syariah baik dari badan usaha milik negara dan swasta nasional. Dengan demikian,
penguatan ekonomi syariah dilaksanakan mctalui pcngrratan (a) industri halal dan
usaha mikro, kecil, dan menengah halal; (b) ekspor halal dan kerja sama ekonomi syariah
internasional; (c) ekosistem halal; (d) keuangan syariah; dan (e) dana sosial syariah.

(14) Ekonomi digital yang merupakan salah satu pilar transformasi digital diharapkan akan
memberikan kontribusi besar dalam p€rtumbuhan ekonomi nasional. Hal ini untuk
mendorong transformasi di berbagai sektor-sektor strategis guna meningkatkan kualitas
dan layanan digital serta meningkatkan pengembangan ekosistem ekonomi digital.
Adapun pertumbuhan kontribusi ekonomi digitat ini tetap akan didukung oleh

peningkatan dan distribusi infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang

semakin luas s€rta adopsi digital di berbagai s€ktor secara optimal yang dilaksanakan
melalui kcbiiakan, yaitu (al penguatan faktor p€ndukung ekonomi digital, dan (b)

pcnguatan ekonomi dan industri digital scrta scktor strategis lainnya.

(15) Ekosistcm ekonomi sirkular mendorong transisi penerapan ekonomi linear ke sirkular,
yang meningkatkan efisiensi p€nggunaan sumber daya, memperpanjang daya guna

sumbcr daya maupun usia pakai produk, serta memaksimalkan potcnsi daur ulang dan
pcmulihan sumbcr daya yang diselaraskan dengan Peta Jalan dan Rencana Aksi
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Nasional Ekonomi Sirkular 2O45. Terdapat 5 (lima) sektor prioritas pcnerapan ekonomi
sirkular, yaitu pangan, tek8til, konstruksi, elektronik, dan retail (fokus pada kemasan
plastik). Pada ekonomi sirkular s€ktor pangan, pcngelolaan susut dan sisa pangan (food
loss and uraste) merupakan sebagai salah satu fokus pembangunan, termasuk
pcmanfaatan limbah p€rtanian menjadi biochar. Perubahan juga hanrs dilakukan
dengan mcnargctkan adanya recgcle @ntent bagi produk dan industri tertentu. Arah
kebijakan pengembangan ekosistem ekonomi sirkular terdiri dari empat kegiatan
prioritas, yakni (al p€nerapan efrsiensi sumbcr daya dan peningkatan daur ulang, (b)

pengelolaan susut dan sisa pangan, (c) pengembangan produk ramah lingkungan, dan
(d) penguatan ekosistem daur ulang.

(16) Pengelolaan keanekaragaman hayati ekosistem, spcsies, dan genctik merupakan uPaya
yang dilakukan untuk mempertahankan kclestarian keanekaragaman hayati,
mengoptimalkan pcmajrfaatan b€rkelanjutan, dan mempcrkuat tata kelola
keanekaragaman hayati yang diselaraskan dengan Indonesian Biodiversity Strates/ and
Action Plan 2O25-2M5. Kegiatan konservasi keanekaragaman hayati tidak hanya
dilakukan pada kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan kawasan
konscrvasi di perairan, wilayah pcsisir, dan pulau-pulau kecil, namun juga area
prescrvasi. Potensi pengembangan area preservasi di lndonesia sangat besar, termasuk
pada kawasan bcntang alam karst, cagar alam geologi, dan geoparkyang *jalan dengan
upaya pclestarian keanekaragaman ekosistem. Pengembangan area preservasi dapat
diwujudkan mclalui penguatan tata kelola kelembagaan, optimalisasi p€ndanaan, serta
penyusunan rencana aksi yang terintegrasi. selain itu, potensi pemanfaatan

keanckaragaman hayati juga masih pcrlu didorong dengan mcnerapkan prinsip-prinsip
berkelanjutan melalui p€ngembangan biockonomi dan bioprospeksi. Rencana dan
strategi yang dapat mendukung arah kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati
ters€but dalam lima tahun ke depan diwujudkan melalui (a) pcrlindungan dan
pengelolaan ekosistem scrta areal bernilai keanekaragaman hayati tinggi; (b)

pengurangan status keterancarnan spesies tumbuhan, satwa, dan biota perairan; (c)

penguatan tata kelola keanekaragaman hayati; (d) pemanfaatan sumbcr daya hayati den
jasa ekosistem bcrkelanjutan mendukung bioekonomi; serta (el peningkatan
bioprospeksi, biotcknologi, keamanan hayati, scrta akscs dan pcmbagian keuntungan
sumber daya Benetik.

(17) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang dilakukan untuk mcmastikan
keterscdiaan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang sejalan dengan
pertumbuhan ekonomi. s€lain itu, arah kebilakan ini juga akan memastikan penataan

ruang yang berkeadilan untuk mencapai seluruh target pembangunan nasional Arah
kebijakan ini dilaksanakan melalui (a) peningkatan pengelolaan kualitas air di sungai
dan danau; (b) pcningkatan pengelolaan kualitas udara di kabupaten/kota; (c)

peningkatan pcngclolaan kualitas dan kesehatan air laut; (d) Pcningkatan kualitas lahan;
(e) peningkatan kualitas ekosistem gambut; (f) pengelolaan bahan bcrbahaya dan
beracun, limbah bahan berbahaya dan beracun, dan limbah radioaktif; (g) penguatan

kclcmbagaan, pengendalian, p€nertiban dan pcnegakan hukum lingkungan hidup serta
kehutanan dan penataan ruang; scrta (h) penguatan instrumen pencegahan dampak
lingkungan hidup.

(18) Reformasi pengelolaan sampah tcrintegrasi dari hulu ke hilir, yang mencakup seluruh
rantai layanan (pemilahan, pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan
pemroscsan akhir) yang disertai dengan Pcnguatan serta penegakan hukum dan
pcraturan, dilakukan dengan menjadikan sampah sebagai ams utama di berbagai
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tingkat dan fungsi pemerintahan dengan pembagian wewenang yang dean and clear,
serta dengan memastikan tersedianya seluruh norma, standar, prosedur, dan kriteria
yang dibutuhkan dan dijalankan dengan kohercnsi dan konsisten dari mulai tahap
p€rencanaan sampai dengan operasional dan pemeliharaan serta penguatan pengelolaan
aset. Pengelolaan sampah harus menjadi standar p€layanan minimal yang didukung
dengan penguatan kebuakan, pcrbaikan dalam tata kelola, kinerja kelembagaan dan
keuangan deerah, serta komitmen kepala daerah, diawali dengan penyusunan Rencana
Induk Pengelolaan Sampah yang komprehcnsif dan layak secara finansial /financiallg
uiable, pemisahan operator dan regulator, pcnyesuaian tarif retribusi scsuai dcngan
peraturan pcrundang-undangan yang bcrlaku, dan penetapan stsJrdat tipPing fee.
Reformasi dilakukan sejak hulu yaitu melalui perubahan pcrilaku seluruh penghasil
sampah menuju budaya literasi sampah yang diawali dari pemicuan, pemilahan, dan
pengurangan sampah yang harus konsisten dan terintegrasi dengan sistem
pcngumpulan dan pengangkutan yang terpilah, dan serta Pengolahan sampah dengan
teknologi tepat guna sesuai kondisi masing-masing daerah. Penerapan reformasi tata
kelola persampahan harus menjadi indikator kunci kinerja kepala daerah sehingga
p€nataan fungsi dan peningkatan kapasitas penyusunan kebijakan, kapasitas regulator
d6n op€rator, pelaksanaan, pengawasan, maupun penegakan hukum berjalan seimbang
dan optimal. Reformasi juga dilakukan melalui penyediaan insentif dan disinsentif
berbasis kinerja serta pendanaan inovatif, baik bagi pemerintah daeral maupun pelaku
lainnya. Penguatan kinerja kepala daerah dan perangkatnya juga perlu diatur, dibina,
dan diawasi oleh pemerintah provinsi. Polluter pdA pnrciple perlu ditegakkan melalui
pcnerapan retribusi persampahan yang berkeadilan. Selain itu, biaya pengelolaan
sampah juga bisa dimasukkan scbagai tambahan komponen pada Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai salah satu altematif peneraPan prinsip ini.
Pemastian kelcngkapan regulasi dan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk batas
aman kesehatan dan lingkungan dipc ukan untuk seluruh upaya pengelolaan sampah.
Pcngelolaan a6et juga akan dilakukan, baik pada proses pengadaan barang, transfer,
serta p€nataan aset di pusat dan daerah. Agar reformasi tersebut berjalan dengan baik,
diperlukan koherensi kebijakan dan integrasi vertikal serta horizontal yang
pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Nasional dan Kelompok Ke{a di
pusat dan dacrah. S€lain itu, di hilir dilakukan optimalisasi pengolahan sampah berupa
penyediaan dan revitalisasi sarana prasarana (Tempat Pengolahan Sampah Reduce,
Reuse, Recgcte-Pusat Daur Ulang-Rumah Kompos, dan lainlain), penggunaan teknologi
tepat guna (komposting, fiaggot/ black soldier Jlg, refise deriued fuel, LDaste to energA,

pirolisis, dan lain-lain), dan pcngintegasian sektor informal; optimalisasi Tempat
Pengolahan Sampah Terpa.du dan memastikan olf'taker }rasrl olahan sampah, penataan

sistem pengelolaan lindi dan ga.s metana, konscn,asi tempat p€mros€san akhir dengan
landfilt mining serta pembatasan tempat pcmrosesan akhir/lahan urug residu sehingga
hanya residu masuk ke tempat pemrosesan akhir/lahan urug residu yang menerapkan
sistem sanitary tandfll. Sebagai upaya penurunan sampah yang mencemari laut dan
perairan, sarana dan prasarana pcnanganan sampah perairan yang terintegrasi dengan
sistem pengelolaan persampahan land-based di daerah akan ditingkatkan' Reformasi
pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir tersebut akan dilakukan melalui arah
kcbijakan berikut (a) pcrubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan' (b)

pcningkatan pengumpulan dan pengolahan samPah serta pemrosesan residu di tcmpat
pemrosesan akhir/lahan urug residu.
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(19) Pembangunan rcndah karbon diupayakan dalam kerangka kontribusi Indonesia
terhadap penurunan emisi gas rumah kaca guna menekan laju kenaikan suhu secara

Slobal beserta perubahan iklim dan dampak yang ditimbulkannya. Aksi-aksi
pembangunan rendah karbon terus diperkuat untuk dapat menurunkan emisi dan
intensitas emisi gas rumah kaca melalui bebcrapa kebijakan, yakni (a) penurunan emisi
ga.s rumah kaca dari sektor energi; {b) pcnurunan emisi gas rumah kaca sektor berbasis
lahan; (c) pcningkatan cadangan karbon di ekosistem karbon biru; (d) peningkatan upaya
dekarbonisasi industri; (e) penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca di s€ktor
pcngelolaan limbah; dan (0 penguatan tata kelola dan faktor pendukung pencaPaian
target penurunan emisi gas rumah kaca serta nilai ekonomi karbon.

(20) Pckcrjaan h ija:u / green jobs didorong untuk penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan
ckonomi yang sekaligus berkontribusi positif terhadap pelestarian lingkungan, efisiensi
energi dan sumber daya alam, serta pcmbangunan rendah karbon melalui bisnis pros€s
dan praktik industri yang ramah lingkungan. Pekerjaan hljaul green jobs juga didorong
untuk memenuhi kriteria kerja layak, seperti kecukupan gaji, kondisi kerja yang aman,
serta pelindungan dan pcmcnuhan hak-hak pekerja. Kescimbangan permintaan tenaga
kerja hiiau untuk pekerjaan hija\lgreen jobs dan penyediaan tenaga kerja hijau yang
berkualitas sangat penting diwujudkan untuk mendukung keberhasilan implementasi
ekonomi hijau, termasuk visi net zero emission pada tahun 2O6O melalui transisi energi
yang berkeadilan. Pcnciptaan pekerjaan hljaulgreen itbs akan diwujudkan melalui (a)

pengembangan ekosistem pekerjaan hijau/green jobs, dan (b) pengembangan
kompetensi tenaSa ketja hUau.

(21| Pengelol,aan hutan lestari perlu didorong karena lndonesia memiliki potensi sumber daya
hutan yang sangat bcsar sebagai sumber pertumbuhan baru, pengentasan kemiskinan,
serta ketahanan pangan dan energi. Namun demikian, hingga saat ini potensi tersebut
belum dimanfaatkan sccda optimal. Oleh karena itu, perlu transformasi kebijakan
melalui pengelolaan hutan lestari yang meliputi (a) peningkatan produktivitas hutan, (b|
pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri, (c) penguatan pengelolaan
hutan lestari, (d) penguatan prakondisi pengelolaan hutan lestari, (c) pcningkatan fungsi
sosial kawasan hutan, dan (0 p€rlindungan dan pengamanan hutan.

(22) Pengembangan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru diarahkan untuk
meningkatkan peran strategis kluster kemaritiman dan kelautan dalam transformasi
ekonomi sccara bcrkelanjutan melalui (a) peningkatan produktivitas dan nilai tambah di
sektor perikanan tangkap dan akuakultur, pengelolaan pclabuhan pcrikanan
berwawasan lingkungan leafshinS pottl, pengembangan kluster komoditas unggulan
akuakultur, termasuk ikan hias, tuna cakalang tongkol, dan budidaya lobster, tilapia,
dan udang; (b) penguatan industri manufaldur berbasis sumber daya laut dan perairan
yang hrfokus pada pengembangan produk pangan, energi, dan farmasi yang bernilai
tambah dan bcrtcknologi tinggi; (c) penguatan industri transportasi dan logistik maritim
utamanya industri pclayaran, p€labuhan, dan perkapalan; serta (d) pengembangan
pariwisata bahari berkelanjutan yan8 didukung penerapan standar, sumber daya
manusia, invcstasi, dan pengelolaan dcstinasi berbasis masyarakat; sekaligus (e)

mempromosikan selftor-scktor baru yan8 mencakup inovasi energi laut terbarukan,
pengembangan bioteknologi, bioprosrycting dan bioekonomi kelautan, s€rta (f)

pengelolaan konservasi dan jasa ekosistem. Upaya peningkatan produktivitas dan nilai
tambah ekonomi biru terscbut membutuhkan tata kelola yang lebih baik meliputi:
kebijakan yang terintegrasi, regulasi yang kondusif, kelembagaan yang kompeten,
infrastruktur yang berkualitas, dan pembiayaan yang berkclanjutan' Sclain itu, akan
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terus dilakukan pengelolaan kesehatan ekosistem pesisir dan latut (ocean healthl, neraca
sumber daya laut (ocean accountingll, penerapan maine nature based solution,
invcntarisasi potensi sumb€r daya kclautan, pengaturan tata ruang laut dan zonasi
pcsisir yang harmonis, pcnangkapan ikan terukur, dan peningkatan efektivitas
pcngclolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan. Pengembangan ekonomi biru yang
berkelanjutan, sccara garis besar mencakup (a) pcnguatan tata kelola ekonomi biru; (b)

peningkatan pengelolaan konservasi perairan dan ekosistcm pesisir; (c) peningkatan
produktivitas perikanan yang terintegrasi, modem dan berkelanjutan; (d) pengembangan
industri garam dan produk olahan hasil laut; (e) penguatan industri transportasi laut; (0

pengembangan pariwisata bahari dan danau; dan (g) pengembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi, inovasi, dan sumber daya manusia ekonomi biru.

Selain intervensi yang telah diiabarkan, terdapat juga dukungan program yang menjadi
penckanan dan memiliki daya ungkit tinggi. Dalam merespons hal tersebut, pencapaian
Prioritas Nasional 2 didukung oleh Program Hasil Terbaik C,epat: Mcncetak dan
meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan
nasional. Implementasi Program Hasil Terbaik Cepat dilakukan melalui beberapa Kegiatan
Prioritas yaitu: Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan/Lumbung Pangan
Kalimantan Tengah, Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan/Lumbung Pangan
Sumatera S€latan, Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan/Lumbung Pangan
Papua Selatan, dan Pengembangan Kawasal Scntra Produksi Pangan/Lumbung Pangan
lainnya.

(1) Mencetak dan Meningkatkan Produktivitas [ahan Pertanian dan Lumbung Pangan Desa,
Daerah, dan Nasional

Permasalahan dan tantangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor l8 Tahun 2012 tentang
Pangan, negara diamanatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi setiap individu agar
dapat hidup secara sehat, aktif, dan produktil Pemenuhan kebutuhan Pangan diutamakan
berasal dari produksi dalam negeri. Kebutuhan bahan pangan scmakin meningkat, baik
jumlah, kualitas, ragam, dan jcnis peruntukannya. Di lain pihak, kapa.sitas produksi pangan
dalam negeri menghadapi beberapa tantangan, antara lain: (a) menurunnya kuantitas,
kualitas, dan kapasitas faktor produksi pangan, terutama lahan dan air; (b) semakin tinggi
dampak negatif dan tidak menentunya pcrubahan iklim; (c) rendahnya skala usaha tani; (d)

relatif terbatasnya dukungan dan keterscdiaan infrastruktur wilayah di pedesaan dan
pertanian; serta (e) masih terdapatnya potensi lahan yang dapat dikembangkan untuk
pangan secara berkelanj utan.

l,angkahJangkah penyelesaian masalah. Dalam mcmbangun kemandirien bangsa melalui
swasembada pangan, intervensi ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi
pangan dalam negeri, dengan mcmbangun kawasan sentra produksi/lumbung pangan,
temtama di daerah-daerah yang mempunyai potensi lahan yang dapat dimanfaatkan untuk
memproduksi pangan secara berkelanjutan. Langkah ini dilakukan, baik melalui
intensifikasi maupun ekstensifikasi lahan produksi pangan. Intensifikasi terutama
diarahkan untuk meningkatkan intensitas pertanaman dan produktivitas komoditas pangan.
Sedangkan, strategi ekstensifikasi diarahkan untuk menambah lahan pangan baru, dengan
memperhatikan kesesuaian sumber daya alam, ketersediaan sumbcr daya manusia, sosial,
ekonomi, dan lingkungan hidup setempat secara bcrkelanjutan.
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Sampai dengan tahun 2O29, intervensi ini ditargetkan untuk menambah produksi pa.ngan

sctara padi 20 juta ton gabah kering giling atau setara l0 juta ton beras, yang diperkirakan
memcrlukan pcnambahan luas panen s€kitar 4 juta ha setara luas sawah. Adapun highlight
intervcnsi dari mcncctak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan lumbung
pa.ngan desa, daerah, dan nasional termuat dalam infografis di bawah ini.

@ Kawa3an Sentra Produk3i Pangan/Lumbung Pangan

O!@r
Tambahan luaa panan laLra ,l juta ha aawrh

Ost,rrra
T.mb.h.n pmduksi p.ng.n !.Lr. m ida lon GkG p.di.
atau raLra 10 juL ton tcr.3

G.o.p..l.l d.n lnft..Euttll.
' Pcnyiep8n lurwi, inv..irgtrli, dan da!.in
. Pen8taEn bslrr kawalan hubn untul pamutalhkrn

panotrpan kawalan hutan
. Pambrigunon irigali
. J.hn u!.ll. bni
. Pambangunan aicam daainaaa
, P.mbanounin iemb.t ,l

rl l(onHbutot
. lGmGntlian Plklriaen

Umum
. Kamcntanan Kohuleaan
. K.m.ntcri.nLingkungan

Hidup
. Kcmanlaian Kopora3i
. KemanLdan

Tr.n6migr3Bi
. B.den Ri6et dan lnowBi

Narioflal
. 6.dan Metreorologi.

Klim.tologi d8n
G€ofuike

. 8.d.n Pu6al Slalislik

g
Ocltm
. lO*-rl parLr*m
. Saplod ir.n&klme pa.iigtat n prodL{(.l p.rraari-
. Ah[ d.n rE.lo pcrLnfur
. Mngk lrn dd d.n nl.dr pdtanian

1. K.lim.ni.n T.og.h
2. Sumrbfi S€laian
3. P.pua S.lrt n
4. Lolcsr pnoritr lainnya (Acah, Jarnti, RLu. K6p.

B€ngkr Bclitung, LainFrllg. Xallm.nt n B.rBt,
f\rlih.ntrn S.l.trn. fdinantan t t.rr. K3lim.nt n
'I'lmur, J.w. &r.t)Oll-hrm. Panguclsnkclcmbagaanckonornipatani.tarme3uk

kop.r.6idan b.dan u!.h. milik p.tanl

' Sarang paacapsEn
. Aruranlipartar an. Palarihan p€.t.nirn

3.2.4 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

Prioritas Nasional 2 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong
Kemandirian Bangsa melalui Swascmbada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi
Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru, mencakup sasaran yang luas dari berbagai
sektor. Kcrangka regulasi yanS dibutuhken untuk mendukung ketercapaian Prioritas
Nagional 2 dijabarkan sebagai bcrikut:
(l) Rancangen Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Sibcr

Penyusunan Raneangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber didasari oleh
salah satu cerminan dinamika ancaman keamanan nasiond yaitu peningkatan jumlah
serangan siber b€rb€ntuk malware ke Indonesia. Penggunaan dan pcmanfaatan ruang
siber di segala aktivitas saat ini dapat berpotensi buruk jika disalahgunakan oleh aktor

lnstansi Pshksana

lrdikasi Hrghrrghl lnt rvanti
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yang tidak bertanggung jawab. Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Kctahanan
Siber ini akan mengisi kekosongan hukum terhadap kebutuhan pengaturan terkait
pembangunan dan penjaminan sistem keamanan dan ketahanan siber di lndonesia yang
saat ini masih bcrsifat sektoral.

(2) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2OOO tentang Perjanjian lnternasional

Revisi Undang-undang a-kan mendukung penyelenggaraan Diplomasi Total dengan
scmakin mcmperkuat mekanisme pembuatan pedanjian intemasional (Tfeaty Making
Powe) dan hubungan luar negeri. Hal ini akan memudahkan pemahaman
kementerian/lembaga teknis terkait dalam proses pembuatar suatu perjanjian
internasional, misalnya dengan adanya kejelasan kriteria perjanjian intemasional yang
perlu disahkan melalui undang-undang, diharapkan suatu perjanjian internasional
dapat memberikan manfaat yang riil dan jangka panjaag di tengah masyarakat,
termasuk dalam mendukung investasi.

(3) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan
Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan diperlukan untuk pencapaian swascmbada
pangan. Hal ini guna menguatkan dar mengembangkan sektor pertanian dcngan sistem
pcnyuluhan yang terkoordinasi dari pusat sampai daerah. Lebih lanjut, hal ini juga
mendukung pcngcmbangan sumber daya manusia di sektor pertanian dengan
pcnguatan kelembagaan penyuluhan.

Selain itu, kerangka kelembagaan yang didcsain untuk mendukung ketercapaian sasaran-
sasaran dalam kioritas Nasional 2 dijabarkan scbagai bcrikut:
(1) Pembentukan Badan Regrrlator Air Minum dan Sanitasi

Pemb€ntukan Badan Regulator Air Minum dan Sanitasi mcmperkuat fungsi pengaturan,
pcngawasan, dan advisori yang selama ini terfragmentasi dan bclum berjalan optimal,
sekaligu.s menjadi langkah debotllenecking untuk menciptakan tata kelola lebih efektif
dan efisien. Sejalan dengan visi swascmbada air, badan ini dirancang memiliki
independensi operasional serta {inansial untuk memastikan ketersediaan air yang
bcrkcadilan dan berkelanjutan bagi scluruh rakyat Indonesia, mencakup pengelolaan
terpadu dari hulu ke hilir mulai dari penyediaan air baku, penyediaan dan distribusi air
minum, hingga pengolahan air limbah domestik. Badan ini memiliki p€ran utama yaitu:
(l) penilaian kinc{a layanan melalui sistem benclunarkingl (2) pemberian rekomendasi
tarif dan retribusi bcrbasis prinsip keadilan, efisiensi ekonomi, model pemulihan biaya,
dan keterjangkauan; (3) pemantauan terhadap standar kuantitas dan kualitas layanan;
serta (4) peningkatan transparansi melalui pelaporan publik dan pengelolaan data.
Untuk mendukung peningkatan layanan, badan ini juga menjalankan mekanisme
insentif dan disinscntif yang diharapkan dapat memacu kine{a operator, efisiensi biaya,
dan optimalisasi sumber daya. Dengan langkah ini, mutu pcnyelenggaraan layanan air
minum dan sanitasi bagi masyarakat diharapkan terus meningkat dan memberikan
manfaat nyata bagi kesejahteraan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
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(21 Penataan Fungsi dan Kcwenangan Penyelenggaraan Urusan Air Limbah Domestik

Penataan ini bcrtujuan untuk menciptakan pcmbagian peran dan tanggung jawab yang
lebih jelas antara pcmcrintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota ddam
penyelcnggaraan layanan air limbah domestik. Pertama, kerangka kelembagaan ini
bertujuan untuk mempcrkuat pcran pemerintah provinsi sebagai perpanjangan tangan
pemerintah pusat dalam penyelenggaraan layanan air limbah domestik. Provinsi akan
menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan kinerja layanan di tingkat
kabupaten/ kota sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Provinsi juga diberikan
kewenangan lebih untuk ikut serta dalam menyediakan layanan air limbah domestik
pada kabupaten / kotanya yang kesulitan dalam penyediaan layanan air limbah
domestik. Kedua, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan, fungsi operasional akan
didelegasikan kepada institusi di tingkat kabupaten/kota scperti Unit Pelaksana Teknis
Daerah, Badan Layanan Umum Dacrah, Badan Usaha Milik Daerah, atau Pcrusahaan
Daerah Air Minum. Institusi-institusi ini diharapkan dapat fokus menyediakan layanan
secara lebih efisien dan profcsional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat' Selain itu,
penataan inijuga mencakup upaya untuk menutup gap fungsi serta penegakan regulasi
yang bclum diamanatken secara jelas pada tingkat pusat seperti rekomendasi
tarif/retribusi, pcngawasan terhadap kualitas layanan, serta p€ngawasan terhadaP baku
mutu air limbah domestik.

(3) Penataan Kelembagaan Pengelolaan Sampah di Tingkat Pusat dan Daerah sesuai dengan
Platprm Transformasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejcnis Sampah
Rumah Tangga

Tata kelola persampa.han telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Sampah. Pemerintah bertugas menjamin terselenggaranya
pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingftungan. Lebih lanjut, Pengaturan
kelembagaan pcngelolaan sampah juga diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pcngelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga. Dalam rangka mendukung tata kelola persampahan yang
partisipatif, terintegrasi, s€rta tidak tumpang tindih, maka dipcrlukan penataan
kelembagaan di tingkat pusat dan daerah. Penataan kelembagaan ini lebih lanjut akan
diatur pada Peraturan Presiden tentang Transformasi Pengelolaan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(4) Pembentukan Kelembagaan Operator layanan Persampahan yang Terpisah dari
Regulator

Saat ini, baru terdapat 3 dari 38 pemerintah provinsi dan 3 dari 514 P€merintah
kabupaten/kota yang mempunyai Badan l-ayanan Umum Daerah Persampahan. trbih
lanjut, operator layanan swasta dan berbasis masyarakat yang berupa kelompok
swadaya masyarakat dan Badan Usaha Milik Desa masih terbatas sccara kuantitas dan
kualitas. Pembinaan dan pengawasan terhadap berbagai jenis oPerator tersebut juga
masih belum optimal, termasuk p€ndataan, registrasi, dan sistem perDinan operasi
Selain itu, potensi kcrja sama antarpemerintah daerah, antara Pcmerintah daerah
dcngan swasta, ataupun antara Badan layanan Umum Daerah dengan swasta juga
belum digali schingga ke depan dipcrlukan penguatan kebijakan dan ekosistem bagi
operator dan kerja sama dalam layanan persampahan. Keberadaan unit khusus
(operator) layanan persampahan dan kerja sama ini juga telah diamanatkan di dalam
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 dan akan lebih lanjut diatur pada Peraturan
Presidcn tentang Transformasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
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Sampah Rumah Tangga. Standar Kompetensi Kinerja Nasional Indonesia, Kerangka
Kualifftasi Nasional Indonesia, berikut Pcta Okupasi perlu untuk dilegalkan sehingga
pembinaan dan pcngcmbangan standar kompetensi untuk sumber daya manusia
persampahan dapat diimplementasikan.

(5) Penataan dan Pengelolaan Asct Samna dan Prasarana Persampahan

Penataan dan pcngclolaan asct diperlukan untuk melindungi jaminan kepemilikan dan
pengelolaan aset sesuai dcngan kctcntuan pcraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai sektor persampahan dan tata kelola as€t. Lrbih lanjut, penataan
dan pengelolaan aset ini juga diatur pada Peraturan Presiden tentang Transformasi
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(6) Pembentukan lcmbaga Pembiayaan Pembangunan Berbasis Wakaf

Dalam rangka implementasi amanat asta cita terkait penyempumaan "bank wakal",
diperlukan pembentukan lcmbaga pembiayaan pembangunan berbasis wakaf scbagai
special mission vedcle yang ditujukan untuk mengoptimalisasi pcmanfaatan wakaf
dalam negeri dan memaksimalkan potensi penarikan dana wakaf global kc dalam negeri.

(7) Penguatan Kelembagaan Pangan, termesuk Tata Kelola Kebliakan Subsidi Pupuk,
Perbenihan, Pemuliaan Tanaman, dan Penyuluhan

Pangan merupa.kan salah satu kebutuhan dasar ralcyat dan salah satu unsur penting
ketahanan nasiond, Untuk melaksanakan dan mencapai swas€mbada Pangan,
dipcrlukan pcnguatan dan perbaikan kelembagaan pangan s€cara terpadu, dari hulu
sampa.i hilir. Penguatan kelembagaan dan tata kclola tcrscbut mcncakup, antara lain
namun tidak terbatas pada aspek produksi pangan, aspek sarana dan prasarana
produksi pangan (bcnih, pupuk, dan scbagainya), aspek manajemen logistik panSan,
aspek perbenihan dan pemuliaan tanaman, aspek penyuluhan, aspck konsumsi pangan
dan gizi, scrta aspek pendukung penting lainnya. Penguatan tata kclola institusi-institusi
terkait bcnih diperlukan untuk mendorong aktivitas inovasi dan penelitian dalam
mendukung pcngadaan bcnih unggul dan teknik budidaya, serta pcngendalian hama
terpadu melalui pcmanfaatan pestisida nabati dan bio.
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3.3 Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan
Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang
Berlmalitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan
Industri Ikeatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri
di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi

Pembangunan infrastruktur berkualitas, berkeadilan, berketahanan, dan berkelanjutan
dengan memanfaatkan teknologi digital diarahkan untuk mendukung terwujudnya prioritas
nasional, program prioritas, dan program hasil terbaik cepat, tcrutama makan bergizi gratis,
swasembada pangan, swasembada air, swascmbada energi, hilirisasi komoditas, dan
transformasi digital. Pembangunan infrastruktur, pengembangan industri kreatif, dan
industri agromaritim bertujuan mendukung pemenuhan pelayanan dasar untuk
meningkatkan mutu sumber daya manusia, percepatan pertumbuhan ekonomi, dan
pengurangan kemiskinan. Selain itu, pembangunan juga diarahkan untuk mcndukung
pcnciptaan kesempatan kerja dan mendorong kewirausahaan dengan melibatkan
sepenuhnya usaha kecil, menengah, dan kopcrasi.

Pembangunan infrastruktur akan mengoptimalkan ketersediaan aset (stok infrastruktur)
yang terbangun untuk meningkatkan akses; menurunkan biaya produksi, biaya transPortasi
dan biaya logistik; menguatkan koneldivitas dan rantai nilai komoditas; serta
mcngembangkan ekonomi kreatif dan pariwisata. Dalam lima tahun ke depan, pembangunan
infrastruktur akan mencakup penyediaan air, pembangunan rumah dan kawasan
pcrmukiman, pengelolaan sanitasi dan pcrsampahan, pembangunan jaringan transportasi,
serta penyediaan listrik dan penguatan transformasi digital.

Selain itu, pembangunan infrastruktur yang terpadu, baik layanan transportasi, digital,
maupun ketenagalistrikan dengan pcngembangan industri kreatif diarahkan untuk memberi
ruang yang luas bagi pcngcmbangan kewirausahaan generasi muda, peningkatan inovasi dan
pcrluasan kesempatan pekerjaan bagi banyak orang, serta pcnScmbangan dan Pcningkatan
ekosistem digital. Dengan keunikan budaya dan kekayaan sumber daya lokal,
pengembangan industri kreatif melalui pembangunan Pariwisata yang berkualitas dan
berkclanjutan serta penguatan ekosistem ekonomi krcatif bcrpotensi menjadi pendorong
utama ekonomi dan sekaligus memperkuat citra bangsa di mata dunia.

Sejalan dengan hal tersebut, pembangunan infrastruktur terpadu dilakukan dengan
memp€rhatikan pcndekatan solusi berbasis alam untuk mengurangi risiko bencana dan
pcrubahan iklim, sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan dalam jangka panjang.
Oleh sebab itu, dalam lima tahun ke depan (2025-20291, p€merintah berkomitmen untuk
melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan ke{a yang
berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta
mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
Keseluruhan upaya tcrsebut dapat didukunB oleh peningkatan peran sektor jasa kcuangan
sebagai sumber pcmbiayaan bagi pcmbangunan.

3.3.1 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 3

Untuk mengawal keberhasilan proses p€ngembangan infrastruktur dan meningkatkan
lapangan kcia yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri
kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif
koperasi, telah dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2025 dan tahun 2029 sebagai
berikut.
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Tabcl 3.3
Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 3

No Sasaran dan Indikator Baseline2024 Target2025 Targer 2029

Stok lnfrastruktur terhadap
PDB (o/o)

43,0 (20191 46,5 48,5

Meningkatnya Total Aset Sektor Keuangan t€rhadap PDB

2 Total Aset Sektor
Keuangan/PDB (%)

170,s (2023) 188,5 213,6

3 Aset Perbankan/PDB (o/o) 57 ,2 l2o23l 66,9 77 ,2

4 Aset Dana Pensiun/PDB (%) 7 ,3 (20231 8,0 l t,2

5 Aset Asuransi/PDB (o/o)(al 9,O (20231 9,1 10,5

6 Kapitalisasi Pasar Modal/ PDB
("hl

ss,9 {2023) 57,8 68,0

7 Total Kredit/PDB f/d 33,9 l2023l 37,8 46,8

8 Inklusi Keuangan (o/d 88,7 l2023l 9l,0 93,0

Meningkatnya L€pangan Ketja yang Berkualitas

9 Proporsi Penciptaan Lapangan
Kcrja Formal (o/o)

23,96 35,00 46,00

10 Rasio Volume Usaha Koperasi
terhadap PDB (o/o)

r,o7 l2o2rl l,l0 1,20

l1 Proporci Jumlah Usaha Kecil
den Menengah (Yo)

3,06 3,10 3,30

L2 Rasio Kewirausahaan (o/o) 3,O8 3,lo 3,60

Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata

13 Rasio PDB Pariwisata (Yo) 3,6 (2022t. 4,5H,60 4,90-5,00

14 Dcvisa Pariwisata (Miliar USD) 14,o 120231 t9-22,r 32,0-39,4

Meningkatnya Proporsi PDB Ekonomi Kreatif

r5 Proporsi PDB Ekonomi Kreatif
P/,1

6,77 (2023) 7 ,3-7 ,9 8,0-8,4

SuEbcr: Xemcnterien PPN/Bappenas, 2024 (drolah).

Kcterangan: a) Komponcn pcrhitungan asct asurensi sudah mcncalup asu.ransi sosis.l dan asuransi wajib.

3.3.2 Arah Kebijakan

Dalam ranSka mewujudkan stasaran-sasaran pembangunan Psda Prioritas Nasional 3,
disusun arah kebUakan sebagai b€rikut.
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Terwujudnya Pen gembangan lnfrastruktur yan g Berkelanjutan

I
Wal(tu l.mFrh lorldor utrm. Jrlrn n!.iond dl
lndomlia (2,14 Jlmrl m Ktn) relatif l€bih tirEgi
dibandlngkan nogara Asean lainnya seperti di
Malaysla 1,Og Janvlm km,Thailand 1,30 iardlm km
dan Vl€tnam 1 ,96 ladl m km)
Rnndlhnyr muatln brlik d.rt Klwltln Imur (4fi
darl bp!rit8) dlsebabkan lorbatasnya kawasan
ekonqnl dan b€lum adanya tx.b dorn€dik dl wllayah
Tlmur
90.,4 lrlu llnt!. FnarblIlgrn m!.lh terpulEt d 5
Brnd r Primtr (S@karnqHatta,lGusti Ngwah Rai,

Juanda, Kualanamu, dan Sultan Hasanuddin)
Terd.plt lebih d.d 100 Artltrrp di P.pu! ya.tg
kqdld prasarananya b€lun rnem€flfi standar
kGelamatan dan keamanan psEfbangan
Skom! lly ff drn kolerplA[n paronclnuo
transportasi darat, koreta apl, laut, dan udara
b.rub.ldi bolum optlrnal
Plnor stgfurtan laroL lpl reelonal m!.lh
rrndlll, di sisi lain momilikikeunggldan okorErnis
padalarak m€nongah (75G1.500 km) derEan
deanrnd bosar dan rnorErus
Tlngglny! korullln alonoml k!I.n! Lnrcablt
ldu llnt!. (Rp65tfllll'n per tatrun) yarE diakibatkan
tett!t!!ny! rldcm uglutrn m[tal perlotlln
(parE6a angkubn urnutn kota.ko(a di lrldqlesia
ma8lh dlbawah 20q6)
Bolum opaimalnyt trb kclohlrlln dloruh yarE
m€nysbabkan ksor{angan kualitas antara jalan

nagooaldan daorah, dan50!,672 km jalan (nasiortal,
provlrEl, kab/kca8) sebGar 2896 rnerEalami
kenrsak8n (rI% dl artaranya msrupakanjalan
da€rah)
Terdlprt arrlrag antara ksb(uhan dan p€ln€nuhan
sarana, prasarana, dan SDM pencarian dan
p€atolonoan (pemonuttan irfrastruktur p€ncaaian dan
pstdongan maslh B€b€6ar 42%)

Tlngglny! pollngg8ln k ndaraan muaLn
b.d.blh.ldbrt kandlr',,n Owr ,)Im.n.loo lot r
Lo.d (ODOL) mooyebabkan kon5akan lnfrastnl(r
lalao dan mGa rEkatkan rislko kecelakaatL Sobesar
4096.5096 kondaraan di Lintas Utama Pulau Jawa dao
30964096 k€ndaraan di Sumatora tergdorE ODOL

B.lumt rponuhlny! targe{lumlah lullJsan dlklat
t€knls perdidlkan dan diklat psnbordayaan
masyarakat k€6of amal salely and strlu
(p€rsontasoiumlah lulusan madh dlbawah 50q6 pada
tahun 2023)

P€rEombangan KorEkMtasdan L-ayanan Transportasl Multlrnoda
Peolngkatan Kon€ktlvltas Olgltal dan TratEl8l Erlorgl Ustrtk

CoyErrge ,N urqe gap tlxad ffind
y.ng tlngll. Hlnqga TW lV 2023, 53,0196

wilayah lrdoosia dan 97.i1,1% podnd(iman
tslah tsr,angkau sinyal4G, 8em€ntara cakLpan
5G rnqlcapal 0.15% wilayah dan 3,73%
p€rmuklman, sorta 68,4996 kgcamatan telah
rtofitllikl Optlcal Dlstttbu ql Point (oDP)

Kecoprtln lnt .mt dl lndon..lr mrtlh
r.nd.h dl lngh 21,95 Hlec dlbandlngk l

n€gara-n€gara lain dl Asia Tor{gara. lrxlon€sia
borada di poGlsi nornor g di Kawasan Asla
Tsnggara (Sp€€dtest Global lndex. 2023)

Kapasltas pusat data di lndon6ia saat lnl baru
merrcapal sekltar 200 MW masih iauh dl bawah
kebutlfian ldsalu uk rnolayani populasl
s€bosar 270 iuta llwa yanO dlpraklrakan
m€rnsrlukan kapasitas himgs 2.200 MW

Xorrngkr r.guh.l dd.m m.nohld.Da rltllo
globd b.krlt totnologl, tfrmasuk k€IutarEan
kerangka hukur yang rngmadai ultuk mongatur
lno/asi dlgltal dan dampaknya (G/@aJRis^
Repod, zJ23l

T!t! I3lol! rulng dlglt l lndonori. bolum
ho{rdullt dan bolum fe i plzyl,,Q fiQld bagl
lndustri

Klp!!it lnf r*truKu. kotanlgaliltdkln
m!!lh torbrtrt lehlngtrE kudlt!! lry.ntn
tat nagClttrlhn mltlh r.nd!h, t.rLroct'rn
dan t t.rgEr ungrn t rllldlp P.]}ggunaan
energif6lt m!!ihtingEl (Konsumsi llstrlk per
kaplta 1.337 klryh dltahln 2023)

Sufrlflbm.ad d.n Sp'ild n,.m2tch
terutrma tumbar d.yt cna0l terbarulQn d.n
pur.t bebqn po.mintrln anargl llttrlt
(Kapasltas p€mbangklt llstnlk 91 GWdan
Panjang JarlrEantrarBr sl8obosar 87.691 kms
kumdatif dl tatun 2@3)

KobutuhaD lnY.liltl yrne baar d.n
tet rg!! urgdl torhldap pambhylrn dln
tehologi dlri lurl noo.ri
tt..ih tingeiny..lol6tl tutcidi d!.
ko.npenrad llttrlk s€rt! panydurln tubaldl
yn|e b.lum tcpd.r.rnn (subsidlllst[ik tahun
2023 s€besar RpGa,O4 trlllttn)
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Meningkatnya TotalAset Sektor Keuangan terhadap PDB

I
. O.ngtdnyr t ddm.n..ltor k s!ng!n,

tqutarna pada s€*tor keuarEan norDank (8smor
kqrangan maslh dldo.ninasl p€6ar*an)

. Belum elldnnyr rtuktur p.rb.nlln yarp
flllsr,o.ono thglnya c6t ol lund

. Belum optlmCnya lungrl lnt€rmedllll
(p€nyalwan kredlt rnaslh terpuset dl Pdau Jawa
dan b€lum optlmaldisalurkan kepada s€ktor
priorttas)

E
Pendalarnan Soktq KeuarEan

Meningkatnya Lapan gan Kerja yan g B€rkualitas

-

@
Ponlngkatan Produktlvltas UMKM dan Koperasi

Rcnd.hny! pen.tnrl dan danrltr' lnduttd
dana penriundan r.urlntl, tcrta
terbrtany! dlvor'mklll produt

Rendahnyt bltlr lny€rtor dln inElrumsn
lnvo3tr3l p!d! p.r!r modal

Rendlhny! llto.ltl dan tlmginyagep antara
lnklu6i dan literasl kBuarEan

. Rond.hnyr kemitr..n UI{KM ddlm rlnhi
nlhilndrttri

. Bllum optimalny! akorlatam ur!h!, termasuk
p€manfaatan Basis DataTunggal (BDI) UMKM
dalam merdukung p6fl9ambangan kop€rasi.
wlrausaha. dan UMKM

g

Sasaran 3 ffi

Sasaran 2

. Sobrgi.n b.ts p.lrku u!.h. mtlih b..rkd.
mlkro sehlngga belum mampu meny€dlakan
lapangan ksda yang baik

. Rend.hnyr kootiburl kop.r.!l aeKor produkrl
p.dr parakooomirn

. Kurugnya p.no6pan dmdar, tcrtmklrl
toknoloel dln lnovrsi pada koperasl, wirat saha.
dan UMKM

lsu

Bu
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o Dcrtnari p.riwirt! m.rgh!d.,i m.rdlh
dagrrdltl Inglungrn dln hilugny! budry! lolll
akhat padwbata yano tldd( tsfieoddl (ovadofisml
dan akulturasl bt daya darl wlsatawan

. Terblt.tny! rmcnitr, llrcdbllltlt, dln .tr!l(ti
yanO m€laksanakan kaidah partrvisata berkolanlutan

. Pengrldlrn dan kuallL lryln.n pldrlt.tr ycng
tidal bortokur plda kopuuan p.ngf,l.mln

il
Pombangunan Parlwisata Berkualitas dan Berkslanirtan

Meningkatn)€ Proporsi POB Ekonomi Kreatif

o Elorl3bm lllqr!.n lnt l.ItuJ )r.ng belum
o mC tofi.aarna urtd( rnondukung kqn€rsiatsad
kel€yaan |rtel€l(tlral

. K.t lt.dlsr d!a! .lorqnl tr.!t[ ylng t .b.ta
bordarrFak tortlde r nlmnya lrn sGtasl dan
kG€dangan k€b[akan dl daorah

. Krbmb$.n otoooml t !!tlt y!n! b.lum
opalmC terinama trltl* m€ndukrrE d(Glstom
k€l(ayaan lntololdual

Dry! ling sDL .koood kr..tlf yrng rendth
khu$snya dahm hd kornorEbllsasi kslaydan
hfobktual
Rlnfri prok okondttl lrrrl lEng bolrm
opalmd morEd(lbatkan kes€rijarEan
p€ng€mbangan skqldnl kreatlt dl dao6h

I

I

il
Pongustan Eko6istem Ekoornl Krostf Borbssis Kskayaan lr{eloktual

Sasaran 5 g

Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata

lsu

. R.ndrhny! pangalur.ln witltlwln d(ibat
rondahnya investasi parlwisata dan plllhan
koglatan wisata

. xurangnya kotorsmpilan SD gcrlr$trt! dsn
rgndahny! p.mrnflstn gloromi p!.lt{la{!
deh masyarakat lokal

3.3.3 Intervensi Kebijakan

Sebagai upaya pencapa.ian sasaran Prioritas Nasional 3, dilakukan scrangkaian intervensi
pa.da masing-masing arah kebijakan sebagai berikut:

(l) Pengembangan Konektivitas dan leyanan Transportasi Multimoda diarahkan pada
peningkatan aksesibilitas terhadap layanan dasar, pusat perekonomian, serta inteSrasi
antarmoda transportasi darat, laut, dan udara untuk meningkatkan efisiensi dan
kualitas layanan pergerakan pcnumpang dan barang melalui intcrvcnsi kebijakan (a)
pcngembangan konektivitas jalan pada jalur utama dan aksesibilitas daerah tertinggd
dan pcrbatasan, (b) pengembangan kereta api pcnumpang antarkota dan penguatan
kereta api angkutan barang, (c) pcngembangan jaringan pelabuhan terpadu, (d|
pcngembangan jaringan bandara terpadu, (e) penguatan konektivitas darat dan
keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, ($ pcngembangan sbtem angkutan umum
massal pcrkotaan, (g) pengembangan sumber daya manusia untuk pcningkatan kinerja
layanan transportasi, scrta (hl p€ningkatan layanan pencarian dan pertolongan
kecel,akaan trartsportasi.

lsu
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(2) Peningkatan koneldivitas digital dan transisi energi listrik diarahkan untuk
meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruldur, antara lain infrastruktur
digital dan ketenagelistrikan. Upa.ya mewujudkan konektivitas digital dan transisi energi
listrik dilaksanakan melalui pembangunan TIK di tingkat nasional, peningkatan
transformasi digital, dan peningkatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan
berkualitas untuk memenuhi kcbutuhan listrik secara merata dan tlerkualitas yang
rendah karbon, efisien, dan berkelanjutan. Dalam rangka mcncapai koneldivitas digital
dan transisi energi listrik tersebut, arah kebijakan dan strategi pclaksanaan akan
dilakukan melalui (a) penguatan infrastruktur telekomunikasi, pos, dan penyiarani (b)
pengembangan dan peningkatan ekosistem digital; (c) pembangunan pembangkit tenaga
listrik bcban dasar dan variabcl, termasuk sistem penyimpanan energi dan pengubahan
bahan bakar pembangkit tistrik yang rendah karbon; (d) pembangunan infrastruktur
jaringan L6l6nqgalistrikan dan digitalisasinya, sep€rti jaringan transmisi dan
interkoneksi dalam dan antarpulau (super grid), jaingan distribusi dan terisolasi, serta
listrik pcdcsaan; dan (e) pcrluasan jangkauan infrastruktur tenaga listrik.

(3) Peningkatan produktivitas usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dilaksanakan
melalui (a) pengembangan koperasi sektor produksi; (b) peningkatan kapasitas usaha
dan akses sumber daya produktif; scrta (c) pengembangan kewirausahaan.
Pengembangan koperasi sektor produksi utamanya dilakukan mclalui pengembangan
usaha koperasi yang difokuskan pada koperasi yang bergerak di sektor agromaritim,
peningkatan peran den kapasitas kelembagaan koperasi, penguatan kapasitae sumb€r
daya manusia dan reputasi koperasi, s€rta penguatan sistem pengawasan koperasi'
Peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif utamanya dilakukan
melalui perluasan akscs ke perizinan usaha, penyediaan skema dan fasilitasi akses
pembiayaan usaha, pelatihan sumbcr daya manusia bcrbasis kompctensi, perluasan
akses pasar, pelibatan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam ekosistem rantai nilai
komoditas unggulan, aksclerasi digitalisasi dan pemantiaatan teknologi tepat guna,
p€ningkatan mutu produk melalui standardisasi dan scrtifrkasi, scrta pengembangan
usaha mikro, kecil, dan menengah berkclanjutan. Sementara itu, pengembangan
kewirausahaan utamanya dilakukan melalui inkubasi usaha, penycdiaan plathtm
terintegrasi yang menghubungkan wirausaha dengan ekosistem usaha, peningkatan
kapasitas tenaga kerja dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pelatihan
dan pendampingan, pemutakhiran regulasi terkait p€ngembangan kewirausahaan
nasional, serta didukung dengan pengelolaan dan pemanfaatan Basis Data Tunggal
uEaha mikro, kccil, dan menengah.

(4) Pendalaman sektor keuangan akan dilakukan melalui (al penguatan peran perbankan,
(b) penguatan peran sektor keuangan nonbank, dan (c) peningkatan inklusi dan literasi
keuangan.

(a) Pada set<tor perbankan, arah pcngembangan akan difokuskan pada bcrbagai aspek,
mulai dari struktur, efisiensi (cost oJ Jund), kebtagiaman produk, jangkauan
penyaluran lcedit atau pembiayaan, cakupan aktivitas usaha, hingga Pemanfaatan
teknologi. Saat ini, struktur perbankan di Indonesia bersifat oligoPoli, yang secara
tidak langsung mendorong inefisiensi dan tingginya cost di lndonesia. Untuk itu, ke
depan, didorong percepatan konsolidasi agar iumlah bank bcsar meningkat dan
efisiensi perbankan pun lebih optimal, diiringi pcningkatan transParansi suku
bunga dan implementasi good gouernance. Dari aspek keberagaman produk'
didorong diversifikasi produk dan layanan yang scsuai dengan kebutuhan
masyarakat dan perkembangan zaman, seperti kebutuhan pcmbiayaan Perumahan,
pembiayaan berkelanjutan (hijau dan biru), kebutuhan generasi milenial yang
cenderung intemet-based (misalnya pada bidang inovasi dan teknologi), produk
responsif gender, serta produk yang lebih inklusif untuk masyarakat rentan,
disabilitas, dan termarginalkan. Penyaluran kredit produktif ke sektor prioritas
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(termasuk ke usaha mikro, kecil, dan menengah) ke depan akan didorong, dengan
jangkauan wilayah penyaluran kredit akan diperhatikan untuk p€merataan
pembangunan. Selanjutnya, dari sisi cakupan aktivitas usaha, pcrbankan perlu
tcrus didorong untuk bcrinovasi mclalui perluasan al,rtivitas lsa}ra (multiadiuities),
seperti bullion, uealth management, dan digital banking. Ke depan, akselerasi
digitalisasi produk dan layanan juga akan ditingkatkan dengan mengedepankan
prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen.

(b) Pada sektor keuangan nonbank, optimalisasi peran industri asuransi, dana pensiun,
dan pasar modal sebagai altematif sumber pembiayaan jangka panjang diperkuat
mclalui peningkatan literasi, perluasan kepesertaan, diversifikasi produk dan
instrumen keuangan, optimalisasi portofolio investasi, perbaikan tata kelola,
pemanfaatan digitalisasi, dan perlindungan konsumen. Pada industri asuransi,
fokus utama pcngembangan pada tahun 2025-2029 adalah peningkatan pcnetrasi
dan densitas asuransi. Dari sisi permintaan, p€ningkatan literasi dan atuareness
masyarakat akan didorong dcngan menjoga kepercayaan masyarakat atas industri
asuransi melalui perbaikan tata kelola dan perlindungan konsumen. Dari sisi
penawaran, diversifikasi produk yang sesuai dengan kcbutuhan dan kemampuan
masyarakat juga ditingkatkan, termasuk perluasan cakupan asuransi untuk
segmen masyarakat productiue poor scpcrti petani, pctcrnak, dan nelayan.
Diversifikasi produk juga mcnyesuaikan perkembangan zaman, seperti dukungan
terhadap pembiayaan berkelanjutan (green or blue business,l, misalnya asuransi
untuk panel tenaga surya dan asuransi terumbu karang, serta penempatan investasi
pada instrumen berkelanjutan seperti green bond dan blue bond. Perbaikan struktur
pasar juga terus didorong melalui peningkatan efisiensi, kapasitas, dan permodalan
melalui percepatan konsolidasi, serta didukung oleh penguatan peran reasuransi
scbagai mitigasi risiko asuransi. Seiring dcngan hal ters€but, perbaikan portofolio
investasi (p€nempatan dana industri asuransil ke depan juga akan didorong pada
instrumen-instrumen jangka panjang. Pada industri dana pensiun, fokus penguatan
dilakukan baik pada program pensiun wqlib maupun sukarela, yaitu peningkatan
p€netrasi dan densitas melalui literasi dan edukasi masyarakat atas pentingnya
dana pcnsiun (termasuk pada pekerja informal), pcngembangan produk yang juga
dipcruntukkan bagi kalangan pckerja mandiri, s€perti usaha mikro, kecil, dan
menengah (pekerja informal), serta perbaikan tata kelola dan sistem pcnsiun. Salah
satu penyebab rendahnya dana kclolaan adalah desain kebijakan (sistem pensiun)
yang memungkinkan pcscrta menarik dananya jauh scb€lum usia pensiun normal.
Oleh karena itu, ke depan, perbaikan sistem pensiun dilakukan salah satunya
melalui implementasi dua jenis akun program pensiun, yaitu akun yang tidak dapat
dicairkan hingga usia pcnsiun dan akun simpanan danrrat. Selanjutnya, perbaikan
sistem pensiun juga diikuti dengan pengembangan portofolio investasi, melalui
perbaikan regulasi yang membatasi industri dana pensiun untuk berinvestasi di
instrumen jangka panjang. Pada pasar modal, arah pengembangan pada tahun
2025-2029 akan berfokus pada pendalaman pasar modal dengan perluasan
instrumen investasi dan pcningkatan basis investor (baik korporasi maupun ritel).
Perluasan basis invcstor dilakukan mclalui peningkatan literasi dan edukasi
masyarakat, serta p€ningkatan arrareness masyarakat atas p€ntinBnya berinvestasi
(mendorong saving society menjadi inuest nent soclety). Diversifikasi produk ke
dcpan juga akan didorong, sep€rti coral bond dan penambahan produk kcuangan
derivatif. Selain itu, pengembangan Produk sePerti obliSasi/sukuk huau'
obligasi/sukuk biru, dan perdagangan karbon melalui infrastruktur pasar modal
juga akan dioptimalkan. Keseluruhan upaya tersebut akan dilakukan dengan
menjaga aspck perlindungan konsumen dan investor. Sementara itu, pada sektor
keuangan nonbank lainnya seperti lembaga pcnjaminan akan didorong melalui
peningkatan jumlah dan kapasitas lembaga penjamin, pembcntukan lembaga
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penjamin ulang, perluasan produk yang dijamin, dan perluasan jangkauan
p€njaminan dengan membentuk lembaga penjaminan di berbagai wilayah di
lndonesia.

{c) Peningkatan inklusi dan literasi keuangan. Dari sisi pcrmintaan, pemberdayaan
ekonomi masyarakat akan dioptimalkan, didukung oleh edukaei dan sosialisasi
produk kcuangan s€cara lebih masif dan disesuaikan dengan scgmcn pasar,
misalnya mcmanfaatkan teknologi digital untuk edukasi segmcn milenial. Sclain itu,
cdukasi dan sosialisasi produk keuangan pa.da masyarakat juga akan
memanfaatkan peran pendamping Program Keluarga Harapan, bidan, dan tokoh
masyarakat lain yang dckat dengan masyarakat. Bcntuk edukasi lain seperti
kampanye mcnabung dan pcnguatan substansi keuangan dalam kurikulum
pendidikan (mulai dari pendidikan dasar) juga akan ditingkatkan. Dari sisi
pcnawaran, pcningkatan inklusi dan literasi akan diarahkan pada (1) perluasan
akses dan penyediaan tayanan keuangan, termasuk pcnambahan agen laku pandai
dan agen layanan keuangan digital sebagai perpanjang tanganan lembaga keuangan
formal khususnya di wilayah terpencil lremote areali (2) perluasan jangkauan
fasilitas sistem pembayaran melalui pemerataan cakupan dan keterjangkauan
layanan internet di seluruh Indonesia, serta peningkatan efisiensi operasional sistcm
pembayaran dengan menurunkan biaya transaksi agar lebih inklusif mcnjangkau
masyarakat b€rpenghasil,an rendah; (31 penyediaan produk dan kemudahan layanan
kcuangan yang ramah bagi disabilitas, PeremPuan, usaha mikro, kecil, dan
menengah, masyarakat di daerah terdepan, terluar, dan tertinSSal, serta segmen
prioritas inklusi keuangan lainnya; dan (4) pengoptimalan program eksisting, seperti
Kredit Usaha Rat<yat, Mcmbina Ekonomi Keluarga Scjahtera, Kredit Ultra Mikro, dan
program lainnya, dengan pcrluasan jangkauan penerima Program dan didukung
oleh perbaikan database agar penerima program lebih tepat sasaran. Kes€luruhan
upaya peningkatan inklusi dan literasi diiringi dengan penguatan perlindungan
konsumen,

(51 Pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan dilaksanakan dengan
serangkaian strategi {a) meningkatkan kelembagaan dan tata kelola destinasi; (b}

meningkatkan industri dan rantai pasok inklusif; (c) menerapkan pinsip Bfue-Green-
Citc,/lar funomg; (d) membangun infrastruktur hiiau untuk infrastruktur dasar dan
pendukung pariwisata; (e) meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pariwisata;
(f) mengu.atkan pemasaran yang bertanggung jawab; (8) .meningkatkan kesiapsiagaan
menghadapi risiko kebencanaan, keamanan, dan keselamatan; (h) mcngembangkan
mekanisme pembiayaan dan implementasi Indonessra Quality Touism tund; (i)

diversifikasi atraksi pariwisata yang difokuskan pada pcngcmbangan geopark (terutama
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Global Geowrl$, diving
dan srarkeling, surfing, island hopping, uehtwsq medical, aduenhfie, anthre, euent,
meeting, incentives, anventions and exhibitiotts, yacht and cruise, gastronomi, Pariwisata
ramah muslim, dan digital nomad', lil mengembangkan Kawasa:t Ekonomi Khusus
Pariwisata di dcstinasi pariwisata prioritas, serta (k) mengembangkan destinasi
pariwisata bahari yang mendukung ekonomi biru scbagai sumber pcrtumbuhan baru
dalam Prioritas Nasional 2. Pembangunan Pariwisata bcrkualitas dan berkelanjutan
dilaksanakan melalui sejumlah intervensi kebijakan, yaitu (a) percepatan pcmbangunan
destinasi pariwisata prioritas Borobudur-Yograkarta-Prambanani (b) penguatan
destinasi regeneratif Bali; (c) pcnguatan destinasi regeneratif Kepulauan Riau' (d)

penguatan distinasi regeneratif gteater Jal<atta; (e) pcrcepatan pembangunan destinasi
pari*isata prioritas Lombok-Gili Tramena; (0 pengembangan destinasi pariwisata
prio.itas Manadelikupang; (g) pengembangan destinasi pariwisata prioritas Bangka
be[tung; (h) percepatan pembangunan destinasi Pariwisata prioritas Danau Toba; (i)
pengem-bangan destinasi pariwisata prioritas Raja Ampat; (,) percepatan pembangunan
destinasi pariwisata prioritas tabuan Bajo; (k) pengembangan dcatinasi pariwisata
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prioritas Bromo'Tcngger-Semeru; (l) pengembangan destinasi pariwisata prioritas
Wakatobi; dan (m) pengembangan destinasi pariwisata prioritas Morotai.

(6) Penguatan ekosistem ekonomi kreatif bcrbasis kekayaan intelektual diarahkan menjadi
penggerak pertumbuhan ekonomi yang dilakukan melalui strategi (a) penguatan
ekosistem kekayaan intelektual mclalui aktivasi pendaftaran, edukasi, perlindungan,
dan komersialisasi yang didukung dengan forum kolaboratif pemangku kepentingan
ekonomi kreatif, termasuk World Conference on Creative Frconomy; (b) penguatan data
ekonomi kreatif serta integrasinya; (c) perluasan dan p€ningkatan pangsa pasar di
tingkat domestik dan global dengan aktivitas pemasaran melalui media digital dan fisik,
termasuk membanSun lcbih banyak ruang pameran, layar bioskop, dan ruang
pertunjukan seni; (d) penguatan aksi alirmasi produk krcatif lokal yang didukung forum
sinergi dal insentif; (el peningkatan kapasitas dan kapabilitas pclaku lceatif melalui
pelatihan, sertifikasi, inkubasi produk, serta riset kolaboratif dengan institusi
pendidikan tinggi; (0 p€ngembangan infrastruktur ekonomi krcatif, termasuk
pembangunan hub/scntra kreatif yang didukung kelembagaan pengclola dan kla6ter
kreatif scbagai ruang kreasi terutama di kota yang tergabung dalam provinsi prioritas
pengembangan ekonomi kreatif dan United Nations &lucational, Scientific and Cultural
Organization Creative Citg Netuorh (d penguatan struliitur dan skema pendanaan,
pembiayaan, dan insentif, termesuk melalui dana pengembangan konten
kreatif/Indoneeia Creative Content Fund dan matching funl a-production; serta (h)
penguatan regulasi, kebijakan, dan kelembagaan ekonomi kreatif di tingkat nasional dan
daerah. Pelaksanaan strategi ters€but difokuskan pada provinsi prioritas yang mcliputi
Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Daerah Khusus lbukota Jakarta,
Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimcwa Yograkarta, Jawa Timur, Bali,
Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Acch, Maluku, dan Papua. Penguatan ekosistem
ekonomi kreatif bcrbasis kekayaan intelektual dilaksanakan melalui intcrvensi kebuakan
(a) penguatan ekosistem pemampu ekonomi kreatifi (b) penguetan ekosistem film,
animasi, video, dan musik; (cl penguatan ekosiEtem fcsyen dan kriya; (d) pcnguatan
ekosistem aplikasi dan gim; scrta (c) penguatan ekosistem kuliner.

3.3.4 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

Rcgulasi eksisting untuk memfasilitasi pelaksanaan Prioritas Nasional 3 dinilai telah
memadai sehingga tidak ada kerangka regulasi yang diusulkan.

Kerangka kelembagaan sebagai pendukung pencapaian sasaran Prioritas Nasional 3
"Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan mcningkatkan lapangan kerja yang
berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif scrta
mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui p€ran aktif koperasi",
antara lain

(l) Penguatan Badan Pengelola (Badan Otorita Pariwisata) di Destinasi Pariwisata
Prioritas;

(2) Penguatan tata kelola Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup dalam rangka
mengclola Dana Pariwisata Berkualitas/lndonesia Qualiry Tourism Fund; dan

(3f Lembaga Pcngawas Pelindungan Data ttibadi.
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3.4 Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber
Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan,
Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta
Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan
Generasi Zl, derrr Penyandang Disabilitas

Sumber daya manusia yang sejahtera, adaptif, berakhlak mulia, berbudaya maju, unggul,
dan bcrdaya saing merupa.kan modal dasar pembangunan menuju tercapa.inya Visi lndonesia
Emas 2045. Oleh karena itu, pembangunan harus diawali dengan pemenuhan pelayanan
dasar dan pcmbentukan modal manusia sebagai aspck utama pembangunan untuk
menciptakan fondasi yang kokoh bagi transformasi pembangrnan.

Pembangunan manusia scutuhnya membuka peluang dan mempcrluas kesempatan sctiap
individu mendapatkan layanan publik pada seluruh siklus hidup, secara inklusif, dan
menerapkan prinsip kcsetaraan gender untuk menjalani kehidupan yang bcrmakna. Hal ini
dimaksudkan untuk mcmastikan agar setiap manusia dalam berbagai situasi dan kondisi
mampu mengoptimalkan scgenap potensi, berkembang maju, serta hidup sejahtera secara
lahir dan batin. Pembangunan sumber daya manusia dilaksanakan dengan mcmberikan
setiap individu kesempatan untuk mengembangkan potensi dan kemampuan agar dapat
berpartisipasi dalam pembangunan. Atas dasar hal terscbut, pada pembangunan jangka
menengah nasional tahun 2O2S-2O29, pemerintah berkomitmen untuk mempcrkuat
pembangunan sumbcr daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, keschatan, prestasi
olahraga, keseteraan gender, serta penguatan peran perempuan, pcmuda, dan penyandang
disabilitas.

3.4.1 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 4

Untuk menga.wal kebcrhasilan proses pembangunan sumbcr daya manusia, sains, teknologi,
pendidikan, kes€hatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pcnguatan peran
perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, telah dirumuskan sasaran pembangunan
pada tahun 2O2r2O29 sebagai berikut.

s"oo. ut*" llH*i1;*" ti""io,,"t r

No Sasaran dan lndikator Baseline2o24 Target2o2s Target2029

Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata

I Rata-rata lama sekolah penduduk
usia di atas l5 tahun (tahun)

9,22t1 9,33 9,42

2 Harapan lama sekolah (tahun) l3,21rr 13,32 13,58

3 Rata-rata nilai PISA

(a) Mcmbaca

(b) Matematika

(c) Sains

359 12O22)3t

366 l2o22l3t

383 (2022)3r
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No Sasaran dan lndikator

4 Rata-rate Nilai Ascamen Tingkat
Nasional:

(a) Literasi Membaca

(b) Numerasi
60,89 (2023)

s r,36 (2023)

62,49

54,36

66,49

s9,86

5 Angka Partisipasi Kasar Pendidikan
Tinggi (%)cr

33,94 38,04

6 Proporsi penduduk berusia l5
tahun ke ataa yang berkualifikasi
pcndidikan tinggi (%)

10, rs (20231 u,1l t2,64

7 Persentaae pekerja lulu gan
pendidikan mencngah dan tinggi
yang bekeda di bidang keahlian
menengah tinggi (o/o)

66,30 (2023)rr 66,74 67 ,66

Terwujudnya Kesehatan untuk Semua

8 Usia Harapan Hidup (UHH) (tahunl 72,13 l2o23l2t 74,43 75,4

9 Angka Kelahiran Total lTotal
Fertilitg Ro,tcl (Rata-rata kclahiran
pcr wanita usia subur I $-49
tahun)

2,14 (2O23!.4t

l0 Angka kcmatian lbu (per 100.0o0
kclahiran hidup)cl

r22 77

l1 Prcvalcnsi Stunting (pendek dan
sangat pendek) pada balita (%lcl

2l,50 (2O23)s) 18,8 t4,2

t2 Insidensi Tu berkulosis (per
100.000 penduduk)c)

3a7 (2O2316t 329 190

13 Cakupan kepesertaan jaminan
kesehatan nesional (o/o)c)

98,42 12O24)?t 98,6

Kcluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat lnklusif

14 Indeks Pembangunan Kualitas
Keluarga

69,51 {2023) 72,89 75,55

15 Indeks Perlindungan Anakal 68,29 (20231 7 s,29

16 Indeks Pembangunan Pemudab) 60,s9 (2023) 65,16 73,27

17 lndeks Ketimpangan Gcnder 0,447 l2023l2t o,430 o,394

t8 lndeks Pembangunan Gender 91,85 (2023)q 92,O2-92,rr 92,34-92,54

19 Mobititas Penduduk lanjut Usia (%) 92,94 (2023) 94 96

SK No252152A

68,42 l2023l 69 7l20 Mobilitas Penduduk Penyandang
Disabilitas (o/o)

Easeline2o24 Target2O2' Target2029
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2,12 2,r0
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No Sasaran dan Indikator Baseline2o24 Target 2025 Target2029

Menguatnya lptek, Inovasi, dan Produktivitas Tenaga Kerja

2l Peringkat lndeks Inovasi Global 54 49

22 Tingkat Pcngangguran Terbuka (7o) 4,9t 4,50-5,00 4,Oo4,7r

23 Pengeluaran lptek dan Inovasi (7o

PDBlcl
o,28 l2O2Ol o,30 0,45

24 Tingkat panisipasi angkatan keda

P€r€mPuan (%)cl

56,42 56,30-58,80 56,7H0,89

Mcningkatnya Prcstasi Olahraga Indonesia di Tingkat Dunia dan Budaya Berolahraga di
Masyarakat

23 Jumlah Pcrolehan Medali Emas
pda Olgnpic Games

2

26 Jumlah P.rolehan Medali Emas
pda Paralgnpb Games

# (20281

27 Peringkat pada Asian Oames l3 (2023) e-l l (2026)

2E PeringkAt pada Asian Para Gdmes 6@a23l 5-7 (2026l.

29 Pcringkat pada SEA Qames 3 (2023) 24

30 Peringkat pada ASEAIV Para Carnes t l2o23l t-2 (20291

3l PeBcntasc pcnduduk berumur I0
tahun ke atas yang aktif
berolahraga

9,04r) 10,36-tt,45r) 12,13-13,40rr

Keterangan: a) Berupakan indcks dcngan pcmbaruan indikato! penjrusun; b) Eerupaksr indcks dcngan
pcDbaharuan konscp dan indikator pcnyusun den c) Bcrupakan 45 indikator utaEa pcobangun€n dalsm RPJPN
yang bukan di levet kioritas Nasionsl l) Suscnas, BPS;2) BPS; 3) OECD; 4) BKKBN; 5| Kemcnkca; 6) WHO; 7)

D'SN

3.4.2 Arah Kebijakan

Pembangunan dan p€mbcntukan modal manusia bcrtujuan untuk mcmastikan sctiap
individu, terlepas dari karakteristik dan latar belakangnya, dapat tumbuh dan berkembang
dalam tingkungan yang sehat, aman, gerta bebas dari kekerasan dan diskriminasi di s€tiap
tahapan siklus kehidupan, dengan dukungan dari keluarga yang berkualitas dan masyarakat
yang kondusif. Tujuan ini dapat terwujud apabila setiap orang, baik laki-laki maupun
perempuan, memiliki akses dan kescmpatan yang sctara untuk menikmati manfaat
pembangunan, mengcmbangkan potensi diri secara optimal, serta berpartisipasi secara
bermakna dalam pembangunan. Pembentukan modal manusia ters€but dapat teruujud
apabila sctiap individu sehat, terdidik, dan terlindungi. Dalam rangka mewujudkan sasaran-
sasaran pcmbangunan, dilaksanakan arah kebijakan scbagai berikut:

SK No252153A

53

4-5 (20281

I

3



Sasaran 1 ri

PRESIOEN
REPUELIK INDONESIA

-133-

Terwujudnya kesehatan untuk semua

bynf1 p.nddlbt b.lum l|rrlt brul.ln j.rl.ne PAID
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3.4.3 Intenrensi Kebijakan

Sebagai upaya pencapaian sasaran Prioritas Nasional 4, dilakukan !rcrangkaian intervensi
pa.da masing-masing arah kebijakan scbagai berikut:

(1) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pcndidikan prasekolah dan 12 tahun
pendidikan dasar dan pcndidikan mcnengah) diarahkan untuk mcndukung pcmerataan
akscs terhadap pcndidikan yang bcrkualitas bagi scluruh anak usia sckolah. Kebijakan
ini untuk memastikan scluruh anak usia sckolah dari berbagai l,atar bclakang status
sosial ekonomi dapat mempcrolch layanan pendidikan berkualitaE dengan afirmasi pada
wilayah tertinggal dan kelompok keluarga termiskin. Percepatan wajib belajar 13 tahun
dilakukan melalui (al perluasan layanan pcndidikan anak uEia dini, {b) revitalisasi
sarana dan praearana sekolah dan madrasah yang bcrkualitas, (c) penyaluran bantuan
pendidikan yang tepat sasaran, scrta (d) p€ncegahan dan penanganan anak tidak
sekolah.

(2) Peningkatan kualites pengajaran dan pembelajaran diafahkan untuk mewujudkan
proses pcmbelajaran yang bcrfokus pada pescrta didik sehingga mampu
mengembangkan kemampuan bcrpikir tingkat tinggi lhigher order tfunfting skrlls). Selain
itu, kcbUal€n ini mendorong pcnciptaan iklim pcmbclajaran yang baik sehingga proses
bclajar diharapkan menjadi wahana membangun sumber daya manusia yang unggul dan
bcrdaya saing. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran dilakukan melalui (a)
pcngembangan inovasi pcmbelajaran dengan memanfaatkan teknologi digital dan
Pcncrapan pcdagogl modera $rcdagogicd techrology content knouledge/YlCKl; Fl
penciptaan ekosistem satuan pendidikan yang mendukung proses pcmbelajaran
berkualitas, termasuk peningkatan kccakapan litcrasi kelas awal, serta penguatan
karakter dat uellbeing pescrta didik dan pendidik; (c) pemantapan sistem ascamen
komprehensif; (dl pengembangan anak usia dini holistik-inte$atiq (e) peningkatan
kualitas pendidikan agama dan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha
Esa; (f) penerapan kurikulum yang kontekstual berpusat pada peserta didik serta fokus
pa.da karakter dan kompctensi esensid; (d pcmbangunan dan penyelenggaraan sekolah
unggul; serta (h) revitalisa8i pendidikan nonformal.

(3) Pemenuhan layanan pendidikan pcsantren dan p€ndidikan keagamaan yang berkualitas
diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan agama yang kuat
serta akhlak mulia dan karakter positif yang bcrkontribusi dalam pembangunan.
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lntervensi kebuakan ini akan dilakukan melalui (a) peningkatan kualitas pendidikan
pesantren dan pcndidikan keagamaan, (b) rekognisi lulusan pcndidikan pesantren dan
pcndidikan keqgamaan, serta (c) penguatan penjaminan mutu pendidikan pesantrcn dan
pendidikan kcagamaan.

(4) Penguatan pcngclolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas diarahkan untuk
memenuhi dan meningkatkan pemerataan pendidik di seluruh wilayah serta
peningkatan kompetensi dan profesionalisme pcndidik dan tenaga kcpcndidikan.
Kebijakan ini memastikan bahwa pendidik berkualitas terdistribusi secara merata,
termasuk di daerah aftrmasi. Intewensi kebijakan ini akan dilakukan melalui (a)

reformasi pcndidikan keguruan melalui penguatan l.€mbaga Pendidikan Tenaga
Kependidikan (LPTK) dan revitalisasi Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan (b)
restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi, rekrutmen,
pcngangkatan dan penempa.tan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g. pclatihan,
in-seruie trainingll, perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja.

(5) Penguatar sistem tata kelola pendidikan diarahkan untuk menyelenggarakan tata kelola
yang efektif dalam upaya meningkatkan kualitas pemb€lajaran dan pcngajaran.
Kebiiakan ini menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pa.rtisipasi
semua pemangku kepcntingan, termasuk pendidik dan tcnaga kependidikan, peserta
didik, orang tua, masyarakat, serta pemerintah. Intervensi kebdakan ini akan dilakukan
melalui (a) penguatan manqjemen kepemimpinan lembaga pendidikan, (b) peningkatan
kapasitas pemerintah pusat dan daeral dalam pengelolaan pcndidikan khususnya
terkait pemanfaatan anggaran pendidikan, scrta (c) penguatan sistem penjaminan mutu.

(6) Penguatan pcndidikan tinggi berkualitas yang merata dan pcngembangan Science,
Technologg, Engineeing, Arl, and Mathematics (STEAM) untuk menjamin kualitas
pcnyelcnggaraan layanan pcndidikan tinggi sccara utuh dari mulai mahasiswa (input),
inovasi pembel,ajaran dan relcva[si kurikulum (proses), dan lulusan yang produktif dan
berdaya saing (ourput), s€rta didukung pengarusutamaan *ience, Teclatologg,
Engineering, Art, and. Matfematics (STEAM) pada program studi, pembelajaran, maupun
kompetensi lulusan. Intervensi kebuakan ini akan dilakukan melalui (a) peningkatan
relevansi dan pcrluasan akses pendidikan tinggi; (b) pengcmbangan Science, Technologg,
Engineeing, Ad, and Mathematics (STEAM); (c) penguatan otonomi perguruan tinggi
sebagai rumah masyarakat ilmiah; scrta (d) peningkatan kualitas dan pengelolaan dosen.

(71 Penguatan pendidikan dan pclatihan vokasi dan produktivitas tenaga kerja merupakan
upaya melanjutkan kebdakan revitalisasi vokasi yang dilakukan secara holistik meliputi
aspek supply (pendidikan dan pclatihan) dan upa.ya menghubungkan vokasi dengan
dunia usaha, dunia industri, dan dunia keda (DUDIKA). Pokus penguatan pendidikan
dan pelatihan vokasi yaitu (al penguatan infrastruktur esensial dan pembelajaran yang
menghasilkan lulusan dengan kompctensi yang selaras dengan perkembangan dunia
usaha, dunia industri, dan dunia keia (DUDIKA); (b) pcnguatan pengembangan
kapa.bilitas dan komp€tensi sumber daya manusia bidang pcndidikan dan pelatihan
vokasi (guru sekolah menengah kejuruan, dosen vokasi, dan instruktur). Selain itu,
penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, ekosistem ketenegaketjaan juga akan
diperkuat untuk mcnciptakan iklim ketenagakedaan yang kondusif yang mendorong
kualitas dan produktMtas tenaga kerja, termasuk tenaga kerja p€rempuan. lntervensi
kebliakan ini akan dilakukan melalui (a) p€nguatan pendidikan menengah vokasi, (bl
penguatan pendidikan tinggi vokasi, (c) penguatan pelatihan vokasi, scrta (d) penguatan
produktivitas berbasis iklim ketenagakerjaan yang kondusif.
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(8) Peningkatan kontribusi iptek dan inovasi (iptekin) dalam pembangunan nasional
dilakukan dengan pengembangan ekosistem terintegrasi hingga hilirisasi dan
p€manfaatannya terutama di industri. Fokus utama adalah meningkatkan kuantitas dan
kualitas iptckin, termasuk penguatan sumber daya manusia dan budaya ilmiah,
perbaikan tata kelola dan proses bisnis iptekin, pembangunan dan pengembangan
infrastruktur iptekin strategis, serta perluasan jejaring dan peningkatan kerja sama
dengan industri. Optimalisasi hasil iptekin dilakukan dengan memperkuat intermediasi
antara penghasil dan pemanfaat, khususnya di bidang pangan, energi, pertahanan,
kesehatan, dan lingkungan, serta dukungan terhadap transformasi digital, ekonomi biru,
ekonomi hijau, dan ekonomi sirkular. Peran kmbaga Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat (LPPM), soence techno park (STP), serta hub iptek dan inovasi di tingkat
daerah dan sektoral alan diperkuat untuk mendukung kebijakan publik berbasis bukti
dan ekonomi pengetahuan yang berkelanjutan, mempcrcepat inovasi dan kolaborasi,
serta pemanfaatan teknologi antarp€mangku kepentingan. Intervensi kebijakan ini akan
dilakukan melalui (a) pcnguatan kapasitas iptek dan inovasi; (bl peningkatan fungsi
intermediasi dan layanan pemanfaatan iptek dan inovasi; (c) optimalisasi p€manfaatan
iptek dan inovasi secara masif di berbagai bidang tcrmasuk pengawasan
ketenaganukliran; serta (d) penguatan p€rguruan tinggi sebagai pusat keunggulan iptek
dan inovasi berbasis kewilayahan dan berdaya saing.

(9) Pengembangan Manajemen Talenta Nasional diarahkan untuk memperluas kumpulan
}:aket ltalent pool) dan memperbaiki mekanisme akuisisi Talenta, memperkuat intervensi
pembinaan serta fasilitasi Talenta, menyediakan sarana dan prasarana esensial
manajemen Talenta, meningkatkan sinergi pendanaan, tata kelola kelembagaan, dan
koordinasi pelaksanaan manajemen Talenta, serta memperkuat tata kelola untuk
keberlanjutan siklus manajemen Talenta, melalui (a) pcngembangan Manajemen Talenta
Nasional Seni Budaya; (b) pengembangan Manajemen Talenta Nasional Riset dan Inovasi,
(c) pcngembangan Manajemen Talenta Nasional Olahraga, dan (d) penguatan tata kelola
Manajemen Talenta Nasional.

(10) Penguatan budaya literasi untuk kreativitas dan inovasi diarahkan untuk mewujudkan
masyarakat berpengetahuan guna mendorong kreativitas dan inovasi yang mendukung
daya cipta dan produktivitas. Kebdakan ini menekankan pentingnya pendidikan
sepanjang hayat secara inklusif dengan mengintegrasikan kegiatan literasi untuk
mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berperangai ilmiah, kreatif dan inovatif.
lntervensi kebijakan ini akan dilakukan melalui (a) peningkatan kualitas layanan
perpustakaan berbasis inklusi sosial, dan (bl peningkatan budaya kegemaran membaca.

(lllPeningkatan kesehatan dan gizi masyarakat diarahkan untuk meningkatkan derajat
kesehatan dan gizi penduduk bcrbasis siklus hidup mulai dari I.OOO hari pertama
kehidupan, anak, remqja, dewasa, dan lanjut usia dengan penekanan pada penguatan
edukasi, peningkatan cakupan, kualitas, dan tata laksana layanan kesehatan dan
intervensi perbaikan gizi sesuai standar, serta mencegah kematian dini dan
meningkatkan harapa.n hidup sehat, melalui (al penurunan kematian ibu dan anak,
dengan scluruh persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan keschatan sesuai standar,
serta memperkuat deteksi dini faktor risiko dan kapasitas pclayanan kegawatdaruratan
ibu dan anak; (b) pencegahan dan penurunan stunting, dengan meningkatkan cakupan
dan kualitas serta integrasi interensi kunci yang berfokus pada penguatan faktor
determinan di masing-masing kelompok sasaran; (c) p€ningkatan pelayanan kesehatan
dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia s€rta keluarga berencana dan
kcsehatan reproduksi; serta (d) penyelcnggaraan pemeriksaan kcaehatan gratis.
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(12) Pemberian makan Bratis untuk p€menuhan gizi diarahkan untuk membangun generasi
sehat, cerdas, dan produktif yang berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi,
pengentasan kemiskinan, dan pengembangan sumber daya manusia berkualitas,
dengan akses pada asupan grzi yang cukup dan keberagaman bahan pangan serta
meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pcrbaikan gizi, melalui (a) pemberian
makan bergizi untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita; serta (b)

p€nguatan ekosistem pendukung pcmberian makan bcrgizi.

(13) Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat diarahkan untuk menurunkan
angka kesakitan dan kematian akibat penyakit dengan memperkuat pencegahan dan
deteksi dini faktor risiko, tata laksana kasus, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, serta
menerapkan pembangunan bcrwawasan kesehatan, melalui (a) penuntasan
tuberkulosis; (b) eliminasi penyakit kusta dan schistosomiasrls; (c) p€ngendalian pcnyakit
menular lainnya terutama Human Immutadeficiency Virus/ Acquired Immune Deficiency
Sgndrome dan climinasi penyakit tropis terabaikan lainnya seperti malaria; (d)

pengendalian pcnyakit tidak menular den peningkatan upaya kesehatan jiwa; (el

pembudayaan hidup schat dan pengendalian faktor risiko pcnyakit tidak menular
terutama pengendalian konsumsi produk berdampak negatif bagi keschatan seperti
produk hasil tembakau dan pangan tinggi garam, gula, dan lemak antara lain dengan
penerapan dan peningkatan tarif cukai secara bertahaP, inovasi pajak, pengctatan iklan,
pencantuman p€ringatan bergambar bahaya merokok, dan penerapen labcl gizi, serta
pemenuhan dan prasarana yang mendukung pola hiduP sehat akivitas fisik; serta (0

penyehatan lingkungan.

(14) Penguatan kapa.sitas ketahanan kesehatan diarahkan untuk melindungi penduduk dari
ancarnan kedaruratan kes€hatan, termasuk pcnyakit emerging dan re'emerging, dengarr
meningkatkan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons secara efektif
dan cepat, melalui (a) penguatan surveilans, pengendalian kejadian luar biasa atau
wabah dan penanganan bencana, dengan meningkatkan kapasitas laboratorium dan pos
pintu masuk negara; (b) pemenuhan eediaan farmasi dan pengendalian resistensi
antimikroba; serta (c) p€nguatan sistem p€ngawasan pangan dan sediaan farmasi
termasuk mcmperkuat pengawasan siber dan farmakovigilans, serta penegakan hukum
terhadap kejahatan obat dan makanan.

(15) Penguatan pelayanan kesehatan dan tata kclola diarahkan untuk meningkatkan
pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang inklusif di seluruh wilayah
hingga tingkat desa, afrrmasi bagi daerah sulit akses, pcmbcrdayaan masyarakat dan
swasta dalam penyediaan layanan kesehatan, termasuk peran kadcr kesehatan,
mendorong inovasi pelayanan kesehatan, serta meningkatkan kualitas pendanaan
kesehatan yang berkelanjutan, melalui (a) investasi pelayanan kesehatan primer; (b)

pcmbangunan rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan
pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses termasuk pengembangan layanan
b€rbasis kompctcnsi terutama kanker, jantung, strok, uronefrologi, dan kesehatan ibu
dan anak; (c) produksi dan pendayagunaan sumber daya manusia kcschatan untuk
pemenuhan dan pcmerataan sesuai kcbutuhan pembangunan kesehatan, antara lain
melalui restrukturisasi kewenangan pengclolaan tenaga medis dan tenaga kesehatan; (d)

p€nguatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan pendanaan kesehatan termasuk
reaktivasi pcserta non-aliitif, p€nguatan kendali mutu dan biaya pelayanan kes€hatan
Jaminan Kesehatan Nasional, serta p€ngembangan skema pendanaan inovatif untuk
kesehatan; serta (e) penguatan tata kelola, data, informasi, dan inovasi teknologi

SK No252160A



PRESIOEN
REPUBUK INDONESIA

- r39 -

kesehatan, termasuk peningkatan kapasitas daerah dalam perencanaan, pembinaan,
pengawasan, dan pengendalian pcmbangunan kcaehatan.

(16) Peningkatan ketangguhan keluarga diarahkan untuk memastikan keluarga dapat
menjalankan fungsinya sccara optimal, menjedi wadah sosialisasi antar generasi dan
kontrol sosial bagi seluruh anggotanya, s€rta memiliki resiliensi dalam mcnghadapi
perubahan dan konflik, mclalui (a) penguatan institusi keluarga untuk pcnanaman nilai-
nilai, moral, integritas karakter, dan pcngcmbangan psikososial anak; (bl penyediaan
fasilitas pendukung keluarga dalam melaksanakan fungsi utama keluarga; serta (c)
pemenuhan hak sipil dan hukum, s€rta afirmasi bagi keluarga rentan.

(17) Peningkatan kualitas perlindungan anak diarahkan untuk mewujudkan Indonesia Layak
Anak melalui p€nguatan sistem perlindungan anak dan pengasuhan yang layak untuk
menjamin bahwa s€tiap anak, sejak dalam kandungan, termasuk anak dalarn kondisi
khusus, dapat tumbuh dan bcrkembang dengan optimal, menikmati hak-haknya, serta
berpartisipasi dalam proses pembangunan, melalui (a) pcmenuhan hak anak sccara
universal dan p€nguatan resiliensi anak; scrta (bl perlindungan anak dari tindak
kekerasan, eksploitasi, penelantaran, pcrkawinan anak, dan perlakuan salah lainnya.

(18) Peningkatan kualitas pemuda diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas
pendidikan formal dan nonformal, penguasaan karakter dan kompetensi individu
sebagai modal dasar ketahanan dari perilaku berisiko, kesehatan jiwa maupun raga,
ketenagakerjaan yang layak, partisipasi aktif dan kepemimpinan dalam pembangunan,
serta inklusivitas dan kesctaraan gender, melalui (a) peningkatan kualitas pemuda
dalam pendidikan, kcschatan, karakter, pramuka, dan pcncegahan pcrilaku berisiko; (b)
pcningkatan partisipa.si aktif pemuda dalam ketcnagakerjaan; scrta (c) pcningkatan
partisipasi aktif dan kepcmimpinan pemuda di bidang sosial dan politik.

(19) Pcningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan pcrcmpuan, dan pcrlindungan dari
kekerasan diarahkan untuk menurunkan ketimpangan capaian pembangu.nan antara
laki-laki dan perempuan, mcnghapuskan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan
terhadap p€rempuan, memperkuat agencA dan mendorong pcran aktif pcrempuan dalam
kehidupan keluarga dan masyarakat, scrta membangun tata kelola pclaksanaan strategi
pcngarusutamaan gender yang efektif dan berkelanjutan, melalui (a) peningkatan akses
layanan kcsehatan dan pendidikan; (b) penguatan kapasitas dan kemandirian, scrta
peningkatan kcpemimpinan p€rempuan dalam pcngambilan keputusan; {c) peningkatan
partisipasi aktif perempuan di ekonomi dan ketenagakedaan; (d) p€menuhen dan
perlindungan hak pcrempuan bebas dari kekerasan; serta (e) penguatan tata kelola dan
pelembagaan pengarusutamaan gender dalam proses pembangunan.

(2O) Peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia
diarahkan untuk menurunkan kesenjangan antara penduduk r€ntan lanjut usia dan
penyandang disabilitas dengan penduduk lainnya, memberikan kesets,raan hak dan
jaminan kehidupan yang layak, mengurangi ketimpangan kondisi sosio-ekonomi untuk
penyandang disabilitas dan lanjut usia, serta mendorong peran aktif penduduk
penyandang disabilitas dan pcnduduk laniut usia untuk bcrkontribusi dan
berpartisipasi dalam berbagai sektor pembangunan. Intervensi ini didukung dengan
penguatan mekanisme pengukuran inklusivitas dan pemenuhan hak penyandang
disabilitas dan lanjut usia melalui penyusunan indcks inklusivitas. Selain itu, penguatan
kerangka kebirjakan juga sangat dip€rlukan untuk memastikan adanya pedoman yang
komprehensif bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan
yang inklusif. Salah satu penyusunan kebijakan yang masih diperlukan dalam
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implementasi pembangunan inklusif adalah Rancangan Undang-undang tentang
Kelanjutusiaan. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan pedoman bagi
Kementerian, kmbaga, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam
melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan kebiiakan
kelanjutusiaan serta memberikan mekanismc koordinasi dan kelembagaan pelaksanaan
program dan kegiatan kelanjutusiaan untuk memastikan kolaborasi lintas scktor.
Selanjutnya, peningkatan kesetaraan dan pcmenuhan hak penyandang disabilitas dan
lanjut usia dilaksanakan melalui (a) p€nghormatan, pelindungan, dan pemenuhan
terhadap hak penyandang disabilitas dan lanjut usia; serta (b) penguatan prinsip dan
pendekatan kesetaraan, partisipasi, dan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas dan
lanjut usia ddam proses pembangunan.

(21) Peningkatan pcmbinaan prestasi olahraga diarahkan untuk mcningkatkan prestasi
olahraga Indonesia di tingkat regional dan internasional yang didukung oleh pembinaan
bcrjenjang dan b€rkelanjutan, s€rta tenaga olahraga, organisasi, sarana dan prasarana
yang berstandar internasional scsuai dengan Desain Besar Olahraga Nasional dan
Desain Besar Manajemen Talenta Nasional Bidang Olahraga, melalui (a) pengembangan
sistem pembinaan olahragawan talenta unggul, (bl pengembangan tenaga dan organisasi
olahraga berstandar intemasional, (c) p€ngembangan sarana dan prasarana olahraga
berstandar internasional yang ramah disabilitas, scrta (d) peningkatan partisipasi dan
penyelenggaraan event/ festival I kompetisi olahraga.

(22) Pcngembangan pembudayaan olalrraga yang inklusif diarahkan untuk mendorong
peningkatan partisipa.si aktif masyarakat dalam berolahraga, termasuk penyandang
disabilitas, didukung oleh partisipasi berolahraga dan kebugaran siswa di satuan
pendidikan formal, nonformal dan pendidikan khusus, s€rta industri olahraga sesuai
dengan Desain Besar Olahraga Nasional, melalui (a) pengembangan olahraga pendidikan
dan penyandang disabilitas, dan (b) pengembangan olahraga masyarakat dan industri.

Berdasarkan perspektif siklus hidup manusia, dimensi keschatan dan pendidikan
merupakan kunci tumbuh kembang dan produktivitas manusia. Dalam merespons isu
tersebut, pencapaian Prioritas Nasional 4 juga lidukung olch Program Hasil Terbaik Cepat:
(1) Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pcsantren, serta bantuan gizi untuk
anak balita dan ibu hamil; (2) Menyclcnggarakan pemeriksaan keschatan gratis,
mcnuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap b€rkualitas di kabupaten;
dan (3) Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di s€tiap kabupaten, dan
memperbaiki sekolah-sekolah yang pcrlu renovasi. lmplementasi Program Hasil Terbaik
Cepa.t dilakukan melalui Kegiatan Prioritas.

(l) Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita serta
Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi

Gambaran Umum. Asupan glzi yang cukup merupa.kan aspek fundamental bagi
pembentukan modal manusia. Namun demikian, keterbatasan akses kepada asuPan gizi
yang cukup dan keberagaman bahan pangan serta pemahaman masydakat menyebabkan
berbagai permasalahan gizi. Program hasil terbaik cepat memberikan makan bcrgizi gratis
untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita memiliki daya ungkit tinggi
tcrhadap pcmbangunan modal manusia.

Program ini memiliki tujuan utama untuk membangun gcnerasi sehat, cerdas, dan produktif
menuju Indonesia Emas tahun 2O45 dengan tujuan khusus dan prinsiP peny€lenggaraan
seperti pada Gambar 3.1.
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Gambar 3.1
T\.rjuan Utama Program Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil,

Ibu Menyusui, dan Balita
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Permasalahan dan Tantangan. Kualitas asupan gizi dan pola makan menjadi faldor utama
masalah gizi pada ibu hamil, ibu menyusui, balita, maupun anak sekolah, tcrmasuk
kurangnya konsumsi buah dan sayur. Pembcrian makanan bergizi kepada sasaran harus
sesuai dengan kecukupan gizi harian scsuai dengan anjuran yang telah ditetapkan oleh
Kementerian Kcachatan agar permasalahan gizi kurang dapat teratasi dan tidak mendonong
peningkatan prevalensi gizi lebih dan obesites pada target sasaran. Sclain itu, permasalahan
gizi pada balita dan anak sekolah yang tidak diatasi daPat mempengaruhi perkembanga.n
kognitif anak dan prcstasi belajar siswa.

Ionjakan pcrmintaan bahan pangan yang tinSgi di setiap daerah dengan adanya
penyelenggaraan program malan bergizi gratis dapat terjadi. Namun, kualitas pangan
terutama susu dan sumber protein hewani dalam negeri yang tidak mencukupi
membutuhkan strategi jangka pcndek dan jangka panjang. Selain itu, dispa.ritas
pcmbangunan infrastruktur dan penyediaan sarana, scperti fasilitas air bersih dan sanitasi
di sekolah, transportasi, s€rta pembangunan jalan di daerah juga akan mempcngaruhi proscs
distribugi bahan pangan maupun makanan ke sasaran.

Keragaman karaktcristik demografi dan variasi geografis Indonesia juga mcmbcrikan
tantangan dalam pcnyelenggaraan prograrn makan bergizi gratis. Perubahan jumlah sasaran
ibu hamit, ibu menyusui, dan balita terjadi sccara dinamis. Angka ini dapat berubah sctiaP
hari dan mempengaruhi jumlah makanan yang akan disediakan oleh satuan pelaksana.

PROGRAM MAKAN EERGIZI GRATIS

s.ntrl

Itu hrmll,Ibu m.nw!ul, dtn
b.lhr b.Bt tur girlno.h.l

PRINSIP PCNYELENGGARAAN
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Kemudian, variasi geografis juga memengaruhi rantai pasok di daerah dan distribusi
makanan kepada penerima manfaat untuk menjamin kualitas dan keamanan pan8an'

Pembinaan, pengawasan, dan pcngendalian program terpadu untuk menjamin penyediaan
makanan yang berkualitas, scrta manajemen pengenddian risiko di seluruh wilayah menjadi
tantangan agar risiko kcjadian luar biasa (KLB) dapat terhindari, tepat sasaran, dan tujuan
program dapat tercapai. Sistem monitoring dan evaluasi yang terdigitalisasi dapat
diperbaharui xcara real-time, terpadu, dan tepat ltasaran. Selain itu, untuk dapat mencapai
tujuan, penyelcnggaraen program pemberian makan bergizi gratis membutuhkan dukungan
prograrn lain yang diselenggarakan oleh kementerian / lembaga lain dan pcmcrintah daerah.

Langkah-langkah pcnyelesaian masalah. Penyediaan makanan bergizi gratis dib€rikan
kepada empat kategori target sasaran yaitu (1) anak sekolah di scluruh jenjang pcndidikan
dari pendidikan anak usia dini (taman kanak-kanak/raudhatul athfal/bustanul athfal

/ sederqjat) sampai sekolah menengah atas / eekolah menengah kejuruan/madrasah
aliyah/ sederajat; (2) santri di pesantren dan sekolah keagamaan lain; serta (3) ibu hamil, ibu
mcnyusui, dan anak balita b€rstatus Sizi normal; scrta (4) ibu hamil dan anak belita
bermasalah Sizi. Oleh karena itu, standar gizi bcrdasarkan empat kategori tersebut harus
ditetapkan s€suai angka kecukupan gizi harian yang dianjurkan. Makan bergizi gratis yang
disediakan melalui program ini mengandung 2O-25 persen (dalam bentuk sarapanl dan 3O-

35 persen (dalam bentuk makan siang) dari angka kecukupan gizi harian yang telah
ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019. Waktu pemberian
malan bergizi menyesuaikan jadwal kegiatan belajar mengajar, terutama untuk anak
pendidikan anak usia dini (taman kanak-kanak/raudhatul athfd/bustanul athfal / sederajat)
dan sckolah dasar/madrasah ibtidaiyah/ sederajat.

Program makan bcrgizi diberikan sesuai dengan prinsip gizi seimbang, b€ragam, aman, dan
sesuai dengan preferensi lokal. Komposisi makanan lengkap yang diberikan kepada
kelompok sasaran mcncakup kebutuhan energi dan zat Sizi per hari sesuai denBan kelompok
umur dan jenis kelamin, yang terdiri dari makanan pokok, sayuran, lauk-pauk' buah-
buahan, aerta susu sebagai pelengkap. Pcngembangan menu pangan lokal didorong dengan
tetap menjamin kccukupan kandungan gizi, keberagaman, kualitas, keamanan, dan
kctcrjangkauan makanan. Penggunaan sumber pangan lokal diutamakan dengan
memperhatikan alternatif bahan penukar dan preferensi masyarakat lokal. Oleh karena itu'
pengembangan pedoman bahan penukar makanan dan variasi menu tidak boleh luput ddam
persiapan implementasi program.

Implemcntasi program dapat b€rjalan dengan baik jika diikuti dengan pcmantauan terhadap
konsumsi sasaran dari makanan bergizi yang dibcrikan serta integrasi pelaksanaan program
pendukung tainnya sep€rti edukasi gizi dan promosi perubahan perilaku hidup sehat,
pengukuran antropometri, fortitikasi pangan, penyediaan sarana air bersih dan sanitasi,
penjaminan ketersediaan stok dan keragaman bahan pangan, penjaminan keamanan pangan

dan higienitas makanan, pengelolaan limbah dan sampah, penyediaan infrastruktur listrik,
transportasi, dan telekomunikasi, s€rta pemberdayaan masyarakat, petani, dan peternak
lokal. Selain itu, revitalisasi sekolah juga pcrlu dilakukan untuk mendukung program
pembcrian makan b€rgizi gratis melalui penyediaan fasilitas transit penyaluran makanan,
penycdiaan sarana dan infrastruktur air bersih dan sanitasi, serta p€nyediaan alat
antropometri. Pro8ram pendukung pemberian makan bcrgizi Sratis sccara rinci terdaPat
pada Gambar 3.2.
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Gambar 3.2
Program Pendukung yang Perlu Diintegrasikan dengan Pemberian Makan Bergizi Gratis untuk Siswa,

Santri, Ibu Hamil, Ibu Menlrrsui, dan Anak Balita

l(Bchrtan

. Pengukuran antropometi (tlnggi
badan, berat badan,lingkar lengan
atas)

. standar giridan pedoman menu

. Senifikasi dan inspelsi hgicna dan
sanitasi

. Edukasi glzl seimbang dan pola
hidup sehat

' Penetapan standar fonifikasi beras
. Penjahinan kualitas sumber air

bersih dan ail minum
. Pembardayaan kader kesehatan

. Penyediaan satuan pelayanan

. Pemutakhiran data sasaran dan
satuan pendidikan

. Harmonisasi dan slnkronliasl
program MBG dalam peren(anaan
dan angqaran daerah

. Data peren(aflaan sasaran dan
ratuan pendidlkan
(5ekolah, madrarah, pesantrcn)

. Data untuk pemantauan dan craluasi
sasaran dan satuan pendidiken
(5ekolah, madrasah, pesanren)

. lnfrastruktur pendukung sistem
informasi digital untuk pemantauan
dan evaluasi program

. Peningkatan kapasitas UMKM,
koperasl, dan gUMDES (pemblayaan.
kemampuan manajemen,
pengolahan logastik bahan pangan,
pengadaan barang/.iasa) sebagai
penyedia bahan pangan darvatau
pengelola satuan pelayanan

' Percepatan penyusunan kerangla
regulasi untuk program MBG

. Percepatan pe linan untuk
pendirian satu.n palayanan

. Mekanisme p€ngadaan jasa
(bangunan, sarpras, dan
operasional)

. Mekanisme p€ngadaan bahan
pan9an

. Penyediaan infrastru ktu r sanitasi
dan air bersih untuk latuan
pendldikan dan sa(Jan peliyanan

. Penyediaan inlrastruktur linrak,
5uplai bahan bakar/9as, transportasi.
telekomunikasi, p€nqelolaan limbah,
dan sampah disatuan p€layanen

P.ndldikan

. Penyediaan lnfrastruklur sanitasl, air
bersih, fasilitas tra nsit mdkanan

. Penyelarasan waktu pemberian
makanan pada siswa dan sentri

. Renovasi dapur (hanya untuk satuan
pendidikan yang menjedi SP)

. Penyusunan SOP dan p€doman
penyelenggaran MBG da satuan
pendidikan

. Pelatlhan tenaga pendldlk dan
kependidikan untuk penyelenggaraan
MBG

. Penjaminan ketersediaan stok,
keragaman bahan pangan. dan
pernanfaatannya

. Pemberd.yaan dan korporatisasi
petani, p€ternak, dan nelayan untuk
penyediaan bahan baku

. Pelaksanaan fortifi kasi beras skala
besar

. Penjaminan standar mutu dan
keamanan bahan pangan segar

' Sertifikasihalal untuk satu.n
pelayanan

. Pengawasan mutu dan keamanan
makanan

. Pengcmbanganmoduldan
penyelefi ggaraen pelatlhan
penjamah makanan

Program
Makan
Bergizi
Gratis
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Penetapan regulasi yang mendukung penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis harus
disusun scgera sebagai dasar satuan pclaksanaan di daerah. Regulasi yang dimaksud perlu
setingkat undang-undang atau pcraturan presidcn.

Untuk menjamin pemcnuhan kebutuhan bahan pangan di s€tiap wilayah, pelibatan petani,
petemak, scrta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi sanBat dip€rlukan
agar prroses rantai pasok dapat lebih efisien dan kebutuhan bahan pangan dapat tersedia
dengan cepat. Kondisi ini pcrlu didukung dengan sistem pcngadaan yang scderhana, efcktif,
dan terstandar sehingga keterlibatan pelaku ekonomi lokal dapat terjadi dengan tetap
menjamin kualitas bahan pangan yang dipcroleh. Kontrak p€ngadaan lintas tahun dapat
menjadi alternatif agar pemenuhan bahan panga.n tidak terhambat oleh mekanisme
pengadaan barang/jasa.

Untuk mcnjamin pemberian makanan bergizi yang tePat sasaran, pembaruan data sasaran
harus dilakukan secaia real time dcngan dukungan sistem informasi. Selain itu,
pengembangan modalitas dan mekanisme penyelenggaraan program untuk sasaran di
wilayah perdesaan, terpencil, dan kepulauan juga perlu untuk dilakukan.

Mekanisme pembinaan, pengawasan, dan pengendalian harus disusun secara terencana
untuk menjamin tujuan program tercapai. Pengcmbangan assessment status gizi pada awal
penyelenggaraan program juga perlu dilakukan scbagai salah satu upaya penilaian
keberhasilan program. Dukungan sistem informasi terpadu dengan dataDase peserta didik
serta status keschatan dapat mendukung efektivitas pros€s monitoring dan evaluasi program.

Sclain itu, inspcksi, pcmbinaan, dan supenrisi secara berkala harus terus berjalan sebagai

upaya evaluasi nomati.E progranL

Gambar 3.3
Mekanisme Pelaksanaan Pemberian r"U.. 
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Dukungan lintas sektor, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat juga perlu diselaraskan
dengan penyelenggaraan program makan bergizi gratis. Hal ini pcrlu didukung dengan
pengembangan rencana pengembangan yang komprehensif serta mekanisme kerja sama dan
kemitraan yang transparan dan akuntabel. Penjabaran strategi tahunan program
mcmberikan makan bergizi gratis untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak
balita, terdapat pada Tabcl 3.5.

Tabel 3.5
Strategi Tahunan Pcmberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri,

lbu Hamit, Ibu Menyusui, dan Balita

Aspek 2025 2026 2027 2024 2029

Target Sasaran 19% 500/0 aoo/o 1O0o/o

Total Sasaran 17,89 juta
jiwa

46,39 juta
jiwa

64,94 juta
jiwa

73,86 juta
jiwa

92,78juta
jiwa

Lokasi

lkbupstcn/Kota 514 kab/kota secara bertahap dan dikembangkan sccara menyeluruh sampai
tahun 2029

Jumlah Satuan
Pclayanan (SP)

5.OO0 SP 13.254 SP 18.555 SP 2l.lo4 SP 26.508 SP

Modatitas
Penyelenggaraan

Satuan
Pelayanan

Satuan
Pelayanan,
Sekolah,
Pesantren

Satuan
Pelayanan,
Sekolah,
Pesantren,
Daerah
Terpencil

Satuan
Pclayanan,
Sckotah,
Pesentlen,
Daerah
Terpencil

Satuan
Pelayanan,
Sckolah,
Pesantren,
Daerah
Terpencil

Kerangka
Rcgulasi

Peraturan
Presiden
Penyelenggaraan
Program Makan
Bcrgizi Gratis

Penyusunan
Undang-
Undang
Pemenuhan
Gizi Nasional

Adapun highlight intervensi dari mcmbcrikan makan bergizi gratis untuk siswa, santri, ibu
hamil, ibu menyusui, dan anak balita termuat dalam infografis di bawah ini.
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. Pombdlan Makan B€rgid untuk Shm, Santrl, lbu Hamll, lht
Menyusui, dan Balih

. Penguatan Ekoslrt€m Pendukung Pemberian Makan Bergizi

W
lrdtd P.netrmpu
1. Eadan GrziNasiqlal

drlKorrffiriq 8.

l- K.€oldna&n Kaaohdan

2. Komsisri.n Pcndidkan 9.

Dcer den MorEluCr
3. K.rndltorien Agalrts 1o

4. Kani€ntcrianPortanbn
5. Bdn Pergan ltdod 11-

6. f\oriolcrian (.Ll.lan
dsnPadkrrgn 12'

,. **a* @ ,r.

Xcnl€flt.riln Ulaha
l6cilddt lii.n rEdt
B*n Pongffi Obsl
&n l.lakarE r

lGnE'ltdho
Pct6rj*n Umum
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POT

Pom€rinoh Oa-ah

g
Soluruh ksb/kote di s.luruh provin6i

(Progrem dilaken kan di s€lur'lh kabopetcn/tote
6€cera baiahap (hn akan dikombangkan
6€csra nonyeluruh rampd lehun 2@9)

1. Bsntu m.l€n b€llizi kop.da ibu h.rnil, ibo m.nyutui. dan b.lib
2. 8.ntu.n m.l€n bdoizi kapr.h p.alne duik iolruh lsnj.ng dan 8anti
3. PromoC den oduk.sl Ent ng pefllcnult n Cia
4. S.tuan paidilkan y.rE maLklsratai p.Eg.rm UKS
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6. Sbtcm lnformBi p.mcndEn fiai narionel

7. Satlan pehy.mn &pur m.fs! b.rgi,
8_ P6ngu.ten intoryonsi pondukung prmb.Ihn m.ksn borgizi soperti p€nguku..n snlropomolri, fortifik liP.ngan,

pcnlediasn sarene eii ber.ih d.n s.nitaai, p.nj.min n ka.men.n p.ngan den higion(.a ftak.n.n, m.nai.man llmb.h,
pcnrinfeatan komoditea lokat. pcmbord.y..n maryar.t t. UUKM tok.l. drn SUMOcs. s.is pan,.mb.ngan bah.n pangan

delam nogeri

(2) Menyelenggarakan Pcmcriksaan Kcschatan Gratis, Menuntaskan Kasus TBC, dan
Membangun Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/ Kote

(a) Penuntasan Kasus Tubcrkulosis

Gambaran Umum. Tubcrkulosis menjadi salah satu dari lima pcnyebab utama beban

pcnyakit di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan masih belum oPtimalnya uPaya yang

dilakukan dalam pengendalian pcnyakit, termasuk lemahnya dukungan sistem kesehatan

yang memadai. Jumlah kasus baru atau insidensi tuberkulosis masih cukup tinggi' Pada

t*pn 2O22,Indonesia menduduki peringkat ke-2 terbesar di dunia, sctelah India. Insidensi

S6a-fidan lndikalor lnttami Polaklana

lrdikasi Lol(ad Prioritar

lndikasi t bhr*rhl lrntrvonii
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tuberkulosis meningkat dari 370 kasus per 10O.000 pcnduduk di tahun 20O0 mcnjadi 387
kasus per 100.000 penduduk di tahun 2023 (Global TB Report WHO,2024| Tren capaian
kine{a insidensi tuberkulosis tahun 20OO-2023 dapa.t dilihat pada Gambar 3.4.

Gambar 3.4
Beban Kasus Tuberkulosis Tahun 200O 2023
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Permasalahan dan Tantangan. Penuntasan TUberkulosis di lndonesia menghadapi tantangan
serius, antara Lain rrndahnya cakupan penemuan kasus, keterbatagan sistem pelaporan
kasus, rendahnya cakupan pemberian terapi pencegahan, lamanya jan$a waktu
pengobatan, serta kepatuhan pengobatan yang masih rendah. Meningkatnya kasus
tuberkulosis rcsistan obat (Multidrug Resistant T[beranlosis/ MDR-TB) memp€rburuk situasi,
memerlukan pcngobatan yang lebih mahal dan kompleks. Di sisi lain, keterbatasan
infrastruktur dan tenaga mcdis, khususnya di daerah terp€ncil, memperlambat deteksi dini
dan penanganan tepat waktu. Kondisi lingkungan yang mendukung penularan, serta
rendahnya kesadaran dan edukasi publik, semakin mcmpcrkuat tantangan ini. Untuk
mengatasi permasalahan ters€but, dipcrlukan intcrvcnsi terpadu yang bcrfokus pa.da
pcningkatan penemuan kasus, pcningkatan kepatuhan pengobatan, penguatan sistem
kesehatan, peningkatan upaya pencegahan dan edukasi salah satunya melalui perbaikan
kondisi lingkungan.

Langkah-langkah penyelcsaien masalah. Dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan
menurunkan insidensi tuberkulosis di lndonesia, dipcrlukan (i) peningkatan Pcnemuan
kasus tuberkulosis melalui pcrluasan skrining aktif di komunitas berisiko tinggi, investigasi
kontak, pemanfaatan tcknologi diagnostik secara lebih luas, peningkatan t<apasitas deteksi
dini, peningkatan infrastruktur keschatan dengan menyediakan alat diagnostik dan
mempcrkuat kapasitas tenaga medis terutama di daerah terPencil, optimalisasi sistem
pelaporan bcrbasis digital untuk memastikan pelacakan kasus secara real-time, integrasi
data antare sektor publik dan swasta, dan integrasi layanan kcsehatan tubcrkulosis dengan
pcnyakit lain; (iil pcningkatan kepatuhan pengobatan tuberkuloeis dcngan memperkuat
pendampingan pasien, penggunaan regimen pengobatan yang lcbih efektif, edukasi
berkelanjutan untuk mengurangr angka putus obat, dan penguatan upaya penanganan
Mufidrug Resistant Tfibercalosis melalui pcngembangan obat baru dan pendekatan
komunitas untuk mendukung pengobatan jangka panjang, serta (iii) Peningkatan upaya
pencegahan dan edukasi mclalui pengembangan dan perluasan vaksinasi tuberkulosis pada
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usia dcwasa, peningkatan cakupan terapi pencegahan tuberkulosis, optimalisasi peta jalan

risct tuberkulosis, dan upaya lintes sektor, seperti pemberian nutrisi tambahan dan
perbaikan lingkungan mclalui intervcnsi sanitasi, pcningkatan akscs air bcrsih, dan cdukasi
mengenai pola hidup schat guna mengurangi penyebaran tuberkulosis di komunitas berisiko.

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2O2l tentang PenanggulanSan Tuberkulosis telah
mengatur tcntang tugas dan tanggung jawab kementerian/lembaga den pemerintah daerah

dalam melaksanakan penanggulangan tuberkulosis, di mana salah satunya mcngamanatkan
pcmbcntukan tim percepatan penanggulangan tuberkulosis di tingkat pusat dan daerah'
Diperlukan upaya p€nguatan monitoing d,an *aluasi pelaksanaan Peraturan Presiden untuk
memastikan program bcdalan sesuai dengan target. Selain itu, nonitoing da e\rduasi harus
diperkuat dengan pcndekatan bcrbasis data real-tin]€ yang memungkinkan pemantauan

capaian program secara akurat. Pcnggunaan dashboard digitalyang tcrintcgrasi antara pusat

dan daerah akan mempcrmudah pcngawasan, pclaporan, dan penilaian kinerja. Evaluasi
berkala yanS terstruktur dengan indikator keberhasilan yang jelas juga diperlukan untuk
memastikan efcktivitas intervensi dan mcmperccpat penycsuaian yang dibutuhkan.

sclain itu, keterlibatan alrtif komunitas, sePerti kader kesehatan dan organisasi masyarakat,

dapat meningkatkan deteksi dini dan kepatuhen pengobatan melalui pendekatan berbasis

lokal. Pemberdayaan masyarakat juga dapat mendukung edukasi yang lcbih efcktit
mengurangi stigma, s€rta memp€rkuat pclacakan kontak dalam komunitas bcrisiko tinggi.

erogram ini perlu diintegrasikan dengan inisiatif keschatan desa dan didukung oleh insentif
untuk memperluas partisipasi.

Gambar 3.5
Estimasi Insiden Kasus Tuberkulosis per Provinsi, 2023
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Sumber: Kementetian Kesehatan, 2024

Gambar 3.5 merupakan peta yang mcnuqiukkan daerah dcngan beban tuberkulmis tinggi

scbagai prioritaa utama program. Meskipun program pcnuntasan tubcrkulosis dilakukan di

scluirh iabupaten/ kota di 38 provinsi. Terdapat 359 kabupaten/ kota prioritas (70 pcrscn

dari total 5t+ kabupatenTkotal yang akan menerima intervensi komprehcnsif, scdangkan

155 kabupaten/kota lainnya akan menerima intervensi es.nsial. Kabupaten/kota yang

mencrima intervensi komprehensif tcrmasuk 193 kabupaten/kota di delapan Provinsi

4
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prioritas, yaitu daerah dengan beban kasus tubcrkulosie, hzman immwtodeficiency uirus,

diabetes melitus tinggi, serta merupakan daerah prioritas program tuberkulosis resisten obat

dan district-based public-pivate mex. Scdangkan kabupaten/kota yang menerima intervensi
esensial merupakan kabupaten/kota dengan estimasi beban kasus tubcrkulosis < I.OOO dan
prevalensi diabetes melitus rendah. Adapun highlafu intenrensi dari penuntasan

tuberkulosis tcrmuat dalam infografis di bawah ini.

@ Penuntasan TBC
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(b) Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Gambaran Umum. Program pemeriksaan kesehatan gratis merupakan salah satu upaya

strategis pemerintah untuk meningkatkan deteksi dini dan pencegahan penyakit'

meninlkatt<an tesadaran masyarakat tentalg hidup sehat, dan mengurangi beban anggaran

p..rg.rid"li"., penyakit kronis dan katastropik Pemeriksaan kesehatan gratis dilakukan

aenlan petalsanaan paket skrining sesuai siklus hidup di seluruh wilayah' yakni bagi

kelotpoi< usia bayi, anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia' Penyelenggaraan pemeriksaan
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keschatan gratis yang dapat diakscs bagi semua kelompok masyarakat, diharapkan dapa.t
berkontribusi signifftan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Permasalahan dan Tantangan. Gangguan kesehatan dapat menyebabkan berkurangnya
kualitas hidup dan potensi produktivitas. Secara global telah tcrjadi transisi epidemiologi,
yaitu perubahan kelompok penyakit penyebab mortalitas dan morbiditas yang mendominasi
dari penyakit menular menjadi penyakit tidak menular. Transisi terscbut didorong
pcningkatan kondisi sosial ekonomi, pcngetahuan, dan teknologi baru kesehatan.
Perkembangan ini disertai p€ningkatan poPulasi penduduk lanjut usia dan Permintaan
terhadap pclayanan kesehatan. Peningkatan bcban p€nyakit, baik menuLar maupun tidak
menular menyebabkan kebutuhan pembiayaan kesehatan juga meningkat.

Penyakit kronis dan katastropik seperti strok, jantung, diabetes, dan kanker memerlukan
biaya perawatan yang mahal. Tingkat pertumbuhan totat penSeluaran keschatan atau total
heatth expenditure dalam 20 tahun terakhir sudah melebihi tingkat pertumbuhan ekonomi
bcrdasarkan produk domBtik bruto (NHA Indonesia2o2ll. S€lain itu, totdl health exwnditure
Indonesia meningkat 16 kali lipat dari Rp28 Triliun (2000) menjadi RP459 Triliun (2019). Jika
pola tersebut tidak dikcndalikan, maka diperkirakan proporsi pembiayaan keschatan oleh

pemerintah pa.da tahun 2045 akan mcncapai 19 persen dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (NHA Indonesia 2021, diolah Bappenas). Tanpa modifikasi pada postur
pembiayaan atau intervensi dalam upaya kesehatan, maka pembiayaan keschatan ke depan

akan tidak berkelanj utan.

Gambar 3.6
Pergeseran Beban Penyakit di Indonesia Tahun 1990-2021
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Program pemeriksaan kesehatan Sratis juga memiliki peran strategis untuk meningkatkan

kesadaran masyarakat tentang hidup schat, deteksi dini, dan pencegahan pcnyakit, scrta

mengurangi potensi b€ban 
"t 

gg"r"t pengendalian penyakit, terutama dari risiko penyakit

katastropik seperti diabetes mclitus, jantung koroner, kanker, dan strok' Oleh karena itu'
penyelenggaraan pemeriksaan keschatan gratis yang dapat diakses bagi scmua kclompok

*""yarat 
"t 

berpcran penting bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia'

ugia 7-17Tahun Usia 40 - 59 Tahlln usia >e0 T.hunl
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Tingginya bcban pcnyakit dan pembiayaan kesehatan dapat dicegah melalui upaya promotif
dan preventif keschatan. salah satu bagian dari upaya preventif adalah dengan deteksi dini
pcnyakit. Scmakin awal suatu kondisi penyakit diketahui, maka semakin minim biaya yang

diperlukan, serta semakin baik prognosis untuk sembuh total. Oleh karena itu, pemeriksaan
kesehatan yang berkualitas dan aksesibel bagi scmua kelompok usia masyarakat, pcrlu
dijamin untuk meningkatkan kualitas sumbcr daya manusia.

Langkah-langkah penyelesaian masalah. Pemeriksaan kcschatan merupakan upaya detcksi
dini penyakit untuk mencegah dan mengendalikan pcnyakit yang dapat menurunkan
kualitas hidup serta mcnyebabkan kccacatan dan kematian.

Gambar 3.7
Paket Skrining Pemeriksaan Kesehatan Gratis Tahun 2025
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i2, H.ptr
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Pemeriksaan kesehatan gratis dilakukan dengan pcmberian layanan Pakct skrining sesuai

siklus hidup (kelompok usia) dan faktor risiko penyakit' Penyediaan paket skrining
mencakup pengadaan bahan medis habis Pakai (BMHP) dan biaya pemeriksaan, Pengiriman
sampet, dan tes konfirmasi. Untuk memastikan program ini berjalan optimal, diperlukan pula

upaya penguatan sistem dan tata kelola pemeriksaan kesehatan Sratie, antara lain melalui
pembinaan fasilitas keschatan tingkat pertama (FKTP), peningkatan kapasitas sumber daya

manusia bidang keschatan, pengcmbangan sistem date rutin terintegrasi, dan tata laksana
untuk tindak lanjut kasus keschatan dari hasil pemeriksaan kesehatan gratis. Adapun
highlight intervensi dari Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan Srati$ termuat dalam
infogralis di bawah ini.

Penyelenggaraan Psmorlksaan Kesghst8n Gratll

,e

$sl @

f.nlngkdny. tn.ryrrrk l k tomPok uth b.yl, bdlt , rtmrl.,
daula+ dan lanaL yatrg mcxdor Fllaal.aa.n Laahatan
grrtla aahagf,l upayr d.t kal dlnl, Paic.aahan p.nyaklt' &n
Fneur.ng.n poLnsl b.b.n.nggryan Firnd.ll.. Pcnytlll

1. C€kupen p.ncdna p€rnorlk!9en K.s€h.t.n grstir (PKG)

menc.pai 70* (2029)

Outconla
1. P6raontas€ ponduduk poncaime peftErikaa.n lolahatan lratis

kslompok u3i. b.yi beru lahir mert p.i 8036 (z)29)

2. P€rB6nt s€ p6nduduk p€n.rime pamerik!.rn kesohstan grtds
ketompok u3i. balita &n .nsk usie pra3tkoleh m€ocapei 7096

(m2s)
3. Por6antes€ pandrrduk ponarim p€modklsan kltchst n Oralis

kelompok usis 3€kol.h den r€m.ia nlenc.Fi 70$ (m29)

4. Perronlaso p€nduduk p€n€rime Pameribaan k€aEhaLn
glEti! k€lomPok uti. d€w.!. mencapsi 70% (2029)

5. Perrantas€ p€flduduk p€n6rime prmeriksaen kerohat n
gr.th kelornpok lrniut ueis rnericaPei 70% (2023)

6. PoBontas€ l€b/kota dengan cekupan psmeriks.an kesahatan
gretb >8096 monctPei g0* (2029)

hfi,dP.ng.mFl hdtrlxontsbdor
K6ment6ri.n l.6rnonPPt{rB.pp€ne.,Ko.tDnkdl
Kes€hsLn Kom6nd.0ri, Kcmondjkda6rn€n,

K6men.9, BPJSK' K6rn€ndas PDT.

f\6rnen Korndigi, TNl Polri, Penda

Seluruh provinsi

w

o
@

sed^'t dan lndikatoa

lndikai Ld(ai Prioritas

hrdkasi Hirrrrighr lnlorveni

St.k .E t ldnpot u.l. brr, Hlt , ..rr.1.' d.r...,
drn l.n.b
' BMHP untuk Skining f6!.haten
. s.mp€l akrining b.yi be.u lahir Fng diptrik
. S.mp€lt.6 konfmesi lkrining b.yi b.ru l.hn
. Ta. konf.m6i sampol skinir8 kankor l.tter Rthim

dongan HPV DtlA

PaneuaLn aiaLn! dan ttL kabh Faanatlkaaan taaahaLn gr'li3
. Sosieksasi p.ogEm p€medk3san k6s6hcbn 9.3116
. Sistem data yang terintograBi untuk Edmua sasaEn pemoriksaan

ker.hgtan 9r.ti6. SDMK yang ditirEksdGn kepasii.lnys untuk monunjang
porienb.sn k6€h.t n glelis

' Pembinaan polkcsneapany.l€ng€srap€m€rikraenk8'ehatsn
g€tb

. llsPl( pdrEriksa.n kGs€habn gdti3

. R6kom€ndali k6tijeken ha3il p€menteu.n dEn €valuasiterpadu
pell€ri].ss5n k6rohsl,Bn gratis
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(c) Pembangunan Rumah Sakit I€ngkap Berkualitas di Kabupaten/Kota

Gambaran Umum. Program p€mbangunan rumah sakit berkualitas di kabuPaten
diterjemahkan sebagai peningkatan kapasitas rumah sakit daerah di kabupaten/kota untuk
pemenuhan standar nasional scrta dapat memberikan layanan berkualitas yang

digambarkan berdasarkan kriteria b€rkualitas, antara lain (i) tersedianya sarana, prasarana
dan alat kesehatan yang memenuhi standar minimal 80 perscn; (ii) mampu menycdiakan
layanan unggulan kanker, jantung, strok, uronefrologi dan kesehatan ibu-anak; (iii)
tersedianya tenaga kes€hatan spesialis dasar dan spesialis penuniang untuk layanan
unSgulan; (iv) telah mencapai standar akreditasi paripuma; serta (v) meningkatnya tata
kelola kemandirian keuangan khususnya bagi rumah sakit p€merintah. Berdasarkan kondisi
tersebut, hasil akhir yang akan dituju lout@m4 yaitu pemenuhan rumah sakit b€rkualitas
di kabupaten/kota dengan capaian yang diharapkan sebanyak 85 persen rumah sakit
pcmerintah terakreditasi paripurna dalam periode lima tahun.

Pcrmasalahan dan tantangan. Ketersediaan layanan kesehatan di rumah sakit digambarkan
melalui rasio tempat tidur rumah sakit per looo penduduk. Rasio tempat tidur rumah sakit
Indonesia saat ini sudah mencapai 1,4 tempat tidur rumah sakit Per looo penduduk

sehingga sudah melebihi rasio minimal rekomendasi World Heallh Organizatron yaitu satu

tcmpat tidur rumah sakit per l0O0 penduduk.

Kondisi rasio ini masih menunjukkan adanya kcsenjangan apabila ditclaah hingga ke tingkat
daerah. Ketersediaan sarana, prasarana, dan alat kes€hatan rumah sakit disebut memenuhi

standar minimal apabila terpenuhi data minimal 8o pcrsen kondisi baik yang diukur dalam

laporan Kementerian Keschatan.

Tab€l 3.6
Kelengkapan sarena, Prasarana, dan Alat Keschatan yanB Bclum M€menuhi standar di RS lkb/Kota

Aspek Standar Jumlah RS Kab/Kota Pe6entase (o/o)

Belum memenuhi standar sarana (gedung dan
bangunan) minimal 80o/o

279 37

Belum memcnuhi standar prasarana (air bcrsih,
limbah, listrik, ambulans, dlll minimat 80%

466 6l

Bclum mcmcnuhi standar alat k*chatan
minimal 80olo

733 96

Sumber : ASPAK Kcmcntcrien Kcachatan , Ja,tr 2024

DafiasP€ktenagakesehatan,ketimpanganketers€diaantenagakesehatanterutamadoldcr
spesialis masih menjadi tantangan. Kondisi tersebut disebabkan salah satunya waktu

pioa,rt"i dokter spesialis yang tergolong lama dengan range €stimasi pemenuhan hingga

mencapai 13 dan 27 tahun.

Kualitas tata ketola rumah sakit dapat dilihat dari capaian akreditasi yang daPat digunakan

scbagai alat untuk mengukur kuJitas rumah sakit. Berdasarkan data awal Kementerian

Kesehatan, 78 pcrsen rumah sakit sudah mencapai status akreditasi tertinggi, yaitu

paripuma. Namun, pasca dilakukan reviu dan peninjauan kembali terhadap hasil akreditasi

i"rr- ""rt" rckalibrasi capaian b€rdasarkan rancangan standar baru yang dikembangkan

Kementerian Kesehatan, harya terdapat 37 p€rsen rumah sakit yang terakreditasi paripurna

(Kemkes, 2024). Selain akreditasi, tiPe rumah sakit juga dapat menggambarkan kapasitas

dan kemampuan layanan rumah sakit dengan tipc terendah rumah sakit' yaitu tipe D'

SK No252175A
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Saat ini, pemerintah scdang mengembangkan sistem layanan unggulan rumah sakit untuk
isu kanker, jantung, strok, uronefrologi, dan kesehatan ibu-anak dengan sasaran 514
kabupaten/kota. Rcncana tersebut didasarkan pada fakta adanya ketimpangan layanan
yang dilelaskan dalam Tabel 3.7 berikut.

Tabcl 3.7
Kapasitas Sistem Kesehatan berdasarkan Layanan

Layanan lGpesitas Sistem Kesehatan

Jantung . Baru 153 RS (134 kab/kota) yang mampu melayani kateterisasi
jantung (mampu oarruab)

. Baru 2l Provinsi yang mampu layanan bcdah pintas arteri

. Rata-rate waktu tunggu layanan bedeh jantung anak > 6 bulan di sctiap
RS

Kankcr o Baru 196 RS (169 kab/kot )yang mampu layani Mammografi (Rontgen

Pa,.udara)
. 18 provinsi yang mampu Layanan radioterapi (Linac)

o Baru 2 provinsi yang mampu layanan PEC CT

Ginjal . Terdapat 93 RS (29 provinsi) yang mampu layanan nefropati obstruksi
(batu)

o Baru 7 RS di 7 provinsi di Pulau Sumatcra, Jawa, Bali yang mampu
transplantasi ginjal

. Ban) 229 RS (201 kab/kotal dengan Rs mampu pclayanan hcmodialisie

Dalam pola pengelolaan keuangan rumah sakit masih banyak rumah sakit p€merintah yang

belum memenuhi status sebegai Badan layanan Umum dan masih adanya ketergantungan
terhadap .rnggaran pemcrintah baik dalam operasional layanan maupun investasi
pengembangan kapasitas rumah sakitnya. Ketergantungan ini berpotcnsi mcningkatnya
kebutuhan dukungan anggaran Pemerintah serta mclambatnya upaya percepatan

peningkatan kapasitas rumah sakit pemerintah di lndonesia karcna tidak mampu memenuhi
sccara mandiri dari pcnerimaan layanannya.

l,angkahJangkah penyelesaian masalah. Berdasarkan kondisi di atas, rencana program
pembangunan rumah sakit berkualitas di kabupaten diterjemahkan sebagai pcningkatan

kapasitas rumah sakit daerah digambarkan berdasarkan kriteria berikut:

(i) Terscdianya sarana, praaarana dan alat kes€hatan yang memenuhi standar minimal 80

Persen;
(ii) Mampu menyediakan layanan unggulan kanket, jantung, strok, uronefrologi dan

kesehatan ibu-anak;
(iii) Ters€dianya tenaga keschatan spesialis dasar dan sPesidis penunjang untuk layanan

unggulan;
(iv) Telah mencapa.i standar akreditasi pariPuma;

(v) Meningkatnya tata kelola kemandirian keuangan rumah sakit.

Berdasarkan kriteria ters€but, dapat diturunkan kc dalam kerangka pikir dalam periode lima

tahun ke depan scperti pada bagan kerangka pikir berikut.

SK No252176A
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Gambar 3.8
Kerangka Pikir Pemenuhan Rumah Sakit Berkualitas di Kabupaten/ Kota
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1

pentahapan pelaksanaan langkah-langkah di atas dipetakan berdasarkan kebutuhan dan

kesiapan daerah terutama dari sisi sumber daya manusia serta kondisi epidemiologi yang

dapat menccrminkan demand pelayanan kesehatan di wilayah tersebut, dengan gambaran

pentahapa.n scbagai bcrikut:
(i) Pemenuhan standar sarana, Prasarana, dan alat keschatan 80 perccn di rumah sakit'

saat ini, terdapat rumah sakit yang belum memenuhi standar sarana, prasafana, dan

alat kcs€hatan. Intervensi awal diprioritaskan untuk daerah dengan kriteria sulit akses

dan rasio tempat tidur kurang dari I per lOO0 penduduk.

(ii) Pemerataan layanan rujukan (optimalisasi kapasitas) rumah sakit kankcr, jantunS,

strok, uronefrologi, dan kesehatan ibu-anak.

stakeholdcrs utama dalam program ini adalah Kementerian Kesehatan dan pemerintah

daerah yang didukung kementerian/lembaga lain seperti Kementerian Pcrencanaan
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Pembangu.nan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian
Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perindustrian, lcmbaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, dan Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Peran pemerintah daerah juga butuh dilibatkan
terutama dalam menyiapkan ketersediaan infrastruktur maupun sumber daya manusia.
Selain pelibatan slakeholders lintas sektor, program ini juga membutuhkan pcmutakhiran
regulasi tcknis tentang rumah sakit yang akan mengatur terkait standar tiPe rumah sakit
berbasie kompetensi layanan (termasuk standar sumber daya manusia yang perlu tersedia),
serta sistem rujukan yang saat ini scdang dikembangkan (layanan kanker, jantung, strok,
uronefrologi dan kesehatan ibu-anakl. Adapun higlilight intervensi dari Pembangunan RS

Irngkap Berkualitas di Kabupaten/Kota dan Pengcmbangan Pelayanan Kcachatan Bergerak
dan Daerah Sulit Akscs termuat dalam infograjis di bawah ini.

Pembangunan RS Longkap Bsrtualitac dl Kabupaten/Kota
dan Pengombangan Pelayanan Kosehatan Bcrgorak dan
Daerah Sulit Akees

T..brngunrrya Rg l.argk.p b.tlu.lltrl dl hbl(ota d.n lnf,rlnghlrly. ktp..li.a l.yanan k...haLn b.r!...k dan

da.rah lullt.k...

'1, P.r..nirss rumsh ..kit pcmrrinlsh LrrkrrdilaEi p6ripums tobcrar 85% (2029)

Oulcor,a
1. Prrlcnls6 RS ys.!g manc.p.lt rgct lndlt lor N6io.d Mutu RS ..b.!ar 40lt (2029)

2. paraant s6 RS Pamarlnt h O.cr.h yang m€mcnuhi and.r kcGraodia.n S.rsna. Pre!.r.n. d.n A.tKctchstan (SPA) l.8uli
slsnd.r ..be.r. 8096 (2029)

3. Perl6ntat€ Pro/insi dongan Rs yang m.msnuhi kspcib. pol.ysmn kr..hil.n lbudn k. Ksnkrr, J.fltung, Slrok!. Gini.l

s63u.l 3t ndar r.b...r 80% (2029)

4. pd3efit !. X!b/Xd. d.ng.n RS y.ng m.m.nuhi kcp..it . p.lay.n n k...tut n lburqn.k. Ktnkrr. J.nturig. St7ok . Gini.l

s€luei .t.nd.r r.baaar .ebat r 80% (2029)

5. Kab/(ot d.igan wil.y.h b.rEiri kcpuhuen y.ng dil.y.ni RS K.p.l .e.u.i 3trnd.r s€b.lrr 40 k'b/l(oL (2029)
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(3) Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul dan Revitalisasi Sarana dan
Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas

(a) Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul

Gambaran umum. Ekosistem sekolah unggul bertujuan untuk memberikan wadah bagi
pescrta didik yang memiliki kualitas unggul dan daya saing tinggi, s€hingga mampu
berkontribusi s€cara signifikan dalam mencetak pemimpin masa dePan menuju Indonesia
Emas 2045. Pengembangan ekosistem sekolah unggul memiliki tiga pilar utama yaitu
penyeimbang, inkubator p€mimpitl, s€rta akademik dan pengabdian masyarakat. Pilar
penyeimbang bertujuan untuk pemerataan kesempatan untuk berprestasi. Pilar inkubator
pemimpin bertujuan untuk pembentukan karakter kepemimpinan lndonesia Emas 2045.
Pitar akademik dan pengabdian masyarakat bertujuan untuk pendidikan yang berkualitas
tinggi dan pembinaan jiwa kesukarelawanan bagi peserta didik. Dalam mengembangkan
ekosistem sekolah unggUl, pcmerintah akan melaksanakannya melalui dua intervensi yaitu
pcmbangunan sekolah unggul baru dan penyelenggaraan sekolah unggul exlsting (sekolah

unggul transformasi).

Pembangunan sekolah unggul baru ditujukan untuk membuka akses yang lebih luas bagi

talenta-talcnta unggul untuk dapat meningkatkan prestasi peserta didik di tingkat nasional
dan internasional, serta meningkatkan daya saing peserta didik untuk dapat diterima di
perguruan tinggi terbaik dunia pada bidang-bidang unSSulan yang sesuai dengan kebutuhan
pembangunan nasional, Sedangkan, sekolah unggul transformasi bertujuan untuk
memberikan dukungan kepada sekolah-sekolah existing ya,tlg memiliki pcserta didik
bertalenta unSgul untuk dapat diterima pcrguruan tinggi terbaik dunia di bidang-bidang
unggulan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional. Di samping itu, kedua
intervensi ters€but juga menekankan terhadap pengembangan kepemimpinan dan

kesu karelawanan peserta didik.

Permasalahan dan tantangan. Penyiapan sumbcr daya manusia unggul dalam mewujudkan
Indonesia Emas masih menghadapi tantangan kurangnya wadah bagi pescrta didik
berprestasi untuk terus meningkatkan kemampuan dan daya saing pada level lanjut, masih

sedikitnya peserta didik yang b€rpartisipasi pada ajang prestasi di tingkat global, bclum

terscdianya sistem yang mcmadai untuk mempcrsiapkan peserta didik bcrsaing di tingkat
global, scrta masih terbatasnya implementasi pendidikan menengah berbasis science,

Teclnologrg, Engineeing, and Matlematics.

Pada tahun 2023, hanya 0,004 persen ata]u 2.122 pes€rta didik Indonesia dari seluruh
jenjang yang pernah mengikuti kompctisi di tingkat intcmasional, 82 perscn di antaranya

menempuh pcndidikan di Pulau Jawa. Berdasarkan data pada sistem Informasi Manajemen

Tatenta, terdapat bcberapa provinsi yang pcserte didiknya belum pemah mcngikuti kompctisi

tingkat internasional, yang sebagian besar berada di wilayah Indonesia Tengah dan Timur'
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Gambar 3.9
Peta Persebaran Peserta Didik Indonesia yang Mengikuti Kompetisi di Tingkat Intemasional
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Sumber: Sistem Informasi Manajemen Talenta, Kemendikbudristek. 2024

Bcrdasarkan data penyaluran Beasiswa Indonesia Maju tahun 2o2l-2o24, Sckolah

Menengah Atas dan Madrasah Aliyah yang mengirimkan pes€rta didiknya ke perguruan tinggi

luar negeri melalui program Beasiswa Indonesia Maju masih terkonscntrasi di wilayah barat

Indonesia, yaitu sebesar 65 persen pes€rta didik bcrasal dari Pulau Jawa. Sementafa itu,
pescrta didik penerima B€asiswa lndonesia Maju yang bcrasal dari pulau sulawesi, Maluku,
dan Papua hanya sebanyak 3 pcrscn dari total pcnerima.

Langkah-langkah penyelesaian masalah. DaLam rangka meningkatkan pemerataan

keunggulan peserta didik, scrta mcningkatkan peluang penerimaan peserta didik asal

wilayah afirmasi di perguruan tinggi terbaik dalam dan luar negeri pada bidang-bidang
unggulan yang scsuai dengan kebutuhan pembangunan nasional, perlu dikembangkan

katalisator untuk mendorong pcningkaten prcstasi peserta didik melalui pengembangan

€kosistem sekolah unggul yang afrrmatif secara sosial-ckonomi dan gcografrs'

Dengan mempcrtimbangkan kapasitas fiskal negara, pembangunan sekolah unggul tahun
2O25-2O2g diprioriteskan pada dacrah dcngan pcrolehan prestasi sains dan tcknologi di
tingkat naEional dan intemasional yang rendah, serta jumlah lulusan pendidikan menengah

di pcrguruan tinggi terbaik dunia yang rendah. Sedangkan, intervensi sckolah unggul

transformasi diprioritaskan pa.da sekolah-sekolah yang memiliki talenta potensial, nalnun

masih memerlukan pcmbinaan untuk hrdaya saing di tingkat global'

Sckolah unggul baru dibangun pada jenjang pendidikan menengah yang akan mcnarnpung

lebih kurang lima rombongan belajar sekolah menengah atas pcr tahun. Pembangunan

ditargetkan selesai dalam waldu satu tahun bcscrta dengan penyediaan sarana penunjang,

schingga dapat 8€gcra beropcrasi Pada tahun bcrikutnya. Pembangunan tersebut mencakup

""o-" p."..t" didik untuk menjaga kemudahan akses Pcs€rta didik kc sekolah serta

menjaga ciri unggul peserta didik melalui desain boarding school. Untuk menunjang
pembclajaran yang optimal, satuan p€ndidikan dilengkapi dengan ruang kel,as, laboratorium

ilmu pengctahuan alam dan multimedia terpadu, perpustakaan terpadu dcngan koleksi buku

lengkap, lapangan olahraga, ruang pcnunjang lain (unit kesehatan sckolah, perkantoran' dan

lainnya), serta bus transportasi untuk opcrasional pes€rta didik di lingkungan sekolah.

Di samping aspck fisik, penyelenggaraan sekolah unggul baru juga mempcrtimbangkan
aspek nonfisik salah satunya adalah penyediaan sumber daya manusia pendidik dan tenaSa

kependidikan bcrkualitas. Pcnyediaan guru berkualitas dilakukan melalui scleksi ketat yang

SK No252180A

(



PRESIDEN
R,EPUBLIK INDONESIA

- 159 -

menjemin kualifikasi, kompetensi dan profesionalisme. Untuk mcndukung keberlangsungan
pembela.laran dan tata laksana satuan pendidikan yang efcktif, s€kolah unggul akan
dilengkapi dengan tenaga kependidikan yang b€rkompeten, s€pcrti tata usaha, operator,
pustekawan, kepala laboratorium, pembina asrama, pembina ekstrakurikuler' petugas

keamanan, dan lain sebagainya. Hanya dengan memastikan keters€diaan sumber daya
manusia yang bcrkualitas, sckolah unggul akan mampu menciptakan lingkungan akademik
yang kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran berkualitas dan dcngan tetap
memperhatikan keamanan dan kesentosaan (uellbeind civitas sekolah. Ins€ntif Pcrlu
diberikan sebagai apresiasi kepada pera Suru dan tenaga pendidik yang b€rtugas

Gambar 3. l0
Logical Frameunrk Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul

PEMBANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH UNGGUL

sckolrh Unggul Baru
Sckolah Unggul Trrnsform.tlf

l.ldentifikasi dan
penetapan lokasi
pembangunan

2. Pembangunan
single yeo( yang
terdiridari:. Fasilitas

akademik +/-5
rombel. Asrama siswa. Fasilitas
ekstrakurikuler. Fasilitas
penunjang
pembelajaran

l. Penyediaan guru
dengan kualifikasi
dan kompetensi
unggul

2. Penyediaan
kepala sekolah
dan tenaqa
kependidikan (e.9.
TU, pustakawan,
p€ndampinq
asrama. dll)

3. Peningkatan
kapasitas
penqajar yang
berorientasi pada
pengembangan
daya saing di
tingkat global

l. Penerimaan
pesena didik baru
dengan seleksi
terpusat

2. Afirmasi
penerimaan
peserta didik
berdasarkan latar
belakang ekonomi
dan daerah

3. Pelaksanaan
matdkulasi
sebelum masa
pembelajaran
untuk adaptasi
siswa terhadap
kurikulum
berkara kteristik
un99ul

1. Penerapan
kurikulum
b€rkarakteristik
unggulyang
diselaraskan
dengan kebutuhan
perguruan tinggi
terbeik dunia

2. Program
persiapan khusus
untuk mengikuti
seleksi perguruan
tinggi terbaik
dunia

3. Bimbingan
pengembangan
karir peserta
didik

4. Kerja sama
denqan
perguruan tingqi
dan mitra
strategis

1. Penyelenggaraan
program
kepemimpinan
siswa

2. Penquatan
nilai'nilai pancasila
dan keagamaan

3. Pelibatan peserta
didik dalam
kegiatan
pengembangan
komunitas
masyarakat

,1. Penyelenggaraan
student well beinq
NOgrom

5. Pengembangan
kedisiplinan dan
kebhinekaan di
astama

P€nyiapan 9uru
dan tenaga

kependidikan
sekolah unggul

PenJaring.n dan
pengembangan
pot€nsi peserta

didlk

Kurikulum
berkarakterirtik

unggul

Pengembangan
karakter dan

kepemimplnan

Norma St.ndar Prosedur Kriteria (NSPK) EkoJistem Sekolah Un99ul

ulasi dalam Penuqasan P€lak5anaan Ekotistem sekolah UnggulKerangka Re9

Operasional. Pembangunan prasarana dan penyediaan sarana sekolah unggul baru

diharapkan dapat sclesai dalam waktu satu tahun anggaran, s€hinggg proees pembelajaran

dapat iangsung dilaksanakan sccara optimal pada tahun berikutnya. SedanSkan, sekolah

unggul transforrnasi akan mendapatkan intervensi berupa pembinaan peserta didik,
p.utin t guru, dan pelatihan manajemen sckolah. Ketiga intcrvensi diharapkan akan

Pembangunan
sarana

dan prasarana
sekolah unggul

SK No25218l A



PRESTDEN
NEPUBLIK ]NDONESIA

- 160 -

meningkatkan peluang lulusan diterima di p€rguruan tinggi terbaik dunia pada bidang-
bidang unggulan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional, melalui pcnguatan
lima aspck utama yaitu penjalinan kcrja sama langsung dengan perguman tinggi, persiapan
akademik, pengemasan citra diri dan pemilihan p€rgunlan tinggi, p€menuhan komponen
p€rsyaratan pcndaftaran, scrta pcrsiapan keberangkatan.

Sekolah unggul tidak dimaksudkan untuk menciptakan favoritisme dan eksklusivisme dalam
pcndidikan. Oleh karena itu, pcnerimaan p€scrta didik di sekolah unggul memberikan
pemihakan pada peserta didik berprestasi yang bcrasal dari kcluarga kelompok ekonomi
menengah ke bawah.

@ Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul

6\&

w

,

T.rr.l.n![.r.rry. hy.n.n p.nddlkrn dl ..koLh unggul
y.ne nrur&hl sDX drlrm m.ltlqk.ltrn d.y. ..kr! dl
dhgki elob.l

'1. Jumleh ssl@bh unggul b!ru yrrE borop€tei : 20 onir
s€kolsh urulul baru (17 unit beroporeti d3n 3 unit
dib.mun di lrhun 2029)

2. Jur{ih !€lobh ungqul ir.idb.mei y.ng bruna: 20
unil.rkoleh unggul tr.ruforrna6i (2029)

lrdrl P.ne.mpu
,. f\.mcnr.ri.n Pfididksn finei, S.in. dcn ICmologi

ffid Xoonbuiot
L PBm.rint h l).cleh

&

Krlria Lol('li ftiorlta!
. Osomh d.rtg.n juml.h silyr. y.rB dlt d,n di 100 P.rouru.n

fifi!€i Terb.k diDuni. nElekri B€.!i.w. lrldonoli.lraju
(BM)m.3lh Endeh

. O!6r.h d.n0$junlah ii3w. y. rg p.mih rnonoikut
ko.np€iirl diltngkd irr6mr*r.rd nBllh rondah

(b) Revitalisasi Sarana darr Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas

Gambaran umum. Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah merupakan
langkah strategis pcmerintah untuk meningkatkan ketcrscdiaan sarana dan prasatana
pendidikan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Program ini bertqjuan untuk
menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif scrta memastikan satuan pendidikan
dari jenjang Pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah mcmiliki fasilitas yang

memadai guna mendukung pros€s pembclajaran yang arnan, nyaman, dan cfektif, tidak
hanya dari scgi fisik, tctapi juga dafi kualitas pengajaran. Peningkatan kualitas sarana dan
prasarana pembeldaran di sekolah dan madrasah menjadi pendorong untuk meningkatkan
mutu p€mbclajaran serta memastikan s€tiap pescrta didik di scluruh wilayah mendapatkan
fasilitas pcndidikan yang s€tara.

Fokus utama rcvitalisasi edalah mcmPerbeiki ruang kelas dan ruang nonkel,as yang rusak
serta memenuhi sarana dan prasarana scsuai standar Nasional Pendidikan, ruang kelas,
toilet, ruang administrasi, ruang usaha kesehaten sekolah, l,aboratorium, asrama peserta

didik, rumah dinas guru, perPustakaan, temPat ibadah, ruang praktik siswa, lapangan

lrdikasi Hirrrr&fi I lrrt€rvon6l
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olahraga, ruang Bimbingan dan Konseling, dan ruang Organisasi Siswa lntra Sekolah.
PeLaksanaan revitalisasi mengikuti prinsip ketuntasan untuk mcmastikan seluruh kegiatan
pembclqiaran memiliki sarana dan prasarana yang memadai di satuan pendidikan, scrta
mendukung pencapaian tujuan pendidikan yang inklusif dan bcrkclanjutan.

Permasalahan dan tantangan. Aspck geogralis Indonesia menjadi salah satu tantangan
pcnyediaar sarana dan prasarana pendidikan berkualitas, di antaranya pcnycdiaan satuan
pendidikan, akses jdan, jembatan, keteBcdiaan listrik, dan internet. Masih tcrdapat 29.830
desa/ kelurahan yang tidak memiliki taman kanak-kanak/ raudhatul athfd/bustanul athfd,
302 kecamatan tidak memiliki sekolah menengah pertama/ madrasah tsanawiyah, dan 727
kecamatan tidak memiliki sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan/madrasah
aliyah (Potcnsi Dcsa, 2021). Dari 415.189 sckolah, sebanyak 3.153 sekolah tidak memiliki
listrik, 22.373 sekolah tidak memiliki internet, dan 2.458 tidak memiliki listrik dan intemet
(Data Pokok Pendidikan, 2023).

Di samping itu, pemcliharaan sarana dan prasarana pendidikan pcrlu dilakukan secara
berkesinambungan untuk memastikan dapat dimanfaatkan dengaa aman dan nyaman.
Berdasarkan Date Pokok Pendidikan tahun 2023, 25,67 persen atau 50I.641 ruang kelas
sekolah dan 44.038 ruang kelas madrasah dari total 1.831.172 ruang kclas berada pa.da

kondisi rueak sedanS dan bcrat. Masih tcrdapat satuan pcndidikan yang memiliki jumlah
peserta didik melcbihi daya tampung. Kondisi prasarana pendidikan yang kurang memadai
bcrpengaruh terhadap partisipasi pendidikan, kualitas pengajaran dan pcmbelajaran, scrta
keamanan dan kenyamanan peserta didik.

Gambar 3.1 I
Persentase Kondisi Ruang Kelas

g E

Sekolah Madrasah

LangkahJangkah pcnyelesaian masalah. Revitalisasi sckolah ditt{ukan untuk menciptakan
ekosistcm lingkungan bclajar yang kondusif serta menjamin keamanan dan kcnyamanan
pescrta didik selama belajar di sckolah. Dengan lingkungan bclajar yang kondusif'
diharapkan dap6t meningkatkan kualitas pengajaran dan pcmbelajaran.

E
F.

-

l_
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Gambar 3,12
Logtcal Frameunrk Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas

Pemerataan akses
pendidikan y.ng bcrkualitas mclalui rslt.lisa3i satuan

pendldlkan dl sctlap kabupaten/koti

t. Identiflkasi kebutuhan dan
pengusulan sasaran Re\ritalisasi

berbasis Dapodlk dan EMls

2, veriflkasi data sesuaidengan
kriteria dan memastil.n tid.k
tumpang tindih dengan
intervensidari sumber
pendanaan lain (DAK SBSN,

PI.N, RM)

3. veriflkasi d.n v.lidasi
keruiakan b€rdasarkan sasaran
yang diusulk n

4, Penetapan sasaran prioritas

r. Revitallsasi Prasarana Pendidikan. meliputl:
. Perbaikan struktui kualitas material, dan

estetika ru.nq kalas untuk menunjang
keselamatan dan kenyamanan

' Penyediaan Meubelair Dasar (Meja &
Kursi, Lemari, Rak Euku)

' Penunjang Kenyamanan (Kipas / AC

seguai kebutuhan)

2. Rer,/italisasi Sarana Satuan Pendidikan,
meliputi:
. Meubelair sp€sifik yang menunjang

peral.tan pembclajaran
. Perangkat pemb€la.iaran, menc.kup:

peralatan TIK, peralatan laboratorium.
pengadaan buku koleksi perprrstakaan.
peralatan praktilq dan Alat Permainan
Edukatif(APE)

1. Pemanfa.tan hasil revitalisasi
untuk kegiatan belajar-men gajar

2. P€fielihanan aset oleh
Masyarakat/Pemda/Kemenag

3. Pemantauan dan evaluasi
paogGm 9!rta memattikan
ketercapaian indikator
keberhasllan

Perencanaan Revltalisasi

pcnglmb.ngrn rirt.rn informtrl pcnn6n..n. p.ng.n99.r.n, d.n ptngerd.li.n p.l.ken..n .aia.lieii t iu:n P.ndidll.n

X€ran9k. tGgul.si p.lat5.n..n ralt.lltati !.tu.n p.ndrdllin

Penentuan lokasi revitalisasi sekolah/madrasah memp€rtimbangkan satuan Pcndidikan
dengan kondisi terdapat minimal satu massa bangunan dengan tingkat kerusakan minimal
scdang untuk memenuhi prinsip ketuntasan sesuai dengan SNP Sarana dan Prasarana,
dengan membcri kebcrpihakan kepada daerah alirmasi yang terdiri dari daerah tertinggal,
kawasan p€rbatasan, kawasan transmigrasi, dan wilayah Papua. Penentuan sasaran
prioritas bersumbcr dari Data Pokok Pendidikan dan Edtcation Matagement Infomution
SUsrem yang telah diverilikasi dan divalidasi.

Pascarevitalisasi, diharapkan ruang kelas, ruang pembclqiaran, dan ruang penunjang
lainnya yang direnovasi dapat langsung dimanfaatkan sccara efektif. Selanjutnya, diperlukan
komitmen sckolah dan pemerintah daerah mengenai penyediaan biaya operasional dan
pemeliharaan sehingga rarana dan prasarana dapat digunakan sclama jangka waktu yang
lebih panjang untuk penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar yang berkelanjutan.
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Revitalisaai Sarana dan Prasarana Sekolah dan
Madrasah yang Bortualllas

&
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Kem€ntari3n Agama
Komonttrlan Pskerlaan Umum
Pomda

g
1. Prm€rane Lcmbcg€ Ponddlkan Xrlslan D.car

d,an Msn€ngrh N€g€ri

2. Pr.lar.na SMAKN
3. R.vitali.ed Sar.m den Pr&arana S.luen

P€ndidikEn
4, R.h.bilit si d.n Renowsi S€kol3h Dsser d.n

iibi|cngah
5. Prr''rana Medrasoh yeng ditingk d€n (SBSN)

6. P6mbangun.n.Rohabilitasidrn Renovasi
Me&.ssh

7. PAUDSD Sdu Ai.p yeng dik€mb.ngk n

8. PAUD baru y.ng dibngun
9. Revitelis8i S.rene Psndidiken (PHTC)

10. S.r.na M5dr.3.h Monunj.ng Pernb.hFran

3t PrEUln.l
Sstusn pcrdirikan de'lo.n kondbitsdap.t minimal $tu
mag3s b€ngunrn dang$ lingkEt kerus5kan minimal
6od.n0 untuk mem6ndri prin6ip kotinte.ei (berdaErrkan
kotarsodiaan m€nu./rincian monu rsvibliaad sokolah dan
medr$eh) dongEn rEmb€ri k.b€rpihek n ktpada daerah
afnrrsi y.r€ tordid &ridaerah t ninggd. k rresan
p€rbrte3an, l€E6an fsnsm6r&n. dtn wileyah Pepua,
alau
SD Nsg€n di dBa/kelur.hsn yeng b€lum ters€die
peleFnen PAUD O&?A/BA) unluk p€mben0unen
poleyansn S€lu At p (SATAP) PAUILSO.

Catatan: Target, indikator, lokssi, dan operasionalisasi program bersifat indikasi yang akarr dimutakhirkan
pada RKP setiap tahunnya,

lnstan3i F,€hklana
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3.5 Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan
Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk
Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri

Scbuah negara yang maju harus mampu memaksimalkan potensi sumber daya alamnya
untuk kcmajuan perekonomian nasional dan ralqat. Melalui hilirisasi dan industriatisasi,
Indonesia dapat mengonversi komoditas dasar menjadi produk berdaya saing tinggi, yang
ju8a dapat menciptakan lebih banyak peke{aan berkualitas dan mendorong p€rtumbuhan
ekonomi domestik.

Dengan demikian, tidak hanya menjadi negala penghasil bahan mentah, Indonesia dapat
menjadi produsen dan manufaktur atas produk yang berkualitas dan dapat bersaing di
kancah internasional. Prioritas Nasional ini dijalankan dengan mcmanfaatkan sumber daya
gecara efektif, dan juga menegaskan kedaulatan ekonomi lndonesia, mengurangi
ketergantungan terhadap impor, dan menjamin pembangunan berkelanjutan untuk generasi
mendatang. Karena itu pa.da pembangunan jangka menengah nasional t..hun 2025-2029,
p€merintah bcrkomitmen untuk melanjutkan dan mengembangkan prograJn industrialisasi
dan hilirisasi.

3.5.1 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 5

Untuk mengawal kebcrhasilan proses pembangunan hilirisasi dan industri berbasis sumber
daya alam dalam meningkatkan nilai tambah dalam negeri, telah dirumuskan sasaran
pembangunan jangka menengah pada tahun 2025-2029 sebagai berikut.

s.or.., ut"-" ll[l*i8o.it"s u""ion.t s

Sasaran dan lndikator Baseline2o24 Target 2025 Terget 2029

Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri PenSolehan

1 Rasio PDB lndustri Pengolahan f/o) 18,67 l2023l 20,80 21,90

Terwr:judnya Peningkatan lntegrasi Ekonomi Domcstik dan Global

2 Biaya L.gistik (o/o PDB) 14,29 12022) 13,52 12,50

3 Pembentukan Modal Tetap Bruto
{o/o PDB)

29,3 120231 29,4 29,9

4 Ekspor Barang dan Jasa (% PDBI 2t,7 l2o23l 2t,7 22,6
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3.5.2 Arah Kebijakan

Prioritas Nasional 5 ditujukan untuk membangun fondasi industrialisasi yang bemilai
tambah tinggi di dalam ncgeri, terintegrasi antarwilayah, dan bcrdaya saing global sehingga
mampu menjadi pengungkit pcrekonomian regional dan nasional. Arah Kebijakan untuk
mewujudkan sasaran pembangunan pada Prioritas Nasional 5 adalah scbagai bcrikut:

I
Ponurumr rdlo PDB lndurtrl pcngollhln por
PDB dari 20,99% (2O 15) monlld 18,67* (2O13)

PsrirEkat Corrpat ri},r tndrEtrld Padorr$ r@
,ade.x lndonorl. p.dr tlhun 2021 (ko-39) masih
boEda dl berh Vlotnrn (k -30), Th.ll.nd (k -
25), dan thllyrl. (ka-20)

Struktur lndustri Po.udahan lndo{r€Bla maslh
dldomlnlrl ohh Aaroarrlo Eaacd dln Lor-
fec,.l,,plqylrrfrlrw
Peringllt d.l!m Econorrrlc hmCaxlty lnd'.x
lndoolrl! prd. tlhun 2021 (k -Ea) maslh dlbawah
Metnam (ke-61), lrdia (ke42). Malaysia (ke28).
Thailard (k€-23). dan C na (ko-18)

Portumbuhm produk ylta t n.g! korl. tld.k
montrnJulrl.r,l pe rubdlln signmkan dalam 4 dd€de
lerakhlr

88,7ta T.n{r Kor.l! lndone.i. rnaslh dldomln!.1
dd\ untt red ,tur dan hltry! i 8,6',4 lulu!.n
p.DdldlLn Ungll STEAI,

Tuntutln doklrboniacrl 6erta penggunaan onorgl
berslh dan terbarukan sornakln trpg l

lndo.Bsia h.ny! mlmBr m.nanbrh (dlvcr.lfl k!tl)
't I produl b.ru deng.n tlngtlt lonrphktltlt
tlngEl drldr l5tlhulrt rddrlr (hanya bs-ada di
Grado C). Sornor{ara yiotnam mampu mglakukan
dlvorslflkasl sampal4l produk baru (Grsdo A+)

lndoooth m.mlllH tckqr.lll .umbar d!y.
Crm r.b4d modallt!. hllldtaal namun belum
banyak yang didah morjadl prcduk b€rnilai
tambah tlr€gi di dalam n€god. 6€p€dl:

l. Di tlhun 2023 lndonarla b.rtontrlbu.l
torhrd.p 50.ra tdd Fodubl nllll glob.l,
mmm produk yang dl€*spq sebagian
b€6ar masih bsrupa rhlerrrodiste prodrct
(s€p€.ti foronikol, nlkol rD.ate) kar€.E
lnvostasl dl industi hillr rrk€l (s€porti
st /rle6s slee/ dan batoral) relatlt loblh
sodlklt.

2. P!d. tdrun 2023, rrrDrry mlnlEt t rlt
lndonctlr mcnclpd 53,6lul!ton namun
51 ,615 dlartaranya langsrlg dlokspor daBn
b€otuk CPO dan hanya 24.0q6 yang dk ah
leblh ladd sobaoalbalEn baku untuk
irdustrldalam n€ogri.

3. Pd. tlllun 2023, prod*tl rumP|,t L..n
menc@ll 9,75 Juta ton, namun ekspor
rumpd laut baru rn€ncapaiUSO 433,71
jda. Saat inl, dlversmkasl rurnp( lalt
lrdone3la maslh terbataS pada rumput laut
kerlng (rawlDererrel), karaganan dan
t€puog agar-alEr. Ssrn€dara itu, masih
t€rdapat po(€rlsl diwGlnka6l runput laut
b€mllal tln99l yam dapat dlksmbarEkan.
soportl blodlmulan, blo,t€r, dan bloplastlk.

il
. P$c€patan hlllrts€d tndldrl betaCr S)A u.rgou.n sorta p€ogllabn lndustrl pdat kaora trampl. fdd

tokrdogl loovEsl, dan bssls{rd €*spor
r 6g[.{t13raEi lndustd m6bld p€rlnglat n lr *la!l dl kff.lan induCnikaElan eko(sl'tl hhJEUs prlqita

sobagalpttsat portubrr€n bEru d8n mordd(uig percspattn hlllrlsasl

Sasaran I
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TerwujudnyaPeningkatan lnt€grasi Ekonomi Domestikdan Global

Balum optlmllny! hfratrulilua dm hylnan
konaktlvlta, dl antaranya dmpul ut!,tlr dan
jariman transportasi murumoda yam b€lum
tsrlnt€grasl deogan putlt-pqrlt portumbuhan
O!y. lalng St dan p.ld(ll urdl! dalam n€gorl dl
Udlng loelatll maslh p.rlu dltlmklllm. salah
satunya terkalt pemanfaatan tekrdogl dlgltal.
K€tgrbataarn l alatruktur dan rcndrhny! kullltaa
lnvgltlal yarE rnsrEtBmbat €konornl tumbuh leblh
tirEgi
stlgnlrl Hnorja ekrpor lndon€sia solama 20 tahun
terakhlr dan rsndrhotr. p.rtl.lp.ri d!l!m rfitll
nll.l0lob.l
Komplelrlt . produk okrpor randah s€rta day!
trlng okrpor m!!lh dldomln{l oloh komoditlr
Ponlngbtrn hll|tblt o perd.g.ngEn tlrltd.n
noi dilt rmauk kobairkrn 9E3n trrda
bsrpoaensi menurunkan daya saing prodd(
Bolum t€rbangunnyr.ko.i.t m pordro€ngan
.sktorj...
Kotlmplnlm dalam ahivltt pordrguq.n
anlrrwi lrylh

Ked! t!m. blllt.rll, r.gloo.l, dcn Olobrl
te.talt pgrciptaan tata kolda maritlm
Potcntl p.nlngl(ltln.krpox
l. Produl Turunln Mlny* l(el.Dr Sr lt

sobosar USI l2 [ll1!r
2. Produl Kandarllll Barmotor s€b€sar

US3a,S LlllrI
3. Produk Kompon.n ElaKronlk sobesar

USI 2 Xllllr
Sumltcr! SeEtIl p.nghrll kod t rbosr.
Ekspor kopl rEgonal mslcapal US$ 929 jda
pada 2023
suhwerl Sohtln perghsll rumput hut
tarbotlr. Ekspor rumplt lal.l naslmal
rnencapal USD 433,71 Juta pada tahun 2OZ]
R.u p.ngh6ll l(el.pa tortetrr- Ekspor dalEn
k€lapa nasiorEl mencapal US$ 892 Jda pada
m23

I

il
Opdrnsllsasl D.ctDdle lrlagr.sl €ktrloml dan p€rllstEn Cltan loglstlk .Erlmal
Pedrpkatrn l €d!!l trtl( lnll8grrsl €a(as dqnodlk drn global
Pqingkltan p€rdaoangon dorn6!k, at{anylhyatr dan €l(!po. sdts pgllmkatan paloElp€8l d!l8m rantal
rilalglobal
Optmallsasl lrlrBtaC stuateob ]D98r'

3.5.3 lntervensi Kebijakan

Sebagai upaya pencapaian sasaran Prioritas Nasional 5, dilakukan serangkaian intervensi
pada masing-masing arah kebijakan sebagai berikut:

(l) Percepatan hilirisasi berbasis sumber daya alam unggulan akan difokuskan pada
komoditas yang memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto serta
memiliki nilai tambah tinggi, dengan memperhatikan potensi penyerapan tenaga kerja
Iokal, kesiapan industri, peluang investasi, keters€diaan bahan baku, serta dampak
lingkungan. Oleh karena itu, fokus prioritas hilirisasi tahun 2025-2029 adalah (a)

hilirisasi nikcl, (bf hilirisasi tembaga, (cl hilirisasi bauksit, (dl hilirisasi timah, (e) hilirisasi
kelapa sawit, (f) hilirisasi kelapa, (g) hilirisesi rumput laut, scrta (h) hilirisasi sagu dan
singkong. S€mentara, p€ngembangan industri nasional yang berorientasi ekspor
mencakup (a) pengembangan industri nediun-high teclutologg (industri s€mikonduktor
yang merupakan salah satu produk prioritas hasil hilirisasi silika, industri kosmetik dan
farmasi, industri kcndaraan bermotor listrik berbasis baterai, industri dirgantara, serta
industri mesin dan perlengkapan); (b) penguatan produktivitas industri padat karya
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terampil (industri makanan dan minuman, industri tekstil dan produk tckstil, s€rta
industri alas kaki); (c) penguatan industri dasar (industri kimia mencakup hilirisasi
komoditas minyak bumi, gas bumi, dar batu bara serta industri logam dasar besi dan
baja mencakup hilirisasi komoditas besi dan baja); serta (d) pengembangan sektor jasa
industri sebagai enabler bagi pcngembangan industri nasional.

Upaya yang dilakukan untuk percepatan hilirisasi sumber daya alam unggulan dan
pengembangan industri prioritas nasional yang telah disebutkan di atas adalah melalui
(i) fasilitasi investasi dan iklim usaha yang kondusif untuk p€ndalaman struktur
industri; (ii) tata kclola industri dan ketersediaan bahan baku yang diiringi oleh
peningkatan produktivitas sektor hulu; (iii| penyiapan tcnaga kerja terampil; (iv)jaminan
ketersediaan energi yang andal dan bcrsaing; (vl p€ningkatan adopsi teknologi serta
pemanfaatan hasil ris€t dan inovasi dalam proscs produksi serta diversifikasi produk
industri; (vi) optimalisasi penerapan standar dan sertifikasi yang diakui pasar global; (vii)
perluasan p6sar dalam dan luar negeri untuk pcningkatan skala ckonomi melalui
pcnguatan branding, optimalisasi pcmanfaatan peqjanjian pcrdagangan, scrta
pentadaan barang dan jasa pcmerintah; serta (viii) didukung dengan koordinasi
pelaksanaan kebdakan secara terarah, sistematis dan efcktif, termasuk melalui
pembentukan komite kebijakan industri kedirgantaraan dan lembaga p€ngelola kelapa
sawit. S€lain itu, pengembangan industri akan dilaksanakan dengan tetap
memperhatikan upaya dekarbonisasi dan penerapan sirkular ekonomi di industri.

(2) Aglomcrasi industri di kawasan industri/ kawasan ekonomi khusus prioritas sebagai
pusat pertumbuhan baru dilakukan dalam rangka mendorong pemerataan
pembangunan industri dan pcrtumbuhan ekonomi, terutama di luar Jawa. Dengan telah
ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2O Tahun 2024 tentang Perwilayahan
Industri maka pelaksanaan kegiatan industri ke dcpannya wajib bcrlokasi di kawasan
industri. Oleh karena itu diperlukan aksclcrasi investasi di dalam kawasan
industri/ kawasan ekonomi khusus untuk meningkatkan p€ran industri sebagai
pcnggerak sckaligus sumb€r pertumbuhan baru dan memperkuat fondasi bagi
percepatan program hilirisasi.

Pada tahun 2025-2029, aglomerasi industri di kawasan industri/ kawasan ekonomi
khusus akan difokuskan pada 23 kawasan indu stri/ kawasan ckonomi khusus yaitu (a)

Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokscumawe; (b) Kawasan Ekonomi Khusus Sei
Mangkei; (c) Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang; (d) Kawasan Ekonomi Khusus
Gresik; (e) Kawasan Industri Bintan Inti Industrial Estate; (0 Kawasan Industri lcakatau
Industrial Estate Cilegon; (g) Kawasan Industri Terpadu Wilmar; (h) Kawasan Industri
Seafer; (i) Kawasan Industri Tcrpadu Batang; (i) Kawasan Industri Ngawi; (k) Kawasan
Industri iSentra @lamongan; (l) Kawasan Industri Ketapang Bangun Sarana; {m)
Kawasan lndustri Kalimantan lndustrial Park lndonesia; (n) Kawasan lndustri Sumbawa
Barat; (o) Kawasan Industri Indonesia Huabao lndustrial Park; (p) Kawasan Industri
Takalar; (q) Kawasan Industri Stardust; (r) Kawasan Industri Morowali; (s) Kawasan
lndustri Konawe; (t) Kawasan Industri Indonesia Pomalaa Industry Park; (u) Kawasan
lndustri Buli; (v) Kawasan Industri Weda Bay; (w) Kewasan Industri Pulau Obi; dan (x)

Kawasan Industri Fakfak. Upaya akselerasi invcstasi industri di kawasan
industri/kawasan ekonomi khusus akan difokuskan pada (i) fasilitasi perizinan dan tata
ruang kawasan industri/kawasan ekonomi khusus prioritas; (ii) pembangunan sarana
dan prasarana dalam dan luar kawasan industri/kawasan ekonomi khusus prioritas
scsuai dengan perencanaan (masterplanl serta kebutuhan pengembangan kawasan
prioritas (kawasan industri/kawasan ekonomi khusus) yang di antaranya mencakuP (1)
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pembangunan dan pcningkatan kualitas infrastruktur jalan/jembatan untuk
pemenuhan aksesibilitas serta rantai pasok penunjang aktivitas di luar kawasan melalui
pembangunan jalan tol, jalan nasional scrta dukungan peningkatan jalan daerah melalui
sinkronisasi program hibah berbasis kinerja maupun dukungan pcmerintah pusat
kepada daerah berdasarkan kriteria berbasis kawasan; dan (2) pengembangan
koneldivitas simpul transportasi multimoda untuk efisiensi logistik yang terpadu
meliputi pcmbangunan dan pcngcmbangan pelabuhan utarna, dryport, bandara utama,
s€rta sarana dan prasarana kereta api melalui sinkronisasi program pemerintah dan
badan usaha; (3) penyiapan sumber daya manusia untuk mendukung ket€rsediaan
tenaga kerja bagi kawasan industri/kawasan ckonomi khusus prioritas;serta (41

pengembangan kemitraan usaha dan rantai pasok untuk kawasan industri/kawasan
ekonomi khusus prioritas. Fasilitasi kclcngkapan ekosistcm pendukung kawasan
industri/kawasan ckonomi khusus terscbut akan disesuaikan dengan kebutuhan setiap
kawasan industri/kawasan ekonomi khusus prioritas scsuai dengan penahapannya
masing-masing.

(3) Optimalisasi backbone integrasi ekonomi dan perkuatan sistem logistik nasional
diarahkan untuk mendorong layanan logistik yang lcbih efisien dan mcrata, serta
meningkatkan kinerja scktor logistik yang lebih optimal, melalui (a) penguatan
infrastruktur koncktivitas, layanan backbone, dan sarana penunjang logistik, (b)

penguatan integrasi dan digitalisasi layanan logistik, serta (c) peningkatan daya saing
sumber daya manusia dan pcnyedia jasa logistik.

(41 Peningkatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan global, memerlukan
prasyarat (prerequisitel meliputi sinkronisasi dan harmonisasi kebljakan serta regulasi
investasi yang kondusif, iklim investasi dan kepastian berusaha, pembcrian insentif dan
kemudahan investasi yang efektif, dan fasilitasi investasi Indoneaia di luar negeri agar
lndonesia tetap menjadi destinasi yang menarik schingga mampu mempertahankan
pertumbuhan ekonominya. Pada tahap pcmbangunan jangka mcnengah tahun 2025-
2O29, prereqtisite ini harus terintcmalisasi pada sektor dan aktivitas yang produktif,
serta memiliki multQlier effect pe,lir:g besar terhadap perekonomian. Intervensi yang
dilakukan untuk menindaklanjuti arah kebijakan terscbut antara lain (a) peningkatan
investasi swasta prioritas sebagai pcndorong transformasi ekonomi, (b) peningkatan
investasi yang bcroricntasi ekspor dan mendukung partisipasi dalam rantai nilai global,
serta (c) peningkatan investasi dalam infrastruktur konektivitas dan logistik.

(5) Peningkatan perdagangan domestik, antarwilayah, dan ekspor serta peningkatan
partisipasi dalam rantai nilai global dapat dilakukan dengan (a) pcningkatan keterkaitan
ekonomi dan rantai nilai domestik, antardaerah, dan dengan global; (b) peningkatan
ekspor produk berteknologi menengah tinggi; (c) pcningketan ekspor produk penyerap
tenaga kerja tinggi; (d) pcningkatan ekspor produk pertanian, p€rikanan, dan industri
berbasis sumbcr daya alam melalui penguatan kebdakan, promosi, dan kerja sama
intemasional dalam rangka membuka dan memperluas pasar ekspor dengan
memanfaatkan perjanjian perdagangan dcngan negara lain; (e) pcningkatan ekspor jasa
dan produk krcatif; (f) peningkatan rantai nilai produk elektronik dan otomotif termasuk
electric uehiclei (d peningkatan utilisasi Free Trade Agreementl Comprelensiue Ecoramic
Palttlr/rship Agreenent untuk mendorong partisipasi dalam rantai nilai global; s€rta (h)
peningkatan kualitas produk, persaingan usaha, dan p€rlindungan konsumen.
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Sektor perdagangan difokuskan untuk mendorong ekspor tumbuh lebih tinggl dan
meningkatkan penguasaan pangsa ekspor lndonesia terhadap dunia mclalui optimalisasi
kinerja perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri. Perdagangan dalam
negeri diarahkan untuk dapa.t meningkatkan perdagangan antarwilayah dan
pcngembangan rantai pa.sok domestik, stabilisasi harga, scrta pcningkatan konektivitas
perdagangan dalam negeri ke pasar globa.l. Perdagangan luar negeri diarahkan untuk
meningkatkan daya saing ekspor, yang dikompctisikan secara global guna memperluas
pangsa pasar barang dan jasa bemilai tambah tingSi, s€rta memperkuat partisipasi
dalam rantai nilai global.

(6) Optimalisasi investasi strategis negara dilakukan dalam rangka mengakselerasi
pcrtumbuhan ekonomi dan mencapai target pembangunan nasional, dengan
mengoptimalkan daya tarik investasi domestik. Upaya ini diwujudkan mclalui dua fokus
utama, yaitu (a) pengelolaan portofolio dan tujuan investasi strategis negara, scrta (b)

pcningkatan investasi strategis ncgara pada sektor prioritas.

Pengelolaan portofolio dan tujuan investasi strategis negara perlu dioptimalkan dengan
mencakup strategi transformasi, diversifikasi portofolio dan upaya pengcndalian risiko.
Hal ini dilakukan untuk memperoleh expected retum yang optimal dengan akumulasi
risiko yang lebih terukur, mcngingat saat ini kondisi portofolio investasi di lndonesia
masih terbatas dan tidak cukup terdiversifikasi. Optimalisasi portotolio within inuestment
ke depan perlu diiringi dengan prinsip kehati-hatian lprud.ent pinciplel dan
memperhatikan seluruh aspek secara komprehcnsif, mulai dari perumusan kebliakan
yang prudent, p€laksanaan kebijakan yang efektif dan elisien, p€ngcndalian
berkelanjutan, evaluasi yang objeldif, dan pelaporan yanB transparan dan akuntabel di
bidang (a) portofolio dan (b) tujuan investasi.

Pembangunan pada selctor prioritas saat ini masih menghadapi berbagai tantangan. Hal
terscbut bisa terlihat dari ketahanan energi, pangan, dan air yang bclum memadai,
hilirisasi pertambangan yang belum optimal, infrastruktur untuk mendukung
konektivitas yang masih perlu ditingkatkan, penyediaan pcrumahan yang masih
terbatas, kesenjangan digital di berbagai daerah, serta berbagai permasalahan industri
strategis dan kesehatan yang masih menjadi isu utama pembangunan. Oleh sebab itu,
investasi strategis negara difokuskan pada sektor prioritas diantaranya (a)

p€rtambangan, energi, pangan, dan air; (b) infrastruktur dan perumahan; serta (c)

teknologi, industri strategis, dan kesehatan. Selanjutnya investasi strategis negara juga
diarahkan untuk mendukung pengembangan sektor-sektor lain yang selaras dengan
prioritas pembangunan nasional.

3.5.4 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

Kebutuhan Regulasi pada Prioritas Nasional 5 "Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan
Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri"
scbegai berikut:

(1) Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun
20 14 tentang Pcrindu strian

Perubahan Undang-undang Perindustrian merupakan upaya untuk mewujudkan tata
kelola pcngembangan industri yang lebih kondusif dan relevan dengan kondisi terkini'
Bcbcrapa ketentuan yang dilakukan penyesuaian dengan perkembangan terkini di
sektor industri pengolahan, antara lain ketentuan mengcnai (a) jasa industri, (b) pabrik
cerdas, (c) industri cerdas, (d) standar digital industri, (e) percepatan pertumbuhan
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industri pengolahan bahan baku sumber daya alam, (f) sistem manajemen untuk standar
industri hijau, scrta (g) bentuk-bentuk kerja sama internasional yang dapat dilakukan
pemerintah sebagai bcntuk fasilitasi industri.

(2) Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Danantara sebagai kmbaga Sui
Generis yang Bertugas Mengelola Investasi, Mengelola Badan Usaha Milik Negara, dan
Mengelola Badan Usaha dan/atau Badan Hukum liinnya
Rancangan Undang-undang tcntang pembentukan Danantara sebagai lcmbaga sui
geteris yang bertugas mengclola investasi, mengclola Badan Usaha Milik Negara, dan
mengelola badan usaha dan/atau badan hukum lainnya merupakan langkah krusial
dalam mewujudkan tata kelola investasi yang optimal dan terpadu. Undang-undang ini
akan mendorong sinergi dan kolaborasi antar Badan Usaha Milik Negara, badan usaha,
dan lembaga pemcrintah dalam pengelolaan as€t ncgara. Lembaga sui generis ini akan
mengoptimalkan potensi dan sumber daya nasional, schingga mempercepat pcncapaian
Indonesia Emas 2045.

Kebutuhan Kelembagaan pa.da Prioritas Nasional 5 "Melanjutkan Hilirisasi dan
Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah
di Dalam Negeri" scbagai berikut:

(ll Pemb€ntukan/ Penataan Kelembagaan yang Bertugas Mengelola Investasi, Mengelola
Badan Usaha Milik Negara, dan Mengelola Badan Usaha dan/atau Badan Hukum
lainnya

Pembentukan/p€nataan kelcmbagaan yang bertugas mengelola investasi, mengelola
Badan Usaha Milik Negara, mengelola badan usaha dan/ atau badan hukum lainnya
merupakan langkah krusial dalam mewujudkan teta kelola investasi yang optimal dan
terpadu. Lembaga ini akan berperan sebagai central futb yang mengonsolidasikan,
melaksanakan transformasi Badan Usaha Milik Negara, dan me-Ieueroge seluruh
kegiatan investasi yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, badan usaha,
lcmbaga pemerintah, dan badan hukum lainnya yang mengclola aset negara. Dengan
demikian, overlapping kewenangan dan potential conflict of interes! dapa.t diminimalisir,
efisiensi dan sincrgi dapat ditingkatkan, scrta tata kelola investasi menjadi lebih
transparan dan akuntabel. Penguatan kelembagaan ini juga akan mendorong
optimalisasi potensi dan sumber daya nasional melalui unlock uarue aset-aset negara
yang selama ini belum dimanfaatkan s€eara optimal. lcmbaga ini akan mcngaks€lerasi
pertumbuhan ekonomi dan mempercepa.t pencapaian Indonesia Emas 2045.
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3.6 Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah
untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan
Pemberantasan Kemiskinan

Kemajuan suatu bangsa dipengaruhi oleh distribusi hasil pembangunan dan keseimbangan
alokasi sumber daya pada sctiap wilayah. Membangun dari desa dan dari bawah adalah
strategi yang berorientasi pa.da pcnguatan akar perckonomian melalui pemberdayaan
masyerakat lokal serta memperhatikan pemenuhan hak dasar warga negara untuk
bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat, dan inklusif. Desa,
sebagai unit terkecil dari sistem pemerintahaa dan ekonomi, memegang potensi bcsar untuk
menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi nasional. Dengan mengedepankan
pembangunan dari desa dan dari bawah, negara mengakui pcran pcnting komunitas desa
sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kelestarian lingkungan, dan
ketahanan sosial-budaya. Membangun dari desa tidak hanya dalam bentuk infrastruktur
Iisik, ekonomi, sosial-budaya, lingkungan dan tata kclola yang menggambarkan kemandirian
desa, namun juga meliputi pcmbcrdayaan komunitas lokal melalui pendidikan,
pengembangan ketcrampilan, dan aksesibilitas ke berbagai sumber daya. Melalui strategi
yang berfokus pa.da pcndekatan dari desa dan dari bawah, negara bcrupaya aSar seluruh
masyerakat mendapatkan dampak positif dari pembangunan menyeluruh, penurunan
disparitas ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

Pembangunan dari desa dan dari bawah menjadi p€ndekatan utama dalam upaya
pemberantasan kemiskinan. Penduduk miskin dan renten menjadi fokus dalam p€laksanaan
perlindungan sosial, untuk membantu mengurangi bcban kelompok tersebut d6lam
memenuhi kebutuhan dasar, termasuk kebutuhan pangan, pendidikan, kes€hatan, energi,
pengasuhan, layanan bosial, perumahan dan sanitasi yang layak, serta kebutuhan individu
maupun keluarga lainnya sesuai dengan hembatan yang dihadapi. Pendekatan untuk
meningkatkan kemandirian penduduk miskin dan rentan dilakukan dengan mengedepankan
potensi, kapagitas, motivasi, dan akses bagi mereka untuk dapat berdaya mendapatkan
ruang untuk berpartisipasi pada sektor-sektor ekonomi utama. Kesempatan yang setara
menjadi kebijakan kunci untuk memastikan infrastruktur dan layanan dasar, serta kondisi
pemarnpu lainnya, terscdia bagi penduduk untuk keluar dari kemiskinan dan menjadi
s€jahtcra.

Upaya holistik yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan pcningkatan kapasitas
penduduk miskin dan rentan diarahkan untuk mengakselerasi pcnurunan kcmiskinan
secara berkesinambungan. Kebijakan pembcrantasan kemiskinan dikembangkan scbagai
bagian dari agenda pcmbangunan utama untuk mempcrkuat sumber-sumbcr pcrtumbuhan
ekonomi. Penduduk miskin, rentan, dan menuju keLas menengah didorong untuk menjadi
al<tor dan rantai pasok utama yang berperan dalam kegiatan ekonomi utama yang dapat
mengeluarkan mereka dari kondisi miskin dan rcntan. Penguatan dan pcrbaikan tata kelola
program-progftrm perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi menjadi agenda utama
untuk mendukung kebljakan ini, termasuk integrasi program lintas lembaga dan scktor,
peninSkatan adaptabilitas dan inklusivitas, pemanfaatan dan pcningkatan akses terhadap
teknologi, pcnggunaan Sistem Rcgistrasi Sosial Ekonomi sebagai sumber rujukan dan data
tunggal sosial dan ekonomi nasional untuk pcnargetan program, serta pemantauan yang
intensif dan berkala dalam mengidcntifikasi kebutuhan kclompok yang paling rentan dan
menga.ksclerasi graduasi penduduk menuju sejahtera sccara bcrkesinambungan.
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Perlindungan dan pemberdayaan penduduk didukung dengan kebijakan kewilayahan yang
bersifat afirmatif. Untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah, perencanaan regional yang
terintegrasi menjadi langkah penting dalam pcningkatan kesejahteraan yang merata.
Hubungan desa-kota yang saling mendukung sebagai satu kesatuan fungsi wilayah berperan
sebagai kunci p€merataan ekonomi. Desa dapat menjadi bagian dari rantai pasok untuk
mendukung ekosistcm ekonomi kota, sementara kota menyediakan akses pasar, teknologi,
dan inovasi. Kota-kota dirancang sebagai simpul pertumbuhan yang mendukung
pembangunan wilayah s€kitar. Selain itu, pcmbangunan di desa dan kota harus memastikan
akses yang sctara bagi kelompok rentan di daerah miskin perkotaan dan perdesaan terhadap
pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja.

Pembangunan perkotaan yang inklusif tidak hanya mcmperkuat pcrckonomian lokal tetapi
juga mendorong pemerataan peluang ekonomi di wilayah tertinggal. lnvestasi pada kawasan
strategis, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara, diarahkan untuk memanfaatkan
potensi wilayah tertinggal dan mempercepa.t pengurangan kesenjangan. Sebagai model
pembangunan berkelanjutan dan inklusif, lbu Kota Nusantara dirancang untuk memperkuat
koncktivitas antardaerah, memperbaiki distribusi penduduk, dan menciptakan peluang baru
di luar Jawa, sehingga rrendukung penurunan kemiskinan s€cara lebih merata.

Pelaksanaan pembangunan dirancang dengan pcndekatan afirmatif, yang berfokus pada
keberpihakan terhadap pemenuhan kebutuhan penduduk paling rentan, dimulai dari tingkat
komunitas. Pendekatan ini memastikan bahwa kclompok rentan, seperti masyarakat miskin,
perempuan, anak, penyandang disabilitas, lanjut u8ia (lanEia), dan komunitas terpencil scrta
kelompok rentan lainnya, mendapatkan akses yang setara terhadap Layanan dasar, pcluang
ekonomi, dan pcrlindungan sosid.

Pendekatan "membangun dari desa dan dari bawah" bertujuan membcrdayakan desa sebagai
penggcrak utama dalam rantai pasok ekonomi lokal. Dengan memanfaatkan potensi lokal,
pemerintah juga berupaya meningkatkan kontribusi desa dalam mendukung ekosistem
ekonomi kota. Strategi ini tidak hanya menciptakan sinergi antara desa dan kota, tetapi juga
memperkuat konektivitas ekonomi antarwilayah untuk memastikan pemerataan
pembangunan.

3.6.1 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 6

Untuk mengawal keberhasilan pertumbuhan ekonomi, p€merataan ekonomi, dan
pemberantasan kemiskinan maka proses membangun dimulai dari dcsa sebagai fondasi
utama pcmbangunan masyarakat dan struktur kelembagaan tingkat terbawah yang paling
dekat dengan masyarakat. Pembangunan yang dilakukar juga memperhatikan pemenuhan
akses masyarakat terhadap hunian layak, bukan hanya sebagai tempat tinggal melainkan
juga tempat bekerja bagi bcberapa segmentasi masyarakat. Maka dari itu, kebijakan ke
depan dilakukan dcngan memastikan perlindungan sosial adaptif yang mcngintegrasikan
program-program bantuan, jaminan, layanan, dan kesejahteraan sosial, serta p€mberdayaan
ekonomi dari tingkat desa.

Pembangunan dari desa mencakup pemenuhan infrastruktur dan layanan dasar desa,
penguatan ckonomi, sosial-budaya dan lingkungan dcsa, scrta pcnguatan tata kelola dan
pemberdayaan pemerintahan desa. Pcmbangrnan ters€but menekankan kcterkaitan desa-
kota (rural-urban linkageq. Tujuannya untuk memastikan pcmbangunan dan pcningkatan
kescjahteraan masyarakat perdesaan didukung dengan penguatan pusat aktivitas dan
ekonomi melalui sinergi aliran sumber daya, tenaga kcrja, scrta akscs pa.sar inklusif.
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Bersamaan dengan pembangunan di wilayah perdesaan, pembangunan kawasan pcrkotaan
dilakukan untuk mewujudkan kawasan perkotaan yang layak huni, inklusif, bcrbudaya,
hijau, berketahanan, maju, dan mcnyejahterakan. Pembangunan perkotaan berkclaniutan
pcrlu didukung dcngan pendckatan kota cerdas, kelembagaan yang adaptif-dinamis serta
komitmen p€merintah dacrah dan regulasi yang memadai guna menjamin efektivitas dan
efisiensi p€rencanaan dan pembangunan perkotaan.

Sasaran pcmbangunan Prioritas Nasional 6 tahun 2025 dan 2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9
Sasaran Utama Pada Prioritas Nasional 6

No Sasaran dan Indikator Baseline2o24 Targct2025 Target 2029

Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan

I Tingkat kcmiskinan (%) 9,O3 7,0-E,O 4,S-5,0

2 Tingkat kcmiskinan ckstrem
l. l.l

1,47 0,s -l 0

3 Proporsi penduduk kelas
menengah (o/o)

17,50 20,o0

4 Cakupan kepesertaan jaminan
sosial ketenagaketjaan (o/o)bl

29,77

(Scmester t)

32,1s 43,92

Penyandang disabititas yang
bekerja di sektor formal (o/ol

9,07 (20231 l0 t2

Meningkatkan akscs hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan

6 Rumah tangga dengan akses
hunian layak, terjangkau dan
bcrkelanjutan (o/o)

65,25 67 ,OO

Mcwujudkan pcmbangunan kcmandirian pcrdesaan dari bawah sebagai sumbcr pertumbuhan
ekonomi yang bcrkelanjutan

22,85 23,29

74,OO

25,79

Perkotaan sebagai pusat penumbuhan ekonomi

8 Proporsi PDRB perkotaan
terhadap PDB nasional (%)

56,fi l2o22l 57,29 59,25

Proporsi kontribusi PDRB
Wilayah Metropolitan terhadap
nasional (o/o)ul

44,13 l2o22l 44,35 45,60

Ketcrartan: a) Ecnggunakan US$ 2,15 PPP tahun 2017; bl indikator mcrupakan 45 indikator RPJPN Tahun 2025-
2045, namun tidsk mcnjadi indikator pada lcvel Prioritas Nasional RPJMN 'lah]0lr 2023-2029, dan c) s.suai
pcrhitungan dan proyeksi Indeks Dcsa 2024.

9
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3.6.2 Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan sasalan-sasaran pembangunan Prioritas Nasional 6,
dilaksanakan kebijakan sebagai berikut:

Mempercepat pengurangan kerniskinan dan penin gkatan pemerataan

SK No252l98A

l!u

Ardr Xdii.l.n
. Siltom pan&t!!n !ci!l ekondri terinbgr8i
. P.rlindmg.n !o.id.d.Fif d,l inklutil
. Pgningk trr *...l.p..rgEr ke.j. d!.! ponumbuhrn urJia borkaldriutr d.ar inov.tif

Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan

lsu

. furdahnF lhr]lal rtalalr paograan
padlndungEn !o.ld daD paoef,am pamberday{n
m!aylratrt

. Program Fillndfigan roal.l yang balum
komprahcn.lf da.r balult! ttl.nltrlb !€pe.r.finy,
kobaltuhn E€ltr|.*| arE8yardkat mirkin dan rsotan

. l]lte rwnd F.um$xr akrltthg balum mcn mCkrl
rluruh ralmar ..l m!.y!rak!t terrna$* pek*Ja
lnforrnal. torutama dari aspek p€mbiayaan perumahan

. Xatarblt!.ln taranlrg& Pamarlntah Orrah
dalm panyadiaur Faumahar *lBR beadaEarkan
lampiEn Undang-Undar! No.noi 23 Talx-rl 2o'14

. ProgEtl pambordayaan yam balum tarlntagr.ai d
teralmdar unluk ponlngkatan kemardldan masyarakat

. Jamlnan aoald tatamooLrlaan yrng balum manctkup
rluauh pakari., tertntma pekerja lafodnal

. Ataaa pandrduk Diaklndan r.nt n teihadap layanan
lr(rasuuktu dasar maslh porlu dnlrEkat*dl

. Balum oFfmaanya katartunLa dao panlalolaan rumdt
sohingga b€ap{tansl pada mofirurrya kualitas bangunan
b€sgrta llrl0kungan

. Balum oldm.lny.lr .gr..l ar{ara ld.rFn.l F.ty.dr.ll
parutrtdr.n.t ng!!r tut rrlrukor daart paitruldmut drn
&a! tf!.l.po.taal publlk yang b€fpoaoGri pada
tun$dhya p€nnd(lman kuanuh baru

PoaEapatan pany€dEa.r porur'}lhrn dan pennukiman

Sasaran 1

Sasaran 2 ffi

Ardr l(tlii.kln
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Melvujudkan pembangu.ran kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumberpertumbuhan ekonomiyang
berkelanjutan

I
. Angk! k ml.Hn.n p.rd.r!.i malh 0ngEI 1222

por66o (BPS, m23)
. P€fi€nulBn layanan dasar d€ca ma6ih b€rvaria6i.

TordapatdGa yaaE laya.ran dasaa ludah to.psrli
rEnx,l ma6ih tordapat dosa yang layanan dasamya
bslun balk. SeEru !g,sg.t kudtta Lydlr.r d.t!.
p.rd....n m-lh tlm9.,rg dlbarldanoirr l.y.n.n
Fitotalr

. AKMI$ okqsni da6a drlam p6lC rratan kars|! S
pors€i akslqnl rE8yarakat d6a dldqnlna6l d6h soktoa
portanlar yang nlomlllki nll.i.koooml d.lt d!y! t.ln,
l.n.h EohlnggE mc.nbutd*an p€rEuatan dan
dho.slfkaC

Peningkatan kemandirirn perd€gaan yang borkglarjutan

Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi

!
Rgadalnya k€smpatao keda, ponang€aan 6€ktor €korqni
lnfonrEl y.ng bdum @tlmal. s6rta llmglnya kombklna..
ketlmpangan sosial, dan krlminallt s maslh rn€niadl
trllngtrn uLrna parkotun pada Hdang roalal-atomrhl
'I'imkat p€nc€ry€,an d.n degr.d..l llnghrngtn yang
a.ltlahn Onggi dl pealctaan, ditambah dorEan r.naLhiya
kltllg0oh.n p.rtolr.a terhadap rillko b€icana dan
porubahan lklh, mgrrclptakan ta'l(arp.n bssar ba0i
kebodanjutao hidup dl p€rkolaan

Balum ada ragulld yano riongatlrr p€akctaan socara
torpadu, krrang rlinmlaoya k l,.mb6aaar, sorta balum
inorrlttlnyr pamHlyaaal pgrEoldaan pod(otaan u, uk
mor|ort sl kornplelslta! perkclaa n dl 2015

Inlolny! lonle rlrl p.ndu&rk lndon .lrd PuhuJ.w!
(s€be6ar 56.'10 p€f6€.r) utarnanya dl t llay.h .ttopollt.n
Jakaata rn€oy€babkan bab.lr Jabrt! &ar daa6h
a.Elmya naningl(ll, s€hingga tsaradl ponuruEn daya
dukung llrEkurEan dan podigkatan dampak kerwlan
skorpmi.

I
Pembangunen p€rkotarn berkel.niutrn

Pambangunan lbu Kota Nu6antara

Sasaran 4
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. S€dap I psrsor! pe.tumbutBn p€.rdrduk p€.k.taan dl '
lndonesla harryr rn€rinokatkan 1,4 p€rsql PDB
ps*aplta, lontrlburl .konofil y.nC t rlolo|rg
rlndah Jlka dibardlnqkan deaEan Clna dan rata.aa{a
rl€gaia Asla Tlmudan Paslfik (Bar*Om|a.2018) .

. P.manfartar ldr.l partobrt ydrC balum atlabn
dan pcrg.nddln ru!.rC y.ng kurlrg .t Ktftel.h
rlgrdfiqlo laiu rbanasa8l lsbih tlmgi dl pimglran kota
yarE m6iy6babk! n p€rml*irnan tunbuh rn€nyerak
dan k.lu.. darl kont ol

. KaLaaadlaan dr d(.aa hyanrn partotaar b€npa
n nah layak h.ni. layanan alr mlarm, ladtasi, dan
lnfrastruktur pgrtotaan molhlcrbdr!, sonpnta.a
pengololaah sampah, ruang tsbuka Hlau, sdla 36rans .
pordldikan dan kssohattn b.lqnl lollq.lt d.n
m.lnldd

. Pembangunan alan pdryodlaan lnlEalrulitur lfiuaur
dl wlllydr mct opolllli b.lum ,lrcrrL, mo.nlllkl
lurllt.tyrng t rbdll, serta tl.Ll t.rlnt g.!rl
racara kawilrylhan.

. Prcduktlvita6 dan p.n&p.tm !.ll d... PAD..
t rhrd.p ABPD.!. m..lh .{E€t r.nd.rr (Propdsl
PADe 2.'l p6.B6o d.rl total APBD68, 2023)

. Trt Kolda p€rno.irtahan dsa maolh belrm balk d.n
kudltB bcllnl! d.r. (q)rlLyol tFn< ng|rtln
dtlngl(ltkln

. Bolum opumalnya l@o.olidr.l baabaCd pandanai
lgUD d.lam psrnbanguEn d6a

. D.r! b.rk tdff.n lElm mrlh r.nd.h (3,73 psr!€n
dad 75250 do€a) .o.n6[ara boncan dan dampak
pEfl.5afEn lkllmdl dgsa s€makln 6orlrE torradi.

lsu

Amh

lru
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3.6.3 Intervensi Kebijakan

Sebagai upaya pencapa.ian sasaran Prioritas Nasional 6, dilakukan serangkaian intervensi
pada masing-masing arah kebijakan sebagai berikut.

(l) Sistem pendataan sosial ekonomi terintegrasi untuk peningkatan kualitas perencanaan
program pemerintah berbasis data kondisi sosial dan ekonomi seluruh penduduk
Indonesia yang terintegrasi, yang dilaksanakan melalui (a) tata kelola Sistem Registrasi
Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk menghasilkan data tunggal sosial ekonomi dan (b|
pemanfaatan Sistem Registrasi Sosial Ekonomi;

(2) Perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif menjadi bagian pcnting dari upaya
pemerintah untuk mengurangi kemiskinan, kesenjangan sosial, dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat sccara menyeluruh, pendekatan ini dilakukan melalui

(a) penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi yang tepat sasaran dan inklusif
melalui kartu kesejahteraan, dengan (i) peningkatan cakupan dan kualitas bantuan
sosial yang sesuai dengan kondisi kerentanan; (ii) perbaikan mekanisme penyaluran
bantuan sosial yang terintegrasi dan terdigitalisasi; (iii) penguatan adaptabilitas
program dalam kondisi bencana alam dan non-alam, serta penrbahan iklim; (iv)
penguatan p€rencanaan, layanan, dan rujukan terpedu dari tingkat desa
mempergunakan Sistem Perencanaan Pembangrnan Berbasis Data Regsosek
Terpadu (SEPAKAT) untuk memastikan integrasi bantuan sosial dengan jaminan
sosial, pemb€rdayaan masyarakat dan infrastruktur layanan dasar; serta (v)

pcngembangan mekanisme graduasi masyarakat miskin dan rentan menuju
sejahtera;

(b) reformasi sistem Jaminan Sosial Nasional, melalui peningkatan literasi Jaminan
Sosial, penjangkauan alctif kcpcsertaan, penguatan program dan kelembagaan
jaminan sosial, pengembangan jaminan sosial adaptif, penyediaan skema jaminan
sosial bagi pekerja miskin dan tidak mampu, penrmusan keseimbangan iuran dan
manfaat program, penguatan tata kelola dan data jaminan sosial berbasis Nomor
Induk Kepcndudukan; dan

(c) pcngembangan ekonomi perawatan (are ecoramgl melalui pengembangan layanan
pengasuhan, penguatan kapasitas keluarga, komunitas, dan institusi, peningkatan
akses terhadap fasilitas pclayanan pengasuhan bagi kelompok rentan termasuk
anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok rentan lainnya, yang
terjangkau, terstendar, dan berkualitas, scrta pengembangan mekanisme
pendanaannya secara berkesinambungan, guna mcndukung kesejahteraan
masyarakat dan kesetaraan kesempatan ekonomi secara holistik.

Untuk mencapai perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif, pemerintah memastikan
program yang tcrintegrasi dan saling mclengkapi. Salah satu upaya agar pcrlindungan
sosial yang adaptif, inklusif, dan terintegrasi dapat terbangun dan terlaksana, dilakukan
penyusun€rn payung hukum pclaksanaan kebijakan perlindungan sosial, untuk
memastikan kebtakan yang harmonis, komprehensif, dan bcrkesinambungan, program
yang tersinkronisasi, pembagian peran dan kewenangan lintas s€ktor yang konsisten,
s€rta pcnguatan kondisi perlu yang dibutuhkan untuk memastikari program yang tepat
manfaat dan tepat sasaran. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Sosial ditujukan
untuk memberikan panduan yang lebih komprehensif dan menyeluruh terkait dengan
konscp dan mekanisme pelaksanaan perlindungan sosial bagi scluruh pemangku
kepentingan, baik pemerintah maupun nonpemerintah.
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(3) Peningkatan akses lapangan kerja dan pcnumbuhan usaha b€rkelanjutan dan inovatif
bertujuan untuk mcnyinergikan program-program pengembangan kewirausahaan dan
kes€mpatan bekerja kepada para pcnerima manfaat yang dilaksanakan melalui (a)
peningkatan daya saing melalui kartu usaha produldif untuk penguatan kelompok
masyarakat menuju kelas menengah dan kelas menengahl (bl peningkaten kemandirian
melalui kartu usaha afirmatif untuk pemberdayaan bagi masyarakat miskin dan rentan
dalam rangka mcningkatkan kemandirian dan mengakselerasi graduasi menuju
kesejahteraan; dan (c) reforma agraria untuk mengurangi ketimpangan pemilikan dan
Penguasaan tanah, scrta meningkatkan kemandirian masyarakat pcnerima Tanah
Obyek Reforma Agraria. Hal tersebut dilakukan melalui p€nataan aset yaitu pemberian
tanah sckeligus sertipikat tanah dan pelaksanaan penatean aks€s yaitu pemberian
bentuan fasilitasi pendampingan usaha bagi penerima Tanah Obyek Rcforma Agraria
(TORA) untuk dapa.t mengolah tanah yang sudah dibcrikan. Dengan adanya pemberian
aset disertai akses untuk subyek Tanah Obyck Reforma Agraria yang sama maka
diharapkan pcnerima reforma agraria dapat meningkat kescjahteraannya,

(4) Pembangunan perkotaan berkelanjutan bcrtujuan untuk mewujudkan peran perkotaan
sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang layak huni, inklusif, berbudaya, hijau,
berketahanan, maju dan menyejahterakan. Pembangunan perkotaan berkelanjutan
dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan sistem perkotaan nasional dengan
didukung oleh tata kelola dan kelembagaan yang transparan dan akuntabel, serta
pengarusutemaan pendekatan perkotaan cerdas dcngan 5O indikasi lokasi prioritas,
difokuskan kepa.da

(a| pembangunan Wilayah Metropolitan di 1O lokasi prioritas dengan strategi
pembangunan berupa (i) peningkatan konektivitas antara lain berupa pembangunan
transportasi perkotaan dan pcngembangan kawasan berorientasi transit; (ii)
penataan kawasan perkotaan antara lain bcrupa revitalisasi kawasan permukiman
kumuh dan pembangunan hunian vertikal publik; (iii) peningkatan ketangguhan
bencana dan adaptasi perubahan iklim antara lain berupa penanganan banjir
perkotaan dan penerapan solusi berbasis alam; (iv) pcngelolaan urbanisasi antara
lain bcrupa penguatan keterkaitan perdesaan-pcrkotaan dalam bentuk kerja sama
desa-kota; dan (v) peuingkatan kapasitas tata kelola perkotaan antara lain b€rupa
penguatan kerja sama multipihak dan lintas \dlayah serta pengembangan
pendanaan inovatif.

(b) pembangunan perkotaan Non-Wilayah Metropolitan di 40 indikasi lokasi prioritas,
khususnya perkotaan yang berkcmbang dengan cepat, dengan strategi
pembangunan bcrupe (i) pengembangan rencana spasial dan data fungsional
perkotaan antara lain berupa materi teknis Rencana Tata Ruang, Mctropolitan
Statistical Area, masterpLan pengembangan dan penataan perkotaan, serta rencana
mobilitas pcrkotaan; (ii) pcnyediaan serta peningkatan layanan dasar dan
infrastruktur dasar antara lain berupa penyediaan layanan transportasi umum,
pengcloLaan persampa.han dan sanitasi, scrta perluasan sambunSan air minum
perpipaan; (iii) peningkatan kualitas lingkungan antara lain melalui penyediaan
mang terbuka hijau dan biru publik serta penanganan limbah dan sampah; (iv)
penguatan ekonomi perkotaan antara lain mela.lui penyediaan dan pcningkatan
layanan pcndidikan terintegrasi dengan ketenagakerjaan.
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Untuk menjamin efektivitas dan efisiensi p€rencanaan dan pembangunan perkotaan
berkelanjutan, perlu didukung dengan penyempurnaan regulasi tentang perkotaan
melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perkotaan Berkelanjutan.
Rancangan Undang-Undang ini bertujuan untuk mentransformasi pendekatan
pembangunan perkotaan ogar tidak sektoral, dapat memenuhi hak masyarakat untuk
mendapatkan layanan perkotaan yang layak, adaptif terhadap pengelolaan perkotaan
lintas batas wilayah, didukung peran serta warga kota yang memadai dan tanggap
terhadap tantangan masa depan.

(5) Pembangunan Ibu Kota Nusantara dilaksanakan denSan fokus utama pada pemenuhan
ekosistem p€rkotaan, termasuk kelengkapan ekosistem suprastruktur politik atau
lembaga trias politica (eksekutif, legislatif, dan yudikati0 untuk memantapkan posisi
Kawasan Inti Pusat Pemerintahan dan sekitarnya sebagai area inti yang tangguh dalam
menyelenggarakan pemerintahan melalui (a) pcrencanaan dan pembangunan kawasan,
serta pemindahan ke lbu Kota Nusantara dan (b) pembangunan sosial, superlab
ekonomi, dan pengelolaan lingkungan lbu Kota Nusantara;

(6) Percepatan penyediaan perumahan dan permukiman dengan segmcntasi yang perlu
dilayani, serta target khusus antara lain untuk generasi milenial dan generasi Z dan
masyarakat miskin dan rentan. Penyediaan perumahan juga perlu dilengkapi dengan
infrastruktur dasar permukiman (air minum aman, air limbah, persampahan, jalan,
drainase lingkungan, dan lainnya), aks€s konektivitas, scrta sesuai dengan tata ruang
dan kearnanan b€rmukim yang sensitif terhadap isu ketahanan bencana dan iklim. Hal
ini dapat dilaksanakan melalui (a) fasilitasi pcnycdiaan perumahan tcrintegrasi dengan
prasarana, sarana, dan utilitas, (b) pengembangan perumahan publik vcrtikal yang
terpadu, (c) pengembangan fasilitasi pembiayaen perumahan, (d) penguatan ekosistem
pcrumahan, serta (e) pcremajaan dan p€nanganan permukiman kumuh yang terpadu;

(7) Peningkatan kemandirian perdcsaan yang berkelanjutan dilaksanakan melalui
intervensi lintas sektor dengan fokus pada bebcrapa aspek (a) pcmenuhan layanan dasar
dan infrastruktur, termasuk perumahan dan permukiman, air minum, sanitasi,
pcrsampahan, layanan keschatan, dan konektivitas; (b) transformasi ekonomi lokal,
ketahanan sosial-budaya, dan pelestarian lingkungan perdesaan dalam rangka
pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi skala lokal, pengembangan indikasi 30
Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP), penguatan lembaga ekonomi desa, pengelolaan
dampa.k perubahan iklim, serta pengelolaan urbanisasi untuk memastikan terciptanya
sinergi desa dan kota dalam p€rtukaran sumbcr daya, tenaga kerja, dan akscs pasar
schingga terwujud pcrtumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan; (cl penguatan tata
kelola pemerintahan serta p€mberdayaan pcmbangunan desa secara adaptif; (d)
pembangunan 3O daerah tertinggal untuk meningkatkan kesejahteraan melalui
peningkatan akscs layanan dasar, penguatan ekonomi lokal, pcmcrataan infrastruktur
dasar dan konektivitas, s€rta pcngurangan risiko bencana; (e) pembangunan kawasan
perbatasan melalui pemenuhan layanan dasar, pcngembangan pusat pertumbuhan
ekonomi, p€nataan ruang dan penanggulangan bencana, scrta pcnguatan tata kelola
pemerintahan; (0 pengembangan kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan
lokal, mclalui pcmbangunan infrastrulidur permukiman dan aksesibilitas logistik,
pengembangan ekonomi, redistribusi asct (tanah) transmigrasi, serta penataan
persebaran penduduk dan penyediaan tenaga terampil; dan (g) tata kelola
pendampingan/penyuluhan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui integrasi
pelaksanaan dan pcngendalian berbagai pro8ram di tingkat masyarakat, penguatan
kualitas pendamping/penyuluh dengan lebih terstandar, penguatan motivasi dan
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kapasitas masyarakat untuk bcrdaya, peningkatan pengetahuan dan akses masyarakat
terhadap layanan sosial dan dasar, pnrluasan akses masyarakat terhadap
pengembangan ekonomi scsuai dengan kebutuhan masyarakat terutama penduduk
miskin dan rentan;

Dalam memastikan keberhasilan pembangunan dari desa dan dari bawah dan mendorong
pertumbuhan ekonomi inklusif, p€merataan pembangunan, serta pengentasan kemiskinan,
maka dirumuskan Program Hasil Terbaik Ccpa.t yang memiliki daya ungkit terhadap
keberhasilan pcncapaian sasaran Prioritas Nasional 6 yaitu (l) Melanjutkan dan
Menambahkan Program Kartu-Kartu Kescjahteraan Sosial scrta Kartu Usaha untuk
Menghilangkan Kemiskinan Absolut dan (2) Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Desa
dan Kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Mcnjamin Penyediaan Rumah Murah
Bersanitasi Baik untuk yang Membutuhkan, terutama Generasi Milenial, Generasi Z, dan
Masyarakat Berpcnghasilan Rendah (MBR). Implementasi Program Hasil Terbaik Cepat
dilakukan melalui Kcgiatan Prioritas.

(l) Melanjutkan dan Menambahkan Program Kartu-Kartu Kescjahtcraan Sosial serta Kartu
Usaha untuk Menghilangkan Kemiskinan Absolut

Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) 5 berperan pcnting dalam mendukung Prioritas Nasional
6 untuk menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 4,$-5,0 persen dan meningkatkan Indeks
Modal Manusia menjadi 0,59. Program ini bertujuan untuk menghilangkar dan mencegah
kemiskinan absolut melalui pcrluasan dan penguatan program kesejahteraan sosial serta
pcmberian dukungan pemberdayaan ekonomi, pcningkatan kapasitas dan pembukaan akses
kepada asct produktif dan pa.sar. Program ini mengintegrasikan berbagai program bantuan
sosial maupun pemberdayaan di s€ktor sosial, pendidikan, kesehatan, kebekerjaan,
infrastruktur dasar, layanan dasar dan sektor-sektor perekonomian seperti pertanian,
perkebunan, jasa pariwisata, perikanan dan perdagangan yang kemudian dikelompokkan
menjadi Kartu Kesejahteraan, Kartu Usaha Afirmatif, dan Kanu Usaha Produktif.

Kartu Kes€jahteraan adalah upaya integrasi program perlindungan sosial yang adaptif dan
inklusif, mencakup berbagai program subsidi dan bantuan sosial yang komprehensif dari
berbagai scktor dan berbasis individu dan keluarga, baik dalam bentuk uang, barang,
maupun jasa. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengcluaran masyarakat
sesuai kondisi dan sasaran program dengan pendekatan ketepatan sasaran melalui satu
basis data terpadu, tata kelola dan pcngendalian program lintas sektor yang terintegrasi,
pemanfaatan teknologi layanan keuangan, dan berorientasi pa.da pemcnuhan kebutuhan
penerima manfaat.

Adapun Kartu Usaha merupakan wujud dari strategi peningkatan pendapa.tan melalui
peningkatan kemampuan bekeda dan berwirausaha. Program ini dirancang untuk
memberikan solusi nyata dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menciptakan
peluang kerja baru yang bcrkelanjutan. Secara spesifik, program ini bertujuan untuk
meningkatkan jumlah wirausaha, mcnciptakan tenaga kerja mandiri, memperkuat daya
saing usaha, scrta mendorong pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari upaya
p€ngentasan kcmiskinan. Pelaksanaan program Kartu Usaha ini terbagi menjadi Kartu
Usaha Afirmatif yang ditujukan bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan, serta Kartu
Usaha hoduktif yang ditujukan bagi masyarakat kelas menengah.
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(a) Kartu Kescjahteraan

Permasalahan dan tantangan. Program perlindungan sosid yang saat ini berjalan masih
menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan tersebut mencakup (i) akurasi penyaluran
bantuan sosial masih rendah; (ii) program bclum komprehcnsif dalam memenuhi kebutuhan
penerima manfaat; (iii) terbatasnya responsivitas bantuan sosial pada kondisi darurat,
kebencanaan, dan perubahan iklim; (iv) program mesih terfragmentasi dan belum optimal
dalam menjangkau penduduk yang paling rentan; {v) proses penyaluran bantuan sosial yang
b€lum terdigitalisasi dan b€rorientasi pada kebutuhan penduduk miskin dan rentan; (vi)

belum ada mekanisme graduasi atau terminasi untuk sctiap program; (vii) akses terhadap
infrastruktur dan layanan dasar berkualitas yang b€lum merata; (viii) belum inklusifnya
lingkungan dan pcrtumbuhan ekonomi bagi kelompok miskin dan rentan; serta (ix)
pengendalian, pendampingan, dan pemantauan pelaksanaan dan pemanfaatan bantuan
sosial yang belum optimal.

Langkah-langkah penyelcsaian masalah. Untuk memperluas dan meningkatkan manfaat
program perlindungan sosial, dilakukan pendekatan terintegrasi melalui kartu kesejahteraan
dengan tujuan memastikan s€tiap warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk
berkembang. Pendekatan ini mencakup (i) perencanaan, penargetan, dan pelaksanaan
bantuan sosial yang terpedu menggunakan Sistem Registrasi Sosial Ekonomi yang terbangun
dari berbagai basis data dan berperan scbagai data tunggal sosial dan ekonomi nasional
untuk akurasi sasaran penduduk miskin; (ii) penyesuaian manfaat dan mckanisme program
yang lebih komprchensif untuk mcmenuhi kebutuhan dan kerentanan spesifik berbagai
kelompok sasaran, termasuk bantuan pengurangan beban yang dibutuhkan penduduk
miskin dan rcntan, serta layanan dan rehabilitasi sosial yang diperlukan anak, lanjut usia,
penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya; (iii) perluasan sistem layanan dan
rujukan terpadu untuk penguatan kapasitas dan ketahanan komunitas dari tingkat desa
dalam menghadapi berbagai kerentanan, yang berbasis pcmanfaatan data melalui SEPAKAT
dan Sistem Registrasi Sosial Ekonomi, scrta pcningkatan adaptabilitas bantuan sosial untuk
memastikan responsivitas layanan dan bantuan sosial terhadap transisi besar dan risiko
katastropik, seperti bcncana dan pcrubahan iklim; (iv) pelaksanaan Kartu Kes€jahteraan
dengan mckanisme yang tcrintegrasi, di antaranya dcngan penggunaan satu data dalam
pensasaran, tata kelola kepesertaan melalui dashDoard bersama Kartu Kesejahteraan,
penyaluran yang terintegrasi menggunakan @ntral mappe\ serla mckanisme Braduasi
terpadu lintas program bantuan sosial untuk mendorong kemandirian penerima manfaat
Kartu Kescjahtcraan; (v) transformasi pcnyaluran bantuan sosial yang terdigitalisasi dan
berorientasi pada kebutuhan penduduk miskin dan rentan, dengan perluasan metode, kanal,
dan instrumen penyaluran; (vi) pengembangan dan pelaksanaan graduasi dengan proses dan
kriteria kelayakan yang jelas, konsisten, dan terstandar berbasis satu date terpadu; (vii)
pcngembangan sarana dan prasarana, infrastruktur jaringan telckomunikasi, serta teknologi
guna mempcrluas akscsibilitas terutama di wilayah tcrtinggal, terdepan, dan terluar; (viii)
penguatan inklusivitas dan afirmasi bagi kelompok rentan, khususnya pcnyandang
disabilitas dan lanjut usia, terutama dalam memastikan pemenuhan kebutuhan dasar dan
pcngurangan b€ban; serta (ix) pengembangan mekanisme pemantauan distribusi serta
pemanfaatan bantuan sosial agar dioptima.lkan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan menghindari konsumsi yang tidak produktif seperti rokok, minuman kcras,
dan perjudian, serta memastikan keterkaitan antara program kartu kesejahteraan, kartu
usaha, dan layanan dasar yang disclenggarakan oleh berbagai kementerian/lembaga untuk
menciptakan intervensi yang holistik dan optimal.
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(b) Kartu Usaha Afirmatif

Permasalahan dan tantangan. Kartu Usaha Afirmatif (KUA) bertujuan untuk meningkatkan
efektivitas program pemb€rdayaan. Program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh
pcmerintah saat ini, masih terdapat scjumlah tantangan yaitu (i) intervensi pcmbcrdayaan
bclum scsuai dengan kcbutuhan masyarakat; (ii) pelaksanaan program pembcrdayaan bclum
terstandar antar Kementerian/l.mbaga; (iii] pcnargetan program bclum tepat sasaran dalam
menjangkau kelompok masyarakat miskin dan rentan; (iv) penduduk miskin dan rentan
bclum termotivasi dan teroptimalkan kompctensi bcrwirausahanya; (v) kapasitas prograrn
dalam meningkatkan kemampuan kerja masih belum optimal; serta (vi) rendahnya
partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembcrdayaan.

Langkah-langkeh penyelesaian masalah. Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan dampak
program pemberdayaan ekonomi, implementasi Kartu Usaha Afirmetif difokuskan pada
stratcgi antara lain (i) memperkuat proecs asesmen terhadap kebutuhan pcmbcrdayaan
penduduk miskin dan rentan, serta mcngcmbangkan mekanisme pemberdayaan ekonomi
afirmatif yang dapat disesuaikan dengan kcbutuhan masyarakat miskin dan rentan; (ii)
menyusun dan mengimplementasikan standar dan tahapan pelaksanaan pemberdayaan
ekonomi yang afirmatif sebagai pedoman dan acuan program pemberdayaan dalam Kartu
Us$a Afirmatif, termasuk mekanisme graduasi yang terstandar untuk mcndorong dan
menjaga kesinambungan kcscjahteraan penerima manfaat; (iii) menentukan target penerima
program dan menilai potensi pcnerima Kartu Usaha Afirmatif dari pcnduduk miskin dan
rentan bcrdasarkan satu data yang akurat dan termutakhirkan melalui Sistem Rcgistrasi
Sosial Ekonomi, tcrmasuk mempcrkuat kapasitas Kementerian/I€mbaga dan pcmerintah
daerah dalam pcnargctan tepat sasaran menggunakan SEPANATi (iv) mengembangkan

Sar-m dan lndikalor lnst l8i Pohk8ana
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mekanisme untuk pcningkatan motivasi dan kapasitas pelaku usaha miskin dan rentan,
melalui pelatihan inklusif dan berbasis kompetensi, penguatan kemampuan manqiemen dan
wirausaha, serta pcndampingan intensif dalam mengakses pasar dan pembiayaan; (v)
mengembangkan kualitae program vokasi dan p€latihan kcrja agar sesuai dengan kebutuhan
pembcri kcrja, inklusif terhadap pencari kerja miskin dan rentan, s€rta terhubung ke layanan
pencari kerja yang inklusif dan afrmatif, khususnya bagi penduduk miskin, penduduk di
yang tinggal di kawasan 3T, penyandang disabilitas, lanjut usia, pcnempuan, serta kelompok
marginal dan rentan lainnya; scrta (vi) meningkatkan integrasi dan keterkaitan program-
program dalam Kartu Usaha Afrrmatif untuk dapat berkolaborasi dengan masyarakat dan
$rrasta dalam peningkatan kesinambungan pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan.

f.'.t,t

@ Peningkatan Kamandlrlan melalui Kartu U.ahe Aflrmatif

U.nlngkrtnyr k...Fht.r..n p.n.dmr K.rtu lj..h.
Aflrm.tll
Juhlah p€n€rirne rnan[.al Karlu U6€h. Afiflrl8tif ysng
b€rus8he atau bckorje 3obagei buruh/karyewan s€b.nyak
3 juta jitlle/lahun p3d6 2029.

h rl KoitrDdor
. Krmcn UMXM;
. l(aman Kdran$n;
. faman Kahutamn:
. r\am.n Ktli4lll d.o Prilrrn;
' K.m.n Kndl.gEk ri..n;
' lom.n P.oud. &o Ol.hr4a;
. Kaman hnian:
. K.men Pzl'4uBP2frll:

' K!n.n PFPA

' Edan Uaaha

lrdtr.l P.ngrmpu

PoningkEt n Xcmendiri.n Ur.h. KI,PS:
KPM K6*idu3eh5.n So.i.l yrng lLn(hpatkrn
PendampingBn [r3ehe:
Wer$ KAT y.ng olb.rd.y.k n;

Pembodeys.n Soai.l dan Ekonomi Poksrja MigBn
lndomrie dan Kcluarganya;
Leyan.n V.lir.!i d.n Ov.dfk.li Pupuk:
PondEnaan unluk Uaah. Miko yrng Torfailrt !i
Pcmbieyaen UMa.

oe,
Soluruh lndooosh

(c) Kartu Usaha Produktif
Kartu Usaha Produktif (KUP) diharapkan menjadi solusi strategis untuk mcmastikan
kcbcrlanjutaa pcningkatan ekonomi masyarakat miskin dan rentan yang telah berhasil naik
kelas menjadi kelompok menuju kelas menengah (aspiring niddle class) dan kclas menengah
(middle class). Melalui dukungan yang lebih terfokus pada usaha produktif, program ini
bcrtujuan mendorong usaha mcreka agar dapat bertahan, bcrkembang, dan memiliki daya
saing, sehingga mengurangi risiko kembali jatuh ke dalam kelompok masyarakat miskin.

lnslrlsi Pelaksana

lndl@i Hirhrirht lntarvefl d

lndika.i Lolai Priortui
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Kartu Usaha Produktif juga dirancang untuk memperkuat usaha bagi kelompok menuju
kelas menengah dan kelas menengah agar menciptakan wirausaha produktif yang inovatif,
memiliki daya saing tinggi, dan mampu menciptakan lapangan kerja baru. Dengan demikian,
program ini tidak hanya berkontribusi dalam menekan angka p€ngangguran tetapi juga
memperkuat struktur ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Permasalahan dan tantangan. Kartu Usaha Produktif dirancang untuk mengatasi tantangan
dalam pengembangan kewirausahaan dan pcningkatan daya saing usaha mikro, kecil, dan
menengah. Tantangan terscbut dari sisi tata kelola mencakup (i) tidak adanya pedoman yang
menjadi standar dalam pclaksanaan program kewirausahaan; (ii) belum optimalnya
pemanfaatan Basis Deta T\rnggal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah scbagai rujukan
penyaluran program berbasis data, khususnya yang ditargetkan untuk meningkatkan
proporsi pcnduduk kelas menengah; serta (iii| kurangnya koordinasi antara program
pemerintah dan non-pemerintah. Selain itu, terdapat juga tantangan dari sisi kapasitas dan
daya saing usaha antara lain (i) kurangnya program pcndampingan yang tcrarah membuat
usaha mikro, kecil, dan menengah sulit mendapat sertifikasi, akses pasar, pembiayaan, dan
teknologi; dan (ii) minimnya pelatihan keterampilan bagi tenaga keda usaha mikro, kecil, dan
menengah, schingga menghambat pcningkatan produktivitas dan daya saing usaha.

Langkah-langkah pcnyelcsaian masalah. Dalam rangka penguatan usaha bagi kelompok
masyarakat kelas mcnengah dan menuju kelas menengah, dua langkah penyelesaian yang
dilakukan adalah (i) penatakelolaan kartu usaha; dan (ii) peningkatan kapasitas dan daya
saing usaha. Pelaksanaan penatakelolaan kartu usaha dilakukan melalui strategi (i)
penyusunan standardisasi program pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk pelaku
usaha dari kalangan menuju kelas menengah dan kelas menengah; (ii) p€manfaatan Basis
Data Tunggal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang terintegrasi dalam Sistem Registrasi
Sosial Ekonomi s€bagai basis data rujukan pelaku usaha penerima manfaat program untuk
meningkatkan ketepatan sasaran; (iii) pcngembangan sistem informasi Kartu Usaha sebagai
alat untuk mengkurasi pcnerima Kartu Usaha Produktif dan memanteu perkembangan
usaha pcncrima manfaat; dan (iv) koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan optimdisasi
program Ka.rtu Useha Produktif lintas pemangku kepcntingan. Adapun pelaksanaan
peningkatan kapasitas dan daya saing usaha dilakukan melalui strate8i (i) pelaksanaan
pendampingan usaha, seperti sertifikasi dan standardisasi, akses pasar dan pembiayaan,
serta pcnerapan inovasi dan teknologi, yang tcrstruktur dan bedenjang; serta (ii) pelatihan
untuk penguatan kapasitas bagi tenaga kerja usaha mikro, kecil, dan menengah.
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&xlmE_irl'€r @ Peningkatan Daya Salng melalul Kartu Usaha Produktif

T.rwurudny. p.ngu.t n.konoml ymg b.rdry. .!lng
bael maayarakal manuru kalaa manangah dah lalra
m.n.ng.h

hfid P.ngi.mFr
K6menlerian UMKM

&

Propor6i pcleku ui€ha dongan u!ah. borbaden hukum
etau rnamilili caLtan pambukuln lcnglap targal
rnoncaP3i 6,3% pede tehun 2m9

hffd tGrtdbdo.
' (6menko Pemb.rdrla8n M!ry.rrbt
. Xamon Koper$i;
. r\€men PsnndBrrian;
. Komsfllct€oesksrjarn:
. Kam€fl Podegangan:
. Kamsn Ekon iniXr@lilits.d.n EkmomiKro.tit

' Kam€n lnvo8lai d.n Hili.fu.CtsXPlvl;
. K6m6n lGuerEan;
. K6m6a Xomunikai d..| Oi0ii.t
. K6m6n o6sa dsn P€rnb.ngumn Oaorah TcnirlooEl;
. Kem€n KoLutan den PcrikarEn:
. f\6men ESOM;
. Badan Standardissi Nasionat
. Eadan PangEwassn Obst dan M.k5.nl
. L6mb.ge K6biat n Pong€de.n B...rtrud. P.m.rint hi
. Pomcrintah Da6.ah.

F63ilia.i den Pembin.an LJ&he Produklifi

Pel.lihen VokaC Bid.ng lnduEtri d.n J..a;
Fe.i[h'i p.rlddt ran kckey..n inblckt.lproduk krriiif;
P6ny.di. UMK yrng On Bo.rdh0 &l.m SLLm
Pongad..n Digital;

lni.ialif B.ru F..ilitrli Kemit .n Pem.!ar.n.

o(5

56luruh lndonesie

(2) Melanjutkan Pembangunan lnfrastrulcur Desa dan Kelurahan, Bantuan l,angsung
Tunai (BLT), dan Menjamin Penyediaan Rumah Murah Bersanitasi Baik untuk yang
Membutuhkan, terutama Generasi Milcnial, Generasi Z, dan Masyarakat Berpcnghasilan
Rendah (MBR)

(a) Pembangunan infrastruktu r desa

Permasalahan dan tantangan. lndonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan terkait
penyediaan infrastruktur hingga skala desa dibandingkan dengan negara lainnya. Tantangan
penyediaan infrastruktur di dcsa adalah bervariasinya pemenuhan layanan dasar tingkat
desa seperti dalam scktor air minum aman, sanitasi aman, hunian layak, dan kesehatan.
Secara agregat kualitas layanan dasar perdesaan masih timpang dibandingkan layanan
dasar perkotaan, dengan data persentase desa dengan (i) akses air minum aman 18,9 persen;
(ii) sanitasi aman 4,77 perseni (iii) layanan kesehatan 25,99 persen; (iv) rumah layak huni
24,62 prs€in. Oleh karcna itu, tcrdapat urgensi memp€rcepat pcmenuhan kuantitas dan
kualitas pembangunan infrastruktur desa di seluruh desa, termasuk dcsa pada 3O indikasi
kawasan perdesaan prioritas, sesuai kebutuhan, prioritas dan status masing-masing desa
(pengukuran berdasarkan lndeks Desa).

Langkah-langkah penyelcsaian masalah. Dalam mengatasi permasalahan dan tantangan
pada pembangunan infrastruktur di dcsa, disusun skema penyelesaian permasalahan
sebagai berikut (i) pcmbinaan pem€rintah desa tentang prioritas pemanfaatan Dana Desa
yang digunakan untuk pcmenuhan infrastruktur perdesaan; (ii) memfasilitasi pcningkatan
kualitas p€rencanaan desa mcla.lui perencanaan desa berbasis data dan karakteristik

S6rm dan lndikator

lndika3i HiJhf&il lrt.rv.nsi

lndrkai L.olaa Pnorn s
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@ t.*.nrn"n Layanan Dasar dan lnfrastruklur Desa

I
..,

mrd i(oolrtuaor
. Kdnrn P.karlarn

Umum:
. f6m.o ibrnunlkni dr1

Ogat l;
. f\clhc.r ESOM|
. Xrrnan f\aaahabi;

Kaman Psrunrhan
dan Kawaa6n
Parmukiman:

Pamcririah Pra,\riBa/
X.bupelc{rKotE:
Pcmrririah O63a.

lndtllP.ngfinFr
. Kemrn Orla dan Pambangunan Dacrah Taninggal

Lokasi pombar€unsn infrr6truktua dcaa tarmatuk
ponyodesn/rcvilrlbssi huni.n dil.kuken pada 75.265
des. d6ng.n prioril.s p.d. k.bup.ton d.n kota yang
tormeauk 16 dalam:

1. 0€6.{o!. ddrm d.lin..d lbu Kola Nr,l.ntlrl
(lKN)&n d..r.h mitn l(N;

2. D.3.i.!. psd. I 0 Wilayrh Malropoli!.n;
3- 30 Krwalan Padraaan ftioalLa:
4. Cr€B.i€ia r.ng.t t rri.lgq.l d.n lrrdnelcl prio.it8s-

(b) Penyediaan rumah murah b€rsanitasi beik untuk yang mcmbutuhkan,
terutama Masyarakat Berpcnghasilan Rendah (MBR) termasuk generasi milenial dan
generasi Z

Permaealahan dan tantangan. Permasalahan dan tantangan dalam penyediaan rumah
bersanitasi baik dihadapkan pada pcmenuhan 100 persen akecs rumah tangga terhadap
rumah yang dilengkapi dengan infrastruktur dasar permukiman (air minum aman, air
limbah, dan persampahan) pada tahun 2045. Akses rumah layak huni secara nasional hanya
sebanyak 65,25 persen, dengan sebaran 63,83 persen berada di pcrdesaan dan 66,26 pcrsen
berada di pcrkotaan (BPS, 20241. Dengan demikian, masih terdapat 34,75 Persen rumah

lnstan!i Pahk$na

lnditrli Hirhr&ht lnt rv.n.i lrd*ari l.,oLd Pnorita.

SK No252209A

kewilayahan serta peningkatan kualitas partisipasi musyawarah pcrencanaan desa; (iii)
penyediaan infrastruktur desa yang terintegrasi dengan infrastruktur supra dcsa dalam
pemenuhan layanan dasar maupun aktivitas ekonomi di desa; (iv) pcningkatan komitmen
supra desa (pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten / kota) serta pemangku kepentingan
terkait lainnya mengenai urgensi pembangunan/pengelolaan infrastruktur desa secara
terintegrasi dan komprehensif; (v) penguatan fungsi pemerintah daerah melalui pcmbinaan
dan pengawasan pembangunan desa, penetapal p€raturan daerah/ keputusan kepala
daerah terkait pembangunan desa, scrta konsolidasi kebutuhan dan intervensi
pcmbangunan desa. Seluruh langkah pemcnuhan infrastruktur desa dilaksanakan di
seluruh desa di Indonesia, dengan berbagai sumber pendanaan.

i{anlngkaltan p.m.nuh.n k but h.n l.dEdap layanan da..l
aafla lr aaatrukfur daaa
1 Rumrh tsng€a pcrdalBn drnoan al.6a dr mrnum amen

.6b.lrr 3(}16 p.d. 2029
2. Ruirnh tangla pordcaarn danorn.kra. snitra .ft.n

!.b.tsr 124 prd. 2029
3, PollanLls d€aa yang ntordapathn layanan kaaehatan

!.b.!.r 26.65% p.d. 2029
4. PoB.nie.. d.!. yeng nE iliki 10016 runCr la),ak hunr

r.bo!.r 25,01% pcdt 2o2g

-/
. lnfra{rukfur ak minum baabaaia rEayatalol:
. Pcmbangunan Slabm P66Calolam Air Limb.h Dormadl
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tangga yang tinggal di hunian tidak layak. Dengan kondisi sebanyak 82,47 pers€n rumah
dibangun sccara mandiri yang mana sebanyak 37,10 pcrsen diantaranya tidak layak huni
(BPS, 2022). L€bih lanjut, aspek ketahanan bangunan dan kondisi sanitasi yang buruk
menjadi faktor utama pcnyebab ketidaklayakan hunian ters€but. Apabila kondisi ini tidak
ditangani secara komprchcnsif maka akan menyebabkan tumbuhnya kawasan permukiman
kumuh yang mana berdasarkan data Kementeri€n Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
tahun 2024 diperkirakan mencapai 77 ribu hektar. Scmentara itu, masih terdapat
kebutuhan rumah milik untuk sckitar 13,5 persen rumah tangga, termasuk diantaranya
masyarakat miskin dan masyarakat b€rpenghasilan rendah. Kenaikan harga rumah yang
tidal sebanding dengan peningkatan kemampuan linansial masyarakat juga menyebabkan
masyarakat kesulitan untuk mcndapatkan akses rumah layak huni.

Tantangan ke depan dalam penyediaan rumah adalah memastikan ketercapaian target
pcmenuhan akses rumah layak huni, baik di perdcsaan maupun di perkotaan dengan
intcrvcnsi yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah. Pada tahun 2029, penyediaan
hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan akan diupayakan untuk mencapai target
74 pcrscn. Namun, dalam pelaksanaan program perumahan terdapat tantangan diantaranya
{i) masih rendahnya penyediaan akses rumah layak huni yang teiangkau dan terintegrasi
dengan infrastruktur dasar permukiman dan konektivitas sehingga berpotensi menimbulkan
kawasan pcrrnukiman kumuh; (ii) terbatasnya kewenangan pemerintah daerah (provinsi dan
kabupaten/kota| dalam penyelengSaraan penrmahan masyarakat berpenghasilan rendah;
dan (iii) terbatasnya fasilitas pembiayaan pcrumahan yang disertai penjaminan, terutama
bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap untuk pembelian rumah pertama serta
pembiayaan bag masyarakat yang membangun maupun meningkatkan kualitas rumahnya
sccara mandiri.

Langkah-langkah penyelesaian masalah. Upaya meningkatkan akses rumah tangga terhadaP
hunian layak, terjangkau, dan bcrkelanjutan dilaksanakan melalui penyediaan hunian baru
atau peningkatan kualitas hunian yang terintegrasi dengan infrastruktur dasar (air minum,
air limbah, persampa.han, jalan, drainasc dan tran3portasi publik). Setiap intervensi akan
didasarkan pada kebutuhan masyarakat yang didukung oleh basis data p€rumahan.
Pendekatan berbasis kinerja akan menjadi landasan pelaksanaan program bcrsama dengan
Pemerintah Dacrah dan mitra pembangunan lainnya. Untuk itu, perluasan kewenangan
Pemerintah Daerah menjadi aspek krusial dalam pcngembangan skema kolaborasi program
nasional dengan Pemerintah Provinsi, Pcmerintah Kabupaten/ Kota maupun Pemerintah
Desa.

Skenario pelaksanaan pcnycdiaan rumah akan dipenuhi dengan skema sebagai berikut

(i) Perkotaan, meliputi (l) penyediaan hunian tapak dan vertikal untuk kepemilikan rumah
pcrtama yang didukung dengan fasilitasi kemudahan pcmbiayaan perumahan; (2)

penyediaan hunian sewa terutama vertikal melalui skema pembiayaan altematif
(Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha, Land value Capture, dan scbagainya)
yang discrtai dcngan subsidi scwa; (3) penyediaan maupun optimalisasi lahan melalui
konsolidasi tanah vertikal dan pengembangan kawasan permukiman bcrbasis transdl
oriented development, dan (4) penanganan permukiman kumuh secara terpadu,
diutamakan pcremajaan permukiman kumuh;

(ii) Perdesaan, meliputi (1) pembangunan hunian baru, termasuk pengembangan
perumahan berkelompok; (2) peningkatan kualitas hunian; (3) stimulan pembiayaan dan
bantuan konsultasi teknis melalui klinik rumah untuk pembangunan atau Peningkatan
kualitas hunian yang dilakukan s€cara mandiri; (4) penyediaan skema kemudahan
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pembiayaan sccara bertahap diantaranya melalui mikro kredit dan Kredit Pemilikan
Rumah Swadaya; serta (5) penanganan permukiman kumuh mencakup pcmugaran,
percmql'aan, dan permukiman kembali. Dalam pelaksanaannya, pcmerintah desa akan
diposisikan scbagai pemangku kepentingan utama;

(iii) Penguatan ekosistem perumahan dan perbaikan tata kelol,a perumahan untuk
memastikan intervensi perumahan berujung menjadi akses, meliputi ( I l pcnegakan
asp€k tata ruang dan keandalan bangunan yang bcrkctahanan bencana dan iklim; (2)

kemudahan perizinan; (3) perlindungan konsumen; (4) peningkatan kepastian
bermukim; (5) pengembangan pendanaan altematif; (6| penegakan kebljakan hunian
berimbang; dan (7) insentif frskal dengan kondisi tertentu;

(iv) Optimalisasi peran setiap pemangku kepentingan dalam mendukung penyelenggaraan
perumahan seperti pelaksana dan pengelola program pemerintah terkait perumahan,
pengelola dana Tapera dan Fasilitas Likuiditas Pcmbiayaan Perumahan, serta berperan
dalam membengun dan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan.

Az\
"f'f'f @

'targetdidukung oleh pendanaan APBN dan Noi-APBN
"mendukung targei pembsngunan baru d8n poningk lan
kualitas hunian

Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegra3l
dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU)

W
lr.olngk.tnyr p.at'rdhrn hunirn br.u rlru psningkrtan
ku.lllrr y.ng t..,rbgr.ri dorg.n PSU':

1. Jumlah rumah baru yang tarbangun yaitu 1,7 iuta unit peda
tahun 2029

2. Jumleh rumah yang dhingketkan kualitasnya yailu 5,3juta
unit pada tahun 2029

3. Jumlah rumah yang dilayanibantuan PSU yaitu 2jut unit
psda tahun 2029"

h#Ei Xonributor
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. Kementerian Sosial

. Kementerian Desa d€n
Pembangunan Daerah
T€rtin€gal

Kementerian Transmigmsi

Badan Usaha

o(g)

lntervonsi dilaksanakan pada s6luruh provinsi dan diutamakan
pada provinsidenoan kaEgori ak6€3 Rumsh Tidak Layak Huni
(RTLH) sedeng sampaidengsn sangel tinggimenurut data
Regsosek yan9 rn€rnerluk8n pembengunan baru dan
peningketen kualitas:
. Pembangunsn baru pach16 provinsid€ngsn kategori

RTLH sedang-sangat tinggi: Jabsr, Jateng, Jalim, DKI

Jela(e, Sumut, Sums€|, Lampung, Jambi, Banl.n, NTT,

Sul6el, Aceh, Sumbr, Riau, NTB, Kals€l
. Peningkaten kualitas pada16 provinsidengan kategon

RTLH 3€dang-s5n$t tinggi: J6ber, JaterE, Jatim, Sumut,
Sumssl, Lempung, DKlJal€rte, Banten, NTT, Suls6l,
Acsh, Sumbar, Riau, NTB, f€bar, Kal6€l

l. Pemb.ngun.n B u
. Bantuan Pembangumn Rumeh Swad3ye Miskin dan

Rantan:
. Bentuan Pombangunan Rumah swedaye Mesyerakal

B€rp€nghasilan Rendah (MBR);
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. Bentuen P€ningkatan Kualilss Rum€h Swedaya Miskin
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. Banluan PcnirEkatan Kusllte6 Rumsh Masyeral€t

BerperEh$ihn Rendah (MBR):
. Pgngemtlangan f€w$an Permukiman-

3. PSU Rum.h Umum
. Bantuan PSU Bidang P6rumehen
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3.7 Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum,
dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan

Reformasi dalam bidang politik, hukum, dan birokrasi merupakan aspek krusial untuk
menciptakan pemerintahan yang transparan, efektif, dan bertanggung jawab. Reformasi ini
bertujuan untuk mencegah dan mcnanggulangi tindakan-tindakan yang merugikan
masyarakat, scperti korupsi, pemakaian narkoba, judi, dan penyelundupan.

Upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan harus
dilaksanakan dengan kebijakan yang kuat dan konsisten. Kebijakan tcrs€but mencerminkan
keseriusan pemerintah dalam menjunjung nilai integritas dan keadilan, serta melindungi
potensi yang dimiliki oleh generasi pcnerus dari berbagai hambatan dar ancaman.

Langkah-langkah reformasi ini diharapkan dapat menjamin terciptanya situasi yang

kondusif bagi jalannya pembangunan dalam berbagai bidang. Oleh karena itu, pada

pembangunan jangka mcnengah nasional tahun 202$-2029, Pemerintah bcrkomitmen
untuk memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pcncegahan

dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan Penyelundupan.

3.7. I Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 7

Untuk mengawal kcbcrhasilan proses memPcrkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi
s€rta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan
penyelundupan, telah dirumuskan sasaran dan indikator pembangunan pada tahun 202$-
2029 sebagai berikut.

."or.,, u,.,,,"?Tl 
3allao" 

w."io,,"l z

No Sasgran dan Indikator Baseline 2024 Target 2025 Tatget 2029

Tcrwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak scrta sistem politik yang

fungsional

0,68 (2023) o,73

2 Indcks Persepsi Korupsi 34 (2023) 38 43,7

3 lndeks Materi Hukum 0,60 (2023) 0,51 0,55

4 lndeks lntegritas Nasional 70,97 (2023]. 74,52 77 ,57

5 Indcks Integritas Partai Potitik 62,83 63,0H4,99 7 t,oo-72,99

Terrvujudnya birokrasi pcmerintahan yang adaptif dan mclayani

6 lndeks Rcformasi Birokrasi
Nasional

71,38 77,26

7 Indeks Pclayanan Publik 3,78 l2o23l 3,68.) 3,80

8 Indeks Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik

2,79 l.2023) 3,00 2,O0 br

SK No252212A

dan
Luar

93 93,5 95,59 lndeks Pelayanan
Petindungan WNI di
Negeri

I Indeks Pcmbangunan Hukum 0,69

69,98



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 189 -

No Sasaran dan Indikator

Terwujudnya masyarakat yanS bebas dari penyalahgunaan narkoba

10 Angka Prevalensi
Penyalahguna Narkotika

1,73 l2o23l r,70 1,60

Terwujudnya tata kelola BUMN yang baik untuk meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Negara

sebagai agcn pcmbangunan

l1 Retum on Asse, (ROA) BUMN
(v"l

3,r4 l2023l 3,2t 3,42

Tercapainya P€ningkatan pendapatan negara yang optimal sesuai potcnsi p€rekonomian dengan
tetap meqiaga iklim investasi, didukung upaya untuk mewujudkan rcformasi fiskal secara

komprehensif melalui optimatisasi belanja negara, scrta perluasan sumber dan pengembangan
inovasi pembiayaan

12 Rasio Pendapatan Negara
terhadap PDB (%)

12,82 12,36 13,7Fr8,00

13 Rasio Penerimaan Perpajakan
terhadap PDB f/o)

10,07

Tercapainya tingkat inllasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitae scrta pertumbuhan
ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

14 Tingkat lnllasi (%) |,57 2,5+1,0 2,511,0

Sumber: KcDcntcrian PPN/Bappenas, 2024 (diolah)

Ketcrangan: a) Instrumen evaluasi akan mcnga.lami perubahsn schingga targct nasional discsuaikan, b) instrumen
cvaluasi akan mengalaEi pcrubahan mcnjadi Indeks Pemerintah Digits.l schingga ts.rget nasional discsuaikan.

3.7.2 Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan Prioritas Nasional 7,

dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut:

Baseline2Q24 Target 2025 Targel2029

to,24 11,52-15,00

SK No252214A



Sasaran 1 .!.!!

Terwuiudnya suprBmasihukum yang transparan, adil, dan tidak momihak sorta sistsn Politik yang

tungsional

a
Moringk8tnya tr6n kas,s ko.rpsl yang
didqninasi pada eoktff PBJ (kenaikan rnorEapai
00.4 dad tahn 2022 ko talx,n 2gz))

Ktrdisi Hpq-regdasl. s€FdatE tahln 20'l*
2023 tqdapat 5.207 P.rdurrn LanLrl yatp
dit€rbitkan.

B€llrn optlmalnya pro66 g.nlngrtJl D.rtm
Roml.hrya ktpstnln huhrm masyarakat dan
penydomoara n€gara

t
Rdqmasl Polltk dan Tata Xdda Pdr lu
RdonnaC Hd(lrn
P€ncsgahan dan Pqnborsntasan KfipJ sarta
Ilndak Pldana Pslclrchn Usng (IPPU)

:t
Ixrpr.lta Lt Jdtt.r! nASN:

KctcrFduln lntlrr hylnan guult Dalum
optlmC

Ato.t pctlyu.n publlk bolurn momEdal;

PorErapan rl{cm malft bolum o6lmlX
Prcos bl6ril8 dan tata kelda p€m€rlntahan mt6lh
t ]fr{mc lrl drntldrt.l.Kll
Tltt kclol! Flryln.r drn p.lln.lun*h Wt{l dl
lurr nolcrl, t rmlrukPral, ylng balum
tcrlntegrtrl

il
PorErapan PrlrElp Msrltd$a8l dan Rsfcmasl
MarElorlEn ASN

P.modntlh Digltrl

TrarEform6sl Tata K€lde Polayanan Publlk den
PsrnbangutEn

Bl.yr Folltlktlngel. D.rxbr.rl p.rPol belum
m€madal, dan llb telol! P.IPoI bellm optimal

Ponyatuan panoEtursr ta alt 9.mllu dan
p€mlllhan dalam satu bd(u yang dlaklbatkaoleh
kdldakpastbn tukun dalam kontsstasl elsktoral
serta amanat MK yang flnaldan meoglkat

Skq lndcb AIxt t rhrdlP xoldtlm
merEalaml panurunan padatatiJn 2021 (53,6)

P€ng6trn Xoaor{trOaarl Pelayrnac dan
Pdragskan Hd(lrn
TrEtE qnlasl Sldsn Ps|l'tlrn d.n Adl@rrt
@t1ptaal

Bolum optimalnya hubung6n pcmrrlntrh put.t
dln drrah
KernlJrgsn krpltltla peme dntah drrrh darl
6€0l kelornbagaan. sumbor daya maruda, dan
k6uangan daorah

Tlne0lny! Iet rglntungln d'.rlh torhdlp
TKD dengan rata-rata proporsl TKD tortEdap total
pondapatan daorah meicapal 83% (201 &2m4)

R.ndlhnyt bol.nj. modrl P.mtrlnlth d!.tlh,
dsrEan rata-rata proporEl belanla modal hanya
mencapal 17,O1% dari total bslanja daorah (20'1&

2024',

Sasaran 2 f-i
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Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani

. Penataan Oo€ntrallsasl dan Otqlqnl Oao.ah

. P€llnduprn wargr Naoara lrl(lfie3la dlLuar
N6g€rl, terma8uk Pol(grra Mloran lndon6la

lsu
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Terwujudnya masyarakatyang bebas dari penyalahgunaan narkoba

$I
AEka proval€rBl pa.lyalahounaan narkoba tahun 2023 s€b6ar 1,73t6 atau sokitar 3,33lut!llw.' angka

rd;psa rnoncapal l€blh dari 7(nC dltambah dsEan mutrulnya banyak NPS s€ita mdlf baru p€l,edaran gelap

narioba di lndon€sla.

!t

U

Poncogahan P€.nborantasan PooyalatpuEan dan Poredaran Gslap Nad(oba (P4GN)

Terwuiudnyatata kelola Badan Usaha Milik Negara yang baik untuk meningkau(an kontribusiBadan

Usaha Milik Negara sebagaiagen pembangunan

Rendahnya drya iling BUMN (Jumlah BUMN yarE masuk perirEkat dunia masih di bawah 10)

R!!loBUuNdongank.tego'l3ehatm8ihperludlingk.tkln(rasioBUMNdenlEnkat€gorisehat
n,10% pada tahun 2023)

Belum moratanya k€mamBrlo BUUN d.lam mgnghllilkln dlvidon

Masih banyaknya BUMN yang msrugidalam menjalankan psnuoasan

U
Poninokatan Produdlvitas Badan Usaha Mlllk Nsgara

Tercepeinya pfiingkalan PsdaPatan nogera yang optimals*uaipotomiParokonomian dengen

taap menjaga ildim in!,E6taBi, dklukung uPa)ra untuk moe/ujudkan raformasifukal seara
foripreh#sif mdalui optimalisssi bdanla negara, 3erta p€rluasan sumber dan p€ngdYrbangan

ino\lasi p€rnbiayaenr
ltufipld(lny. brfsE n k3b{.tmnrtll dlHad. drd tltl pdrd+.tltr b.Ld.' drn p'rtllflln
. R€ndltnya p.fdrpstrnEglr. dlr.b.bkrnm$battap&ryr r..ar$tlgf,tl mtrk|Jp dt fil'f,dg}1o

rf5xry,igdryglp
. Klt[t!! dln rh bhi! ]tol!t! bdrtr ogdlrrll
. Bdrn opdndny. ddorEln prtthy!.n r,.ry &n luH,..rE ut* ttIIdqqE s.r'lan p{rnbr'nurn

OptDrlsl M.pahn Ncgs.8

Optn.h.d A!h.F i|lgErr
Mtr.lan Sunbard.n PdlodnbarEan lrFvaal Pambhyaan

Sasaran 5 @

Sasaran 3

A.!h

Sasaran 4 l!r-
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Tercapainya tingkat inflasiyang rendah dan stabiluntuk mendukung stabilitas serta Pertumbuhan
ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

,il
FluKuasi inflag dai slsl dornestlk baryak dlp€rBan*, oleh tluliu8l lomPonon lltllati H€trlE Bsrgejol.i
yano s€cara histqls tsrcs.min dad reallsa8itahun Zglom?3 8€cara bortulr-tu.ut yaltu 3,62 . 3'2096, 5.61%.

dan 6,37%. Kqldisi torsobrt dls€babkan pomasalalEn struktural ponyebab lnflasi di lndon6la yang barryak

tedadi di slsl lulu dan sifahya muru-soktor (pasokan, t€koologl manajemen paBca Panen, lnfrasttuktur
pordagangan dan dlstrbusl, s€rta d8n kualitas d6ta).

ET
PsrEendalian lnflasi

3.7.3 Intervensi Kebijakan

Sebagai upaya pencapaian sasaran kioritas Nasionel 7, dilakukan scrangkaien intervensi
pada masing-masing arah kebljakan s€bagai berikut.

(l) Rcformasi politik dan tata kelola pemilu diarahkan untuk (a) mewujudkan partai politik
yang modern, mandiri, dan fungsional, yang dilakukan meldui penguatan tata kelola
partai politik dan pendidikan politik; (b) mewujudkan Pcnyclenggaraan pemilu yang

berkualitas dan berintegritas, yang dilakukan melalui perbaikan manajemcn
penyelcnggaraan pemilu; serta (cl mewujudkan pcnguatan jaminan hak konstitusional
warga negara dalam penyelenggaxaan pemilu dan Pelayanan publik yang didukung data
kependudukan yang akurat, yang dilakukan melelui (i) penjaminan hak memilih dan
dipilih dalam pcmilu dan (ii) pelayanan ldentitas Kependudukan Digitd bagi pcnduduk
wajib Kartu Tanda Penduduk.

(21 Reformasi hukum diarahkan untuk mcwujudkan regulasi yang adaptif dan taat asas,

akses keadilan yang merata, serta masyarakat yang patut hukum yang dilakukan
melalui (a) mendirikan Pusat kgislasi Nasional, (b) transformasi akses terhadap
keadilan, (c) penguatan budaya hukum, s€rta (d) pembangunan hukum seldor strategis.

(3) Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta tindak pidana pencucian uang diarahkan
untuk mewujudkan sistem anti korupsi dan anti pencucian uang yang efekif serta
sistematis yang dilakukan melalui (a) pcnguatan kelembagaan gerakan p€mberantasan

korupsi secara lebih sistematis, (b) pembcrantasan korupsi yang bersifat preventif
melalui edukagi dan gerakan budaya anti korupsi, (c) pencegahan tindak pidana korupsi,
serta (d) pencegahan dan pemberantasan tindak pidana p€ncucian uang.

(4) Penguatan kelcmbagaan, pelayanan, dan pcnegakan hukum diarahkan untuk
mewujudkan lcmbaga dan penegakan hukum yang berintegritas, profesional,

transparan, dan akuntabel dilakukan melalui (a) penguatan kelembagaan hukum serta
(b) pcnerapan dan penegakan hukum.

(5) Transformasi sistem penuntuhn dan adwcaat generaal diarahkan untuk mewujudkan
efektivitas dan integrasi kebiiakan bidang p€nuntutan di Kejaksaan Republik Indonesia
dan Jaksa Agung scbagai pengacara negara meldui (a) penguatan kelembagaan
Kejaksaan serta (b) peningkatan jumlah, profesionalisme, dan kesejahteraan jaksa.
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(6) Pencegahan, pemb€rantasan penyalahgunaan dan p€rcdaran gelap narkoba agar
terciptanya upaya holistik dan terintcgratif dalam penccgahan dan p€mbcrantasan
peredaran narkoba yang dilakukan baik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota
dilaksanakan melalui (a) meningkatkan pcngetahuan dan kesadaran masyarakat
tentang bahaya narkoba dan pengembangan keterampilan hidup schat, terutama
dimulai dari keluarga dan sekolah; (b) optimalisasi layanan rchabilitasi penyalahguna

narkotika; (c) meningkatkan program deteksi dini penyalahgunaan di kalangan pelajar
dan mahasiswa; (d) meningkatkan profesionalieme aparat Pencgak hukum ddam upaya
pembcrantasan narkoba; (e) mcningkatkan kemampuan penyelidikan intelijen
penccgahan, p€mberentasan penyalahgunaan dan peredaran gclap narkoba; serta (f)

optimalisasi kegiatan pcnyelidikan dan penyidikan tindak pidana pcncucian uang hasil
tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

(7) Penerapan prinsip meritokrasi dan reformasi manajemen aparatur sipil negara
diarahkan untuk mewujudkan pcnyelenggaraan manajemen aparatur siPil negara scsuai
prinsip meritokrasi melalui (a) pcningkatan kescjahteraan aparatur sipil negara melalui
penerapan konscp toral reruard bcrbasis kinerja aParatur sipil negara, (b) penguatan

sistem manajemen talenta aparatur sipil negara, (c) penerapan pengembangan
kompetensi aparatur sipil negara yang mendorong kemudahan akses belajar, (d)

digitalisasi manajemen aparatur sipil negara, (e) PeneraPan budaya kerja yang
mcndorong pcningkatan integritas aparatur sipil negara, scrta (8 pcnerapa.n dan evaluasi
kebijakan manajemen aparetur sipil negara.

(8) Pemerintah digital diarahkan untuk mewujudkan pemerintahan berbasis digitalisasi
yang transparan, inklusif, dan efisien melalui (a) penguatan tata kelola pcmerintah
digital, (bl pcnguatan teknologi pcmerintah digitaf, (c) pengembangan komPetensi dan
budaya digital aparatur sipil negara, (d) transformasi digital layanan publik prioritas'
scrta (el penguatan ketersediaan dan pemanfaatan deta pemerintah.

(9) Transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan diarahkan untuk
mewujudkan tata kelota pelayanan publik yang efektif dan akuntabel melalui (a) tata
kelola pelayanan publik, (b) pcnguatan manajemen kinerja pcmbangunan' s€rta (c)

sinergi pengendalian dan pcngawasan program pcmbangunan nasional'

(l0l Penataan desentralisasi dan otonomi daerah menjadi instrumen kebijakan dalam rangka
meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah daerah yang dilakukan melalui (al

harmonisasi hubungan pusat dan daerah, (b) p€nguatan kapasitas kelembagaan dan
sumbcr daya manusia pemerintah daerah, serta (c) penguatan fondasi keuangan daerah.

(11) Peningkatan produktivitas Badan Usaha Milik Negara dilakukan melalui (a) p€ningkatan
daya saing Badan Usaha Milik Negara dan (b) peningkatan eftsiensi peran Badan Usaha
Milik Negara dalam Penugasan Pemerintah. Untuk mcndukung kebijakan tcrsebut,
Badan Usaha Milik Negara perlu memperkuat kolaborasi beik antar Badan Usaha Milik
Negara maupun dengan pihak swasta.

Peningkatan daya saing Badan Usaha Milik Negara akan difokuskan pada peningkatan
kineda Badan Usaha Milik Negara dan penguatan peran Badan Usaha Milik Negara pada
prograrn strategis pembangunan. Peningkatan kincrja Badan Usaha Milik Negara
dilakukan melalui penggabungan Badan Usaha Milik Negara dalam scbuah
superholding, restrukturisasi, pengembangan inovasi, peningkatan kapasitas sumber
daya manusia dan optimalisasi penS8unaan infrastruktur digital. Penguatan peran

Badan Usaha Milik Negara pada program strategis pembangunan difokuskan pada
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ekonomi berkelanjutan, ketersediaan pangan, swasembada energi, transformasi diSital
termasuk dukungan pengembangan super platform digital, infrastruktur pendukung
konektivitas, pariwisata dan budaya, scrta pcmbiayaan sektor strategis- Badan Usaha
Milik Negara juga diarahkan untuk mendukung penciptaan sektor kcuangan yang
kondusif, serta meningkatkan profcaionalisme.

Peningkatan efrsiensi peran Badan Usaha Milik Negara dalam p€nugasan p€merintah
dilakukan melalui efisiensi p€ran Badan Usaha Milik Negara pada program p€rintis dan
penguatan pcran Badan Usaha Mitik Negara dalam tanggung jawab sosial lingkungan
termasuk pcnelitian di bidang pcmuliaan tanaman dan teknologi benih, dukungan
penyediaan layanan dasar, scrta membangun kemitraan dengan swasta untuk membuka
program beasiswa dan magang bagi lulusan di perguruan tinggi dan sekolah kejuruan.
Selanjutnya, Badan Usaha Milik Negara juga didorong untuk memberikan kuota
lowongan pckerjaan bagi penyandang disabilitas untuk mendukung pembangunan yang
inklu sif.

(12) Optimalisasi pendapatan negara diarahkan untuk mewujudkan (a| tercapainya
peningkatan pcnerimaan pcrpajakan yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan
tetap menjaga iklim investasi dan (b) tcrwujudnya peningkatan penerimaan negara
bukan pajak yang optimal dan tidak bcrgantung pada sumber daya alam. Kegiatan
prioritas untuk mendukung sasaran tcrsebut meliputi (i) ekstensifikasi dan intensifikasi
penerimaan pcrpajakan dan (ii) intensifikasi penerimaan negara bukan pajak.

(13) Optimalisasi belanja negara diarahkan untuk mewujudkan dukungan bclanja negara
yang optimal untuk mendorong produktivitas dan mcncapai tujuan pcmbangunan.
Kegiatan prioritas untuk mendukung sasaran tersebut meliputi (al p€ningkatan
efektivitas belanja pemerintah pusat dan (bf optimalisasi kualitas belanja transfer ke
daerah.

(14) Perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan diarahkan untuk
mewujudkan perluasan sumb€r dan Pengembangan inovasi pembiayaan untuk
mendukung kebijakan fiskal yang ekspa.nsif, terarah, dan terukur dalam rangka
pcrccpatan transformasi ekonomi. Kegietan prioritas untuk mendukung sasaran
terscbut meliputi (a) optimalisasi sumber-sumber pembiayaan utang yang menjaga
kesinambungan fiskal serta (b) ekstensifikasi dan intensifikasi sumbcr-sumber
pembiayaan non-utang yang inovatif.

(15) Pengendalian inflasi difokuskan pada upaya pengendalian komponen inflasi harga
bcrgejolak melalui strategi 4K (keterjangkauan harga, keterscdiaan pasokan, kelancaran
distribusi, dan komunikasi efekti0.

(16) Pelindungan Warga Negara lndonesia di luar negeri, termasuk pekerja migran lndoncsia,
diwujudkan melalui (a) penguatan pclindungan dan penempatan pekerja migran
Indonesia dan (b) pelindungan dan pelayanan Warga Negara lndonesia, termasuk pekerja
migran lndonesia di luar negeri yang integratif.

Pencapaian Prioritas Nasional 7 juga didukung oleh Program Hasil Terbaik Cepat: (l)
menaikkan gaji aparatur sipil negara (terutama guru, doscn, tenaga kesehatan, dan
penyuluh), Tentara Nasional Indonesia/ Kcpolisian Republik Indoncsia, dan pejabat negara;
dan (2) mendirikan Badan Pencrimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara
terhadap produk domestik bruto ke 23 persen. lmplementasi Program Hasil Terbaik Cepa.t
dilakukan melalui kegiatan prioritas:
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(l) Peningkatan Kesejahteraan ASN Melalui Penerapan Konsep Total Reurard Berbasrs

Kine{a ASN

Aparatur sipil negara merupakan pilar penting dalam penyelengtaraan Pemerintahan.
Aparatur sipil negara bertugas scbagai pelaksana kebiiakan publik, penyelenggara pelayanan

publik, serta perekat dan Pemersatu bangsa. Dalam menjalankan tugasnya, aparatur sipil
negara bcrhak untuk memperoleh gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pcnsiun dan
jaminan hari tua, pcrlindungan, serta pcngembangan kompetensi. Pelayanan publik yang

baik akan terlaksana apabila seluruh aparatur sipil negara, termasuk yang membidangi
pelayanan dasar scperti guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluh, anggota Tentara

Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia dalam kondisi sejahtera'

Permasalahan dan tantangan. Bcbcrapa p€rsoalan terkait kesejahteraan aParatur sipil
negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, antara lain
(a) bcsaran gaji pokok bclum didasarkan pada pemenuhan unsur-unsur kebutuhan hidup
layak, serta bobot jabatan dan kompetensi. Besaran gaji pokok hanya didasarkan atas level

kepangkatan dan masa kerja. Hal ini menyebabkan rendahnya manfaat pensiun yang

diterima pegawai; (bl disparitas tunjangan kinerja antar aparatur sipil negara di berbagai

instansi/ lembaga, yang discbabkan karena ketiadaan standar dalam pemberian tunjangan

kinerja atau penghasilan tambahan yang bcrakibat prinsip keadilan internal tidak daPat

dualankan dengan baik, sehingga menghambat mobilitas talenta; dan (c) sistem remunerasi

aparatur sipil negara bclum memenuhi prinsip ampetitiueness dengan sektor swasta.

I-angkah-langkah penyelesaian masalah. Dalam jangka pendek, perbaikan kesejahteraan

dapat dilakukan dengan menaikkan gaji aparatur sipil negara, terutama untuk guru-dosen,

tenaga kesehatan, dan penyuluh. Dalam jangka menengah, kesejahteraan aparatur siPil

negara akan diarahkan pa.da konsep lot^l rewatd yang mengedepankan prinsip keadilan,
kelayakan, dan kompetitif.

Upaya p€ningkatan kes€jahteraan yang fayak bagi pegawai aParatur sipil negara, Tentara
Nasional lndonesia dan Kepolisian Republik Indonesia perlu dilakukan sccara bcrtahap.
Pertama, penyelesaian proses penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang

Penghargaan dan Pcngakuan Aparatur Sipil Negara serta evaluasi atas Peraturan Pemerintah

Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai NeSeri sipil. Kedua, pcnataan dan

konsolidasi data aparatur sipil negara s€rta pengayaan data yang meliputi data kelasjabatan,
data gaji, dan tunjangan untuk dapat digunakan dalam pcrumusan kebijakan kesejahteraan

aparatur sipil negara. Ketiga, efisiensi belanja barang dan belanja modal untuk memastikan
alokasi anggaran yang bcrkuatitas (spending betterl dan meningkatkan kuditas bclanja yang

lebih elisien. Keempat, asesmen kepegawaian mclalui survei pcnggajian, evaluasi jabatan,
penataan sistem kepangkatan, dan evaluasi sistem p€nilaian kinerja pegawai sebagai

prasyarat agar perbaikan kesejahteraan aparatur sipil negara didasarkan atas pertimbangan-
pertimbangan rasional, b€rlandaskan sistem merit, S€rta memastikan adanya keadilart

intemd (internal eqityl.

Adapun fuglrligfu intervensi dari menaikkan Saji aparatur sipil negara (terutama guru, dosen,

tenaga kcsehatan, dan p€nyuluh), Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Rcpublik
Indonesia, dan pcjabat negara termuat dalam infogralis di bawah ini.

SK No2522224
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Peningkatan K.!.lahterran ASN melalul P.narrPtn
Konsep fot , Rcvard Berbaelr KinerJr ASN

a

Pcncrapon Meneja.ncn Prngharoean dan Pang€Itltn
b€giASN

Pcncr.pen Si.bm ManalarrEn XlrEria ASN

2.
3.

g

l.rvulud.y. L..l.ht.r..n Agil y.ng .dll" l.y.l, d.n
komp.tltf

Pcrlantai6 lnrtanai Pcmarlntah y3n9 Aspck
P.ngh.rgaan d.n P.ngakuan Borb,3i! KinorF dalam
lndcks Siltrm Marit ASN minimsl Mcncngah" 54%
p.d. 2029

lcnranLrian Pcndayaolnaan Aparatllr iLgara dan
Rrio.rnaai Biroken
Kamcntrnan Ka]lngan
Bsd.n Krp.0.tY.i.n Nagara

Nasional

(21 Ekstensifikasi dan Intensifikasi Penerimaan Perpajakan serta lntensifikasi Pencrimaan
Negara Bukan Pajak

Dalam rangka mencapai sasaran Visi Indonesia Emas 2045, diperlukan kebijakan frskal yang

adaptif dan ruang ftslol memadai yang dapa.t membcrikan stimulus terhadap Perekonomian
Indonesia schingga dapa.t berkontribusi terhadaP sasaran pembangunan yang ditetaPkan.

S6lah satu kunci untuk meningkatkan ruang fiskal memadai addah pcningkatan
pendapatan negara. Studi komParatif dengan bebcrapa negara memperlihatkan bahwa untuk
menjadi negara maju, dukungan frskd melalui peningkatan pendapatan negara sangat

diperlukan, baik deri sisi pcncrimaan Perpajakan maupun penerimaan negara bukan pajak.

Rendahnya pcndapatan negara di Indonesia saat ini disebabkan masih terdapatnya
kesenjangan mencakup aspek administrasi (adminisfratton gqp) maupun kebljakan (policy
gad yang memerlukan transformasi tata kelola kelcmbagaan sebagai enabler untuk
optimalisasi pcndapatan negara.

Dalam konteks perpajakan, pembenahan tata kelola kelcmbagaan dipcrlukan untuk dapat
mengimplcmcntasikan coE tar s€cara terintegrasi, meningkatkan pelayanan dan kcPatuhan
pcrpajakan, scrta mcwujudkar inisiatif bcrbagai kebijakan p€nerimaan pcrpajakan yang adil,
bcrdaya saing, efisien, dan optimal. Terkait penerimaan negara bukan pajak, pembenahan
tata kelola dipcrlukan untuk mendorong optimdisasi pcnerimaan ncgara bukan Pajak
dcngan tetap menj.ga kualitas layanan publik, mendorong transparansi dan akuntabilitas,
mendorong pendapatan dari dividen Badan Usaha Milik Negara, optimalisasi as€t, ltcrta
optimalisasi sumber daya alam dengan tctap menjaga kelestarian lingftungan.

lrdikai Lokad Priorita!

lndlkec HbhrEh, lrn rvinsl
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Dalam tima tahun ke depan, tahapan penataan kelembagaan pendaPatan negara akan
dilaksanakan melalui (al perencanaan dan persiapan, yang mencakup reformasi administrasi
dan penyempurnaan proscs bisnis; (b) intcrnalisasi tata kclola/sistcm baru untuk efektivitas
administrasi dan kelembagaan; scrta (cl implementasi sccara mcnycluruh disertai reviu atas
efektivitas tata kelola/sistem pcngumpulan pendapatan negara terhadaP pcncapaian target
resio pcndapatan negara terhadap produk domestik bruto, serta dampaknya terhadap
masyarakat dan pembangunan nasiond.

Adapun higtrtght intcrvensi dari Mendirikan Badan Pcnerimaan Negara dan meningkatkan
rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23 persen termuat ddam
infografis di bawah ini.

@ Ekrtensltika3i dan lntenslfikasi P6nerimaan Perpeiakan

a
I

g

,ffi
Trcrp.lny. p.nlnglolrr b..1. p.r.l d.n t.P.trh.n w.llb
prl*
. PBrsentase penambshen WP h6il eks!6nsifilasi

b€rdaserrsn t rgot kineda organi6asi gO%% Ped. 2029
. P€Eentas6 c.paian linok.l kopaluhen p€nysmpsien sPT

Tehunan PPh WP Baden dsnOrsng Pribidi 100% peda

' lnd€ks €fohivit B kouj.ksn panorimaen n€g.re 1 00
p€de2029

K€menteri:n Xeuan€6n

Nasional

lmplomsnts3i 3ist6m informsi inti peQaFk n (co.a
t r) dsn interoperabtlne6 dsrEan st8tam rnform$i
sir*6rrold.r torkait. trEnuill de64 iw n
Simpliliki8i pro3€s bbnb dan kelombage.n !o.le
p€ngueten kotiieken
Pombcnshsn tata telola okslcnslfkasi dsn inlonsiflrli
perpajak n (toarYta8uk srfl ttt)
Ponirlgkat n keFatuhln p€rpajek n
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?.o ,'{;:tl

T-cF,Lnya dlltulr!trn P BP yang onalrn.l
. Raao c.p.i.6 PNBP tcrfid.p L.got y..E dna.pk.n

9G10096 p.d. 2020

@ lnten3lfikasi Penerlmaan Negara Bukan Pajak

w

NsBional

3.7.4 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

Kebutuhan regulasi pada Prioritas Nasional 7 "Mempcrkuat Reformasi Politik, Hukum, dan
Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pembcrantasan Korup.si, Narkoba, Judi, dan
Penyelundupan" sebagai bcrikut:

(l) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun
2OO4 tentang Kepailitan dan Pcnundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Perubahan Rancangan Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang akan mengatur terkait Pembaharuan substansi terhadap proses

bisnis paitit khususnya penataan terhadap aspek-aspck hubungan pcrikatan dalam hal
kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Rancangan Undang-Undang
ini mendukung sasaran pembangunan guna meningkatkan kep€rcayaan investor.

(2) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2Ol I tentang Bantuan Hukum

Penyusunan Revisi Undang-Undang Bantuan Hukum bertujuan untuk mengatur
kcmbali terkait mang lingkup penerima bantuan hukum, pendanaan, s€rta Pcngaturan
pemberian bantuan hukum dalam bentuk penyuluhan hukum. Rancangan Undang-
Undang ini juga akan mengatur terkait percyaratan yang belum memadai untuk
mendorong kebcradaan pemberi bantuan hukum yang efektif, serta lleksibcl untuk
mengakomodasi kcbutuhan orang atau kelompok rentan yang menghadapi masalah
hukum.

(a
.g

lnstrr3iPolaklana

lndika5i HEDrght lr*orvenii lrditai [d(d Priorit s

1. K6mcntcnen K€uangan
2. VL t6rk it l.inny.

Saa dan lndikaior

. Pombonrhan Tet. Kllola Psnoririarn SDA MaelB

. Pambonshsn Tat K.lol. Panorima.n SDA tloomige.
y.r{ S.milri T.nb.h fingd

. Pcmbco.h.n T.t Krlda Ponoritns.n l{on_SDA

. P.mb.orh.n Td. f\ebl! P€ngolol..n At€t

. lnov.si L.yan n B.rbBB IT unluk ll/hninglo0(.n
t(cpatuhar
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(3) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diharapkan dapat memperbaiki
bcberapa. kekurangan yang terkandung pada Undang-Undang eksisting. Beberapa
urgensi perubahan diantaranya: (a) masih terdapat ketentuan United Nations
Convention Against Corruption yang belum di adopsi, (b) mendefinisikan kembali
kerugian negara, (c) memperluas jenis hukuman, dan (d) prosedur ganti kerugian dan
kompensasi atas kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi.

(4) Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha

Penyusunan Rancargan Undang-Undang tentang Badan Usaha bcrtujuan untuk
menyatukan pengaturan pembentukan badan usaha yang saat ini terscbar di beberapa
undang-undang, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang
Hukum Dagang, Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan lainnya. Selain itu,
Rancangan Undang-Undang ini juga bertujuan untuk memodernisasi pembcntukan
badan usaha guna mengakomodasi perkembangan bisnis digital dan aktivitas ekonomi
lintas batas.

(5) Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Benda Bergeral

Penyusunan Rancangan Undang-Undang Jaminan Bcnda Bergerak sangat penting
mengingat adanya kebutuhan masyarakat akan jaminan atas benda bcrgerak yang
efisien, scrta belum adanya produk hukum terintegrasi yang menyebabkan
ketidakpa.stian hukum terkait penjaminan benda bergerak. Rancangan Undang-Undang
tentang Jaminan Benda Bergerak bcrtujuan mengintegrasikan berbagai jenis jaminan
kcbendaan yang saat ini tersebar pengaturannya seperti jaminan fidusia, gadai, dan resi
gudang.

(6) Rancangan Undang-Undang tentang Pembcntukan Peraturan Perundang-undangan

Perubahan regulasi ini diperlukan untuk mcndukung upaya transformasi tata kelola
regulasi. Beberapa hal yang perlu diatur yaitu (a) penguatan sinergisitas tata kelola
regulasi di tinSkat pusat dan daerah; (b) penguatan p€mantauan dan evaluasi regulasi
melalui s€lrassessment oleh kementerian/lembaga; {c) penguatan tata kelola peraturan
menteri, peraturan lembaga, dan sejenisnya; serta (d) Pengaturan komprchensif
mengenai mctode omnibus.

(7) Rancangan Undang-Undang tentang Pembinaan Hukum Nasional

Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pembinaan Hukum Nasional sangat
dipcrlukan untuk menetapkan arah pcmbinaan hukum nasional yang mampu
mengantisipasi tantangan global di masyarakat secara efektif. Rancangan Undang-
Undang ini akan mencakup progrem pembinaan hukum nasional yang komprehensif,
baik pa.da tahap pembcntukan maupun pclaksanaan hukum, serta bertujuan untuk
mcningkatkan kepatuhan setiap individu, badan hukum, atau badan publik yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan terhadap pcraturan perundang-undangan atau
hukum yang bcrlaku.

SK No252226A
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(8) Rancangan Undang-Undang tentanS Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3O Tahun
1999 tentang Arbitrasc dan Altematif Penyelesaian Sengketa

Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Altematif Penyelesaian Sengketa
diperlukan untuk perbaikan regulasi dan tata kelola pcnyelesaian sengketa nonlitigasi
yang dapet mengakomodasi perkembangan bisnis lintas batas untuk menciptakan iklim
berusaha yang kondusif dengan pcnegakan hukum yang cepat dan bcrkcpa.stian hukum.

Kebutuhan kelembagaan pada Prioritas Nasional 7 "Memperkuat Reformasi Politik' Hukum,
dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pembcrantasan Korupsi, Narkoba, Judi,
dan Penyelundupan" scbagai berikut:

(1) L€mbaga Tunggal Pengelola Regulasi

Kerangka kelembagaan L€mbaga Tunggal Pengelola Regulasi mendukung sasaran
pembangunan nasional melalui (a) menghilangkan tumpang tindih kcwenangan antar
lembaga serta memastikan koordinasi yang efektif dalam penyusunan peraturan
perundang-undangan; (b) menyederhanakan birokrasi dan penyempurnaan proses

bisnis pembentukan regulasi mulai dari perencanaan hingga publikasi, monitoring, dan
evaluasi; serta (c) mencegah tedadinya over regulasi akibat pemb€ntukan regulasi di tiap
s€ktor tanpa penajaman yang memadai.

SK No252227A



PRESIDEN
REPUBLTK INDONESIA

- 201 -

3.8 Prioritas Nasional 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan
yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta
Peningkatal Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai
Masyarakat yang Adil dan Makmur

Setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menghormati dan menjaga toleransi
antarumat bcragama, keberlanjutan alam, sekaligus melestarikan nilai dan warisan budaya
scbagai landasan transformasi pembangunan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.
Toleransi antarumat beragama diwujudkan dalam tindalan nyata dengan menghargai
perbedaan serta menjamin kebebasan bcragama dan beribadah sesuai dengan
keyakinannya. Kekayaan alam dan budaya yang melimpah merupakan modal dasar
pembangunan yang pcrlu dikelola secara bcrkclanjutan. Pelestarian dan pemanfaatan
lingkungan harus dilakukan secara b€rtanggung jawab dengan memastikan kesejahtcraan
antargenerasi, serta menanggulangi dampak perubahan iklim dan ancaman bencana.
Penanggulangan bencana dan peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim harus
menjadi bagian dari setiap kebuakan pembangunan, guna melindungi kehidupan
masyarakat dan menjaga keberlanjutan ekosistem. Sementara itu, nilai dan warisan budaya
perlu dikembangkan untuk memperkuat karakter dan jati diri bangoa, serta meningkatkan
kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Atas dasar hal tersebut, pa.da pcmbangunan jangka menengah nasional tahrun 2025-2029
Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis dan selaras dengan
lingkungan alam dan budaya, Ecrta memperkukuh toleransi antarumat beragama guna
mcncapai masyarakat yang adil dan makmur.

3.8.1 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 8

Dalam upaya memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam
dan budaya, serta meningkatkan toleransi antarumat bcragama untuk mencapai masyarakat
yang adil dan makmur, pa.da tahun 2025-2029 dirumuskan sasaran pembangunan sebagai

berikut.

Tabel 3. I I
Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 8

No Sasaran dan Indikator Baseline2o24 Target 2025 Tatget 2029

I Indeks Pembangunan Masyarakat
(lPMas)

65,49 68,13

2 lndeks Pcmbangunan Kebudayaan
OPK}

s7 ,t3 l2o23l 58,39 60,70

3 lndeks Kerukunan Umat Beragama
OKUB)

76,77 78,2s

Resili€nsi terhadap Bencana dan Perubahan lklim

SK No 252228 A

o,r4o (20221. o,137 o,1354 Proporsi Kerugiran Ekonomi
Le.ngsung Akibat Bencana Rclatif
terhadap PDB (o/o)

Beragama Maslahat dan Bcrkebudayaan Maju

62,43 @021!-

76,47

Sumbcr: KrEcntcria.n PPN/Bappcnas, 2024 (diolah)
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3.8.2 Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan Prioritas Nasional 8, dilaksanakan arah
kebijakan sebagai berikut:

Terwujudnya Kehidupan Beragama yang Maslahat dan Berkebudayaan Maju

I
Nllal {Em. bolum op{md dl.llwlntlhkln
men ldl k€rl&l(.rr! pembtngunln y!n9
mqmbrs. kebllkrn bartma, ditunlukkan
dengan potensi zakat dl lndaE6ia yang b€sar
(Rp327,6 Trlllun, 2@3), namun reallsasl
pongumpulan zakat rnasih belum optlmal (Rp32.32

Trlllun,2023).

Plnclall. robegrl d.rr ncgEra d.n p.Ild.ngEn
hldup blngt! lndon.d! b.lum lcpenuhny.
dllmpl.mor ldllar dalam kelidupan
beflnasyarakat bqbarpsa. dan benegara, yarp
tecBrmln dari rnasih rnaraknya praktlk ko.upsi

lndonssla poringkat ke-115 darl'180 n€gara
dengan sko. 34 (lndsls P€.s€psl Korupsi, 2023)1.

Kur.ngnya perh'thn brlr.d.p pembuounan
loalrl llmlaylrlxltrn, khu$Jsrrya dalam aspgk
kohesl sosial, lnklusi so6lal, dan p€rlgqnbanoan
kapasltas masyarakat sipil Indels P€mban0unan
Masyarakat 5285 (2ml)1.

.rlh turangnyr ilmln.n pollndung.n tcrtrrd.p
wllryah $rt d.n hut o !d!t. dltur{*kan d€ngan
maslh terbatasnya wllayah adat yang te.s€rtlflkasl
(5,99 p€rsen datl total 7,51 ll,lta ttoktarewilayah
ad8t) dan p€rEakuan hlan adat [8 pors€n dari
tctal 3,4 ,uta lEldare pdorEl hLtan adat (BRWA

?g21\1.

l(rlllt r dan Jrtl drl b gtra m.nghldlpl
pcnlngld r anctm.n nolEtlt budlyr
globd, ditandal dorEan prwaleosl
penyalatEunaan na*oba (3,3luta Jiwa, m23),
36 p€rso.r sis1,t/a p€mah nr€rlgalaml
porunCurEan (Asosmsn Naslonal, 2022). s€Ib
maraknya praktlk judl orillns [terdapat 158 JtJta

transaksiiudi onllne derEan total akwnulasi
perDutaran dana meocapal Rp327 Trillun
(PPAfi,m23)l.

WlsEln dln ld.rfit[ n.tlonal s€bagal
bangsa maiornuk tldal t.rt! mart!
mol.hirtrn kchidupln b.rtomt d.r
barbudry! y!ll! lnHutlt, t€comln dari
masih adanya slkap lntdorar6l ptda sabagian
kdsnpd( masyarakat !rdoks Ksn*unan
Umat Bsrdgama 76,02 (2023)1.

Kabud.yaan b.lum r3pqrluhnY!
dlpertlmbsrgtlll s€bagai rnodal dasar
p€rnbanguEn dan psrEgssk tr6nstffmasl
s6lal Irdd(s Pembangunan Kabudayaan
57,13 (2fz3l).

Khazdrrh kaattlpan nurll !r! balum
oBlmd dikamb.ngkrn uriL* rnamperkuat
m€mqi kolektlf barpsa dan tata kolda
pemedntahan Inde*s Mernorl Kdoklf Bangsa
m.10 (2024)1.

.fl
P6n9u.t8n k€nt(l,nln untt b6lgema dan hyalrn kaqtr]naln tr.ffi{b.rEtlt utt* nswqudhn
k€trldFan brsoarna rE6lahsl

Pel6tadsn dsn poflrllEn kebud8yran so.ts pengBtan karaktsr barlgsa

sSasaran 1
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Terwujudnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan lklim

I
M.nlngletny! pot rtl dtmpd( dln .ltllo
bancanr gaologl, lndonosla borada di po.ternuan
tl!. lompong b.rs (lndoA,sfalla, Paslfik,
Eurasia) dan momillkl anrm zona rub(lrl(.l sarta
l3 rogmen megdh rult dan 205 lcomen !er!I
d(tlf (Pusat G€mpa NasiorEl, 201 A
53.000 de.!Lr|!{rk dl d..rdr r!w!n b.nc{t
dan rn€nladl t€mpat tlrlgal baglleblh dad 5l Jutt
k luagr (Kataloo D6a Rawan B€ncana BNPB,
201S)

nngEinya tlnglet t rontrnrn b.nctn., yang
dlsobabkan 75 porron lnfr! tultur darar b€rada
dlzonr rlwln b.nc!n6 (BMKG. m21)

Tcrb.t!.nya krpllltlr tumboi dtya dl bid.ng
DanrngEullrlgln barc$a. d€rEan rata-rata nilai
lnd.b Katahmln D..rrh t.b.r!I 0,46 yarE
t€.OolcE dalam LaLgprl t.dlng (BNPB,2o2il)

llenlnlkltny. potentl .hmprl d.n dllko
bancdtr tldbll perubalrrn lldlm, dongan
k nril(ir muh.ir lq|l0.&12 cnitalun dan

Jumlah p.tlalr r.ntrn s€baryak 3'13 kab./kota,
gllombang akdrrm >'1 .5 m, dan parublhrn
cuarh hujln +/-2,5 mtdharl

A.'pgk penlllggullngEn b.nclnr bqlum
l.dntogrutl s€cara p€rxrh dalam doluman
parcnc{rran pgmbrngum]r dln tlta rulng
Rend.hny. partonlu. cCupln p. ngstln
dini b.nc.rE sampaidengan saat i.litingk t
Ltcrpanuhln altbm parlngltan dnl banclm
brru menctod 8,00 p.rtln darl tclal pot6nsl
masyarakatyang torpapsr dl kawasan borislko
bsncana tlnggl (BNP8, 2m4)

il
PernbanguEn bo*strhanan lkllm

PorE€lolaEn rlslko berrcEna y8m ofidon dan topat guna

SK No252231A

Sasaran 2

3.8.3 Intervensi Kebijakan

Sebagai upaya pencapaian sasaran Priorites Nasional 8, dilakukan serangkaian intervensi
pada masing-masing arah kebUakan sebagai berikut.

(1) Penguatan kerukunan umat bcragama dan layanan keagamaan transformatif untuk
mewujudkan kehidupan beragama maslahat. Agama memiliki peran penting dan
stratcgis scbagai landasan spiritual, ctika, moral, dan modd dasar pcmbangunan untuk
mewujudkan kemaslehatan. Sementara itu, layanan keagamaan diarahkan untuk dapat
memberikan dampak signifrkan bagi perubahan sosial dan Peningkatan kuditas hidup
masyarakat. Arah kebijakan ini dilaksanakan melalui (a) pcnguatan moderasi beragama
dan kualitas layanan bimbingan keagamaan; (b)jaminan hak beragama serta kehiduPan
bcragama yang harmonis dan rukun; (c) peningkatan p€ran tokoh agama, lembaga
agama, dan lembaga sosial keagamaan; (d| peningkatan sarana dan prasarana
peribadatan; (el transformasi layanan keagamaan yang berkualitas, merata, dan inklusif
di Kantor Urusan Agama (KUA); (0 transformasi penyclcnggaraan hqji dan umrah yang
transpar,an, akuntabel, aman, dan nyaman; (gf transformasi penyclenggaraan jaminan
produk halal; serta (h) pcngembangan dana sosial kcagamaan produktif.

(2) Pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta Penguatan karaktcr bangsa diarahkan
untuk mcmperkuat karakter, memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan
kescjahteraan ratryat, serta memantapkan pcran dan posisi Indonesia dalam
memengaruhi arah perkembangan pcradeban dunia. Kekayaan sumbcr daya alam dan
warisan budaya, baik warisan budaya benda (tangible caltural laritagel maupun warisan
budaya tak bdIida lintdngible anltural heritagcl yang melimpah mcnjadi modal p€nting

l3u
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untuk meningkatkan produktivitas dan kemajuen bangsa. Penguatan karakter bangsa
yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya bangsa perlu dljadikan haluan dalam
pembangunan nasional dengar menempatkan masyarakat sebagai pemilik dan pelaku
kebudayaan. Penguatan peran masyarakat adat juga perlu dilakukan melalui
p€ngaturan hak aksca pengelolaan sumber daya alam. Arah kebdakan ini dilaksanakan
melalui (a) penguatan karakter dan jati diri bangsa; (b) pelindungan dan pelestarian
warisan budaya; (c) pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan
pcmajuan kebudayaan; (d) jaminan hak kebudayaan, ekspresi budaya, dan
pemberdayaan masyarakat hukum adat; (e) Pcngembangan bahasa dan sastra
Indonesia; (f) transformasi kearsipan untuk mengembangkan memori kolellif bangsa
dan tata kelola pemerintahan; serta (g) pcngembanSan diplomasi kebudayaan.

(3) Pembangunan berketahanan iklim diimplementasikan untuk menyeimbangkan aspek
ekonomi, sosial, dan lingkungan. Implementasi aksi pcmbangunan berketahanan iklim
diterjcmahkan scbagai tindakan yang mengurangi nilai potensi kerugian ekonomi akibat
ancaman bahaya, kercntanan, dampak, dan risiko pcmbehan iklim yang difokuskan
pada empat sektor prioritas, yaitu sektor kelautan dan pcsisir (o@an ctinate), air,
pertanian, scrta kesehatan. Arah kebijakan ini dilaksanakan melelui (a) p€ningkatan
ketahanan iklim pesisir dan laut, (b) pcngelolaan sumber daya air adaPtif iklim, (c|

pengembangan dan implementasi pcrtanian ramah iklim, (d) pencegahan dan
pengendalian pcnyakit sensitif iklim, scrta (e) penguatan tata kclola dan kapasitas untuk
pembangunan berketahanan iklim.

(4) Pengelolaan risiko bencana yang elisien dan tepat guna berperan penting dalam
mewujudkan resiliensi terhadap bencana serta melindungi kehidupan dan penghidupan
masyarakat. Hal tersebut ditopang melalui penataan ruang, penurunan tingkat
kerentanan bencana, peningkatan kemampuan untuk merespons saat kejadian bencana
dan pemulihan pascabencana, peningkatan kaPasitas dan kompetensi sumbcr daya
manusia bidang penanggulengan bencana, serta pembangunan infrastruktur
berketahanan b€ncana. S€lain itu, pcngelolaan risiko bcncana juga difokuskan pada
penguatan kerangka regulasi, pcnguatan kelembagaan dan pendanaan, Peningkatan
kolaborasi multipihek dalam penanggulangan bencana, serta penguatan investasi
pengclolaan risiko bencana untuk mewujudkan sistem penanggulangan bencana yang
efisien dan efektif. Arah kebijakan ini dilaksanakan melalui (a) pcningkatan upaya
penccgahan dan mitigasi, (b) peningkatan layanan p€ringatan dini dan penanganan

kedaruratan bencana, (c) pemenuhan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi
pascabencana, (d) peningkatan resiliensi masyarakat terhadaP bencana, serta (e)

peningkatan infrastruktur berketahanan bencana.
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BAB IV
Arah Pembangunan Wilayah

4.1 Sasaran, Tema, dan Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah

Pencapaian pembangunan nasional merupakan agregasi dari pencapaian pembangunan
wilayah. Pembangunan wilayah merupakan wadah dan instrumen dalam pelaksanaan
pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Pembangunan wilayah ditujukan juga
untuk mengurangi kesenjangan Kawasan Barat Indonesia-Kawasan Timur Indonesia. Hal
tersebut diwujudkan melalui pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan.

O 78,6 77,6

Kontdbusi
PDRB KII (%} O 21,4 22,4

KBI: Kawasan Bamt Indonesia I KTI: Kawasan Timur Indonesia

Tema Wilayah Talrrrn 2O25-2029

Eronohi Nus6ntara da.
liuD Ksm.ntman \4ilayah

v9rY.a P.sx lMq! Prp@

a

a

Mr tt..rrl UrrE Bnndd

l@atf, lnklwil lerint6gra.l,

Ekonomi x..rl Nusantara

2025
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4.1.1 Peran Pembangunan Wilayah dalam Mendukung Pencapaian Visi-Misi,
Program Prioritas, dan PHTC

Pembangunan wilayah memiliki peran sebagai wadah pelaksanaan visi-misi dan berbagai
program prioritas yang ditekankan untuk mendukung target di tahun 2029 yaitu
peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan Indeks Modal Manusia mencaPai 0,59,
penurunan kemiskinan mencapai 4,5 persen dan kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen,
serta pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen.

Perturnbuhan Ekonomi
menuju 8%

xamlskinan

t SDM Bcrkualitas

Peran provinsi dalam pencapaian .iangka menengah
wilayah untuk mengurangi keseniangan,

dilaksanakan melalui: @
PerrD.ktif
Pcmbanounan
l(ewllayala n

Pcnguat n Ekosittam
Paraapatan Pambangunan
oaarah

. Tata ruang

. Pertaoahan

. Informasi geospasial

. Layenen dasar
' Infrastruktur dasar
' Otonomidan Kelangan daerah

E

@

@

@

Program
Prlorltas >>>

@

..8 Pandekatan
wilayah

P€mbangunan P€rdesaan dan
D.c.ah atlrmarl

. Pardeiaan

. oaerah Teninggal dan Daerah
S.ngat Te.tinggil

. (awalan p€rbatasan

. (awasan transmigrasl

Pengembangan
Pusit Pertumbuhan

' Perkotaan
, KEX,/(UDPP
. Xlusler unggulan wilayah

Kawatan Konservaaidan
Rawan Bantana

Progr.m Hasil \\
Tcrbaik Crpat "

,a,a a n, at,. a 2tl

 
Tatap mcn aga kasin.mbungrn pcmbangun.n mc'nulu lndooe5i. tmes 2lx5

Tranrformarl dan l,.ndasan Traosformatl

@
@
c

@
o

So!ial Tata Kelola

Ekonomi Ketahanan Soslal. Eudaya, dan Ekologl

Supremari Hukum, stabllltas, dan KcpamimPlnan Indoncria

4 . | .2 H ighlight Intervensi Pembangunan Kewilayahan

Sebagai upaya kunci untuk mendorong peningkatan pembangunan di seluruh wilayah,
ditetapkan highlight intervensi umum. Sedangkan, untuk intervensi khusus pembangunan

wilayah tahun 2025-2029 perprovinsi tercantum dalam lampiran IV Peraturan Presiden

tentang RPJMN Tahrn 2025-2029.

SK No252234A
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(1) Penguatan Ekosistem Percepatan Pembangunan Daerah

Arah kebijakan umum untuk setiap wilayah akan berfokus pada PenSuatan Ekosistem
Percepatan Pembangunan Daerah sebagai fondasi dalam mempercePat p€rtumbuhan
ekonomi dan pemerataan pembangunan.

Ekosistem Percepatan Pembangunan Daerah

Penataan otonomi daerah yang mewujudkan harmonisasi
antara regulasi pusat dan dacrah, kebijakan kc{a sama antar

multiaktor; peningkatan kapasitas dan tata kelola sumber
daya manusia pemerintah daerah, kelembagaan daerah, dan

keuangan dacrah. S€lain itu, diperlukan Pcnerapan
desentralisasi asimetris dengan mcmPerhatikan tipologi

wilayah (gcografis, kapesitas, dan kinerja daerah)

Penyediaan data dan informasi
geospasial dasar dan tematik,

didukung dengan penguatan tata
k€lola untuk meningkatkan akscs

dan pemanfaatannya serte
pengembangan sumber daya

manusia bidang informasi
geospasial

Penguatan fondasi keuangan
daerah mclalui optimalisasi
Pajak Daerah dan Rctribusi

Daerah, peningkatan kualitas
belanja daerah, serta

perluasan sumber dan
pen gembangan inovasi

p€ndanaan alternetif di daerah

Percepatan pelaksanaan
reforma agraria, sertipikasi

tanah menuju sistem
pendaftaran tanah

publikasi/stelscl positif, dan
percepatan pclayanan

pertanahan modern berbasis
digital

Pelaksanaan wajib bclajar 13
tahun termasuk pembangunan
dan pcnyclenggaraan sckolah

unggul

Peningkatan Kesehatan dan
Gizi Masyarakat

Pemenuhan akses air minum
dan sanitasi

Penyediaan rumah murah
bersanitasi baik bagi MBR,

ternasuk gencrasi milenial dan
generasi Z

Pemenuhan kebutuhan listrik
dan transisi energi listrik yang

rendah karbon, scrta
pcnguatan in frastruktur digital

R€formasi pengelolaan
sampah tcrintegrasi

Pengembangan konektivitas pendukung layanan dasar serta
pcmenuhan kesclamatan dan keamanan tranaPortasi termasuk

P€ningkatan SDM TransPortasi

Pemantapan fondasi
kcbcrlanjutan dan

produktivitas sumber daya air

Penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran melalui kartu kesejahteraan,

FninSk8tan kemandirian melalui kartu usaha afirmatif, daI P€ningkatan daya saing meLalui kanu
usaha produktif
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Penuntasen Rencana Tata Ruang
Wilayah di semua hierarki

{Nasional, Kawasan Strategis
Nasional, Provinsi, dan
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dengan sistem OSS, scrta
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(2) Pendekatan Pembangunan Kewilayahan

Pcmbangunan kewilayahan didorong untuk mcndukung Pertumbuhan bcrkualitas
berkelanjutan dan pcmerataan pcmbangunan untuk mengurangi ketimpangan. Untuk itu,
didorong pusat-pusat pertumbuhan sesuai dengan pot€nsi wilayah serta pembangunan di
daerah afirmasi. Selain itu terdapat wilayah otonomi khusus yang menggambarkan kebijakan
kewilayahan asimetris.

Prioritas intervensi Kebijakan pembangunan Perdesaan dan Daerah Afirmasi diarahkan
untuk mengurangi kesenjangan di wilayah yang mcmiliki keterbatasan kuantitas dan
kualitas akscsibilitas sumbcr daya Pcmbangunan. Selain itu, Peningkatan Pengelolaan
Urbanisasi, Perkotaan, dan Pusat Pertumbuhan juga menjadi prioritas untuk mcndorong
pertumbuhan ekonomi regional dan nasional. Sclanjutnya, pcrcepatan pcmbangunan Papua
juga menjadi perhatian khusus scauai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021
tentang Perubahan Kcdua atas Undang-Undang Nomor 2l Talun 20Ol tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua.

Pembangunan Daerah Alirmasi dan Perdesaan

Peningkatan kemandirian perdesaan bcrkelanjutan mclalui pemenuhan pelayanan dasar dan
infrastruktur, divcrsifikasi ekonomi, peningkatan ketahanan sosial, p€l€starien lingkungan,

pengembangan SDM, penguatan tata ketota, penguatan kualitas perencanaan desa dan koordinasi
supra-desa, pcmbcrdayaan masyarakat, serta pembangunan kawasan pcrdesaan prioritas

Pengembangan kawasan transmigrasi mclalui
peningkatan produksi dan nilai tambah hasil

pangan dengan fokus pada pengembangan
sektor pcrtanian, pcngembangan tcnaga

terampil, dan pcngembangan sistem
permukiman yang memiliki kcmampuan saling
bclajar untuk bcrkembang dan hidup bersama

Pembangunan Kawasan Perbatasan dengan
fokus mcndorong stabilitas pertahanan dan

keamanan, mcningkatkan kesejahtcraan
masyarakat, penguatan tata kelola

pemerintahan, dan menjaga keberlanjutan
lingkungan

Perccpatan pembangunan daerah tertinggal dan sangat tertinggal menjadi daerah berkembang
melalui pemcnuhan dan peningkatan akscs layanan dasar pendidikan, keschaten, serta

perlindungan sosiat yang sesuai standar dan berbasis kondisi geoSrafis wilayah; p€nguatan

ekonomi lokal bcrbasis kcarifan lokal dan inovasi melalui pengembangan scntra pertanian dan
pcrikanan terintegrasi, scrta penataan pariwiseta rintisan; pemerataan penycdiaan infrastruktur

dasar s€suai standar, sena peningkatan konektivitas inra dan antarwilayah; scrta pengelolaan dan
pcngurangan risiko bcncana yang cltsien dan tepat guna

Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Wilayah Papua:

Papua Sehat, mel,alui
peningkatan pelayanan

kesehatan yang bcrkualitas
dan merata scrta

pembudayaan hidup s€hat dan
bcrsih di masyarakat

Papua Cerdas, melalui
peningkatan pelayanan

pendidikan yang bcrkualitas
untuk membcntuk pribadi

unggul, kreatif, inovatif,
bcrkarakter, dan mampu

bekeda sama

Papua Produktif, melalui
peningkatan kompctensi,

krcativitas, dan inovasi dalam
pengembangan potensi

ekonomi lokal yang berdaya
saing
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Pengembangan Pusat Pertumbuhan

Pengelolaan urbanisasi melalui penataan wilayah
metropolitan, pembangunan kota otonom dan

kawasan perkotaan lainnya sebagai pusat
pertumbuhan yang layak huni, inklusif dan

berbudaya, hijau dan berketahanan, serta maju
menyej ahterakan utamanya melalui percepatan

penyelesaian rencana pembangunan dan rencana
spasial, penyediaan konektivitas transportasi dan
komunikasi yang memadai, serta pembentukan

kelembagaan yang adaptif

Pengembangan pusat pertumbuhan baru
dilakukan dengan fokus pada pengembangan

pusat pertumbuhan baru serta penguatan
dan optimatisasi pusat pertumbuhan

eksisting melalui pengembangan potensi
keunggulan daerah, PercePatan

pembangunan infrastruktur dasar dan
konektivitas, penyediaan SDM berkualitas,
serta penguatan kapasitas dan tata kelola

kelembagaan

Penuntasan dan pemanfaatan PSN melalui percepatan pelaksanaan PSN, evaluasi dan penyiapan

corry ouer PSN selanjutnya serta penguatan kerja sarna pengelolaan PSN'

Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana

Pengelolaan kawasan konservasi untuk
meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan

sebagai upaya mitigasi TripLe Planetary Cri-si.s

dalam menjamin kebertanjutan pembangunan

Pengelolaan risiko bencana yang efisien dan

tepat guna melalui sarana dan prasarana
publik berketahalan bencana

4.2 Wilayah Sumatera

4.2.1 Isu dan Potensi Wilayah Sumatera

Isu Wilavah

Dominasi ekonomi pada komoditas primer (pertanian, perkebunan, kehutanan,

dan pertambangan) mencapai hampir 50 persen dari PDRB (2023), dengan nilai

tambah yang masih relatif rendah dan memiliki karakteristik yang rentan

terhadap fluktuasi pasar global.

Diversilikasi dan hilirisasi industri belum optimal, baru mencapai 20 persen dari

PDRB (2023), investasi masih lebih banyak tedadi pada sektor ekstraktif dan

industri hulu.

Stok infrastruktur masih terbatas, masih cukup banyak wilayah di Sumatera

yang masih mengalami kesenjangan infrastruktur dan memiliki infrastruktur
yang belum memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi'

Masih relatif tingginya kerentanan dan potensi bencana di wilayah Sumatera

terutama di pesisir barat yang masuk dalam rangkaian pegunungan Bukit
Barisan.

Degradasi tingkungan seperti kebakaran hutan dan lahan, abrasi' dan

parrr.,rar"a, luas lahan pertanian pangan karena alih fungsi lahan' serta

pertambangan.
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Isu Wilavah

Disparitas kualitas sumber daya manusia dan brain/ talent drain, angka
partisipasi sekolahjenjang menengah atas/kejuruan (7O persen) dan pendidikan
tinggi (25 persen) di Sumatera masih relatif senjang, ditambah terjadinya
brain/ tolent drain pada tenaga keda ahli dan terampil (3O persen) (2023).

Prevalensi shlnfing masih relatif tinggi, rata-rata untuk wilaya-h Sumatera dapat
mencapai hampir 20 persen (2023).

Tingkat kemiskinan rata-rata Sumatera masih 9 persen (2023)' dengan ysng
tertinggi Provinsi Aceh mencapai sekitar 14 persen.

Pada daera}l-daera-]: dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi, akses terhadap

layanan pendidikan dan kesehatan masih relatif rendah, sektor ekonomi

unggulan belum bemilai tambah tinggi, serta infrastruktur layanan dasar:,

konektivitas, dan digital masih terbatas.

Potensi Wilayah

Kelapa sawit: Sumatera memiliki perkebunan sawit seluas to,2 juta hektare darl

menghasilkan 67 persen produksi sawit nasional.

Komoditas perkebunan potensial lainnya:

- karet (7O persen produksi nasional)

- kopi (62 persen produksi nasional)

- tebu (36 persen produksi nasional)

- kelapa (32 persen produksi nasional)

Ketahanan pangan: Sumatera berkontribusi 27 persen dalam produksi beras

nasional, serta berkontribusi sekitar 16 persen dalam produksi perikanan

nasional.

Potensi ketahanan energi:

- Cadangan terbukti batu bara mencapai 12,6 miliar ton

- Gas bumi 10.729,9 TSCF, dan minyak bumi 2.313,93 MMSTB

- Potensi clean energg berupa EErT air (6,8 GW), EBT panas bumi (9,48 GW)

EBT surya terapung (4,5 GWp), EBT bioenergi (29,5 GW), EBT aILs laut (1O

Gw)

Bahan Tambang: terd,apat resource logam bauksit sebanyak 109 juta ton dan

resource bijih timah sebanyak 2,2 miliar ton, serta logam tanah jararg (REE)'

Geographicat gift dekat dengan main line dalan global maritime trad.e route, yaitu
Selat Malaka, yang memberikan comparatiue o.duantqge, teFJtama dalam sektor

perdagargan dan logistik.

Potensi dari perairan laut yang tuas, yaitu perairan Selat Malaka, laut Natuna,

dan Samudera Hindia, memberikan potensi besar untuk sektor perikanan

tangkap.
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4.2.2 Sasaran Pembangunan Wilayah Sumatera

wilayah sumatera diarahkan menjadi "Mata Rantai utama Bioindustri dan Kemaritiman
Berdaya Saing dan Berkelanjutan", untuk itu sasaran pembangunan wilayah Sumatera dan

provinsi-provinsi di dalamnya adalah sebagai berikut.

LPE (%)
Kontribuii
PDRE (q6)

PORB p.r Xapltt
(Rpluta)

TPr (96)
TIngkat

22,1 85,0 4,4a4,73 7 ,49-A,49
6,3

t24,4 3,a24,42 4,24-5,24

Keterangan : laju perrumbuhan Ekonomi (LPEli Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); Tingkat PenaangAuran Terbuka OPn

Tabel 4.1
Sasaran Pembangunan Provinsi di Wilayah Sumatera

2029

Provinsi Aceh
Sumatera

Utara
Sumatera

Barat
Riau Kepulauan Riau

Rata-rata LPE (%)
2025-
2029

5,8 6,ll 6,4 5,2 7,1

LPE (%) 2029 6,6 7,6 7,3 5,9 8,1

2025 46,8 74,4 61,8 t74,4 177,3
PDRB per kapita
(Rp. Juta) 2029 65,2 I t5,3 90,2 249,7 266,O

5.2 1,52025 1,1 s.0 1.6

2029 1,1 5,3 4,9 ),7

5,1c-6,l9 4,40-4,90
Tingkat Kemiskinan
Pkl 2029 6,39-7,39 2,824,A2 2.40-3,40 3,254,25 2,26-3,26

Rasio Gini
2025 0,2904,293 0,30s-O,sO5 0,2744,279 0,3 r8-o,324 o,32r-o,324

2029 0,2544j5a 0,2A74,291 0,2434,247 o,27q.243 o,31.1-o,317

2025 o,s7 o,54 0,59 0,57 o,62
Indeks Moda.l
Manusia 2029 0,60 o.57 o,63 0,60 0,66

Penulunan
Intensitas Emisi
GRK f/.)

2025 36,08 1,00 52,62 46,88 r,00

2029 53,63 1a,52 65.89 83,68 3,13

2025 a2,89 77.20 77,95 71,85 7 3,24

IKLH Daerah
2029 43,56 77,87 74,79 74,13

2025 4,60-5,28 5,27-5,56 5,37-5,76 3,s5-3,66 6,Oa 6,47

TPI (o/o )

SK No252239A

2029 4,074,94 4,74-5,20 4,51-5,37 2,94-3,42 5,57-6,O6

202t

Kontribusi PDRB
Provilsi f/") 1,6

2025 r2,oo -13,oo 6,96-7,46 4.50-5'10

72,69
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Tabcl 4.2
tanjutan Sasaran Pembangunan Provinsi di wilayah Sumatcra

Provinsi Jambi Bcngkulu tanrpung
Kcp. Bangka

Bclinrng

Rqta-Rata LPE (o/ol
2025.
2029

6,1 7,t 6,S 6,3 4,6

LPE f/o) 2029 7,O 8,1 7,4 7,2 5,5

2025 90,8 83,4 s5,r 73,7
PDRB pcr kapita (Rp.

Juta) 2029 t32,7 t27.1 79,3 E0,6 r01,9

2025 1,4 3,1 o,5 0,5
Kontribusi PDRB
Provin3i f/o) 2029 I,4 3,3 O,S 0.5

Tingkat KcEislcinan
P/"1

2025 6.30-6,80 9,37-10,37 13,1G13,60 9,5G10'OO 2,92-3,92

2029 3,66-4,66 6,0t7.05 7.99-8.99 5,7*,79 t,79-2,79

2025 0,337-0,341 0,316-0,320 0'327-0,332 0'316'0.321 0,2394,212
Rasio Gini 20,9 o,3lr-o,3ls o,2sH,29E O,3os-O,309 0,27r4,27s 0'2H.2oE

2025 0,56 0,54 0.5.r o,55 0,5,6

2029 0,59 0.57 0,57 0,58 0,59

2025 78,50 69,97 62,79 54,55
Penurunan lntcngitat
Emisi GRK f/o) 2029 86,ss 80,74 67,60 72,13 62,21

73,71 68.19 ? | ,27 70,99 76,66

IKLH Dacrah
74,* 69,20 72,12 7 t,84 ?7 ,32

2025 4,274,38

2029 2,7A4,O7 3,29-3,67 2,56-3,13 3.25-3,73 2,A44,94

3,82-3,93 3,30-3,41 3,86-4,00 3,9H.33
TPT (o/o)

SK No 252241 A

Sumatcra
Sclar6n

lndcks Modal
Malrusia

57,74

2025

2029
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4.2.3 Arat:. Pembangunan Wilayah Sumatera
Oambar 4. 1

Alur Pikir Pembangunan Wilayah Sumatera dalam Mencapai Visi Presiden 2029
Pertumbuhan Ekonomi Nasional menuju 8 persen
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Gambar 4-2
Alur Pikir Pembangunan Wilayah Sumatera dalam Mencapai Visi Presiden 2029:

Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Peningkatan Kualitas SDM
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Gambar 4.3
Highlight Lakasi Prioritas Pembanguna 2025-2029 Wilayah Sumatera
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4.3 Wilayah Jawa

4.3. I Isu dan Potensi Wilayah Jawa

lsu Wilayah

Kawasan perkotaan dan metropolitan menghadapi inefisiensi dalam melayani
kota itu sendiri dan daerah sekitamya, dibuktikan dengan rata-rata nilai
Metropolitan Performat|ce Index di Pulau Jawa masih berada di bawah 50 persen .

Rendahnya penggunaan teknologi tinggi dalam industri yang membuat nilai
tambah industri masih rendah (industri di Jawa masih memiliki rasio robot
density 5:1O.OOO, bandingkan dengan Malaysia 55:lO.O0o dan Korea Selatan
1.0O0:1O.OOO).

Infrastruktur logistik belum sepenuhnya terintegrasi, terutama antarkawasan,
serta terdapat kesenjangan ketersediaan infrastruktur frsik dan sosial untuk
mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama di Jawa bagian selatan.

Masih tingginya kerentanan dan potensi bencana seperti gempa bumi dan
tsunami di daerah pesisir selatan Jawa, tanah longsor dan letusan gunung api,
banjir rob dan penurunan muka tanah di daerah pesisir utan'a Jawa.

Kesenjangan keterampilan dan mismatch pendidikan-industri terlihat dari
perbedaan antara keterampilan yang diajarkan di pendidikan dan kebutuhan
industri, dengan tingkat pengangguran lulusan SMK dan SMA pada 2023
masing-masing sebesar 9,31 persen dan 8,15 persen.

Prevalensi stunting, wasting, dan underu,eigha masih relatif tinggi, rata-rata
untuk Wilayah Jawa mencapai 20 persen (2023).

Beban kasus TBC tertinggi ada pada wilayah padat penduduk.

Tingkat kemiskinan rata-rata Jawa sebesar 8,11 persen (2023), dengan yang

tertinggi Provinsi DIY mencapai sekitar 11 persen. Program pengurangan
kemiskinan belum terpadu dengan potensi sektor ekonomi unggul dan inovasi
pemberdayaan ekonomi pada daerah kantong-kantong kemiskinan tinggi.

SK No252245A
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Potensi Wilayah

Perta.nian dan ketahanan pangan: Jawa berkontribusi 54,22 persen dalam
produksi beras nasional, berkontribusi sekitar 36 persen dalam produksi tebu
nasional, berkontribusi sekitar 51,86 persen dalam produksi jagung nasional,
serta berkontribusi sekitar 21 persen dalam Produksi perikanan nasional.

Potensi ketahanan energi:

- Cadangan gas bumi 5.846,8 TSCF, dan minyak bumi 1.582,32 MMSTB.

- Potensi clean energA ber.)pa energi surya (640,3 GWp), hidro (2 GW)' panas

bumi (7,9 Gw), bioenergi (9,4 GW), bayu {39,05 GW), dan arus laut (O,4 GW).

Industri pengolahan: lebih dari 52 Persen industri pengolahan di Indonesia
terdapat di Pulau Jawa, yang telah membentuk rantai nilai dan pasokan industri
yang cukup lengkap.

SDM terampil: terdapat ratusan perguman tinggi dengan berbagai disiplin ilmu
yarrg menghasilkan ribuan lulusan tenaga kerja berkualitas.

Perkotaan: sebanyak 56 persen penduduk Pulau Jawa tinggal di perkotaan, yang

dapat menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi, baik melalui
penciptaan demand & supplu, serta penyediaan laborltalent pool-

m:Fm

Sebagian besar wilayah telal terhubung dengan jaringan jalan (nasional dan tol)

dan jalur kereta api, serta memiliki beberapa pelabuhan dan bandara utama,

Jangkauan jaringan seluler 4G telah mencapai sekitar 99,95 persen dari area

wilayah permukiman di Pulau Jawa.

Sistem Jamali sebagai sistem interkoneksi kelistrikan terbesar di lndonesia

berkontribusi terhadap 70 persen produksi energi listrik di Indonesia.

t.PE (*)

_ rrr

l(ontrlbusl
PDRB 196)

PoRB pcr xaplta
(Rp juta)

85,4

IPT (9t)

5,09 5,62 6,68 7 ,646,9

@ 4,5r-5,27
-----------.---__.'v

7,9 55,r r22,4 3,794,79

KeteranSan: taju Pertumbuhan Ekonomi ILPE); Produk Domestik R.gional Bruto (PDRB);TinSkat PenSangSulan Terbuka ITPI)

4.3.2 Sasaran Pembangunan Wilayah Jawa

wilayah Jawa diarahkan menjadi "Megalopolis yang unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi,

dan Berkelanjutan", untuk itu sasaran pembangunan wilayah Jawa dan provinsi-provinsi di
dalamnya adalah sebagai berikut.

Tln9kit
X.misklnan(91)

56,5202S

SK No252246A
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Tabel4.3
Sasaran Pembangunan Provinsi di Wilayah Jawa

Provinsi
DKI

Jslarta
Jawa
Barat

D,I
Yosrakena

Jawa
Tcngah

Jawa
Timur

Banten

Rata-rata LPE P/d
202s-
2029

6,9 7,O 6,7 6,9 6,8

LPE lP/ol 2029 7,7 8,O7,9 8,O

2025 373,4 59,6 55,1 5l ,l 80,7 74,6
PDRB per kapita
(Rp. Ju6l 2029 560,8 84.9 78,6 71.8 I14,8 r06,4

2025 16,7 t4,2 3.912,7 0,9 4,2
Kontribusi PDRB
Provinsi f/o| 2029 16,5 7,9 3,812,3 0,8

Tingkat
Kemisldnan f/ol 2029 2,OE-3,O8 2,86-3.86 6,ll-7,11 5,215,21 4,31-s,31 2,42-3,42

Rasio Gini
2025 0,425-0,430 0,383-.0,390 0,4434,447 0,362-0,367 0,341-0,386 0,34',H,365

2029 0.4t74.421 0.381{,383 0.436-0,440 0,355-0,360 0,36H,373 0,32e.330

2025 0,65 0.57 0,75 o,62 0,64 0,56
Indcks Modal
Manusia 2029 0,69 o,60 o,79 0,65 o,68 0,59

2025 14,65 6,6t 62,14 o,32 1.00 43,56Pcnurunan
lntcnsitas Enisi
GRK F/ol 2029 22,Ot 8,95 74,36 2?,5? 2,52

2025 51,34 64,06 70,49 75,68 74,t7 66,92

IKLH Dacralr
2029 5r,98 65,0? 71,33 75,E7 74.50 67,93

TPT f/o)

SK No2522474

6,8

13,7

2025 3,ss-3,8s 5,6s-6,46 IO,OO-IO.5O 9,0r,66 7,s8-€,08 4,5{>s,50

56,65

2025 5,5630 6,424,99 3.12-3,51 4,424,81 3,90{,49 6,87-7 '24

2029 4,93-5,99 5,9,1-6,56 2,83-3,27 3,734,49 3'2H,21 6'3S'E2
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4.3.3 Arah Pembangunal Wilayah Jawa

Gambar 4.4
Alur Pikir Pembangunan Wilayah Jawa dalam Mencapai Visi Presiden 2029:

Pertumbuhan Ekonomi Nasional menuju 8 persen

pE I

isfuilrfuEl'*rr
-----d*--e=!e:Ag

E* s I

rtlii'iri,fEtEi,

t
T-
tE i I
BfEE

iisilif

a

E:i
tt isi!
5 !uo{t

I
3._ii;
:Ig
t

i!Eti:
I:E,!l
$l

!r!tF!
3

II

E5

FE

II
iE

ritI
lr
E

C

I

z

I
:
E

&
T

$
5

!
3
3
E

I
f.S;a

!
€
e

I
9
E

R

t

,

I
z

lsilliiiss,rsfu si*isi:ii
9

g "l" aE- I : lI:€il !iEBEtsEESE iI
I cFEEiaiEil EiEEIEIeEE

4.P

!

i,{.:

i' i,Ei,i,gi,li,i'l:i,l'i,!:

aI
i

E

5

!

E

P

r
-e
E

Et
c

t
E

EIr
E
s

tta
t
*

c5
gs

it
t5

e

I
E:

o

SK No252248A

g

&

F!!

t'
ir-

T

s

i

z

I!
I
!I



PRES]OEN
REPUBUK INOONESIA

aci -

Gambar 4.5
Alur Pikir Pembangunan Wilayah Jawa dalam Mencapai Visi Presiden 2029:

Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Peningkatan Kualitas SDM
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Gambar 4.6
Highlight l,<*asi Prioritas Pembanguna$ 2025-2029 wilayah Jawa
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4.4 Wilayah Bali-Nusa Tenggara

4.4. 1 Isu dan Potensi Wilayah Bali-Nusa Tenggara

lsu Wilavah

-+ltllvtH

Perekonomian Wilayah Bali-Nusa Tenggara mengalami perlambatan dari 5,O8

persen (2022) menjadi 4,OO persen (2023), disebabkan salah satunya oleh
kecilnya pern:mbuhan sektor pertanian yang berperan cukup besar pada

Provinsi NTB dari 2,2 persen (2022) menjadi 2,1 persen (2023) dan NTT dari 3,8
persen (2022) menjadi 2,5 persen (2023), sementara Provinsi Bati masih
mengalami kontaksi namun telah tebih kecil dari -0,9 Persen (2022) metiadi -

0,6 persen (2023) (BPS, 2023). Selain itu, diversifikasi ekonomi masih belum
optimal, ditunjukkan melalui rendahnya kontribusi sektor industri pengolahan

di NTB (3,86 persen) dan NTI (1,31 persen), serta masih rendahnya capaian
indeks Quarity ?ouri.sm pada destinasi wisata di Provinsi NTB dan NTT

dibandingkan di Provinsi Ba-li dan angka nasional (BI Institute, 2023).

TPT seluruh provinsi telah lebih rendah dari capaian nasional, namun tingkat
pengangguran terbuka tertinggi cenderung terdapat pada lulusan di atas
pendidikan dasar (NTB: a,73 (SMK); Nfi: 5,66 (SMA); BaIi: 3,4 (Diploma)) (BPS'

2024') dam masih rendahnya tink @nd match dengan lapangan kerja yang
tersedia-

Isu kesenjangan antarwilayah masih te{adi di Provinsi NTB dan NTT, seiring
dengan terkonsentasinya aktivitas ekonomi pada kabupaten/kota tertentu, di
mana 54 persen share PDRB NTB 2023 berasat dari Kabupaten Sumbawa Barat
dan Kota Mataram, sementara 20 persen share PDRB NTT 2023 berasat dari I
dari 22 kabupaten/kota di Provinsi. NTT, yaitu Kota Kupang (BPS, 2023],. Hal
tersebut disebabkan beberaPa di antaranya, belum meratanya pengembangan
infrastruktur dasar, transportasi, dan telekomunikasi yang mendukung
konektivitas antarwitayah dan antarpulau.

88sP

NTB dan NTT memiliki IPM lebih rendah dari Nasional (NTB: 73,10; NTT: 69,14;
Nasional: 75,02), hal ini terutama disebabkan oleh kondisi kesehatan yang

masih rendah {BPS,2024). Capaian HLS (Harapan Lama Sekolah) telah lebih
tinggi dari nasional (NTB: 13,98; NTT: 13,23; Nasional: 13,21), namun capaian
UHH (Umur Harapan Hidup) masih lebih rendah dari nasional {NTB: 72,251NT'l:
71,83; Nasional: 74,15) (BPS, 2024]|. Hal ini disebabkan di antaranya oleh
tingginya unfil.eet need Pelayanan kesehatan {NTB: 8,24 persen; N]'T: 7,06
persen; Nasional: 5,18 persen (BPS, 2024), rendahnya akses air minum layak
(NTT: 88,35 persen; Nasional: 91,72 persen), serta rendahnya akses sanitasi
layak (Nfi: 75,67 persen; Nasional: 82,36 persen) (BPS, 2023).

Kualitas SDM yalg rendah juga disebabkar oteh tingginya prevalensi stunting
dibandingkan nasional (NTB: 19,9 persen; N'IT: 3l persen; Nasional: 18,3

persen), rendahnya cakupan penemuan kasus TBC di Provinsi NTB (52,6

persen), Provinsi NTT (44,1 persen), termasuk di Provinsi BaJi (5O,2 persen) yang

masih tebih rendah dibandingkan angka nasional (77,5 persen), serta prevalensi

beberapa penyakit yang masih tinggi seperti Hepatitis (Bali: O'08; NTB: O,33;

NTT: 0,22: Nasional: O,l2), ISPA (Bali: 2,1; NTB: 1,9; NTT: 3,1; Nasional: 2,2)'
Pneumonia (Bali: O,44; NTB:0,43; NTT: 0,68; Nasional: 0,48) (Kementerian

Kesehatan, 2023). Selain itu, Bali, NTB dan NTT merupakan wilayah endemis
rabies yang telah menjadi KLB selama 2 tahun terakhir.

SK No252252A
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Isu Wilayah

Kesejahteraan Bali lebih baik dibandingkan Witayah Nusa Tenggara yang angka
kemiskinannya masih tinggi (Bali: 4 persen; NTB: 12,91 persen; NTT: 19,48
persen; Nasional: 9,O3 persen (BPS, 2024)). Salah satu penyebab tingginya
angka kemiskinan di NTB dan NlT adalah tingginya lapangan pekerjaan di
sektor informa.l {Bali: 50,68 persen; NTB: 70,51 persen; NT'I: 73,32 persen;

Nasional: 57,95 persen) (BPS, 2024). Selain itu, seldor pertanian yang menyerap
49,91 persen pekerja di NTT dan 36,16 persen pekerja di NTB (BPS, 2024),
memiliki nilai tambah yang paling rendah dibandingkan provinsi lain (NTB; Ke-

3 terendah; NTT: Ke-2 terendah) (BPS, 2023).

Selain itu, kondisi kemiskinan yang masih tinggi di NTB dan NTT juga
disebabkan oleh tingginya status pekerja buruh tidak tetap (Bali: 13,19 persen;

NTB: 19,78 persen; NTT: 21,01 persen; Nasional: 13,83 persen), pekerja
keluarga/tidak dibayar (Bali; 12,93 persen; NTB; i7,59 persen; NTT: 26,03
persen; Nasional: 13,34 persen), serta masih rendahnya cakupan pekerja
dengan jam keda penuh (Bali: 74,48 persen; NTB: 59,46 persen; NTT: 49'66
persen; Nasional: 68,O6 persen). Ditinjau dari kualitas pekerja yang tersedia,
sebagiar besar pekerja di Provinsi NTB dan NTT masih didominasi oleh capaian
pendidikan di bawah SD (Bali: 31,22 persen; NTB:41,49 persen; NTT: 43,96
persen; Nasional: 35,80 persen) (BPS,2024).

Wilayah Bali-Nusa Tenggara memiliki indeks risiko bencana kategori sedang,

namun teidapat potensi bencana karena dilewati beberapa patahan sesar
seperti Flores B@ck Arc Thrust, Lr,mbok Strait Strike-stD F@urt, Teluk Panas Fault,
Sape Sfrike slip Fault, Bondou.)atu Fcult, Sumba Ridge Thrust, So,uu Thru.st,

Semau F@ult, Sape Strike-slip Fault, d.an Sumba Sfnke-slip Fault Beberapa
aJlcaman bencana yang perlu diperhatikan di antaranya gempa bumi, tsunami,
banjir, longsor, kekeringan, gelombang ekstrem, gunung beraPi, serta
kebakaran hutan dan lahan.

Banyaknya kawasan konservasi yang berlokasi di sekltar kawasan
pertumbuhan sehingga berpotensi terdampak oleh pengembangan kawasan
pertumbuhan.

Potensi Wilayah

Wilayah Bali-Nusa Tenggara memiliki keindahal alam, ekosistem bahari, serta
kekayaan adat dan budaya yang menjadi magnet wisatawan nusantara mauPun
mancanegara. Pada tahun 2023, Pulau Bali (Bandara Ngurah Rai) masih menjadi
pintu masuk utama wisatawan mancanegara ke Indonesia. NTB dan NTT juga

memiliki pesona pdiwisata kelas dunia seperti Sirkuit Mandalika, Pulau Gili'
Satwa Komodo, hingga Taman Nasional Komodo. Selain pesona pariwisata, juga

terdapat potensi ekonomi kreatif berbasis komoditas unggulan dan budaya
tradisi lokal.

SK No 252253 A
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Potensi Wilayah

Terdapat 2 lokasi pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) di
Kabupaten Belu dan Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur
dengan komoditas padi danjagung yang menjadi potensi mendukung ketahanan
pangan dengan produksi di Kabupaten Sumba Tengah pada 2O21 sebesar 20.852
ton untuk padi dan 13.322 ton. Sementara itu untuk Kabupaten Belu pada 2O2l
sebesar 24.427 ton untuk padi dal: 49.127 ton untuk jagung.

Provinsi NTB juga memiliki potensi berupa tanaman pangan berupa padi dengan
produktivitas yang tinggi (Peringkat ke-8 Nasional dan ke-2 di Wilayan KTI).

Wilayah Ba-ti-Nusa Tenggara memiliki beragam komoditas unggulan. NTT

memiliki produksi rumput laut tertinggi ke-2 nasional (1,56 juta ton pada tahun
2023) yang telah mampu menembus pasar intemasional.

Selain komoditas tersebut, NTB dan Nfi merupakan produsen garam tertinggi
ke-4 dan ke-5 nasional dengan produksi masing-masing mencapai 205.535 ton
dat 22 .983 ton pada tahun 2023 .

Wilayah Bali-Nusa Tenggara memiliki potensi energi terbarukan (EBT) hingga
mencapai 457,42 GW. Potensi ini meliputi energi surya (414,5 GWp), hidro (O,13

GW), panas bumi (I,62 GW), bioenergi (1,4 GW), bayu (17,57 GW), dan arus laut
(22,2 cw).

LPE (9(') TPT (%)

7,4 42,3 10,35-l1,35

8,4
62,6 r ,86-2,53 7,O2-4,O2

Keterangan : taju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)i Produk Domcstik Rcgional Bruto (PDRB); Tingkat Pengangguran Terbuka ITPI)

4.4.2 Sasaran Pembangunan Wilayah Bali-Nusa Tenggara

Wilayah Ba-li-Nusa Tenggara diarahkan menjadi " Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Nusantara Bertaraf Internasional", untuk itu sasaran pembangunan wilayah Bali-Nusa
Tenggara dan provinsi-provinsi di dalamnya adalah sebagai berikut.

Kontribusi
PORE {%)

PDRB per K.pit
(Rpluta)

Tingkat
K?mirkinan lit)

SK No2522544

NTB memiliki potensi sumber daya alam berupa pertambangan tembaga dan
emas. Hal ini didukung dengan keberadaan Kawasan Industri (KI) Sumbawa
Barat yang diharapkan mampu mendukung Indonesia sebagai economic
pouErhou.se.

2025

2029
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Tabel 4.4
Sasaran Pembangunan Provinsi di Wilayah Bati-Nusa Tenggara

Provinsi Bali Nusa Tenggda Barat Nusa Tenggara Timur

Rata-rata LPE e/o)
2025-
2029

7,5 5,7

LPE l?to) 2029 8,s 6,6

2025 72,7 25,7
PDRB per kapita (Rp.
Jutal 35,12029 I10,9 53,9

202s 1,4 0,8Kontribusi PDRB Provinsi
P^t 2029 1,4 0,9 0,6

2025 3,57-3,93 r I,68-12,18 15,32-15,82
Tingkat Ken skinan (o/o)

2029 I,79-2,79 8,t2-9,t2

2025 0,355-O,359 0,36q-o,373 0,319-0,324
Rasio Oini

2029 0,331-0,335 0,32.rc,328 0,314-0,3 r 9

2025 0,6 r 0,56 0,48
Indcks Modal Manusia

2029 0,64 0,60 0,51

2025 5,36 25,99 6t,42Penunrnan Intensitas
Emisi GRI( P/o) 2029 26,48 51,70 77,71

2025 76,t9 76,t9
IKLH Dacrah

2029 76,89 77 ,O3 80,69

2025 1,87-2,35 2,19-2,79 2,49-2,99
TYt P/ol

2029 t ,63-2,r7 1,81-2,59 2,lo-2,79

SK No252255A
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9,3

35,2
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4.4.3 Arah Pembangunan Wilayah Bali-Nusa Tenggara

Gambar 4.7
Alur Pikir Pembangunan Wilayah Bali-Nusa Tenggara da.lam Mencapai Visi Presiden 2029:

Pertumbuhan Ekonomi Nasional menuju 8 persen
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Gambar 4.8
AIur Pikir Pembangunan Wilayah Bali-Nusa Tenggara dalam Mencapai Visi Presiden 2029:

Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Peningkatan Kualitas SDM
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Gambar 4.9
Highlightlikasi, Prioritas Pembangunan 2025-2029 wilayah Bali-Nusa Tenggara
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4.5 Wilayah Kalimantan
4.5.1 Isu dan Potensi Wilayah Kalimantan

Isu Wilavah

Masih besarnya ketergantungan perekonomian daerah pada sektor hulu disertai
lambatnya proses hilirisasi dan diversifikasi industri pengolahan berbasis
sumber daya alam karena minimnya penciptaan lingkungan usaha industri
yang kondusif, kurangnya dukungan insentiffiskal, dan rendahnya penguasaan
teknologi, serta keterbatasan pasokal energi, air, dan pangan.

Masih kurangnya pusat-pusat pertumbuhan baru di Pulau Kalimantan sebagai
penggerak utama perekonomian wilayah serta belum meratanya pembangunan
infrastruktur dan konektivitas pendukungnya.

Masih minimnya ketersediaan sarana dan prasarana layanan dasar yang
memenuhi standar pelayanan minimum (SPM).

Masih tingginya tingkat kemiskinan dan kesenjangan di kawasan perdesaan,
transmigrasi, dan perbatasan negara.

Masih minimnya akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan disertai kondisi
geografis hutan dan rawa menyebabkan masih tingginya kasus penyal<it

menular tropis seperti malaJia (tertinggi di Kalimantar Timur).

Masih minimnya a-kses masyarakat terhadap fasilitas pendidikan serta sarana
pengembangan talenta. ter^aga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri
sehingga menyebabkan rendahnya daya saing dan kualitas sumber daya
manusia.

Tingginya konversi hutan menjadi lahan tidak produktif dapat mengancam
kerusakan ekosistem alami seperti hutan hujan tropis Kalimantan, flora dan
fauna endemik seperti orangutan dan bekantan serta warisan geologi dan
keanekaragaman geologi lainnya.

Potensi wilayah

SK No251483A

. Masih memiliki ketersediaan sumber daya alam yang meLimpah dengan potensi
pengembangan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah melalui
pengembangan industri dan smelter, serta menciptakan sektor-sektor ekonomi
baru yang berkelanjutan (transformasi ekonomi hijau).

. Termasuk satah satu produsen terbesar di Indonesia pada komoditas rumput
laut di Kalimantan Utara dan komoditas udang di Kalimantan Timur.

r Kondisi geogralis terletak di garis khatulistiwa dan dekat witayah cincin api (ring

oflire) dengan bentang alam yang didominasi sungai-sungai sehingga berpotensi
menjadi pusat pengembangan energi baru terbarukan seperti energi panas bumi
dan ba5m, serta energi listrik tenaga surya dan air.
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Potensi wilayah

Terdapat potensi energi terbarukan mencapai 517,48 GW, meliputi energi surya
(430,1 GWp), hidro (48,5 Gw), panas bumi (0,18 GW), bioenergi (12,7 Gw), bayu
(25,99 GW), dan arus laut {O,O1 Gw).

Terdapat potensi cadangan minyak bumi: 263,06 MMSTB dan potensi cadargan
gas bumi: 5.730,4 TSCF.

Memitki risiko bencana yang rendah sehingga relatif lebih aman untuk
membangun dan mengembangkan pusat-pusat Pertumbuhan baru, seperti lbu
Kota Nusantara (lKN) dan kawasan perkotaan, serta kawasan ekonomi, industri,
pariwisata, maupun sektor strategis lainnya.

Terhubung dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia {AI.KI) I dan ALKI ll sebagai
potensi untuk pengembangan sistem jaringan sarana prasarana transportasi
berbasis laut dan kemudahan a-l(ses da.lam sistem pelayara! dan perdagangan
yang dapat mendukung peran Kalimantan sebagai gerbang logistik (Ka-limantan

Selatan).

Melimpahnya sumber daya alam di sektor Primer menunjukkan potensi adanya
sumber daya manusia yang sudah terbiasa beradaptasi dengan kondisi alam.
Potensi ini dapat dikembangkar dengan memunculkan talenra tenaga kerja baru
yang tidak hanya mendukung kebutuhan industri, tetapi juga tetap
mengedepankan teknik kearifan lokal yang ramah lingkungan.

Adanya keanekaragaman hayati yang luar biasa dan ekosistem yang kaya di
Kalimantan juga dapat dimanfaatkan sebagai ekowisata dan lokasi yang sangat
potensial untuk pengembangan pusat penelitian berbasis alam.

Masih didominasi oleh rawa dan sungai sehingga terdapat potensi
pengembangan moda angkutan air/sungai sebagai sarana mobilitas masyarakat
yang ada di daerah terisolir sebagai upaya dalam mendorong meratanya a-kses

terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Memitiki Iahan gambut seluas 4,5 juta hektare dan hampir 57 persen wilayah
masih tertutupi hutan dalam kawasan Jartung Kalimanlarl lHeart of Bomeol
yang berfungsi sebagai salah satu dari tiga paru-paru dunia (selain Brazil dan

Kongo) sehingga perlu upaya pelestarian lingkungan, keanekaragaman hayati,
warisan geologi dan keanekaragaman geologi, serta kekayaan ekologi menjadi
penting untuk menjaga keberadaan hutan Kalimantan.

4.5.2 Sasaran Pembangunan Wilayah Kalimantan

wilayah Kalimantan diarahkan menjadi " superhub Ekonomi Nusantara", untuk itu sasaran
pembangunan wilayah Kalimantan dan provinsi-provinsi di dalamnya adalah

sebagai berikut.

Kontribusi
PDRB (9I)

PDRB per Xapita
(Rp luta)

Tingk t
K.ml3kinan (9t)LPE (%) TPT (i6)

4,6 I14,7 4,234,58 4,24-5,24

4,2 9,0 167 ,s 3,454,25 2,52-3,52

K.terangan : Laju pertumbuhan Ekonomi (LPElr Produk Domestik Regional BrLlto (PDRB); TinSkat P.ngangAuan Terbuka (TPTI

2029

SK No251484A
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Teb€l4.5
Sasaran Pcmbangunan ProvinBi di Wilayah Kalimantan

Provinsi
KalirDantan

Baiat
KaliEanaen

Tengsh
Kalimentan

S.latan
Kalimanten

TiBur
KsliDantal

Utara

Rata-rata LPE P/o)
2025-
2029 6,9 6,4 7,8 6,27,1

LPE fzo) 2029 7,9 7,3 8,1 8,6 7,O

2025 55,s 85,3 72,? 237 ,l 227 ,tPDRB pcr kapita
(Rp. Juta) 2029 ar,2 t24,O 106,3 326,9 323,3

2025 1,3 1,0 1,3 4,2 0,7Kontribusi PDRB
Provinsi P/o) 1,3 4,6 o,72029 1,4

2025 5,6H,15 4,ll{,61 3,4.F3,94 4,2/F5,O5 4,33-5,07Tingkat
KqmiiLinan e/ol 2029 3,45-4,45 2,43-3,4X t,64-2,64 2,37-3,37 2,33-3,33

Rasio Gini
2025 0,315-0,32r 0,31l-O,315 0,307-0,311 0,31M,321 o,263

2029 0,2714,275 0,2424,246 0,274-0,278 0,309-0,313 0,2574,26t

2025 0,51 0,57 0,59 0,56Indeks Modal
Manusia 2029 0,54 0,58 o,6l o,62 0,59

2025 67 ,?3 76,OO 7 5,97 40,82 55,77Pcnunrnan
lntcnsitas Emisi
GRK (o/d 2029 85,43 90,1E 80,99 67 ,46 8 r,05

2025 77 ,51 76,34 72,32 80,20 77 ,77
IKLH Dacrah

2029 74,o7 77,0t 73,lO 80,87 74,57

2025 4,734,& 3,32-3,91 3,86-4,25 4,60-5,14 3,90-3,94
rPT (o/o,

2029 3,+64,52 2,92-3,61 3,29-3,97 4,14!4,77 2,70-3,45

SK No2522624
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4.5.3 Arah Pembangunan Wilayah Kalimantan
Gambar 4.10

Alur PikA Pembangunan Wilayah Kalimantan dalam Mencapai Visi Presiden 2029:
Pertumbuhan Ekonomi Nasional menuju 8 persen
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Gambar 4.1 1

Alur Pikir Pembangunan Wilayah Ka.timantan dalam Mencapai Visi Presiden 2029:
Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Peningkatal Kualitas SDM
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4.6 Wilayah Sulawesi

4.6. 1 Isu dan Potensi Wilayah Sulawesi

Isu Wilayah

Nilai tambah dari produktivitas sektor primer masih rendah seperti sektor
pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata yang menghadapi daya saing
rendah serta sektor pertambangaa dan industri pengolahan tumbuh pesat
belum dapat memberikan dampak yang optimal terhadap kesejahteraan dan
penyerapan tenaga keda.

Pusat-pusat pertumbuhan seperti Wilayah Metropolitan (WM), Kawasan Industri
(Kl), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Kawasan Destinasi Pariwisata (DPP)

belum dapat memberikan dampal optimal dalam upaya penanggulangan
kemiskinan dan terjadi kesenjangan ekonomi antara wilayah kepulauan dengan
daratan.

Masih kurang memadainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) di kawasan
perkotaan dan belum meratanya konektivitas serta sarana dan prasarana
antardaerah sehingga menyebabkan ketimpangan wilayah sementara kawasan
perdesaan dan afirmasi belum dapat dioptimalkan sebagai penyangga ekonomi.

Tingkat kemiskinan yang masih tinggi disebabkan oleh struktur tenaga kerja
yang didominasi oleh sektor pertanian.

Masih rendahnya akses fasilitas dan mutu pendidikan menyebabkaa belum
optimalnya produktivitas dan daya saing tenaga ke{a karena ketidaksesuaian
antara keahlian dan kebutuhan lapangan kerja. Terdapat TPT yang masih
rendah dari rata-rata nasional (Sulawesi Barat).

Masih rendahnya akses masyara-kat terhadap fasilitas kesehatan di Sulawesi
menjadi salah satu penyebab tingkat kesehatan masyarakat masih di bawah
rata-rata nasional yang ditandai dengan rendahnya usia harapan hidup (UHH).

Selain itu, kasus schistosomiastls masih ditemukan di Sulawesi Tengah
sedangkan prevalensi stunting fir.ggi (Sulawesi Barat) juga masih lebih tinggi
dari rata-rata nasional.

Tingginya laju deforestasi yang berdampak pada meningkatnya €Lnca.Inan

kepunahan dan kehilangan jasa ekosistem esensial terutama di wilayah pesisir
dan kepulauan.

Masih adanya risiko bencana yang cukup tinggi terutama terkait bencana
hidrometeorologi dan geologi, antara lain gempa bumi, tsunami, Ietusan gunung
api, kekeringan, banjir, longsor, dan likuefaksi (Sulawesi Tengah, SuLawesi

Utara dan Sulawesi Selatan).
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Potensi Wilavah

Adanya komoditas dan sektor potensial bernilai tambah untuk mendukung arah
pengembangan wilayah Sulawesi di masa mendatang adalah komoditas
pertanian, perkebunan (ka.l(ao, kelapa, kelapa sawit, cengkeh, dan pala),
perikanan tangkap (tuna, cakalang, kerapu, selar, teri), industri logam dasar
(nikel, tembaga, dan emas-perak), mineral aspal, serta pariwisata.

Potensi nikel dan tembaga di Wilayah Sulawesi dapat mendukung
pengembangan dan implementasi EBT dan potensi ekspor. Hal ini didukung
dengan adanya kawasan industri dan tambang yang berada di Konawe,
Morowali, dan Luwu Timur serta IUP lain yang akan ekspansi dan berkembang
di wilayah Sulawesi ke depan, serta sumberdaya nikel yang masih belum
dieksplorasi.

Potensi energi terbarukan mencapai 259,68 GW, meliputi energi surya (223,1
GWp), hidro (3,1 Gw), panas bumi (2,99 Gwi, bioenergi (3,5 Gw), bayu (14,85
GW), dan arus laut {12, I GW).

Memiliki Cadangan Minyak Bumi: 63,83 MMSTB dan Cadangan Gas Bumi:
5.250 TSCF.

Pembangunan lbu Kota Negara (lKN) di Kalimantan membuka peluang besar
bagi Wilayah Sulawesi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi sebagai daerah
penyangga. Dengan posisinya yang strategis, Sulawesi dapat berperan penting
dalam menSmplai kebutuhan logistik, bahan pangan, dan tenaga kerja untuk
mendukung pembangunan IKN.

Posisi geografrs wilayah Sulawesi yang strategis, terletak di antara Alur Laut
Kepulauan Indonesia (ALKI) Il dan lll, memberikan potensi besar untuk
mendukung perannya sebagai hub dan pintu gerbaag internasional Kawasan
Timur Indonesia (KTI). Dengan akses yang menghubungkan rute perdagangan
global, wilayah ini memiliki peluang untuk meningkatkan konektivitas maritim,
mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan mengembangkan industri logistik
serta pariwisata. Setain itu, terdapat pula Sulawesi Utara juga berperan sebagai
Gerbang Perdagangar Asia Timur dan Pasifik.

Pengembangan Sekolah Unggul di Sulawesi (Sulawesi Utara) yang didorong
dalam rangka meningkatkan pemerataar keunggulan siswa dan katalisator
untuk mendorong peningkatan prestasi siswa yang memberikan keberpihalan
pada wilayah Indonesia bagian tengah dan timur.

Wilayah Sulawesi terdiri dari Kawasan Pesisir dan Kepulauan di mana
merupakan tempat tinggal bagi banyak masyarakat adat dan nelayan tradisiona.l
yang memiliki aktivitas ekonomi berbasis alam, seperti ekowisata dan produk
perikanan berkelanjutan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat
lokal secara langsung.
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4.6.2 Sasaran Pembangunan Wilayah Sulawesi

Wilayah Sulawesi diarahkan mcnjadi 'Penunjang Srperhub Ekonomi Nusantara dan lndustri
Bcrbasis SDA', untuk itu sasaran pcmbangunan Wilayah Sulawcsi dan provinsi-provinsi di
dalamnya adalah sebagai bcrikut.

Xontribusi
PORE (9r)

PDRB p€r Kapiti
(Rpluta,

Tingkat
K.miskinan (q6)LPE (96) TPT (%)

8,6 83,1 3,32-3,75

7,8 r 28,5 2,46-3,47 4,63-5,63

Keterangan : Laju P€rrumbuhan Ekonomi (LPEli Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); TinSkat Pengan8Auran Terbuka (Tf,I)

Tabel 4.6
Sasaran Pembangunan Provinsi di Wilayah Sulawesi

I
@

Provin.i Sulawcd Suhwcsi
T.ngeh

gulawc.i
SaLtrn

Sul6wc.i
Tcn8Sale

CorontaLo
Suhw.!i

Barat

R.t -reia LPE (7o,
2025-
2029

7,4 t2,9 7,9 5,8 5.5

2029 8,s 14,2 a,2 9,1 6,3

2025 74,4 t 41,8 47,6 43,8
PDRB pcr kepitr
lRp. Jutal 2029 r@,2 254,7 I l7,r r06,4 58,7

2025 0,8 1.9 3,2 0,9 o.2 o,3

2029 0,8 2,4 3,2 0,9 o.2 o.3

202s 5,59-6,19 11,06-11.56 7,30-7,89 10,04-t0,54 14,21-14,50 9,0H,73

2029 2,30-3,30 6,20-7,20 3,49-4.49 6,60-7,60 9,50-10,50 4,97-5,97

Ra3io Gini
2025 0,33H.352 0,29A4302 0,371-0,376 0,365-.0,371 0,39{-{,400 0,345-0,349

2029 0,332-0,336 0,28G,O,284 0,320-0,324 0.343-4.347 0,3aH,393 0,3324,336

202s 0,52 o,5r 0,53 0,53 0,51l.d.Ir M6drl
Manuria 2029 0,55 0,55 0.55 0.56 0,54 0,54

2025 54,90 77,gei 37,00 28.93 s9,98 61,65Fanuruaran
lntcnlita! Emisi
GR( e/o) 2029 68,65 85.77 52,05 55.12 81.44 76,22

2025 7E,71 8r,75 77 ,60 a239 81,48 84,82
IKLH Decrah

2029 ?9,39 82,60 74,44 83,06 E2,I5 85,32

2025 5,ot-5,56 2,212,94 3,80-4.10 2,5/r-3,04 2,47*,oa l,4l-2,0o

SK No252270A

2029 4,66-5,14 2,09-2,72 3,18-3,63 2,32-2,@ 2,OO-2,74 l,0?-1.76
TPt P/ol

8,34-9,34

LPE P/o) 6,?

80,l 73,1

65.2

Nonrributi PDRB
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4.6.3 Arah Pembangunan Wilayah Sulawesi

Gambar 4.13
Alur Pikir Pembangunan Wilayah Sulawesi dalam Mencapai Visi Presiden 2029

Pertumbuhan Ekonomi Nasional menuju 8 persen
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Gambar 4.14
Alur Pikir Pembangunan Wilayah Sulawesi dalam Mencapai Visi Presiden 2O29:

Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Peningkatan Kualitas SDM
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Gambar 4.15
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4.7 Wllayah Maluku
4.7. 1 Isu dan Potensi Wilayah Maluku

Isu Wilayah

Pertumbuhan ekonomi wilayah melambat setelah tumbuh 14,2 perset (2022)

menjadi 13,5 perse\ l2o23l, terutama disebabkan oleh Pertumbuhan lebih kecil
pada sektor dominan, tndustri Pengolahan dari tumbuh sebesar 77 persen
(2022) menjadi 41 peGen (2023) di Provinsi Maluku Utara dan Pertanian dari
5,7 persen l2o22l menjadi 5,6 persen (2023) di Provinsi Maluku (BPS, 2023).

TPT di Provinsi Ma.luku lebih tinggi dari capaian nasional (Maluku: 6,11; Malut:
4,O3; Nasional: 4,91) dan tingkat pengangguran terbuka tertinggi cenderung
terdapat pada lulusan di atas pendidikar dasar (TPf pada lulusan SD: 2,69;
SMP: 4,35; SMA: 8,94; Sarjana:7,09) (BPS, 2024).

Masih terkonsentrasinya kegiatan ekonomi Pada kabupaten/kota tertentu
ditunjukkan oleh 49 persen share PDRB Provinsi Maluku 2023 berasal dari Kota
Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah, sementara 70 persen share PDRB

Provinsi Maluku lJtara 2023 berasal dari Kabupaten Halmahera Tengah,
Kabupaten Halmahera Selatan, dan Kota Temate (BPS, 2023). Hal ini
disebabkan oleh belum meratanya infrastruktur, konektivitas intra dan antar
pulau, dan belum optimalnya pengembangan komoditas lokal sebagai sumber
pertumbuhan ekonomi.

,98s

IPM masih lebih rendah dari nasional (Maluku: 73,40; Malut: 71,84 ; Nasional:
75,02 l2o24ll, disebabkan oleh:
- Umur Harapan Hidup (UHH) yang masih rendah (Maluku: 70,68; Malut: 71,05;

Nasional: 74,15 (BPS, 2024). Hal ini tedadi seiring dengan masih rendahnya
akses air minum layak di Provinsi Maluku Utara (89,01 persen) dibandingkan
angka dasional (91,72 persen), serta masih rendahnya akses sanitasi layak
(Maluku: 78,17 persen; Malut: 80,64 persen; Nasional: 82,36 persen) {BPS, 2023).
Selain itu, hat ini juga disebabkan oleh masih rendahnya prevalensi imunisasi
dasar lengkap pada anak (Maluku: 54,05 persen; Malut: 53,31 persen; Nasional:

57,78 persen).

- RLS di 1 dari l1 kabupaten/kota di Maluku dan 5 dari 10 kabupaten/kota di
Maluku Utara masih tebih lendah dari capaian nasional. Selain itu, HLS di 6 dari
1l kabupaten/kota di Maluku dan 5 dari 10 kabupaten /kota di Maluku Utara
masih lebih rendah dari capaian nasional {BPS, 2024). Kondisi ini disebabkan
diantaranya adalah masih thgginya proporsi desa dengar akses yang

sulit/sangat sulit terhadap fasititas pendidikan SMA/Sederajat pada

kabupaten/kota dengan capaian yang masih lebih rendah dibandingkar dengan

kabupaten/kota dengan capaian yang telah lebih tinggi dari angka nasional
(Maluku: 24,7 persen dibandingkan dengan 18,8 persen; Malut: 9,4 persen

dibandingkan dengan 9 persen) (lndeks Desa, diolah Bappenas, 2024).

Masih tingginya prevalensi stunting dj, Protirsi Maluku (28,4 persen) dan

Provinsi Maluku Utara (23,? persen), dengan prevalensi tertinggi pada beberapa
kabupaten masih jauh di atas angka nasional, seperti di Kabupaten Kepulauan

Aru (40,6 persen) dan Kabupaten Pulau Taliabu (30,6 persen).

Masih betum tuntasnya penyakit Malaria pada 12 kabupaten/kota di Wilayah

Maluku, diiringi dengan masih rendahnya angka penemuan kasus TBC

(Maluku: 70,6 persen; Malut: 71,6; Nasiona-l: 77,5 persen), serta masih

rendahnya prevalensi imunisasi dasar tengkap pada anak (Maluku: 54,05
persen ; Malut: 53,31 persen; Nasional: 57,78 persen) (Kemenkes, 2023)
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Persentase penduduk miskin Provinsi Maluku lebih tinggi dibanding nasional,
dengan 9 dari 1l kabupaten/kota memiLiki tingkat kemiskinan di atas angka
nasional. Sementara di Provinsi Maluku Utara, tingkat kemiskinan telah lebih
rendah dari nasional meskipun masih terdapat 2 dari lO kabupaten/kota
dengan tingkat kemiskinan di atas angka nasional (BPS, 2024).

Belum inklusifnya dampak pengembangan kawasan industri bagi masyarakat
di Provinsi Maluku Utara, ditunjukkan dengal masih tingginya angka
kemiskinan di Kabupaten Halmahera Tengah {10,71 persen) dan Halmahera
Timur (11,91 persen) sebagai lokasi pengembangan Kawasan Industri (BPS,

2024]..

Masih rendahnya nitai tambah pada sektor pertanian yang menjadi lapangan
kerja bagi sebagian besar pekerja (Maluku: 31 ,77 persen; Malut: 25,93 persen),

serta nilai tukar petani yang masih di bawah nasional (Maluku: 104,41; Malut:
103,37: Nasional: | 12,46]. (BPS, 2023]..

Pekerja di sektor Industri belum sepenuhnya lebih sejahtera dengan rata-rata
upah buruh yang lebih rendah dibandingkan angka nasional (Maluku: Rp2,3
juta; Nasional: Rp3,O2 juta), yang disebabkan diantaranya oleh kualitas SDM
pekerja di Sektor lndustri yang masih rendah (Proporsi Lulusan SD/Tidak Lulus
SD/Tidak Sekolah Maluku: 32,43 persen; Malut: 44,8 persen) (BPS, Sakernas
Februari 2024).

Provinsi Matuku dan Provinsi Maluku Utara memiliki indeks risiko bencana
kategori tinggi, terutama untuk ancaman gempa burni, tsunami, banjir, tanah
longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, gelombang ekstrem dan
abrasi.
Banyaknya kawasai kqnservasi yang berlokasi di sekitar kawasan
pertumbuhan sehingga berpotensi terdampak oleh pengembangan kawasan
pertumbuhan.

Potensi wilayah

Wilayah Maluku terdiri dari >80 persen lautan sehingga memiliki potensi
perikanan yang tinggi yang berasal dari 5 wPP Rt 1714,715,7 76,717, dan 718).

Produksi Tuna-Cakalang-Tongkot Provinsi Maluku tertinggi ke-2 di Indonesia
yaitu sebesar 155.911 ton (KKP, 2023).

Provinsi Maluku Utara memiliki potensi perkebunan pala dan kelapa yang tinggi.
Produksi komoditas pala provinsi ini menempati Posisi tertinggi ke-2 secara
nasional (8.336,6 ton) dengan luas area perkebunan sebesar 25,9 persen dari
nasional. Sementara produksi kelaparya memiliki tertinggi ke-4 secara nasional,
yaitu sebesar 212.845 ton (Kementa/r,2O23l.

Adanya potensi produksi padi di beberapa kabuPaten/kota di Wilayah Maluku
untuk mendukung ketahanan palgan wilayah yaitu di Kabupaten Buru (40.184
ton), Kab Maluku Tengah (29.397 ton), Kabupaten Halmahera Timur (15.285,65
ton), dan Kabupaten Halmahera Utara (6.893,28 ton). sehingga potensial untuk
mendukung ketahanan pangan wilayah.
Terdapat potensi diversifikasi pangan untuk komoditas sagu (952,07 ton), kedelai
(63,2 ton) di Provinsi Maluku serta jagung 15.267,39 ton) dan kedelai (103,6 ton)

di Provinsi Maluku Utara. Terdapat pula potensi komoditas ubi di Provinsi
Maluku sebesar (79.410 ton) (Kementan, 2022). Selain itu terdapat potensi
pangan aJ<uatik terutama untuk perikanan budidaya (Maluku: 10.503 ton dan

Maluku Utara: 3.245 ton).

SK No252277 A
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Potensi Wilavah

# Wilayah Maluku memiliki ekosistem bahari serta kekayaan sejarah dan budaya
yang dapat dimanfaatkan sebagai destinasi pariwisata, seperti pada DPP Morotai
dan KSPN Banda Neira dan sekitamya.

Terdapat potensi pertambangan nikel dengan 1,9 juta ton dari 5,O3 juta ton
cadangan bijih nikel terletak di Wilayah Matuku (KESDM, 2022). Selain itu,
terdapat potensi pertambangan gas alam sebesar 15.783,7 TSCF (?nllion
Standard Cubic Feet) dari total cadangan gas alam nasional yang mencapai
54.762,7 TSCF terdapat di Wilayah Maluku (KESDM, 2023). Pengembangan
potensi ini didukung dengan keberadaan Kawasan lndustri (KI) Weda Bay, KI
Pulau Obi, dan KI Buli, serta Blok Masela

Terdapat cadangan minyat bumi sebesar 373,12 MMSTB (MiIIion Metric Stock
Tank Barrelsl dari total cadangan minyak bumi nasional sebesar 4.7OO,24

MMSTB (KESDM, 2023).

LPE (%) TPT (96)

9,8 o,7 52,5 4,82-5,18 9,40-10,40

1 I,I 5,r24,r20,8 44,6 4,134,75

Keterangan: r.aju Pertumbuhan Ekonomi (LPE); Produk DomestiL Re8ional Bruto (PDRBli Tingkat Pcngangguran Terbuka OPr)

4.7.2 Sasaran Pembangunan Wilayah Maluku

Pembangunan Wilayah Maluku diarahkan untuk menjadi "Hub Kemailiman Wilayah Timur
Indonesia", untuk itu sasaran pembangunan Wilayah Maluku dan provinsi-provinsi di
dalamnya adalal sebagai berikut:

PDRE (96)
PDRB par X.pit

(Rplute)
Tlngkat

kemiskinan (%)

2029

SK No252278A

Potensi energi terbarukan Wilayah Maluku mencapai 136,23 Gw, dengan energi
surya (94,7 GWp), hidro (O,2) GW), panas bumi (1,15 GW), bioenergi (0,14 GW),

bayr (23,04 GW), dan arus laut (17 GW).

2025
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Tabel 4.7
Sasaran Pembangunan Provinsi di wilayah Maluku

Provinsi Matuku Maluku Utara

2025-
2029

7,3 1 1,4

LPE (o/ol 2029 8,4 t2,7

2025 77 ,9
PDRB per kapita (Rp. Juta)

2029 50,5 133,4

2025 0,3 na
Kontribusi PDRB Provinsi P/ol

2029 0,3 0,5

13,01-13,51 4,95-5,15
Tingkat Kcmiskinan ('/o)

2029 8,03-9,O3 o,92-t,92

Rasio Gini
2025 o,2824,247 o,280-0,297

2029 o,2394,243 o,2734,290

2025 0,49 0,48
Indcks Moda.l Manusia

2029 0,52 0,50

42,A8 86,35
Penurunan tntensitas Et[isi GRK

P/.1 loo 94,12

2025 42,43 80,36
IKLH Dacrah

2029 83, r0 81,03

TPt Phl

2025 3,80-4,00

2029 3,O7-5,57 2,82-3,60

SK No252279A

Rata-rata LPE f/o)

34,8

2025

2025

2029

5,5ffi,03
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4.7.3 Arah Pembangunan Wilayah Maluku
Oambar 4.16

Alur Pikir Pembangunan Wilayah Maluku dalam Mencapai Visi Presiden 2029:

Pertumbuhan Ekonomi Nasional menuju 8 persen
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Gambar 4.17
Alur Kerja Pembangunan Wilayah Maluku dalam Mencapai Visi Presiden 2029

Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Peningkatan Kualitas SDM
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Gambar 4.18
Hghlight l-{rkasi Prioritas Pembangurj.a,o 2025-2029 Wilayah Maluku
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4.8 Wilayah Papua

4.8.1 Isu dan Potensi Wilayah Papua

88,qe

Sebagian besar IPM di Wilayah Papua tergolong dalam kategori sedang di
Indonesia (Provinsi Papua: 73,83; Provinsi Papua Barat Daya: 69,65; Provinsi
Papua Selatan: 68,86; Provinsi Papua Barat: 67,69; Provinsi Papua Tengah:
60,25; Provinsi Papua Pegunungan: 54,43; Nasional: 75,02) (BPS, 20241- Pad'a
komponen pendidikan, hanya Provinsi Papua yang memiliki capaian HLS dan
RLS lebih tinggi dari nasional. Sementara pada komponen kesehatan, seluruh
Provinsi di Wilayah Papua memiliki capaian UHH yang lebih rendah dari angka
nasional. Capaian pendidikan yang rendah disebabkan diantaranya oleh masih
tingginya proporsi desa dengan akses yang sulit hingga sangat sulit ke fasilitas
pendidikan tingkat SMP/sederajat (wilayah Papruat 27,9 persen; nasional: I1,8
persen) dan SMA/sederajat (Wilayah Papua: 27,7 persen; nasional: 16,6 persen)
(lndeks Desa, diolah Bappenas, 20241. Di sisi lain, kondisi kesehatan yang
rendah disebabkan oleh masih rendahnya akses terhadap air minum layal
(Provinsi Papua*l 66,49 persen, Provinsi Papua Barat*: 81,57 persen, nasional:
91,72 persen), masih rendahnya akses terhadap sanitasi layak (Provinsi Papua*:
43,00 persen, Provinsi Papua Barat*: 76,30 persen, nasional: 82,36 persen),

serta masih tingginya prevalensi stunting (Provinsi Papua: 28,6 persen, Provinsi
Papua Barat: 24,8 persen, Provinsi Papua Setatan: 25,O persen, Provinsi Papua
Tengah: 39,4 persen, Provinsi Papua Pegunungan: 37,3 persen, Provinsi Papua
Barat Daya: 31,0 persen, nasional: 21,5 persen), serta baru I kabupaten/kota
(Kabupaten Sorong Selatan) yang telah berhasil eliminasi malaria (Kementerian
Kesehatan,2023)

SK No252283A

diantaranya oleh rendahnya tingkat pendidikan para pekerja,yang didominasi

Wilayah Papua memiliki persentase penduduk miskin (PPM) dan ketertinggalan
daerah yang masih tinggi. Tingkat kemiskinan pada seluruh provinsi di Wilayah
Papua jauh lebih tinggi dibandingkan algka nasional (Provinsi. Papua Barat:
21,66 persen; Provinsi Papua Barat Daya: 18,13 persen; Provinsi Papua: 17,26
persen; Provinsi Papua Selatan: 17,44 persen; Provinsi Papua Te,],gahi 29,76
persen; Provinsi Papua Pegunungan: 32,97 persen; Nasional: 9,03 persen) (BPS,

2024). Selain itu, sebanyak 61 persen kabupaten/kota di wilayah Papua
termasuk daerah tertinggal pada RPJMN Tahun 2025-2029. Hal ini disebabkan
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Isu Wilavah

. Pertumbuhan ekonomi wilayah Papua melambat, dari 7,03 persen di tahun
2022 rnenjadi 4,87 persen di tahun 2023. }{al ini terutama disebabkan oleh
melambatnya sektor pertambangan dan penggalian yang men]rumbang share
terbesar (37 persen) pada PDRB Wilayah Papua (BPS, 2023). Sektor ini
mengalami perlambatan pertumbuhan dari 14,21 persen di tahun 2022 menjadi
6,45 persen di tahun 2023. Di sisi lain, sektor industri pengolahan yang tumbuh
lebih besar l2o22t 2,54 persen; 2023: 8,14 persen) belum mampu mendorong
pertumbuhan ekonomi Wilayah Papua secara signihkan. Disparitas
antarwilayah dan antargolongan juga masih tinggi, dengan sebaran kontribusi
PDRB Wilayah Papua pada tahun 2023 didominasi oleh Provinsi Papua Tengah
(41 persen), disusul oleh Provinsi Papua (20 persen), Provinsi Papua Barat (16
persen), Provinsi Papua Barat Daya (9 persen), Provinsi Papua Selatan (7

persen), dan Provinsi Papua Pegunungan (5 persen) (BPS, 2023). Hal ini
disebabkan belum meratanya pembangunan infrastmktur dan konektivitas di
Witayah Papua, serta belum optimalnya pengembangan komoditas unggulan
sebagai sumber pertumbuhan ekonomi wilayah
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Isu Wilayah

pekeia lulusan SD ke bawah sebesar 52,19 persen (BPS, 2024) serta rendahnya
nilai tukar petani di Provinsi Papua* (99) dan Provinsi Papua Barat' (1OO,19)

dibandingkan dengan nasional (112,46) (BPS, 2023). Selain itu, masih terdapat
keterbatasan akses permodalan untuk membuka/mengembangkan UMKM,
dengan proporsi rumah tangga penerima kredit di Provinsi Papua" hanya
sebesar 6,16 persen dan di Provinsi Papua Barat* hanya sebesar 12,29 persen
(nasional: 23,24 persen) (BPS, 2023). Di sisi lain, infrastruktur dasar
pendukung aktivitas ekonomi yang belum berkembang juga menyebabkan
terbatasnya kapasitas daerah da.lam mendorong pemberdayaan ekonomi
masyarakat. Hal ini ditunjukkan melalui nilai Indeks Pembangunan Ekonomi
Inklusif (IPEI) pada sub pilar infrastruktur ekonomi pada Provinsi Papua* (2,46)
dan Provinsi Papua Barat* (5,64) yang masih lebih rendah dibanding nasional
(6,57) (Bappenas, 2023)

'Data capaian provinsi induk

Wilayah Papua memiliki indeks risiko bencana kategori tinggi terutama dari
banjir, longsor, tsunami, dan gempa bumi yang bersumber dari sesar-sesar
normal antara lain Sesar Sorong, Koor, Taminabun, Wandamen, Ransiki, serta
Tarera-Aiduna
Banyaknya kawasan konservasi yang berlokasi di sekitar kawasan
pertumbuhan sehingga berpotensi terdampak oleh pengembangan kawasan
pertumbuhan

Potensi Wilayah

Wilayah Papua memiliki tingkat produksi komoditas tuna-cakalang-tongkol yang
tinggi, sebesar 133.039 ton pada tahun 2023, yang didukung SKPT Biak dan
rumah tangga usaha sub sektor perikanan tangkap laut beiumlah 22.948 rurrrt.

Keunggulan sektor perkebunan salah satunya terdapat di Provinsi Papua Barat
dengan komoditas unggulan kakao Ransiki yang dikelola secara organik dan
tetah memiliki pangsa pasar internasional, Hal ini dibuktikan dengan adanya
permintaan hasil produk dari negara Jepang, Inggris, dan Belanda. Kakao
Ransiki juga menjadi salah satu penerima penghargaan gold. dalam Cacao of
Excellence Award tahun 2O23 (Cacao of Excellence, 2023).

Adanya potensi produksi padi di beberapa kabupaten/kota di Wilayah Papua
untuk mendukung ketahanar pangan wilayah, diantaranya di Kabupaten
Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Sorong, Kabupaten
Sorong Selatan, Kabupaten Nabire, Kabupaten Mimika, Kabupaten Jayapura,
Kabupaten Merauke, dan Kabupaten Jayawljaya, sehingga potensial untuk
mendukung ketahanan pangan wilayah,

Terdapat potensi diversihkasi pangan untuk komoditas sagu dan ubi di wilayah
Papua. Selain itu terdapat potensi hortikultura, pangan a.kuatik terutama
perikanan laut dalam, dar peternakan babi.

SK No252284A
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Potensi wilayah

Wilayah Papua memiliki ekosistem bahari serta tradisi lokal yang dapat
dikembangkan untuk destinasi pariwisata, seperti pada DPP Raja Ampat, TN
Teluk Cenderawasih, dan Teluk Triton, serta pariwisata budaya Asmat, Danau
Anggi Giji dan Anggi Oida, dan l,embah Baliem.

Terdapat potensi pertambangan minya.l{ dan gas bumi di Wilayah Papua
(cadangan minyak bumi: 104,04 MMSTB lm)llion stock tank banelsl; cadangan
gas bumi: 11.421,9 TSCF (tillion standard cubic feet), salah satunya di
Kabupaten Teluk Bintuni yang akan menopang kebutuhan produksi industri
pupuk di KI Fakfak. Selain itu, terdapat potensi pertambangan tembaga, emas,
dan perak di Kabupaten Mimika, dengan cadangan mineral lebih dari 2 miliar
ton biji.

Potensi energi terbarukan mencapai 126,4q Gw dengan potensi energi surya
(65,8 GWp), hidro (35,9 GW), panas bumi {0,08 GW), bioenergi (0,1 GW), ba}.u
(21,3 I GW), dan arus laut (3,3 Gw).

4.8.2 Sasaran Pembangunan Wilayah Papua

Pembangunan Wilayah Papua diarahkan untuk 'Percepatan Pembangunan Wilayah Papua
menuju Papua Sehat, Cerdas, dan ProduktiF untuk itu sasaran pembangunan wilayah Papua
dan provinsi-provinsi di dalamnya adalah sebagai berikut.

Konribusi
PDRE (*)

Tingk t
Xamlrklnan (9t)rPE (16) TPT(%)

2025 6,8 t,9 77,2 3,20-3,59 215V22,s8
o

7,7
1,9 lll,7 2,421,20 r4,30-r 5,30

Keterangan : Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE); Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); Tin8kat Pengangguran Terbuka lTPr)

SK No252285A

PDRB p€r r.rpita
(Rpluta)

2029
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Tabcl 4.8

Sasaran Pcmbangunan Provinsi di wilayah Papua

Provinsi
Papua
Barat

Papua
Papua

Pegunungan
Papua

Tengah
Papua
Selatan

Papua
Barat
Daya

Rata"rata LPE e/o)
2025-
2029

6,4 7,O 7,7 5,8 5,8

6,6 ?,3 4,0 6,7 6,6

2025 120,6 88,0 l9,l I19,5 64,9
PDRB p.r kapita
(Rp. Jutal t64,0 t26,92029 179,4 91,9 89,4

2025 0,3 o,4 o,7 o,2 o,20,1Kontribusi PDRB
Provinsi (o/o)

0.3 0,42029 0,r 0,8 0.1 o.2

TinSkat
Kcmiskinan (o/o)

2025 19,62- 20,12 t6,oo-l6,so 3o,oo-31,00 26.50-27,00 16,50-17,0o 17,60-t8,00

2029 r3,?6-t4,76 12,65-13,65 17,50-l8,SO 15,50-16,50 12,50-13,50 11,76-12,76

Rasio Cini
2025 0,370-0,380 0,380-0,383 0,377-0,383 0,3804,383 o,372 0,300

2029 0,331-0.335 0,35s-.0,3s9 0,339-0,343 0,37+-0,380 0,36?4,372 0,29s-O.300

2025 o,47 o,44 0,43 o,42 o,44 o,49
Indcks Modal
Manusia 2029 0,49 0,45 0,45 o,47 0,52

2025 1,08 59,28 59.28 s9,24 s9,28 t,o8Pcouruoai
Inten3it63 EEisi
GRK P/o) 23,09 7A,992029 78.99 78.99 ?8,99 23,O9

2025 42,49 82,19 83,s3 82,56 80,63 42,8
IKLH Daerah

2029 83,53 82,83 84,l5 83.20 81,30 83,52

2025 3,75-4,06 6,00-6,40 t.7t2.to 2,65-3.12 0,84-1.00 6,30-6,40
TPt P/"1

2029 3.68.4.00 5.48-6.00 1,6&2,00 2,00-2,40 0,69-0,84 5,32-5,92

SK No252286A

LPE tP/o) 2029 8,6

65,5

24,6

o,47
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4.8.3 Arah Pembangunan Wilayah Papua

Gambar 4.19
AIur Pikir Pembangunan Wilayah Papua dalam Mencapai Visi Presiden 2029

Pertumbuhan Ekonomi Nasional menuju 8 persen
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Gambar 4.2O
Alur Kerja Wilayah Pembangunan Papua dalam Mencapai Visi Presiden 2029

Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Peningkatan Kuatitas SDM
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Gambar 4.21
Highlight Lokasi Prioritas Pembangunan 2025-2029 wilayah Papua
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BAB V
Pendanaan Pembangunan

5. 1 Prioritas Pendanaan dan Investasi Pembangunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional pnode 2025-2029 merupakan tahap
awal penguatan fondesi transformasi menuju pencapaian sasaran Indonesia Emas 2O45.

Pendanaan RPJMN Tahun 2025-2029 diutamakan untuk pclaksanaan 8 (delapan) Prioritas
Nasional, dengan indikasi total kebutuhan pendanaan sebagai berikut'

Tabel 5. t
tndikasi Total Kebutuhan Pendanaan Prioritas Nasional Tahun 2025-2029

Prioritas Nasional (PN)

APBN Non APBN

Prioritas Nasional I - Memperkokoh ldcologi Pancasila,
Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia

L8.743,7

Prioritas Nasional 2 - M€mantapkan Sistem Pertahanan
Kcamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa
melalui Swascmbsda Pangan, Encrgi, Air, Ekonomi
Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hiiau, dan Ekonomi
Biru

r.698.953,5 6.258.157,9

Prioritas Nasional 3 - Metanjutkan Pengembangan
lnfrastruktur dan Mcningkatkan Lapangan lGrja yang
Bcrkualitas, Mcndorong Kewirausahaan,
Meng€mbangkan Industri lkeatif serta
Mengcmbangkan Agromaritim Industri di Sentra
Produksi melalui Pcran Aktif Koperasi

433.825,8 2.233.709,4

Prioritas Nasional 4 - Memperkuat Pembangunan
Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi,
Pendidikan, Keschatan, Prestasi Otahraga, Kesetaraan
Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda
(Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang
Disabilitas

3.147.395,5 5.972.1a2,3

Prioritas Nasional 5 - Mclanjutkan Hilirisasi dan
Mengembangkan lndustri Bcrbasis Sumber Daya Alam
untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri

228.047,3 1.4t2.r12,4

SK No252290A

t.395.926,2 890.634,4Prioritas Nasional 6 - Membangun dari Dcsa dan dari
Bawah untuk Pcrtumbuhan Ekonomi, Pemerataan
Ekonomi, dan Pcmberantasan Kemiskinan

Kebutuhan Pendanaan
(Rp. Miliar)
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Kebutuhan Pendanaan
(Rp. Miliar)

Prioritas Nasional (PN)

APBN Non APBN

Prioritas Na8ional 7 - Memperkuat Reformasi Politik,
Hukum, dan Birokrasi, serta Mcmperkuat Pencegahan
dan P€mberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan
Penyelundupan

143.506,7

Prioritas Nasional E - Memperkuat Penyelarasqn
Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam
dan Budaya, serta Pcningkatan Toleransi Antarumat
Eleragama untuk Mencapai Masyerakat yang Adil den
Makmur

613.828,3

Catatan:

. Pcndanaan Non APBN mcrupakalr indikasi kebutuhan invcstasi ysng antara lain bcrsumbcr dari BUMN dEn

Swasta

Kebutuhan Pcndanaan Prioritas Nasional dapat bersumber dari Anggatan Pendapatan dan
Belanja Negara dan Non- Anggaran Pendapatan dan Bclanja Negara. Kebutuhan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara mencakup rincian kebutuhan belanja kementerian/lembaga
dan Kedasama Pemerintah dan Badan Usaha, namun belum termasuk rincian kebutuhan
Transfer ke Daerah. Kebutuhan Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mencakup
dukungan investasi dan pembiayaan dari Badan Usaha (Badan Usaha Milik Negara/Swasta)
yang masih bcrsifat indikasi.

Adapun ilustrasi indikasi kebutuhan pendanaan Prioritas Nasional Tahun 2O25-2029 dapat
digambarkan s€bagai bcrikut:

SK No252291A
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Ilustrasi Indikasi Kebutuhan Pendanaan Prioritas Nasional'la}:,run 2025-2029

Kebutuhan pendanaan pembangunan yang memiliki keterbatasan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara perlu didukung dengan sumber pendanaan non- Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara lainnya. Untuk itu, kebutuhan pendanaan dalam RPJMN "lahv\ 2025-2029

difokuskan pada bauran sumber pendanaan, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara maupun non- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Adapun ilustrasi
indikasi kebutuhan pendanaan Prioritas Nasional Ta|,:un 2025-2029 dapat digambarkan sebagai

berikut:

Prioritas Nasional 2:

Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui
Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi

Biru.

Program Prioritas (PP) 1 I: Swasembada Energi

Penguatan Imptementasi Transisi Energi Berkeadilan menjadi salah satu Kegiatan Prioritas (KP)

dalam PP ini yang diampu oleh Kementerian ESDM . Kegiatan Prioritas ini memiliki sasaran dan target
yang akan dicapai selarna kurun waktu 2025-20.29 berupa (i) meningkatnya pemanfaatan energi

baru dan terbarukan sekitar 13,5 juta KL darr 50.739 GwH pada tahun 2025 serta diharapkan
mengalami peningkatan pada tahun 2029 meojadi sekitar 17,11 juta KL darl 62.063 GwH; dan (ii)

meningkatnya efisiensi energi 0,97 SBM/miliar rupiah pada tahun 2025 menjadi 1,84 SBM/mi.liar
rupiah pada tahun 2029, untuk mencapai sasaran dan target tersebut teLah dialokasikan anggaran

tahwn 2c.25-2029 yang bersumber dali Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar
Rp25,99 triliun. Pemerintah juga berharap agar pel,aksanaan Kegiatan Prioritas ini dapat didukung
oleh sumber pendanaan non- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara lainnya dengan indikasi
berasal dari BUMN sebesar Rp104,31 Triliun dan swasta sebesar Rp85,03 Triliun. Indikasi anggaran

yang bersumber dari Anggaran Pendapatal dan Belanja Negda difokuskan untuk pembentukan

ekosistem yang kondusif serta penJrusunan regulasi serta kegiatan teknis lainnya. Sementara itu,
sumber pendanaan yang berasal dari BUMN dan Swasta akan difokuskan untuk Pengembangan
Bioetlanol, pengembargan Biofuel, pembangunal Bahan Bakar HUau, gasifikasi batubara'
pengembangan PLTP, serta pembangunan PLT Surya dan PLT Bayu.

5.2 Pengelolaan Belanja Pemerintah

5.2. I Belanja Kementerian/Lembaga

Belanja kementerian/lembaga 2025-2029 difokuskan untuk mendukung pelaksanaan
ProSram Prioritas Presiden termasuk Program Hasil Terbaik Cepe.t seperti, entara lain,
membangun sekolah unggul dan revitalisasi sckolah; menyclenggarakan Pemeriksaan
kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap dan
bcrkualitas; jaminan kcsehatan dan pcrlindungan sosial; penycdiaan rumah murah
bersanitasi baik; penegakan hukum, serta kemudahan bcrusaha.

SK No 252293 A
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Pemanfaatan belanja kementerian/lembaga juga difokuskan untuk pembangunan
infrastruktur konektivitas, energi dan digital, khususnya yang mendukung Pelaksanaan
hilirisasi industri, swasembada pangan, swasembada air serta pelaksanaan proyek bersifat
srategis yang masih perlu dilanjutkan kebcrlangsungannya, scperti pembangtrnan Ibu Kota

Nusantara. Pemanfaatan belanja pada seldor-seldor terscbut juga dilengkapi dengan
penguatan belanja kementerian/lembaga pada sektor riset den inovasi schingga terwujud
intervensi pcmerintah yang produktif den tcpat sasaran namun tetap efisien.

sclain itu, guna mendukung p€manfaatan belanja pemerintah yang berkualitas, optimalisasi
pemanfaatan belanja kementerian/lembaga perlu dilakukan melalui penyempumaan pros€s
penyiapan usulan bentuk, cakupan, dan lokasi intewensi pemerintah melalui output
prioritas dan pcnajaman proses pcngalokasian pendanaannya agar lebih tepat sasaran.
Optimalisasi scbagaimana dimaksud dilakukan dengan tetap mempcrtahankan dan
melanjutkan pemerataan kualitas pelayanan yang ada dengan mempertimbangkan
kebutuhan nyata di masyarakat. Oleh karena itu, diupayakan intcrvensi yang solutif dan
implementatif untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut, s€rta mempcrhatikan kesiapan
dan kapasitas kcmenterian/lembaga dalam melaksanakan upaya intervcnsi tersebut.

Pemanfaatan belanja kementerian/lembaga senantiasa dilakukan secara efektif dan efisien

berdasarkan pinsip moneg follout programs dengan mempertimbangkan keterbatasan dan
kcterscdiaan anggaran. Pemanfaatan sumber pendanaan Rupiah Mumi pada belanja
kementerian/ lembaga difokuskan untuk mendanai kcgiatan operasional, wajib, dan reguler.

Intcgrasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan sclain Rupiah Murni seperti Pinjaman
dan Hibah Luar Negeri, Pinjaman Dalam Negeri, Surat Berharga Syariah Negara dan Keda
Sama Pcmerintah dan Badan Usaha perlu dipcrkuat guna mengurangi dependensi
kementerian / lembaga hanya pada sumbcr pcndanaan Rupiah Murni. S€lain itu,
pcmanfaatan belanja kementerian/lembaga juga pcrlu didukung dengan pcrluasan kapasitas
pcndanaan secara inovatif, optimalisasi manajemen investasi publik serta pcningkatan
transparansi dan akuntabilitas dalart pcrencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan bclanja
kementerian/ lembaga.

5.2.2 Belanja NonKementerian/Lembaga melalui Bagian Anggaran
Bendahara Umum Negara

Kebijakan belanja nonkementerian/lembaga jangka menengah 2023-2029 diarahkan untuk
mendukung arah kebijakan fiskal sccara umum yaitu untuk p€nguatan transformasi
ekonomi menuju Indonesia Emas 2045 melalui akselerasi reformasi struktural. Kebijakan
belanja nonkcmenterian/tembaga diarahkan untuk mendukung peningkatan produlftivitas
ekonomi, kcsejahteraan magyarakat lwell'beingl, dan pemerataan pembangunan. Dalam

kerangka tersebut, kebljakan belanja nonkementerian/lembaga akan tctap bcrada pada

koridor optimalisasi belanja negara melalui peninSkatan kualitas bc,lania (spending betteil.
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. Transformasi subsidi berbasis komoditas menjadi berbasis penerima manfaatdidukung dengan
perbaikan basis data yang akuntabel dan disertai dengan integrasi program perlindungan sosial
tepat sasaran;. Penyesuaian harga dan tarif komoditas subsidl sccara benalrap diselaraskan dengan koodisi
perekonomian dan daya bell masyarakat

. Pelaksanaan transisi menuju energi terbarukan yang lebih efisien derEan mcmp€rtimbangkan aspek
ekonomi, soslal, flskal, dan lingkungan;

. Mendukung sektor-sektor yang menjadi pendorong produktivitas ekonomi dengan tetap
mengoptimalkan fungsi APBN untuk distribusi dan stabilisasi.

. Mendukung terlaksananya program iaminan soslal naslonal khususnya untuk aparatur negara,
mendukung kewajiban kontribusi pemerintah terhadap internasional, serta p€ndanaan prsyek
nasional

strategis

. Belania pembayaran bunga utang yang hati'hati dengan prioritas pada efisiensi biaya,
penurunan risiko, dan peningkatan kemandirian pembiayaan;

. Memperkuat posisi Indonesia ditataran internasionalmelaluidukunqan diplomasi, termasuk
ekonomi, kedaulatan wilayah lndonesia serta sosial budaya.

. Meningkatkan pengelolaan anggaran yang adaptif terhadap kondisi darurat, terutama bencana
alam dan geiolak ekstemal secara terukur sehinqga tetap mengedepankan disiplin fiskal.

5.2.3 Transfer ke Daerah

Dana Transfer kc Daerah (IKD| sccara umum diarahkan untuk mendukung pencapaian Asta
Cita sebagai Misi Presiden yang dituangkan mcnjadi Prioritas Nasional.

Arah kebdakan Dana Transfer ke Daerah adalah sebagai bcrikut:
(l) mengarahkan pcmanfaatan Transfer ke Daerah yang didasarkan pada perencanaan

berbasis Tematik Holistik Integratif dan Spasial (THIS);

(2) mcngarahkan kcbijakan Transfer kc Daerah dalam mendukung pcrtumbuhan ekonomi
daerah, penurunan kemiskinan absolut, dan pcningkatan kualitas Sumber Daya
Manusia (SDM).

(3| mendorong pemanfaatan Transfer ke Daerah untuk meningkatkan kualitas belanja
daerah yang difokuskan pada penyediaan pclayanan dasar dan optimalisasi scktor
unggulan scbagai mesin pertumbuhan ckonomi daerah;

(4) mengarahken kebijakan scrta pengalokasian Transfer ke Daerah yang bersifat asimetris
sesuai denga.n karakteristik dan kebutuhan daerah.

@
5ecara

@

@

@
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(5) meningkatkan kualitas tata kelola Transfer ke Daerah mulai dari pcrencanaan,
pengalokasian, pemanfaatan hingga pengendalian dan evaluasi dalam mendukung
sinkronisasi dan harmonisasi pusat dan daerah.

5.2.3. 1 Dana Bagi Hasil

Arah kebijakan Dana Bagi Hasil (DBHI adalah sebagai berikut:

(Il mclakukan pendampingan pemanfaatan Dana Bagi Hasil, khususnya bagi daerah yang
memiliki alokasi Dana Bagi Hasil tinggi;

(2) mengarahkan pemanfaatan Dana Bagi Hasil yang ditentukan pcnggunaannya

learmarked) dalarn rangka pencapaian program kcrja Asta Cita 2, 3, 4, dan 5 antara lain:
mcnjaga kualitas lingkungan hidup; meningkatkan kualitas layanan kcschatan;
pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan; serta pengelolaan sumber daya
alam berkelanjutan;

(3) mendorong tata kelol,a Dana Bagi Hasil yang lebih akuntabel dan transparan melalui
pcrluasan kertas kerja perhitungan alokasi Dana Bagi Hasil bcrsama pemcrintah daerah,
penetapan alokasi Dana Bagi Hasil yang tepat waktu dan tepat jumlah scrta percepatan
penyelesaian kurang bayar/ lebih bayar Dana Bagi Hasil;

(4) mendorong pengalokasian Dana Bagi Hasil dengan mempertimbangkan dampak
eksternalitas negatif melalui pcnguatan kolaborasi kementerian/lembaga terkait;

(5) meningkatkan sinkronisasi alokasi pemanfaatan Dana Bagi Hasil dengan berbagai
sumber pendanaan lainnya dalam mendukung prioritas nasional.

5.2.3.2 Dana Alokasi Umum

Arah kebijakan Dala Alokasi Umum adalah sebagai berikut:
(1) mclanjutkan kebijakan hold harmless dalam pengalokasian Dana Alokasi Umum sampai

dcngan tahun 2027 sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor I Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pcmerintah Daerah;

(2) menajamkan pengclompokan dan perhitungan alokasi Dana Alokasi Umum berdasarkan
karakteristik kewilayahan dalam rangka pencapaian Pemerataan kemampuan keuangan
dan layanan publik antar daerah;

(3) memperkuat sinergi kebiiaken pcnggunaan Dana Alokasi Umum dengan sumber
pendanaan lainnya dalam mendukung pcncapaian prcgram prioritas nasional;

Arah kcbdakan Dana Alokasi Umum yang ditentukan pengtunaannya adalah sebagai
berikut:
(l) memfokuskan menu-menu dalam rangka mendorong pemerintah daerah menyelesaikan

gap capaian standar p€layanan minimal schingga proporsi Dana Alokasi Umum yang
ditentukan pcnggunaannya menurun;

(2) mendukung program kerja Asta Cita 2, 3, 4, 5, dan 6 antara lain penyediaan
infrastruktur, pcningkatan layanan pendidikan dan kes€hatan, serta pcmberdayaan
masyarakat di kelurahan;

(3) menyediakan sumber data bcrkualitas untuk pcrhitungan Dana Alokasi Umum yang
sclaras denga.n indikator standar pelayanan minimal;

(4) melaksanakal monitoring dan evaluasi efektivitas Dana Alokasi Umum dalam
pencapaian indikator standar pelayanan minimal.

SK No252300A

PRESIDEN
REPUBUK INOONESIA



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

-262-

5.2.3.3 Dana Alokasi Khusus

Dalam rangka mendorong peningkatan kualitas pcrencanaan Dana Alokasi Khusus dan
sejalan dengan amanat UndaIg Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023,
maka disusun kebliakan Dana Alokasi Khusus Jangka Menengah. Dana Alokasi Khusus
Jangka Menengah merupakan bagian Transfer ke Daerah yang akan menjadi acuan dalam
penyusunan arah kebuakan dan penganggaran Dana Alokasi Khusus Tahunan. Berikut
adalah arah kebijakan Dana Alokasi Khusus Jangka Menengah yang meliputi:

(l) mendorong pemanfaatan skema pcndaaaan yang tepat sesuai kategori kapasitas fiskal
daerah;

(2| menerapkan konsep keterpaduan melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan
Spasial (THIS) sinlconisasi berbagai sumber pendanaan dalam mcndukung prioritas
nasional;

(3) menerapkan konsep asimetris dengan mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik
daerah melalui mekanisme usulan peminatan;

(4) menerapkan konsep ketuntasan melalui pendckatan penyelesaian target spesifik dan
cakupan dacrah prioritasi

(5) meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoing dea
evaluasi Dana Alokasi Khusus melalui optimalisasi pemanfaatan sistem informasi;

(6) mendorong komitmen Pemerintah Daerah dalam pengusulan, p€rsiapan, pelaksanaan,
dan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus melalui pcnyelarasan dan kolaborasi kegiatan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

(7) mcndorong p€merintah daerah untuk meningkatkan Pertumbuhan ekonomi di daerah
sehingga dapat mengurangi ketergantungan dari dana transfer khusus.

Desain kebijakan Dana Alokasi Khusus Jangka Menengeh terdiri atas Tematik, BidanS, dan
jenis Dana Alokasi Khusus scbagai berikut.
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Hibah ke Daerah

Hibah ke Daerah diberikan kepada daerah dalam meningkatkan kin€rjanya untuk
mendukung pencapaian sasaran pembangunan/Proyek Strategis Nasional/ hogram
Prioritas/ Kegiatan Prioritas terpilih. Perencanaan Hibah ke Daerah yang bersumber dari
Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri dilakukan sesuai ketentuan p€raturen perundangan
yang berlaku. Sedangkan arah kebijakan Hibah ke Daerah yang bersumber dari Rupiah
murni ditujukan untuk (ll sebagai matcfung grant dengan kebiiakan Dana Alokasi Khusus
Fisik, Nonfisik, atau sumber p€ndanaan altematif lain sepcrti pinjaman daerah dan
Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha/Kcrjasama Pemerintah Daerah dengan Badan
Usaha, (2) kebcncanaan, (3) arahan Presiden lainnya.

Adapun kebljakan bidang/jenis Dana Alokasi Khusus akan dimutakhirkan setiap tahunnya
dalam RKP dengan memperhatikan dinamika prioritas pembangunan tahunan. Desain
tersebut akan di detailkan dalam fons,m Multilateral Meeting lingl<at pemerintah pusat s€bagai
bagian dari konsep pcrencanaan Dana Alokasi Khusus Jangka Menengah. Adapun
pcndetailan desain Dana Alokasi Khusus Jangka Menengah minimal meliputi sasaran
tematik/ bidang/jenis, kriteria lokasi prioritas, indikasi pcndanaan minimal 3 tahun
kedepan.

Desain Dana Alokasi Khusus ini mcnjadi acuan dalam penyusunan arah kebijakan Dana
Alokasi Khusus tahunan 2026-2029. Kebiiakan Dana Alokaei Khusus Tahun 2025 yan'g
sudah dirumuskan dalam RKP Tahun 2025 tetap dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
b€rlaku. Adapun penyusunan arah kebijakan Dana Alokasi Khusus Tahun 203O dapat
mengacu pada arah kebllakan Dana Alokasi Khusus Jangka Menengah ini apabila belum
terdapat arah kebijakan yang baru atau arahan lain.

5.2.3.4 Dana Otonomi Khusus

Dana Otonomi Khusus adalah bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan
kcpada daerah tertentu untuk mendanai pclaksanaan otonomi khusus scbagaimana
ditetapkan dalam Undang-Undang mcngenai Otonomi Khusus. Arah kebijakan dana otonomi
khusus adalah scbagai berikut

(1) mendorong prioritas penggunaan dana otonomi khusus untuk

(a) melanjutkan upaya penurunan kemiskinan dalam rangka peningkatan
kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan kualitas pendidikan, keschatan,
pemberdayaai ekonomi, sclta penyediaan infrastrulctur dasar;

(b) meningkatkan konektMtas dan aksesibilitas antarwilayah melalui penyediaan
infrastruktur pcrhubungan, telekomunikasi, dan ketenagalistrikan guna mendorong
iklim investasi daerah;

(c) mcndukung capaian pelaksanaan Rencana Induk Percepetan Pembangunan PaPua
Tahun 2022-2041 dan Rencana Aksi Perccpatan Pembangunan Papua Tahun 202$-
2O29 untuk mewujudkan misi Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif.

(2) mcningkatkan cfcktivitas penggunaan dana otonomi khusus mclalui sinergi
pcrencanaan dan penganggaran, s€rta p€nguatan sinergi pendanaan antara Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah guna
mendukung pcncapaian target pembangunan;

(3) meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur daerah pengelola dana otonomi
khusus, terutama di daerah otonom baru melalui asistensi, pendampingan, pembinaan,
scrta pengawasan yang intensif dan berkesinambungan;
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(4) meningkatkan transperansi dan akuntabilitas p€ngelolaan dana otonomi khusus denSan
penajaman pemantauan dan evaluasi serta p€nggunaan sistem informasi yang
terintegrasi.

Dana otonomi khusus terdiri atas dana otonomi khusus Aceh dan dana otonomi khusus
Papua. Arah kebliakan untuk masing-masing dana otonomi khusus sebagai berikut

(1) Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh

Tingkat bclanja pcmerintah (pusat, provinsi, kabupaten/kota) yang relatif besar di Aceh yaitu
di level rata-rata 32 persen terhadap PDRB perlu dipertahankan kestabilannya terutama
untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat Aceh. Namun disisi lain,
dengan adanya Undang-Undang Nomor 1l Tahun 2OO6 tentang Pem€rintah Aceh, terdapat
kecenderungan penurunan Dana Otsus sebesar satu persen dari plafon Dana Alokasi Umum
nasionaf sejak tahun 2O23 dan bcrakhir di tahun 2028, diprakirakan akan menurunkan
bclanja pemerintah sebesar dua pcrsen PDRB di tahun 2023 dan empat persen PDRB di
tahun 2028.

Penurunan Dana Otsus pada tahun 2023 diantisipasi sebelumnya dengan mcngupayakan
pengembangan bcrbagai pusat pertumbuhan s€p€rti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPBI agar peranan investor semakin
meningkat di Aceh, namun hasilnya belum sesuai dengan yang dircncanakan. Hal ini akan
berdampak negatif pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan
ekonomi, investasi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, layanan dasar pendidikan,
kesehatan, infrastruktur, dan p€laksanaan keistimewaan Aceh. Selain itu, dengan
menurunnya transfer Dana Otonomi Khusus Aceh dapat menghambat pencapaian target-
target RPJP Provinsi Aceh 2025-2045. Berikut merupakan alternatif rekomendasi kebljakan
yang perlu dilakukan

(a) melakukan reviai amandemen terhadap Undang-Undang Nomor l l Tahun 2OO6 tcntang
Pemcrintah Aceh dalam perpanjangan pcngalokasian Dana Otsus (fnfiry amQ hingga
minimal periode RPJMN Tahun 2025-2029 berakhir dan/ atau penyesuaian besaran
alokasi Dana Otsus Aceh. Hd ini dapat merujuk pada besaran otsus schsar satu persen
dari plafon Dana Alokasi Nasional sampai dcngan periode RPJMN Tahun 2025-2029
bcrakhir. Hal ini dilakukan agar pros€s perencanaan pada prioritas kegiatan lebih tepat
sasaran dalam upaya menunrnkan kemiskinan, peningkatan iklim investasi berusaha,
peningkatan layanan dasar, serta efektivitas pclaksanaan keistimewaan Aceh;

(b) peningkatan/pertumbuhan pcran dunia usaha/swasta bergantung kePada iklim
investasi/ berusaha di Aceh. Berbagai insentif untuk p€ningkatan pcran dunia usaha
perlu disiapkan di Aceh dari bcrbagai level pemerintahan scsuai kewenangan. Selain itu,
mendorong ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perlu dilakukan
mclalui program pemberdayaan yang masif dan terpadu serta Penyediaan skema
pembiayaan melalui lembaga keuangan syariah. Pengembangan ekonomi kreatif dalam
mendukung ekonomi kerakyatan melalui pengrratan kemandirian partgan daPat
dilakukan dengan hilirisasi produk sumber daya alam seperti pengolahan komoditas
pertanian, perkcbunan, dan pcrikanan serta diperkuat dengan pembangunan industri
pengolahan;

(c) membangun fondasi yang kukuh dalam pcningkatan Penerimaan Asli Aceh (PAAI melalui
penguatan sektor-sektor tertentu agar berbagai masalah yang berpotensi muncul dari
dampak p€nurun.rn dana otonomi khusus dapat terselesaikan. Penguatan Pcnerimaan
Asli Aceh dapat difokuskan pada pcngembangan kawasan high value economy sesuai
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dengan tema pembangunan Aceh sebagai Serambi Barat Indonesia yang mengedepankan
pengembangan agrikultur dan agroindustri, ekonomi hijau dan syariah, serta menjadi
rujukan pcndidikan Islam global.

(2) Dana Otonomi Khusus Papua

Arah kebijakan umum dana otonomi khusus Papua diarahkan pada hal-ha-l s€bagai berikut

(a) Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum (satu persen dari plafon dana alokasi umum
nasional) diarahkan untuk mcndukung pembangunan, pemeliharaan, dan pclaksanaan
pelayanan publik terutama pada Orang Asli Papua hingga ke tingkat kamPung,
peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua, penguatan lembaga keagamaan dan adat,
perlindungan masyarakat hukum adat dan Penataan tanah adat/ulayat, penguatan
sosial budaya, dan hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah;

(b) Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan pcnggunaannya dengan b€rbasis kinerja
pelaksanaan (1,25 persen dari ptafon Dana Alokasi Umum nasionall diarahkan untuk

(i) belanja pendidikan (minimal 3O pcrsenl, terutama untuk mendukung akselerasi
akses dan mutu layanan pendidikan yang kontekstual Papua, eeperti sekolah
terbul€, sckolah scpanjang hari, dan sekolah berpola asrama, mclalui pemenuhan
dan pcningkatan mutu tenaga pendidik yang memprioritaskan Orang Asli Papua;
pemberian intensif, jaminan keamanan, d8n jaminan kesejahteraan untuk tenaga
pendidik; pemberian bantuan pcndidikan serta makanan bergizi seimbang bagi
peserta didi( peningkatan tata kclola p€ndidikan; penyediaan sarana dan prasarana
fasilitas pcndidiken; peningkatan penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan;
pcningketan literasi; penyusunan kurikulum yang kontekstual wilayah Papua; serta
p€nguatan pcndidikan dan pclatihan vokasi yang difokuskan pada potensi
keunggulan wilayah scsuai kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia lndustri;

(ii) belanja kesehatan (minimal 20 persen), terutama untuk mendukung peningkatan
akscs dan mutu layenan kesehatan, melalui pendayagunaan tenaga kesehatan dan
tenaga medis dengan memprioritaskan Orang Asli Papua; penguatan tata kelola
pelayenan kesehatan bergerak (mobile health serurces) dan telemedicine,
peningkatan kualitas pelayanan kes€hatan primer dan rujukan, termasuk sarana,
prasarana, dan alat kesehaten; pemberian inscntif, jaminan keamanan, dan jaminan
kesejahteraan untuk tcnaga kesehatan; penguatan pencegahan dan percepatan
penurunan stunting s€rta pcmenuhan makanan bergizi seimbang; p€nunrnan
kematian ibu dan bayi; serta pengendalian penyakit menular dan eliminasi penyakit
tropis terabaikan (Tirberlortosis, malaria, kusta, filariasis, frambusia, dan Human
Immwadeficierrcy Virus/ Aquired Immwe Deficiencg Sgndrome); dan

(iii| pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutarna untuk mendukung Penguatan s€ntra
produksi dan penyiapan pengembangan ekosistem sentra industri berbasis
komoditas unggulan; pengembangan ekosistem dan percepatan Pembangunan serta
peningkatan kualitas destinasi wisata prioritas dan rintisani penguatan ketahanan
pangan berbasis pangan lokal; pemberdayaan masyaftrkat kampung termasuk
melalui pengembangan kopcrasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, lndustril Kccil
Mencngah, dan Badan Usaha Milik Kampung; peningkatan wirausaha produktif
yang memprioritaskan Orang Asli Papua; dan peningkatan kapasitas tenaga kerja
lokal;
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(c) Dana Tambahan Infrastruktur (DTI), diarahkan untuk pendanaan pembangunan
infrastruktur perhubungan, energi, listrik, air minum, telckomunikesi, dan sanitasi
lingkungan, terutama yang mendukung peningkatan aksesibilitas dan konektivitas intra
dan antarwilayah, scrta pcngembangan kawasan perkotaan prioritas, ibu kota daerah
otonom baru, dan kawasan lainnya;

(d) Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Otonomi Khusus diarahkan untuk
bclanja pcndidikan (35 persen), belanja kesehatan dan perbaikan gizi (25 persen), belanja
infrastruldur (30 pcrsen), serta belanja bantuan pemberdayaan masyarakat adat (10
persenf, terutama dalam rangka pcnguatan budaya lokal dan pcmbangunan sosial
ekonomi masyarakat adat.

Mengingat arahan penggunaan dana otonomi khusus akan mempertimbangkan aspek
kinerja, pemanfaatannya perlu sejalan dengan koridor pcrcepatan pembangunan Wilayah
Papua dengan mempcrhatikan kebutuhan dan prioritas pembangunan masing-masing
provinsi dan kabupaten/kota s€cara b€rtahap sesuai Rencana lnduk Percepatan
Pembangunan Papua Tahun 2022-2041 dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua
Tahun 2025-2029, dengan dukungan Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua.

5.2.3.5 Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yog/akarta

Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yograkarta merupakan bagian dari Transfer ke Daerah
(TKD) yanS dialokasikan untuk mendukung urusan keistimewaan sebagaimana ditetapkan
dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kcistimewaan Daerah Istimewa
Yograkarta. Berikut arah kebijakan Dana Keistimewaan D.l. Yoryakarta Tahun 202$-2029:

(l) memastikan usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan pada kelima urusan
Keistimewaan (tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur
dan Wakil Gubcrnur; kelembagaan pcmcrintah; kebudayaan; pcrtanahan; serta tata
ruang) yang bcrpedoman pa.da Rencana Induk Dana Keistimewaan serta dokumen
perencanaan pusat dan daerah;

(2) mengarahkan penggunaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yog/akarta yang
difokuskan untuk p€nuntasan isu stratcgis, utamanya dalam (a) penurunan tingkat
kcmiskinan; (b) pengurangan ketimpangan antarkelas sosial (pcndapatan) dan
antarwilayah; (c) pcmberdayaan masyarakat; (d) peningkatan koneldivitas ruang
strategis keistimcwaan dan kualitas layanan dasar publik; serta (el pelestarian dan
pengembangan kebudayaan;

(3) meningkatkan sincrgi kegiatan antara belanja Dana Keistimewaan Daerah Istimewa
Yo$/akarta dengan belanja kementerian/lembaga untuk memastikan pencapaian
prioritas nasional dengan mempertimbangkan prioritas daerah;

(41 mcningkatkan efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan Dana Keistimewaan melalui
pengurangan pcnggunaan untuk belanja birokrasi penunjang, administrasi, dan
pengawasan;

(5) meningkatkan tata kelola pemanfaatan Dana Keistimcwaan Daerah Istimewa Yog/akarta
yang inovatif, partisipatif, dan transparan melalui pengembangan sistem informasi yang
terintegrasi sccara berkelanjutan.
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5.2.3.6 Dana Desa

Dana Desa merupakan pcndapatan desa yang dananya bcrsumb€r dari Anggaran
Pendapatan dan Bclanja Negara dan diperuntukkan bagi desa dengan tujuan mendukung
pcndanaan penyelenggaraan pcmerintahan, peliaksanaan pcmbangunan, pemberdayaan
masyarakat, dan kemasyarakatan. Arah kebiiakan Dana Desa selama periode 2025-2029
sebagai berikut

(1) mendukung kemandirian desa berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat desa
scsuai kewenangan, potensi, dan karakteristik desa melalui

(a) pcrencanaan, pembangunan atau p€meliharaan infrastruktur dasar desa dalam
penyediaan air minum, sanitasi, persampahan, pcrumahan, dan koncktivitas;

(b) pcnyediaan pclayanan dasar skala desa, antara lain sektor kesehatan, pendidikan,
dan elektrifikasi;

(c) pcnanganan kemiskinan perdesean melalui penguatan pemberdayaan ekonomi
masyarakat;

(d) penguatan desa adaptif terhadap pcrubahan iklim melalui pclestarian lingkungan
scrta mitigasi dan adaptasi bencana;

(e) p€rcepatan implementasi desa digital melalui pemanfaatan teknologi informasi
dalam pelayanan pemerintahan desa, pengembangan ekonomi lokal dan lainnya;

(0 mcndorong transformasi ekonomi desa serta pcningkatan peran Badan Usaha Milik
Desa Bersama;

(g) mendukung protram kctahanan pangan.

(2) mengalokasikan Dana Desa dengan memperhatikan keadilan dan kcbcrpihakan serta
pcmberian insentif bagi kinerja desa;

(3) mengoptimalkan sinergitas dukungan pendanaan pcmbangunan dan pembcrdayaan
masyarakat desa dengan sumbcr pcndanaan lainnya;

(4) meningkatkan strategi dan kualitas p€rencanaan, pengalokasian, penganggaran,
penyaluran, pclaporan, p€mantauan, dan evaluasi Dana Desa melalui penguatan
koordinasi, kerja sama den kemitraan antara p€merintah desa, pcmcrintah daerah, dan
kementerian/ lembaga;

(5) mendukung implementasi sistem informasi berbasis elektronik yang saling terkoneksi
sesuai dengan kewenangan untuk mendukung:

(a) peningkatan kualitas data keuangan desa yang mencerminkan akuntabilitas dan
tata kelola yang efektif, efisien, dan ckonomisi s€rta

(b) pcningkatan kualitas data non-keuangan desa yang menccrminkan kinerja desa.
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5.3 Optimasi dan Sinergi Sumber-Sumber Pendanaan
Pembangunarr

Pendanaan RPJMN Tahun 2025-2029 dipcnuhi dari sumbcr-sumbcr pcndanaan pemerintah
maupun non-pemerintah yang harus digunakan secara efektif, elisien, dan bersincrgi melalui
integrasi pcndanaan untuk memakEimalkan dampak pembangunan, mengu.rangi
ketergantungan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapa.tan dan
Belanja Daerah, dan mendorong partisipasi yang lebih luas dari sektor swasta dan non-
pemerintah lainnya.

Pendanaan RPJMN Tahun 2025-2029 dipenuhi dari sumber-sumber pendanaan
pemerintah maupun non-pemerintah yang harus digunakan secara efektif, efisien, dan

bersinergi.

lt?
*I fi

L
ll)

RP

ffi

RP

slnergldan
integrari

antarsumbcr,
penycdla, dan

pemanfaat
pendanaan,
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Penarapan
Insentifflskal

Inovasl skcma,
instrumen,

dellvcry
mechanlrm dan
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pandanaan

pemb.ngunan.

Mobilisasi pcndanaan dilakukan melalui (l) pendalaman serta pcrluasan sumbcr-sumbcr
pcndanaan; dan (2) penerapan ins€ntif liskal. Optimdieasi pcndanaan dilakukan melalui (1)

sinergi dan integrasi antaBumber, pcnyedia, dan pemanfaat pendanaan; scrta (2) inovasi
skema, instrumen, deliwry mechanism dan kelembagaan pendanaan pembangunan.

Diwujudkan
Melalui

Mobilisasi Pendanaan optimalisasi Pendanaan
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Sumber-sumbcr pendanaan pemcrintah bcrasal dari penerimaan dari pajak, nonpqiak,
penerimaan hibah, dan dari ingtrumen pcmbiayaan, baik luar ncgeri maupun dalam negeri
berupa pinjaman dan surat berharga. Sumber-sumber pcndanaan non-pemerintah
mencakup pendanaan dari investasi swasta, masyarakat, dan BUMN dalam b€rbagai bentuk
skema dan instrumennya.

Sumber-sumber pendanaan pcmcrintah tersebut digunakan sebagai instrumen untuk
membiayai kebutuhan belanja pemerintah sebegeimana poin 5.2 terscbut di ate8.
Penyusunan kebutuhan belanja pemerintah kementerian/lembaga disusun berdasarkan
Rencana Strategis Kcmcntcrian/kmbaga. Sumber-sumber pcndanaan pemerintah berupa
pajak dan non-pajak yang termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Bclanja Negara Rupiah
Murni dipriorita3kan pemanfaatannya untuk (l) pcmbiayaan opcrasional pemerintah, (2)
pemenuhan kebutuhan pelayanan daser untuk memenuhi standar pelayanan minimal, (3)

transfer ke daerah, serta (4) program-prograjn prioritas yang scbagian besar atau scluruhnya
menggunakan produk nasional/lokal. Sumber-sumber pembiayaan dalam ncgeri yang
termuat dalam Anggaran Pendapa.tan dan Bclanja Negara yang berupa pinjaman dalam
negcri diprioritaskan untuk mendukung pcngcmbangan industri nasional dalam negeri
scmentara surat b€rharga negara digunakan sebagai salah satu sumbcr pcmbiayaan
proyek/ kegiatan pcnyediaan layanan umum dan layanan dasar pada bcrbagai prioritas,
Sumbcr pendanaan dalam bcntuk p€ncrimaan hibah dimanfaatkan untuk peningkatan
kapasitas sumbcr daya manusia dan kelembagaan serta pengembangan kebijakan dan untuk
mcndukung inovasi pembangunan.

Inatrumen pembiayaan dari luar negcri bcrupa. pinjaman proyek akan dimanfaatkan untuk
kegiatan yang memiliki nilai tambah tinggi, peluang alih teknologi dan praktik baik
intcrnasional, penyiapan konscp baru lptlotingl, serta sebagai pengungkit pcmanfaatan
sumb€r dan skema pendanaan lainnya. Instrumen pembiayaan dari luar ncgcri berupa
pinjaman program akan dimanfaatkan untuk mendukung pcndanaan program-program

Pemenuhan Kebutuhan Prioritas Nasional
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prioritas, menjaga arus kas p€mcrintah, serta cadangan devisa. Surat utang ncgara dalam
bentuk valas akan digunakan untuk mendukung program-program prioritas dan menjaga
keseimbangan cadangan devisa pemerintah. Pemanfaatan instrumen p€mbiayaan luar negeri
dilakukan dengan prudent serta memp€rhatikan keberlanjutan fiskal yang terkait dengan
besaran defrsit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan stok utang luar negeri
pemerintah.

Dukungan pembiayaan dari investasi swaata dan penugasan Badan Usaha Milik Negara
dimanfaatkan untuk mendukung proyek-proyek infrastruktur ataupun proyek prioritas
pcmerintah lainnya mclalui skema investasi, skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha
(KPBU), skema akuisisi, skcma spending to inuest dan/ atau skema penugasan pemerintah.
Investasi Badan Usaha Milik Negara ddam bentuk infrastruli(ur sosial ekonomi juga perlu
disinergikan dengan prioritas pembangunan nasional. Sementara itu, pcndanaan dari
masyarakat diarahkan pemanfaatannya untuk mendukung pemenuhan pelayanan dasar dan
infrastruktur sosial s€rta dikembangkan untuk mendukung pembiayaan infrastruktur
ekonomi yang dibaurkan dengan sumber pendanaan lainnya.

Dalam RPJMN Tahun 2025-2029, langkah-langkah inovasi yang akan dilakukan dalam
meningkatkan kapasitas pendanaan meliputi hal-hal scbagai bcrikut.

(1) Mobilisasi Pendanaan

(a) pcrluasan sumber-sumbcr pendanaan

(0 pemanfaatan pendanaan syariah dan mengoptimalkan nilai finansial dan
ekonomi aset-as€t pemerintah baik pcmerintah pusat maupun pemerintah
daerah, serta mengoptimalkan nilai manfaat kawasan melalui penerbitan
bcrbagai regulasi teknis dari sejumlah modalitas seperti skema Hak Pengelolaan
Terbatas (HPT) dan Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan (P3NK),
serta pengembangan modalitas terkait utilisasi as€t lainnya;

(ii) meningkatkan optimalisasi pemanfaatan instrumen pendanaan jangka panjang
melalui konsolidasi lembaga-lembaga pembiayaan yang dimiliki pemcrintah;

(iii) memperkuat sinergi pendanaan dari masyarakat, antara lain dalam b€ntuk
dana tanggung jawab sosial perusahaan dan dana filantropi. Pemerintah pcrlu
mcngcmbangkan kebijakan-kebijakan operasional yang kondusif untuk
pcningkatan kontribusi tanggung jawab sosia.l lingkungan dari perusahaan
(TJSL) dan dana filantropi, serta mengarahkan agar proyck-proyek ters€but
mendukung program-program prioritas pcmerintah dan perlu memastikan
keberlanjutan pengelolaan proyek;

(iv) dana keagamaan seperti zakat, diarahkan untuk mendukung prioritas
pemerintah dan mcndukung pcnanganan masalah sosial serta bencana.
Pemanfaatan dana keagamaan Islam dilaksanakan sejalan dengan kebUakan
pengembangan ekonomi syariah.

(b) Penerapan insentif

Mobilisasi dana publik untuk menarik investasi pembiayaan nonpemerintah melalui
fasilitasi skema-skema pendanaan inovatif yang dilakukan oleh swasta, antara lain
berupa penyiapan struktur pendanaan, dukungan konstruksi untuk
mengoptimalkan nilai manfaat output pendanaan inovatif, dan pcngaturan tarif.
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(2) Optimalisasi Pcndanaan

(a) Strategi, sinergi, dan integrasi antar-sumber penyedia dan pemanfaat pcndanaan

(i) memperkokoh kolaborasi lintas sektor pada skala global dalam kerangka Global
Blended Finane Alliance (GBFA) untuk menarik lcbih banyak investasi swasta
yang berorientasi pada dampak sosial dan lingkungan;

(ii) memperkuat sinergi pcndanaan sebagaimana amanat dari Undang-Undang
Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah. Pemerintah akan memberikan dukungan pcndanaan
untuk proyek-proyek yang dibiayai dengan sinergi pendanaan APBD dengan
sumber p€ndanaan lain.

(bf inovasi skema, instrumen, deliuery meclanisrq dan kelembagaan pendanaan
pembangunan

(il mcngoptimalkan sumber pcndanaan luar negeri dengan mengembangkan
skcma-skema baru sciring dengan naiknya posisi Indoncsia scbagai negara
bcrpcndapatan menengah atas. Sumber pendanaan luar negeri diarahkan
untuk mengembangkan skema consolidated/collaborutiue financing yaitu
memanfaatkan sumber pcndanaan luar negeri scbagai katalis untuk
mengkonsolidasikan sumber-sumber pcndanaan lainnya termasuk sumbcr
pendanaan dari pemerintah, pemerintah daerah, swasta, BUMN, BUMD, dan
masyarakat. Selain itu, sumber pcmbiayaan luar negeri al(an diarahkan untuk
investasi dalam bentuk skema sp4.]nd. to inuest. Dalam kerangka skema spend to
inuest, penyedia barang dari luar negeri yang berpartisipasi dalam Pengadaan
barang dengan pinjaman luar negeri dalam jumlah yang banyak dan berulang
pcrlu didorong dan difasilitasi untuk melakukan investasi di Indonesia. Untuk
maksud tersebut, diperlukan harmonisasi dan sinergi kcbijakan pengadaan
pinjaman luar negeri dan kebija-kan investasi;

(ii) mengembangkan strategi skema kerja sama pemerintah dan badan usaha
dengan mengcmbangkan model-model bisnis kerjasama p€merintah dengan
badan usaha/swasta, mengembangkan skema Kerjasama Pemerintah dengan
Badan Usaha skala kecil, serta mengembangkan instrumen de-risking;

(iii) mengoptimalkan pemanfaatan instrumen blended fnane b$ pembiayaan
proyek-proyek pembangunan meldui strategi penguatan sistem keuangan
domcstik dan pa.sar lokal, mobilisasi sumber pendanaan luar negeri, scrta
pcnguatan dernlopment Iacilitg yang membantu meningkatkan proses
persiapan, strukturisesi, pengadaan, dan pengawasan proyek pembalgunan

(iv) memperkuat kerangka perencanaan dan kerangka kerja sama kelembagaan
untuk mengembangkan strategi dan skema bauran pendanaan lblended
fitlr,ncinli bagi pcmbiayaan proyek-proyek infrastruktur skala menengah dan
bcsar;

(v) pembentukan dan pemantapan kerangka ke{a sama dan kelembagaan sebagai
wadah kolaborasi lintas kcmenterian/lembaga dan mitra pembangunan serta
pengembangan instrumen-instrumen p€manfaatan dan pengembsngan
pendanaan hiiau, pendanaan biru, dan pendanaan sirkular sePerti (i)
mekanisme ekonomi karbon, baik melalui skema perdagangan (perdagangan
langsung maupun bursa karbon) maupun skema non-perdagangan dalam
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bentuk pemba.yaran berba.sis kinerja (result based payment) dan pajak atau 

pungutan karbon; (ii) instrumen transfer fiskal ekologis, asuransi, pertukaran 
utang untuk alam (debt for nature swap), pembiayaan campuran yang 

bersumber dari filantropi mitra pemba.ngunan dan investasi berdampak, dana 

perwalian, pasar modal, obligasi termasuk blue bond atau e,oral bond, dan 
pembiayaan berba.sis utang; serta (iii) extended producers responsibility dan 

ecomodulationfee yang didukung dengan kerangka regulasi yang kondusif serta 

kerangka kerja pemantauan dan pelaporan. 

Selanjutnya, langkah inovasi tersebut perlu didukung dengan perbaikan pengelolaan 

investasi publik. Pengelolaan investasi publik masih menjadi isu dalam pengelolaan 

pendanaan di Indonesia. Dari sisi regulasi, peraturan yang rumit dan sering kali tidak 

konsisten. Selan itu, kurangnya kejelasan peran dan tanggung jawab di sektor pemerintahan 

mengakibatkan kesenjangan dalam implementasi, audit, dan alokasi sumber daya. 

Sementara itu, masalah klasik tentang alokasi pendanaan publik yang langka dan tidak 

efisien mengakiba.tkan dana publik tidak selalu diarahkan pada proyek-proyek yang 

menawarkan manfaat ekonomi dan sosial tertinggi. 

Prinsip-prinsip yang perlu dilaksanakan dalam investasi publik meliputi 

01 I Cakupan Jnvestasi Publik 

02 I Perencanaan 

03 I Regulasi 
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(l) cakupan investasi publik yang meliputi investasi lisik (infrastruktur|, investasi dalam
bentuk SDM (pendidikan/keterampilan), atau investasi barang/jasa;

(2) perlunya perencanaan yang saksama dan matang. Semua sektor harus memiliki rencana
induk yang menghubungkar tujuan pembangunan nasional dengan strategi regional dan
sektoral yang disusun mclalui berbagai tahapan analisis dan didukung dengan
persiapan yang lengkap dan mcndalam. Prioritas anggaran harus didasarkan pada
evaluasi yang transparan dan bcrbasis buldi, untuk memastikan sumber daya
dialokasikan untuk proyek-proyek dengan tingkat pengembalian sosial ekonomi
tertinggi;

(3) regulasi khususnya undang-undang dan peraturan harus relevan, s€scdcrhana
mungkin, konsisten di semua scktor dan tingkat pemerintahan, s€rta disajikan dengan
jclas;

(4) pembagian pcran dan tan8gung jawab yang jelas di scmua tingkat pemerintahan, dan
antar scktor dan lembaga, s€rta harus mencakup perencanaan, penganggaran,
pengadaan, implementasi, dan audit;

(5) proses pcngadaen dan implementasi yang efektif;

(6) alokasi pcndanaan menggunakan kriteria yang ditetapkan dengan baik untuk
memastikan bahwa sumber daya publik yang terbatas difokuskan pada proyck dan
sektor yang pa.ling bermanfaat;

(7) pcnilaian proyek berkualitas dimana semua proyek yang diterima untuk invcstasi publik
harus memiliki manfaat b€rsih (net b€nef4 bagi Indonesia, dengan spesifrkasi yang jelas
tentang pengembalian yang diperlukan;

(8) penyiapan proyek dilakukan sesuai dengan standar kepatuhan sosial untuk
meningkatkan kualitas implementasi dan pencapaian manfaat sosial yang optimal dan
berkelanjutan;

(9) kepatuhan terhadap standar lingkungan, Gender and *cial Inclusion (GSU, dan tata
kelola;

(10) proses manajemen asct dan evaluasi yang kuat; serta

(11) pcmantauan dan evaluasi yang berkesinambungan untuk memastikan bahwa proyek
yang sedang berjalan selaras dengan tujuan sektoral dan regional.
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5.4 Kerangka Pendanaan Jangka Menengah 

Kerangka pendanaan jangka menengah merupakan rencana atau strategi yang digunakan 

untuk mengelola dan mengalokasikan sumber daya keuangan dalam periode waktu tertentu, 

yang mencakup proyeksi pendapatan, pengeluaran, serta sumber-sumber pendanaan yang 

diperlukan. Kerangka pendanaan jangka menengah disusun untuk mengoptimalkan dan 

menyinergikan pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan dalam kerangka waktu lima 

tahun. Dengan demikian diharapkan target pembangunan nasional dapat selaras dengan 

kemampuan pendanaan. 

Tabel 5.2 

Perkiraan Perhitungan Ruang Gerak RPJMN Tahun 2025-2029 (Triliun Rupiahl 

Rincian APBN 2025 2026-2029 (Range} 

( l l Belanja negara 3.621,3 18.852,7 24.191,8 

(2) Belanja mengikat dan kewajiban 1.782,8 9.281,8 11.910,4 

lainnya

Anggaran Pendidikan 724,3 3.770,7 4.838,6 

Anggaran Kesehatan 197,8 1.029,8 1.321,4 

Program Pengelolaan Utang 552,8 2.878,2 3.693,3 

Program Pengelolaan Subsidi 307,9 1.603,l 2.057,1 

(3) Transfer ke Daerah 919,9 5.180,6 6.692,6 

(4l Belanja Operasional K/L, Non K/L, 918,5 4.390,3 5.588,8 

dan Prioritas (tennasuk ruang gerak) 

Pada tahun 2025, belanja negara scbesar Rp3.62 l ,3 triliun, scdangkan 2026-2029 

diperkirakan sebesar Rpl8.852,7-Rp24.191,8 triliun. Jika mengikuti proporsi 2025, belanja 

mengikat dan pembayaran kewajiban lainnya tahun 2026-2029 membutuhkan anggaran 

sebesar Rp9.281,8-Rpl 1.901,4 triliun. Dengan demikian untuk belanja operasional K/L, 

belanja Non K/L, pendanaan prioritas, tennasuk untuk ruang gerak Presiden sebesar 

Rp4.390,3-Rp5.588,8 triliun. Pemanfaatan ruang gerak jangka menengah akan digunakan 

untuk mendanai prioritas Presiden, menuntaskan proyek tahun 2020-2024 yang masih 

sesuai dengan prioritas RPJMN Tahun 2025-2029, serta untuk prioritas RPJMN Tahun 

2025-2029. 
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BAB VI 

Pengendalian, Evaluasi, dan Tata Kelola Data 

Pembangunan 

6.1 Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Dalam rangka mengawal implementasi RPJMN Tahun 2025-2029 dilaksanakan 

pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan. Pada tahap perencanaan, 

pengendalian dan evaluasi ex-ante dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan 

memastikan kecukupan desain kebijakan. Pengendalian dan evaluasi perencanaan 

mencakup penelaahan konsistensi dokumen perencanaan, pemenuhan kaidah kerangka 

kerja logis, kesiapan pelaksanaan kebijakan, dan identifikasi risiko. Pengendalian dan 
evaluasi dalam tahap perencanaan memperhatikan kedudukan RPJMN sebagai (1) instrumen 

operasionalisasi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang; (2) pedoman bagi penyusunan 

Renstra Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Pemerintah, dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah; serta (3) pedoman perumusan rencana pembangunan sektoral 
(pusat/ daerah) seperti rencana induk/ masterplan/ grand design atau sebutan lainnya. 

Sementara pada tahap pelaksanaan, pengendalian dilakukan untuk memastikan 
pelaksanaan intervensi dan ketercapaian target pembangunan yang telah ditetapkan. 

Pengendalian dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dapat 

dilakukan sepanjang periode pelaksanaan, sedangkan evaluasi dilakukan pada saat periode 

pelaksanaan rencana dan tahun terakhir periode pelaksanaan rencana pembangunan. 

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMN menjadi penekanan dalam mengawal 

pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029 secara intensif. 
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Transformasi pengendalian dan evaluasi pembangunan, didukung dengan sistem informasi
terpadu, Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, dan tata kelola data pembangunan.
Dengan demikian, transformasi pengendalian dapat meningkatkan kualitas akuntabilitas
p€mbangunan, s€hingga pembangunan yang dijalankan tidak hanya scbatas
terselenggaranya program dan kegiatan (sentl, tetapi harus dapat dirasakan manfaatnya oleh
masyarakat ldetiueredl,

6.1.1 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMN

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMN Tahun 2O2y2O29 sangat krusial dalam
upaya p€ncapaian sasaran pcmbangunan. Sebagai bagian dari implemcntasi aktivitas
tersebut, dilakukan pcngendalian Program Prioritas Presiden yang secara spesilik mengawal
fokus kebijakan Presiden. Pengendalian dan evaluasi akan menjadi salah satu sistem yang
mendorong partisipasi aktif seluruh pelaku pcmbangunan dalam mendukung RPJMN.

6. l. 1. I Pengendalian Pelaksanaan RPJMN

Pengendalian pa.da tahap pelaksanaan RPJMN Tahun2O25-2O29 dilakukan untuk mengawal
ketercapa.ian sasaran pembangunan nasional dengan memastikan pel,aksanaan sesuai
dengan rencana, termasuk menyusun rekomcndasi penyesuaian kebliakan. Pengendalian
tahap pelaksanaan dilakukan secara menyeluruh baik sektoral dan daerah dalam rangka
mewujudkan akuntabilitas kinerja pembangunan nasional. Implcmentasi pengendalian
tersebut melalui aktivitas pemantauan dan evaluasi dcngan memanfaatkan sistem berbasis
digital dalam periode pembangunan 2025-2029. Pengcndalian pelaksanaan RPJMN Tahun
2O2t2O29 dikoordinasikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepa.la
Badan Percncanaan Pembangunan Nasional melalui sinergi dengan Kemcnterian Koordinator
Pelaksana Prioritas Pembangunan bcserta kementcrian/lembaga/daerah pelaksana.

Kerangka pengendalian pclaksanaan pembangunan nasional menyebutkan bahwa sinergi
pengendalian pembangunan baik di pusat maupun di daerah menjadi bagian yang tidak
terpisahkan. Pengendalian pelaksanaan pembangunan di daerah tidak hanya melihat dari
kesesuaian pelaksanaan dengan sasaran atau rencana yang telah ditetapkan, namun juga
menilai dukungan intervensi nasional di daerah maupun intervensi-intervensi lain yang
dilaksanekan di daerah dalam mendukung pencapaian saaaran pcmbangunan nasional.

Pengendalian pelaksanaan RPJMN juga dilakukan dcngan berbasis Manajemen Risiko
Pembangunan Nasiond pada proscs pengendalian tahunan. HaI ini mempcrkuat Pendekatan
problem-oricnted yang selama ini dilakukan (backward lookin@ meldui antisipasi risiko ke
dcpn $otuard lakin$. lcvcl risiko yang telah diidentifikasi dan upaya mitiSasinya perlu
terus dipantau agar kebijakan pembangunan beialan dengan baik. ldentifikasi risiko perlu
dilakukan agar antisipasi kebijakan dapat dirumuskan dan diimplementasikan secara tepat.
Dengan demikian, pengendalian berbasis manajemen risiko akan meningkatkan efektivitag
kebiiakan dalam mendukung pencapaian sasaran pcmbangunan nasional.



PRESIDEN
REPUIUK INDONESIA

-274-

secara umum, untuk pcngendalian pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029 diharapkan
dapat menghasilkan tindalan korektif berkelanjutan (continuous improtEmentl dalam periode
RPJMN dimaksud.

(1) Pertama, tindakan konstruktif untuk penyesuaian operasional tahunan dalam rangka
memastikan pclaksanaan intervensi pemerintah sesuai dengan rencana. Penyesuaian
operasional ini meliputi dan tidak terbatas pada perbaikan strategi p€rcepatan
pelaksanaan dan penyesuaian teknis lainnya.

(2| Kedua, tindakan korektif dilakukan dalam konteks kebijakan yakni dalam kerangka
perencanaen antartahun dalam pcriode RPJMN untuk memastikan sasaran
p€mbangunan pada akhir periode RPJMN dapat tercapai. Pcnyesuaian kebijakan dalam
kerangka pengcndalian RPJMN ini fokus pada percncanaan kebijakan antartahun yang
mcliputi dan tidak terbatas pada terminasi program/ proyek, p€najaman lokus,
pcnyesuaian strateSi, desain dan sasaran, serta penycsuaian tata kelola pelaksanaan
(regulasi dan kelcmbagaan). Mekanisme terminasi program dan kegiatan akan
dikoordinasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional, Kcmenterian Koordinator, Kementerian Keuangan,
Kementerian/lrmbaga pelaksana, dan lembaga terkait lainnya yang selanjutnya
dilaporkan kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan.

Tindak lanjut pengendalian tcrscbut ditentukan atas dasar hasil pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan RPJMN. Peta ekosistem pcngendalian pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029
sebagaimana terdapat pada Gambar 6.2 memberikan gambaran secara keseluruhan
keterkaitan antar-aktivitas pemantauan, evaluasi, dan pengendalian sepanjang periode
jangka menengah. Gambaran umum untuk masing-masing aldivitas tcrscbut dapat
dijelaskan sebagai berikut.
( I ) Pemantauan Pclaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029

Pemantauan pclaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029 mencakup dua ha], yaitu (a)

pemantauan atas pcrkembangan pelaksanaan prioritas pembangunan yang
dilaksanakan oleh kementerian / lcmbaga/ daerah dan pemangku kepentingan lainnya,
dan (b) pemantauan atas pcrkembangan pelaksanaan mitigasi risiko pembangunan
nasional. Pemantauan pelaksanaan RPJMN dilakukan secara rutin dan berkala sesuai
kebutuhan selama periode pclaksanaan RPJMN yang dilaksanakan melalui pemantauan
pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah. Hasil pemantaua-n akan menjadi dasar
pengendalian operasional pelaksanaan prioritas pembangunan nasional.
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(2) Evaluasi Saat Pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029

Evaluasi saat pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029 mencakup dua hal, yaitu (a)

evaluasi tahunan melalui evaluasi pclaksanaan Rencana Kerja Pemcrintah dan evaluasi
kinerja kementerian/ lcmbaga/daerah, serta pclaksanaan program/ kegiatan/ proyek
(kementerian/lembaga/daerah) dalam kerangka pencapaian sasaran pembangunan
nasiond; dan (b) evaluasi paruh waktu pelaksenaan RPJMN Tahun 2O2*2O29 yang
akan memberikea feedbackba$ penycsuaian kebljakan dalam periode RPJMN.

Evaluasi RPJMN dilakukan dengan mengedepankan koordinasi terpadu yang dilakukan
scluruh stakeholders pelaksana RPJMN dcngan Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai
koordinator dan penanggung jawab. Kontekstual terpadu dalam hal ini adalah dalam
kerangka berjcnjang scrta terkoneksi antara pemerintah pusat dan daerah.

6. 1.1.2 Evaluasi Akhir Pelaksanaan RPJMN

Evaluasi akhir pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029 dilakukan pada tahun terakhir
periode pelaksanaan RPJMN, dan dapat dimutakhirkan satu tahun sctelah p€riode
pelakoanaan RPJMN bcrakhir pa.da triwulan pertama. Evaluasi akhir RPJMN dilakukan
untuk menilai pencapaian sasaran pembangunan nasional, serta bertujuan untuk
mengidentitikasi kendala atau hambatan dalam pclaksanaan prioritas pembangunan
nasional selama periode 5 tahun.

Mekanismc evaluasi akhir pclaksanaan RPJMN discsuaikan dengan tujuan evaluasi yang
dapat mencakup evaluasi kineda pembangunan serta evaluasi kebijakan/program strategis.
Hasil evaluasi ini akan menjadi bahan masukan untuk pcrumusan kebijakan dalam
penyusunan RPJMN periode berikutnya dalam kerangka RPJPN 2025-2045. Evaluasi akhir
dikoordinasikan olch Mcnteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Pereocanaan Pembangunan Nasional.
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Gambar 6.2
Peta Ekosistem Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029
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6. 1. 1.3 Pengendalian Program Prioritas Presiden

Sebagai bagian dari upaya memastikan pencapaian tujuan pcmbangunan nasional,
pengendalian pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029 dirancang dengan pendekatan yang
lebih terarah dan terstruktur dalam mendukung kcbcrhasilan Program kioritas Presiden
secara cfcktif dan efisien. Pcngendalian Program Prioritas Presiden menjadi bagian yant tidak
terpisahkan dari alur pemantauan dan evaluasi RPJMN Tahun 2025-2029 yang
dilaksanakan secara tahunan. Delapen Program Hasil Terbaik Cepat akan menjadi bagian
dari Rencana Kerja Pemerintah sepanjang pcriode 202$-2029 yang dirancang menggunakan
pendekatan penganggaran berbasis program lnoney follotls progaml scrta pendekatan
Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial. Oleh karena itu, pengendalian diperlukan untuk
memastikan keterpaduan antara perencanaan dan pelaksanaan pcmbangunan, terutama
dalam kaitannya dengan pencapaian Prioritas Nasional, agar sclaras dcngan RPJMN Tahun
2025-2029 dan mendukung pcncapa.ian hasil pembangunan secara optimal.

Penekanan pengendalian pelaksanaan RPJMN Tahun 2O2t2O29 yang bersifat spesifik akan
difokuskan pada pencapaian Program Prioritas Presidcn yang mencakup Kegiatan Prioritas
terpilih, tennasuk di dalamnya delapan Program Hasil Terbaik Ccpat. Pengcndalian Program
Prioritas Presiden dilaksanakan secara kontinFr, terpadu, dan terintegrasi melalui gistcm
informasi monitoring dan evaluasi (e-Monev). Pengendalian ini akan mengikuti kerangka
pengendalian RPJMN Tahun 2025-2029 dcngan penguatan pengendalian tahunan.
Mekanismc pengendalian Program kioritas Presiden dilaksanakan mcldui kegiatan (1)
pemantauan program sccara rutin untuk memastikan pelaksanaan bcrjalan scsuai rencana,
dan (2f evaluasi/reviu tahunan program bertujuan untuk penyesuaian desain dan alokasi
program, scrta pengalaman sukseg. Hasil pengendalian tersebut juga menjadi dasar dalam
pcnerapan insentif dan disinsentif.

Gambar 6.3
Lingkup Pengendalian Program Prioritas Presiden
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6. l. l.4 Sistem Insentif

Hasil pengendalian berdasarkan pcmantauan dan evaluasi menjadi dasar ins€ntif bagi
pelaksana prioritas pcmbangunan nasional. Secara umum, sistem insentif diuraikan scbagai
berikut.

(1) Jenis Insentif

Untuk mendorong kinerja yang optimal dalam mendukung pencapaian sasaran
pembanSunan nasional, bcrbagai bentuk insentif dapat diberikan sesuai dengan
kebutuhan dan kontribusi pihak terkait. Bentuk insentif dibcrikan dapat mencakup (a)

pengalokasian program/ kegiatan prioritas kementerian / lembaga/ daerah serta insentif
kineda sesuai dengan kondisi dan ketentuan yang berlaku; (b) insentif nonfinansial yang
dapat berupa pcnghargaan, manajemcn talenta nasional, pengcmbangan kompetensi,
modifikasi/ fleksibilitas sistem, dan lainnya. Adapun untuk pclaku pembangunan
nonpemerintah, bentuk insentif dapat berupa penghargaan, dukungan regulasi, dan
fasilitas kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ruang Lingkup Pcnilaian sebagai Dasar Ins€ntif

Sebagai bagian da-ri upaya mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional,
pemberian insentif memerlukan mekanisme penilaian yang terukur dan scsuai dengan
jenis insentifyang akan dibcrikan. Sistem insentif antara lain didasarkan pada pcnilaian
kebcrhasilan implementasi, pencapaian manajemen kinerja, dan pengelolaan risiko
pembangunan nasional. Penilaian dilakukan atas dasar dan tidak terbatas pada (al
konsistensi perencanaan dan pcndanaan kementerian/lembaga/daerah dalam
menjabarkan RPJMN dan Rencana Kerja Pemerintah; serta (b) kontribusi
kementeriar / lembaga/ daerah dalam mendukung pencapaian prioritas nasional dan
pengelolaan risiko pcmbangunan nasional.

(3) Pembagian Peran dalam Penilaian/ Pemberian Insentif

Untuk memastikan pelaksanaan inscntif dan disinsentif berjalan efektif dan tepat
sasaran, dipcrlukan koordinasi lintas kementerian / lembaga terkait. Pemberian insentif
dan disinsentif dikoordinasikan oleh Kementerian Pcrencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan melibatkan Kementerian
Keuangan, Kemcnterian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
Kementerian Dalam Negeri, serta pihak lainnya.

6. 1.2 Sistem Informasi Pengendalian Terpadu RPJMN

Pengcndalian yang berkesinambungan dan partisipatif bertujuan untuk menjamin
ketercapaian saearan pembangunan nasional melalui mekanisme korektif scpanjang masa
implementasi, yang dilaksanakan dengan penggunaan sumber daya s€cara efisien, efektif,
berkeadilan, dan berkelanjutan. Transformasi pengendalian dalam RPJMN Tahun 2025-
2029 didorong dengan sistem informasi yang tcrpadu.

Sejalan dengan pengembangan ekosistem layanan terpadu bidang perencanaan
pembangunan nasional, pada tahun 2024 dilakukan pengintcgrasian aplikasi KRISNA yang
merupakan sistem informasi perencanaan dengan aplikasi e-Monev yang merupakan sistem
informasi pengendalian pembangunan. Kedua aplikasi ini telah ditetapkan mcnjadi aplikasi
umum bidang pcrencanaan pembangunan nasional dalam kerangka Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik.
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Penetapan ini diharapkan dapa.t memperkuat implcmcntasi sinkronisaei perencanaan dan
penganggaran agar dapat berjalan dengan baik, scrta meningkatken elisiensi pelaksanaan
pelaporan. Aplikasi e-Moncv memiliki pcran strategis dalam memastikan efelrtivitas,
transparansi, dan akuntabilitas pembangunan yang dilaksanakan olch para pelaksana
pcmbangunan. Dengan mengedepankan samangat interkoneksi dan interoperabilitas
antarlayanan pemerintah, fungoi pcngenddian diharapkan dapat berjalan eecara lcbih efektif
dan efisien.

Gambar 6.4
Integrasi Antaraplikasi Perencanaan dan Pengendalian
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Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan cfektivitas pengendalian pcmbangunan,
aplikasi e-Monev telah den akan diintegrasikan dengan beberapa sistem lainnya, yaitu
KRISNA, SAKTI, dan SIPD. Interkoneksi ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem yang
mendukung transparansi, akuntabilitas, scrta kolaborasi antarlembaga. Integrasi antara
aplikasi e-Monev dengan KRISNA bcrfungsi sebagai basis data perencanaan dan mengelola
inovasi pcmbangunan. Intcgrasi antara aplikasi c-Monev dcngan SAKTI bcrpcran dalam
pengclolaan anggaran dan kinerja instansi pemerintah. Integra8i dcngan c-Monev
mcmungkinkan date kinerja dan anggaran dari SAKTI dapat diakscs secara real-tl'me untuk
mcndukung evaluasi pencapa.ian protram. Sementara itu integrasi antara e-Monev dengan
SIPD diharapkan dapa.t menciptakan tata kelola data pembangunan di tingkat daerah dengan
lcbih baik. Sclain itu, penting juga dilakukan integrasi antara SAKTI dengan SIPD, terutama
dalam rangka penyelarasan badan akun standar pusat dan badan akun stendar daerah. Hal
ini mcmungkinkan pemantauan yang lcbih menyeluruh dan memberikan gambaran tentang
kontribusi daerah dalam mencapai prioritas nasional, sekaligus memperkuat koordinasi

t
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antara pusat dan daerah. Dengan adanya interkoneksi antara e-Monev, KRISNA, SAKTI, dan
SIPD, proscs pemantauan, evaluasi, dan pengendalian diharapkan dapat berjalan dengan
lebih terintcgrasi serta komprehensif.

Melalui kolaborasi dan interkoneksi antaraplikasi sebagaimana disebut di atas, perencanaan
dan pclaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029 diharapkan dapat dilakukan berdasarkan tata
kelola data yang akurat, real-time, dan bcrbasis bukti terukur levidence-based policgll
schingga mampu mendorong transformasi pcmbangunan menjadi lebih cepat, Penguatan
tata kelola data pembangunan dilaksanakan melalui Satu Data Indonesia, sementara
penguatan mekanisme dan metode pengendalian dilakukan melalui internalisasi Manajemen
Risiko Pembangunan Nasional sebagai instrumen pengendalian.

Dalam pcngendalian RPJMN, aplikasi e-Monev berfokus pada pcngendalian langsung (yang
dilakukan secara mandiri oleh masing-masing unit keg'a pelaksana) dan pengenrtalian
be{cnjang $ang dilakukan oleh unit kerja pelaksana di atasnya). Dcngan pendekatan
bedenjang, aplikasi e-Monev memungkinkan s€tiap unit ketja untuk melaporkan progres
pelaksanaan program dan kegiatan secara langsung. Data yang terkumpul kemudian
dianalisis dan dievaluasi di tingkat yang lebih tinggi, sehingga memudahkan identifikasi
masalah dan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Selain itu, aplikasi e-Monev
dalam pengendalian RPJMN Tahun 2025-2029 berfokus pada pengendalian operasional atau
pengendalian dalam konteks manajemen pembangunan. Aplikasi e-Monev berperan penting
dalam pcngendalian pelaksanaan RPJMN dengan membagi peran antara Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan
kementerian / lembaga/ daerah. Pembagian peran ini dilakukan untuk menjamin setiap pihak
memiliki tanggung jawab yang jelas dalam mencapa.i targct pembangunan.

6.1.3 Manajemen Risiko Pembangunan Nasional

Sasaran pcmbangunan dicapai melalui berbagai program/kegiatan prioritas yang dijalankan
oleh lintas instansi dan antarjenjang pemerintahan . Kompleksites pelaksanaan
program/ kegiatan prioritas diiringi dengan ketidakpastian dan konektivitas global yang
scmakin tinggi akan berdampak pada meningkatnya intensitas risiko yang dihadapi.
Mengingat pelaksanaan program/kegiatan prioritas selalu bcrsifat lintas instansi dan
kewenangan, maka risiko program/ kegiatan prioritas sudah scharusnya dikelola dan
dikendalikan sccara kolaboratif, sistematis, dan terintegrasi.

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan
Nasional menjadi bcntuk komitmcn pemerintah dalam mengelola risiko pembangunan
nasional secara kolaboratif. Manajemen Risiko Pembangunan Nasional mcrupakan kegiatan
terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan kementerian/lembaga/daerah/badan
usaha/ badan lainnya schubungan dengan adanya risiko pcmbangunan nasional. Penerapan
Manajemen Risiko Pembangunan Nasional diwujudkan mclalui pembentukan Komite
Manajemen Risiko Pembangunan Nasional dan pcnyusunan kebijakan Manajemen Risiko
Pembangunan Nasiona.l s€bagaimana dljabarkan pada Gambar 6.5. Keb$akan tersebut
terdiri atas Kebuakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor dan Kebijakan
Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Organisasi. Scbagai upaya untuk mengawal
ketercapaian sasaran RPJMN, kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas
Selctor diterapkan dan menjadi acuan bagr kementerian/lembaga/daerah/badan
usaha/badan lainnya dalam mengelola risiko secara kolaboratif. Sinergi pengelolaan risiko
terscbut menjadi unsur penting dalam meningkatkan keyakinan yang memadai oleh semua
pihak dalam pencapa.ian sasaran RPJMN.
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Gambar 6.5
Penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional
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Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024

Untuk mengakselerasi implementasi Manajemcn Risiko Pembangunan Nasional Lintas
Sektor, beberapa kunci pencrapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional perlu
dilakukan sebagaimana yang dliabarkan pe.da Gambar 6.6. Integrasi proscs bisnis
Manajemen Risiko Pcmbangunan Nasional Lintas Sektor dengan proses perencanaan perlu
dilakukan mclalui integrasi petaksanaan Manajemen Rbiko Pemb€ngunan Nasional Lintas
Seldor dalam siklus pcrencanaan pembangunan. Selain itu, sistem informasi Manajemen
Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor harus terkoneksi dengan sistcm informasi
pcrencanaan dan pengendalian pembangunan agar pelaksanaan Manajemen Risiko
Pembangunan Nasional Lintas Sektor berjalan efetrtif. Kcmenterian Perencanaan
Fembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam hal ini
mengoordinasikan sistem informasi Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas S€ktor
dan Organisasi. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga harus dilakukan secara



tntegrasi
Proses Bisnis

MRPN

sistem
lnformasi

MRPN

@

I

Sistem
Insentif

Peningkatan
Kompetensi

SDM

Pen9uatan
Kelembagaan

I

@

I
@

I
t

@

I

Pada tahun 2024, implementasi awal Manajcmcn Risiko Pembangunan Nasional pada tahap
transisi RPJMN Tahun 2025-2029 akan berfokus pada Program Strategis Presiden di level
Kcgiatan Prioritas Utama yang memiliki dampak signilikan terhadap pertumbuhan ekonomi,
pengentasan kemiskinan, dan pcningkatan kualitas sumbcr daya manusie. Indikasi dan
mitigasi risiko Kegiatan kioritas Utama dalam RPJMN Tahun 2025-2029 akan menjadi
acuan awal dalem penyusunan profil risiko objek olch unit pcmilik risiko. Hd tcrscbut akan
menjadi acuan pcnerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Selctor yang
bersifat tahunan dengan tahapan antara lain: (l) penetapan objek Manajemen Risiko
Pcmbangunan Nasional lintas sektor dan unit pemilik risiko lintas sektor oleh Komite
Manajemen Rieiko Pembangunan Nasional, (2) penetapan sclera dan prof risiko objek
Manqiemen Risiko Fembangunan Nasional Lintas S€ktor oleh unit pemilik risiko yang pada
tahap awal implementasi Manajemen Risiko Pcmbangunan Nasional dapet didukung dengan
Irnyusunan indikasi dan mitigasi risiko objek Manajemen Risiko Pcmbangunan Nasional
Lintas Seldor oleh Kementcrian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Percncanaan
Pembangunan Nesional, (3) pcmentauan secara bcrkala dan berkelanjutan, serta (4)

pelaporan penyelenggaraan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintes Scktor akan
mulai dilaksanakan pada tahun 2025.
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bcrkelanjuten melalui pelatihan dan scrtifikasi Manajemen Risiko Pembangunan Nasional
kcpada sumber daya manusia yang mengelola risiko pembangunan nasional di
kcmcntcrian/ lembaga/ daerah/ badan useha/ bedan lainnya. Peningkatan kapasitas sumber
daya manusia Manajemen Risiko Pembangunan Nasional dil,akukan oleh para Pembina
Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Organisasi dengan berkoordinasi dengan Komite
Manajemen Risiko Pembangunan Nasional.

Adapun dalam rangka untuk mcndorong partisipasi aktif dari Bcmua pihak dalam
pengelolaan rieiko, diperlukan p€nyusunan regulasi terkait sistem inscntif. Sistcm insentif
terscbut sejalan dengan sistem insentif dalam penerapan manajemen kine{a pembangunan
nasional. Penguatan kelembagaan juga pcnting untuk dilakukan tcrutama bagi
kcmcnterian/lembaga/daerah pcngelola risiko pcmbangunan nasional. Secara khusus,
pcnguatan kelcmbagaan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional lintas sektor diwujudkan
dengan penunjukan kementerian yang menjadi pcngampu utama, serta
kementerian/ lembaga/daerah/ badan usaha/ badan lainnya yang berkontribusi terhadap
pencapaian prioritas pembangunan.

Gambar 6.6
Kunci Implementasi Manajemen Risiko Pembangunan Nasional
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6.2Tata Kelola Data Pembangunan
Pengendalian dan evaluasi pcrlu didukung dcngan kctcrscdiaan data akurat dan mutakhir.
Tanpa data yang berkualitas, rekomendasi hasil pcngendalian dan evaluasi menjadi kurang
akurat. Hal terscbut menycbabkan perbaikan program dan kegiaten berpotensi tidak tepat
sasaran yang mengakibatkan sumbcr daya terbuang dan sasaran tidak tcrcapai. Data
menjadi dasar pengendalian dan evaluasi be{alan dengan baik dan mendorong pcnyusunan
kebUakan bcrbasis bukti.

Data yang dikumpulkan digunakan untuk memantau pcmbangunan nasional secara
langsung schingga dapat segera mengambil tindakan jika terjadi pcnyimpangan
(meminimalisasi risiko). Pengcndalian membutuhkan data untuk mcmastikan bahwa
prosedur dan keb{akan diikuti sesuai standar yang telah ditetapkan. Data membantu
mengukur sejauh mana indikator sasaran pembangunan yang telah ditctapkan tercapai
sehingga dapat dinilai dampak dari suetu kebUakan, program, atau kcgiatan terhadap
sasaran yang ingin dicapai.

Pemerintah telah menerbitkan peraturan kebijakan tata kclola data melalui Peraturan
Prcsiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia scbagai langkah pasti untuk
mcningketken akurasi, kualitas, kemutakhiran, serta menjamin berbagi pakai data yang
diproduksi olch ingtansi pusat maupun daerah, Kebijakan Satu Data Indoneeia bcrfokus
pada implcmcntasi prinsip Satu Data Indoncsia, yaitu pcnggunaan standar data, mengikuti
format baku metadata, mcnggunakan kode refcrensi/data induk yang telah di8epakati, serta
memastikan kcmampuan interoperabilitas pada data yang telah dikumpulkan.

Gambar 6.7
Jumlai Data dan Instansi Terhubung dengan Portal Satu Data Indonesia
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Portal Satu Data Indonesia (data.go.id) merupakan sumb€r data tunggal yang terintegrasi
dengan portal data instansi pusat dan pemcrintah daerah, scrta dapat diaks€s secara cepat,
efekti( dan elisien (single saurce oJ trutu. Satu Data didukung oleh interoperabilitas portal
kementerian/lembaga, provinsi, dan kabupa.ten/ kota. Interoperabilitas antar portal Satu
Data lndonesia juga mcndorong penggunaan sistem penghubung layanan pemerintah,
scbagri infrastruktur digital untuk pertukaran data yang dirancang untuk mengintegrasikan
dan menghubungkan bcrbagai layanan pemcrintah secara terpadu, sehingga tercipta
ekosistcm layanan publik yang efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan
masyarakat scrta mendukung agenda transformasi digital di Indonesia.

6.2.1Satu Data Indonesia Mendukung Perencanaan dan Pengendalian
Pembangunan

Kebcradaan Satu Data Indonesia membcrikan kontribusi dalam tata kelola data pemerintah,
baik pusat maupun daerah. Tata kelola data dapat meningkatkan kualitas, integrasi,
koordinasi, transparansi, dan interoperabilitas data. Selain itu, dengan tata kelola data yang
baik, duplikasi data dan silo antar-instansi juga bcrkurang. Adanya Satu Data Indonesia
secara langsung dapat mendukung kebijakan pemcrintah yang lebih efektif serta
menciptakan evaluasi dan pengendalian pembengunan yang lcbih baik, sehingga
pcnSgunaan anggaran akan lebih elisien dan hasil pcmbangunan menjadi lebih optimal.
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6.2.2 Satu Data Indonesia Mendukung Reformasi Tata Kelola Pemerintahan
dan Percepatan Transformasi Digital

Dalam rangka mendukung reformasi tata kelola pemerintahan dan percepatan transformasi
digitel, Setu Data lndonesia memiliki peran sangat eigrrifikan dan pcnting dalam melakukan
tata kelola data. Dukungan Satu Data Indonesia al<an semakin menguatkan reformasi tata
kelola pemerintahan, guna mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan
dipercaya publik. Sementara itu, tate kelola data yang baik akan mendukung akselcrasi
transformasi digital nesional. Ke depan, melalui reformasi tata kelola pcmcrintahan dan
transformasi digital nasional, kebijakan pembangunan harus bertransformasi dari
gpvenvent centric menuju citizen centic, Kebijakan Satu Date Indonesia menjadi pusat
koordinaei dan integrasi data deri berbagai instansi, kementerian/lembaga, serta pemerintah
dacrah untuk menciptakan ekosistem data yang terstandardisasi, terbuka, dan terhubung.

peran satu o.,",r,oo.,.SXTlrTrrrui.,. *.,or" pemerintahan
dan Percepatan Transformasi Digital
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DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS UTAMA
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Kcgiatar Prioritas Sasaran Pclaksana
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. Bclanja K/L Antara Lain:

. KqBcntcrian Kclautan dan Pcrikansn

. Kc0cntcrian P?rt&nian

. Badan Pangan Na.ional

. KcEcntcrian Pariwilata

. Badan Gizi Nalional

. Badan Pcngawas Obat Dan Makanan

02.16.05
KR Peninikatan
Bioprospcksi,
Biotclmologi,
KcaBanan Hayati,
Scrta Akses dan
PelDb6gian
Kcuntungdl
SuBbcr Daya
Gcnetik

Mcningkamya
pcmanlaatan sumber
daya Benetik sccara
bcrkclanjutan

. Bclerja K/L

McningBatnya
pcngclolaan kcamanan
hayati (biosa]reu dan
biosec,untyit

Ant ra Lain:

. Kcmcnterian hanian

. Kcmcntcrian Lingkuntan
Hidup/Badan Pcngcndalisn
Lingkungsr Hidup

. Badan Pcngawas Obat dan Makanart

. Badan Rilct dan lnovesi Nasional

. Badan PanSan Nasionsl

. KeEentcrian Kcschatan

. Kcmcntcrian Pcndidikan TinSgi,
Sains, dan Tcknologi

. Kcmcntcrian Kclautan dan Pcrikana,r

. KcDcntcrien Kchutarlan

02.\7.Or
KP: Peningkatan
Pcngclolaan
Kualitas Air
Sun8ai dan
Danau

Menintkatnya
kct rscdiaan data
kualitas air sungai dan
danau

Mcningkatnya ku ai,itas
air pcrmukast

Menintkatnya kuelitas
p€ngujian parameter
linSkunaqn

Mcningkatnya
pcngendalian
penccm€ran air di scktor
industri

. Bclanja K/L

. APBD
Ant6ra LaLr:

. Kementcrian LinSkuogan
Hidup/Bad8n Pcn8cndslian
Lingkungan Hidup

. Kementcrian Pckcrjaan Umurll

. PcDcrintah Daerai

02.17.05
KP: Pcningkatan
Kuqlitas
Ekosistem
Garnbut

Mcningkatrya
ketcrsediaan data dan
informasi karakteristik
ckosistcm gaDbut

Meningkatnya pemulihan
ekosistem Bembut

. Bclanja K/L Antara Lain:

. Kcmcntrrian Lingkungan
Hidup/ Badan Pcngcndalian
Lingkungan Hidup

SK No252334A

. Bclarrja K/L
o APBD

02.18.01
KP: Pcrubshan
Pcrilaku dan
Pcnguatan Tata
Kclola
Pcrsampahan

Mcningkatnya Jurolah
Kabupaten/kota dengan
kepala keluarga yang
Eelakukan p€ngclolaan
sampah

Anhra Lain:

. Kemcntcrian KcEGhEtan

. Keaenterian Lingkuntan
Hidup/Badan PmScndali€n
Lingkungan Hidup

. Beden Ris.t dan Inovesi Naaional

. Kcmcntcriar Dalam N.geri

. PcDcrintah Dacrah

Mcnirgkatnya sampah
yang dikclola
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02.ta.o2
KP: Peningkatsn
PcnguEpulan dan
PcnBolahan
Saspah &rta
Pcoroscsan
Rcsidu di
TPA/LUR

Menururnya sanpah
rcsidu ysng masuk di
TPA/ LUR

. Bclanja K/L

. DAK

. APBD

Antara Iain:
. KqDentcrian Pckcrjaan UEuo
. Kcmcntcrian Dalarr Ncgcri
. Kctlcntcrian Lingkungan

Hidup/Badan Pengendalian
Lingkungan Hidup

. KcEenterian Kclautan dsn Pcri*anan

. KcBentcrian Pcrcncalaal
Pcmbangunan Nasional
(PPN) / Bappcnas

. Kemcntcrien Kaachatan

. Pemcrintah Daerah

02.22-O4
KP:
PengeEbang6n
Industri Garam
darl Produk
Otahan Hasil L"aut

Mcningkatnya nilai
taEbah, produktivitag
dan daya saing induslri
g8r8n dan produk
olahan hasil laut

. Bclanja K/L
o Badan Us$a

(BUMN/Swasta)

Antara Lein:

. KcEcnterian Pcrindustrian

. Kcmentcrian Kelautan dalr Perikanan
Badsr Usaha IBUMN /Swastal

03.o2.o2
KP:
Pengembangan
dan Pcningkatan
Ekosistem Digital

Meningkatnya ckosistcm
digital untuk mendukung
peEerintah dan
masyarskat digitsl

o Bclanja K/L
. Badan Usaha

(BUMN/Swasta)

Antara Lain:

. KeEenterian Komunikasi datl Digital
Kementcrian Invcatasi dan
Hilirisasi/BadaI Koordinasi

. Pcnalg.Ean Mod6l

. Bada! Pusat Statistik

. Badan Rkct dar Inovasi Nasional

. Kcmcnteriar Badan Usaha Milik
Negara

. Badan Pdcncanaan Pembangunan
Nasioosl / BappcnaE

. Badan Sibcr den Sandi Ncgara

. Kemcntcrien Usaha Mikro, Kccil, dan
Mcnengah

. l..oba8a Penyiarsn Pubtik Radio
Rcpublik Indoncaira

. Badan Us$a (BUMN/Swasta)

03.02.04
l(P: Pembangunan
ID&astruktur
Jaringan
Keten6galistrikan
dar!
Digitqlisasinya

Meningkatnya kapasitas
inlrastruktur jaringan
tenaga listrik

Antara lain:
. Kcmcntcrisn Encrgi dan Sumbcr

Daya Mincral
. Kcmentcrian Koordinator Bidang

Pcrckonomian
. Badan Sibcr dan Sandi Negara
. Kcmcnterian Badan Usaha Milik

Negara
. Badan Usaha (BLTMN/Swast l

03.03.01
XP:
PcngcEbangan
Kopcrasi Scli.tor
Produksi

. B€lanja K/L

. Badan Usaha
IBUMN/ Swastal

. APBD

Antam Lain:

. Kcmcnterian Kopcrasi

. Kementerian Dcsa darr Pembangun6n
Daerah Tcrtinggal

. KcEcnterian Kelautan dan Perikanan

. Kemcnterian Pcrtanian

. Pcmerintah Dacrah

. Badan Usaha (BUMN/Swasta)

SK No252335A

Kcgiatan hioritas Pelaksana

. Bclanja K/L

. Badan Usaha
(BUMN/Swasta)

Meningkatnya kontiibusi
kopcrasi scktor produksi
tcrhadap totel konEibusi
kopcrasi
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03.05.0 r
KP: Pcrcepatan
Pembangunan
Dcstinasi
Pariwisata
Prioritag
Borobudur-
YoS/akarta-
hambanan

. Bclanja K/L

. DAX

. APBD

. Badan Usaha
(BUMN/Swasta)

Antara Lain:

. Kcmcntcrien Periwiseta

. Kementcrian Usaha Mikro, Kccil, dan
Menengah

. Kcment ria[ Investasi dan Hilirisasi/
Badart Koordinasi Pcnanaman Moda.l
Badan SAR Nasional

. Kcmcntcrian Pckcrjaan UEum

. Kcmcntcrian Badan Usaha MiIk
NegarE

. Kcmclterian Dalam N€geri

. Badan Pcrencanaan Pcmbangunal
Nasional / Bappcnas

. Kcmentcrisn Energi dan Sumber
Daya Mineral

. KcDcnterian lctcnagakerjaan

. Pemerintah Dacrah
r Badan Usaha (BUMN / Swasta)

03.05.05
KP: Pcrcepatan
Pcmbangunan
Dastinasi
Pgriu'isata
Prioritas lrnrbok-
Gili Tramcna

. BclanjE K/L

. DAK
o APBD
. Badan Ussha

(BUMN/ Swasta)

Antara Lqin:

. Bad6I SAR Nasionsl

. Kcmcntcrian Pekcrjaan Umum

. KeEenterian Pariwisata

. Kcmenterian KetenaAakcrjaan

. Kementcrian Perhubungan

. Kcmcntcrian Koordinator Bidang
Pcrekonomian

. Badan Pcrcnca[a$ Pcmbangunan
Nasional / Bappcnas

o Kemenrcrisn DalaE Negeri
. PeEerintah Dacrah
. Badan Ussha (BUMN/ Sqrasta)

03.05.08
KP: Perccpatan
Pcobangunan
Destinasi
Pariwisata
Priorites Danau
Toba

Meningkatnya nilai
taDbsh dan daya saing
kcpariwisataen Danau
Toba

. Bclarlja K/L

. DAX

. APBD

. Badan Usaha
(BUMN/Swasta)

Antara Lain:

. Kementcrian Pekerjaan Umum

. Kementerian Pariwisata

. Badan Pcrencanaan PembanSunan
Nasional / Bapp.nag

. Kcmcntcrian Dslam Negeri

. KeEcntgian Kctcnagslcrjaan

. Badan SAR Nasional

. Peocrintah Dacrah
o Badan Usaha (BUMN/Swasta)

03.05.to
KP: Pcrccpatan
PcDbarlgunan
Dcstinasi
Pariwisata
hioritas Labuan
Bqjo

Mellingkatnya nilai
taobah da, daya saing
k€pariwisataan libuan
Bajo

. Bclanja K/L

. DAK

. A"PBD

. Baden Ussha
(BUMN/ Swasta)

Antara lafur:

. Kementerian Pekedaan Umum

. Kcmcnte.ian Paiiwisata

. KcEcntcrian DalaE Ncgcri

. KqDcntcriai Badan Us$a Milik
Negera

. Kcmenterian K.tenagakcrjaan

. Badan SAR Nasional

. Pcmerintah Dacrah

. Badsn U3aha (BUMN/ Su,astq)

SK No252336A

Sumb€r Dana

Meningkamya nilai
tambah dan daya saing
kcpariwisataan
Borobudur-Yosakalta-
Prambanan

Meningkatnya nilai
tambah dan daya eaing
kcpariwisataan l,ombok-
Gili Tra.srcna
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o3.06.04
KP: Penguat n
Ekosistcm
Aplikasi dan Gim

Mcningkatnya kincrja
eubecktor aplikasi dan
8tD

. Bclanja K/L

. APBD Mumi

. Badar Us$a
(BUMN/Swasta)

Antara [,ain:

. Kementcrian Ekononi Kreatif/ Badan
EkonoBi Krcatif

. KcEcnterian Kcbudayaan

. Kementcrian PerdatanSan

. Kemcntcrian Komunikasi dan Di6tal

. Kcmentcriair Perindu strian

. Pemcrintsh Dacrah

. Badan Usaha (BUMN/Swasta)

04.01.01
KP: Pcrluasan
Lqyan8n
Pcndidikan Anak
Usia Dini

Tcrcapainya pemcrataan
akoca dan pclayanan
pcndidikan pra sckolah
dalatD mendukung
tumbuh kcmbang anak

. Bclarja K/L
o APBD

Antara lain:
. Kcmentcrian Agama
. KcEenterian Pcndidikan Dasa, dan

Meneng€]r
. PeBcrintah Dacralr

04.01.02
KP: Revitalisasi
Sarana dan
kasara.na
Sckotah dan
Madrasah Y8ng
Bcrkua.litas
(PHrc)

Tcrcapainya pcEarataan
aklca pcndidiksn
bcrkuelites

. Bclanja K/L

. APtsD
Antara l,ain:
. Kcmcntcrian Pendidikal Dasar dan

Menengah
. KcEenterian Agama
. Kcmcnterian Pekcrjaar Umum
. PcEcrintah Daerah

04.01.o4
KP: Fcnccgahan
dan Pcnanganan
Anak Tid8k
Sekolah

Tcrcapainlxr pcnurunan
kasus and( putus
aakolah dan anak tida&
!ckolah

. B.lanja K/L

. APBD
Antara Lain:

. Kcmcotcrian Pcndidikan Dasar dan
Mcncngah

. KcEcntcrian Sosial

. Pqmoitttah Dacrah

M.O2.O7
KP: Pcmbangunal
dan
Pcnyelctrggaraan
Sekolah Unggut

Tcrsclcngtararya
layanan pcndidikan di
sckolah unggul yang
rDc$,adahi SDM dalsm
mcnitrgkatkan daya saing
di tingkat global

. E€lanja K/L

. APBD
ADtara lain:
. KeEcnteridl Pcndidikan Tinggi,

Sains, dan Tcknolod
. Pcmerintah Dacrah

04.04.02
KP:
Restrulturisasi
Keurcnangan
Pcngclolaan Curu
Mcliputi Formasi,
Rekmtmcn,
Pcngangkatan der
Pcncmpatan,
Mobilitas,
Pcmbinaan Karier
Profcsional (E.G.
Pclatihan, rn-
Seruie ,}oi,.ingl,
Pcrlindungan
Hukuo, dan
Kcacjahtqraan
Berbasis Kincrja

Tcrpcnuhinya kcbutuhan
guru di tingkat dacrah,
satuan pcndidikan, dan
Eata pclqiaran

. Bctarja K/L

. APBD
Antara lain:
. Kementerian Pendidikan Dasar dan

Menengah
. KeEenterian Aga.tna
. Kementerian Pendayagunarn

Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi

. Pcmerintah Dacrah

SK No252337A
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04.06.01
KP: Peningkatan
Rclevarsi dan
Pcrluagan AIGca
Pendidk n Tinggr

Mcningkatnya rclcvansi
dan pertisipasi
pendidikan tinggi

. Bclanja K/L ADtara Letri

. Kemcntcria! Pcndidikan Tinggi,
Sains, dan Tclcnologi

. Kcmcnterian Agama

McningkaErya pcran
L.6bata Pcnelitian dan
Pcngabdian Maryarakat
delam mcngclola iptek
dan inovasi

Mcningkatnya pcran
BRIDA dalasr
OptiEalisasi
Pcmanfaatan lptck dan
Inovasi

Mcningkatnya pcran
sektor (K/L)tcrkait
dalant optiEalisasi
pceanfaatan iptck dan
inovasi di scktor-scktor
prioritag

. Bclanja K/L

. APtsD
Antara Lain:

. Kcmcntcrian P.ndidikan Tinggi,
Sains, dan Tekoologi

. Badan Risct dan Inovasi Nasiona.l

. Pemerintah Dacrah

04.09.o1
KP:
Pengetnbangan
Manqicmcn
Talcnta Nasiona.l
(MTN) Scni
Budaya

Meningkatnya r"kognisi
intcrnasi,ona.l tcrhadap
talenta scni budaya scrta
pcnyel€lrggaraan ajang
dan non 4erg scni
budaya berkclas
intemasional di
Indoncsia

. Bcldlja K/L Antara lain:

. Kcmenterian Pcadidikajr Dasar dan
McnenEsh

. Kementerian l(abudayaah

. KeDenterian Ekonomi lceatif/ Bada.l
Ekonomi lkeatif

. Kemcntcriar Aga[ra

04.09.02
KP:
Pengcmbangan
Manajcmcn
Talcnta Nasional
(MTN) Risct d8n
lnovasi

Terciptanys SDM lptck
yang memiliki
koEpctcnsi tingkar
internasional

. Bcfanja K/L Antara lain:
. Kementcrian Pcndidikan Ttngg,

Sains, dan Tcknologi
. Kcocnterian Pendidikan Dasar den

Mcnengai
. Badan Riset dan lnovasi Nasional
. Kemcntcriar Pcrindu strian
. Kementeriar AgarDa

SK No252338A

. Bclanja K/L
o APtsD

04.o9.03
l(P:
Pcngembangan
Manej.mcn
Talcnta Nalional
(MTN) Otqhraga

Tcrbinanya oLahragawan
muda yang EaEpu
bcrcaing di kancah gobal

Antara Lann:

. Kcmcnterian Pendidikan,

. Kebudayaan, Riset, dan Teknolofj

. Kcmcnterian Pcouda dan Olahraga

. Kementcrisn Dala.6 Negeri

. Pcmerintah Daersh

04.08.02
KP: Peningkatan
F\rngsi
Intcrmcdiesi drn
LaysraI
Pemalrlaatan
Iptek dan Inovasi

McnitrgkatDya p€ran
Scicncc Techno Park
(STP) dalam Delakukan
layanan pcEarfaatan
iptck dan inovasi
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04.1l.0l
KP: Panurunen
Kematien lbu drn
Aaak

. Bclanja K/L

. APBD
Antara Lain:

. Kcmentcrian Kcschatan

. Kcmcntcrian Pcmbcrdayaan
Perempusr dsn Perlindungar Arak

. Kcmcntcriar Da-lam Negeri

. KeEcnterian Kepcndudukan dan
PeErbangunan Kcluarga/Badan
Kepcnduduka.n dan Kcluarga
Bcrencara Nasional

. KeEentcrisn Agsma

. Pcmcrintah Dacrah

04.l l.o2
KP: Pcnccgahan
dan Pdrurunan
$untiag

PenceSshar dan
Penurunan Sluatiag
oclalui pcndckatan
spcsifik dan scnsitif

. Bclsnja K/L
o APBD

Antara liin:
. Kcocnterian Pckerjaan UmurD
. Badan Pangen Nasional
. Kcrrentcrisn Kcpcndudukan dan

Pembalgunan Keluarga/Badan
Kep"ndudukan dan Keluarga
Bcrencana Nasional

. KeEentcrian Kcschatan

. Kcmcntcrian Kclautan dan Perikanar

. Kementerian Sosial

. Kementerien Pcndidikan Daser dan
Mencngai

. (cDcntcrian Dalam Negeri

. Pcmcrintal Deerah

04.11.04
KP:
Penyclcoggaraan
PcEcrikSaan
Kclahat n Grati3

Mcnintkatnya
Etasyarakat keloEpok
usia bayi, balita, rcEajs,
dcwasa, dan lansia yant
EencriEa pcmcriksaan
keschatan Bratis scbatai
upaya dctcksi dini,
pcncegslan pcnyakit,
dan pengurangan potcnsi
beban aflgtsran
pcngendalian pcnyakit

. Bclanja K/L

. APBD
Antara lain:
. Nemcotcriar Kc!.hatan
. KeDentcria! Pcrcncanaan

Pembangunart Nasional/ Badan
Perancanern

. KcEenGrian Kcualgan

. Kcmcntrrian Dalaflr Ncgeri

. Kcmcntcrian Pcndidika.n Dasar dan
Mcncngah

. Kcmcntcri8n Agama

. Bedan Pcnyclcnggara Jsminan Sosial
K6chatan

. Kemcntcrian Dcsa dan PcEbangunsn
Daersh Tcrtinggd

. Kcmcntcrian KoEunikasi dan Digital

. Tcntara Nasional Indoncsia

. Polbi RcAub[k lndoncsia

. PeE.rintah Derah

SK No252339A

. Bclanja K/ L04.12.0t
KP: Pcrnbcrien
Mekan Bcrgizi
Untuk Si$rra,
Santri, Ibu Hamil,
Ibu McnFsui,
dan Balita

Tcrlal(sananya
FEberian makartar
bcrgizi bagi siswa, santri,
ibu hamil, ibu mcnlrusui,
dan balita untuk
mcndukung perccpaten
pemetruhan tizi

Antera kin:
. Badan Gizi Nasiond
. Kcmcntcrian Kclchatan
. Kcflcntcrian Pcardidikan Dasa, dan

Mcnengah
. KcB€nteriar Atema
. Kcmcntcrian PertaDian
. Badsn PaDgan Nasional
. Kcmcntcrisn Kdautan dan Pcrikanan
. KcEcnterian Kopcrasi

04.t2.o2
KP: Pcnguatan
Ekosistcm

Terlaksananya
Pcnguatan ekosigtem
pcndukung pcmberiarr

Sumbcr DaDa

McninSkatnya pclayanar
kcachatan ibu dan anak
scsuai standar dcngan
persalinsr di fasyankes,
meEpcrkuat dctcksi dini,
ANC, layanar !'cr8alinan,
KF, KN, layanan
emergensi, pelayanan
darah, tata laksana balita
sakit, scrta iDunisasi
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Pcfldukung
PeEb.riar Makan
B{,.goi

makan bggizi untuk
ocndukung pcrccpatan
pcloenuhan gizi

. Xcmc[tcrian Usaha Kecil dsrt
Mcncargah

. Badsn Pcngawas Obat dar Mslanan

. KeEentaian Pekcrjaan UBum

. Kcmcntcfian LingL.ungan Hidup

. KcDcntcrian Dcsa dan Pcmbglgunan
Dacrsh Tcitinggal

. Pcmcrintah Dacrah

04. t3.o1
KP: Pcnultasan
TBC

T.rcapainya pcnuntasan
TBC rDelalui peningkatan
upaya pencegahan ftsC,
intensifikasi penemuan
kasu s sccara masif dan
pcngobatan TBC sampai
tuntas

. Bclanja K/L

. Subsidi dan
APBD

Antara Lain:

04.13.02
KP: Eliminasi
Pcoyakit Kueta &
Schistosomtasis

Mcnintkatnya
pcngcndalisn penyakit
Kusts & Sciisrosomr'asis

. Bclanja K/L

. APBD
Antara Lain:

. KcmcDterian Perumahan dai
I(awasan PemukiEan

. Kcmcntcriar Kcachatrl

. (€menterian Pertanian

. PcBarintah Dacrah

SK No 235733 A

. Bctanja X/L
o APBD

04.15.01
KP: lnvcstqsi
Pclayanan
Keschatan PriEcr

Mearingkatnya kualitas
pclayanan keschatan
primer hin8Sa tingkat
desa dan menguatnya
pcmbcrdayaan dsn
partisipasi masysrakat

Antara Lain:

. Kcmcntcrian Kc$hatan

. Kementcfian Dala.m Ncg6i

. Pcnrcrintai Dacrsh

. Kcmcnterian Kcschatan

. KeEentcrian Dalam NeScri

. Kcmcnterian Sosial

. Kcmcntciian Ketenagakerjaan

. Kementarian Perumahan dan
Kawasan Pemukianan

. Kcmcntcrian Koordinator Bidant
PcDberdayasrt Masyarslat

. Kcmcntcriar Koeunikasi dan Digital

. K.mentcria.n Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan

. KeEcntcrian Agama

. KeDcntcdan Pcndidik8n Dasar dan
Mcncngah

. Kementerisn BUMN

. Kementerisn Komunikasr dan Digital

. Kemcnterian Desa dan Pembangunan
Daerah Tqtinggal

. K.Bcntcriar Imigrasi dan
Pc6asyaralGtan

. Kamcntarien Pdancgllaan
Pcmbengunan Nasiond/Badan
P€re[canaan PeDbsngunan Nasional

. Badan Risct dan Inovasi Nasional

. Badan Pcngawasan Obat dan
Makana,l

. BPJS Kcs.hatan

. Pcmointah Daaah
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04.15.02
KP: Pcmbangunan
RS Lngkap
B.rkudit sdi
Kabupatcn / Kota
dan
PcnSembangan
Pclayansn
Kcachatan
B€rgcrak dan
Dacrsh Sutit
Akscs

Mcningkatnya kualitas
dan kapasitas pclaysran
RS di seluruh lndon6iE
dan b€rkqBbangnya
pcndckatan khusus
pclaysran kesehatan di
dacrsh yang memiliki
aksca sulit tcrBasuk
layanan keschaten
bcrgcrsl

. Bclanja K/L

. APBD

. Badan Usaha
(BUMN/Swasra)

Antara Lain:

. K€lrcntcrianlc3ahatan

. Kcnantlrian Farc-ncanarn
PcBbdrgunan Nasional / Badan
PercnceDaan PctDbangunan Nasional

. KeurcntcriaD Kcuangan

. KeEcotcrian DalaE Ncgeri

. Badan Fcruarrrasan Kcuangan d6n
PembanguDan

. Badan Pengawas Tenaga Nukli
(Bapctcn)

. Irmbaga Kebijakan Pengadaan
Bafang Dan Jasa Pcaerintah

. Pcmcrintah Dacrah

. Badan Usaha (BUMN/Swa.ta)

04.15.03
KP: Produksi dan
Pendayagu naan
SDM Kesahatan

Mcningkatnya
Pcmcnuhan dan
pendayagunaan SDM
keschatan dengan
mcndorong penin gkatan,
PeEcnuhart, dan
p.mcrataan dari si8i
produksi, kompctcnsi,
jurnlah, Eaupun jcnis
dari SDM kcseharan yang
b.rkualitas, koEpcten,
dan rcsponsif scsuai
kondisi wila]€lt

. Bclanja K/L

. APBD
Antara Lain:

. Kcmcntcrian Pcndidikan Tingg,
Sains, Dan Tctnologi

. Kcmcntcrian Kcschatan

. KcBentcrian l(cuangsn

. Pcmcrintah Daerah

05.01.0r
KP:
Pcngcmbsngsn
Hilirisasi Nikcl

Tcrwujudnya
pcningkatan nilai trlrbah
d8n daya sainS industri
ni*cl

. B€larja K/L

. Badal Usaha
(BUMN/Swa3ta)

Antara tain:

. Kcocntcrian Investasi dan
Hilirisasi / Badan Koordinasi
Pcnanaman Modal (BKPM)

. KcEcnterian Pcrindu strian

. Kcmcnterian Energi dan Sumbcr
Daya Mioeral

. Bsdan Risct dan Inovasi Nasional
(BRIN)

. Badan Standarisasi Nasional (BSN)

. Kcm€nteriar Koordinator BidanS
Badan Usaha (BUMN/Swasta)
Pcrckonomian

os.0r.02
NP:
Pcargarbangan
Hilirisasi TcDbaSa

Tcrwujudnya
pcningkatan trilai taEbah
den daya saing indust i
tcEbaga

. B€lanja K/L

. Beden U3aha
(BUMN/Swaeta)

Antara Lain

. KcEenterien Energi dan Sumb€,
Daya Mtteral

. Kementcrian Perindu sbian

. Kementerian Investasi dan
Hilirisasi/Bad8n Koordinasi
Penaranan Moda.l (BKPM)

. Badan Ris€t dan Inovasi Nasional
(BRIN)

. Badan Usaha (BUMN/Swasta)

SK No252341A
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05.01.03
KP:
Pcngcobangan
Hilirisasi Bauksit

Terwujudnya
p€ningkatan nilai telllbsll
dan daya saing industri
bauksit

. Bclanja K/ L

. Badar Usaha
(BUMN/Swa.ta)

Antara Lain:

. Kemcnterian Badan Usaha Milik
Ncgara

. Ncmcntarian Pcrindu st 'ien

. Kemcntcridr lnvcstasi dan
Hitirisasi/Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM)

. Bqdan Risct dalr lnovasi Nasional
(BRIN)

. KcEr€ntcrian Encrgi dan Suslbcr
Daya Mincral

. BadaI Us$a (BUMN / Srnasral

05.01.04
KP:
Pcngcmbangan
Hiliris$i Timsh

Tcmujudnya
pcningkatan nilai tambsi
dan daya saing industri
tiEah

. Bclanja l(/L

. Badan Usaha
(BUMN/Swasta)

Antara lain:
. Xementerian Perindustrian
. Kcmcntcrian Encrgi dan Sumbcr

Daya Mincral
. Beden Ris.t dan Inovesi Nasionel

(BRIN}
. Badsn Usaha (BUMN/Swasta)

05.01.05
KP:
P?ngcEbangan
Hilidsasi Kclapa
Sasit

Tcrwujudnya
pcningkstan
produktivitas da,l
divcrsifkasi kcl,apa sawit

. Bclstja K/L

. Bsdan Us$a
{BUMN/Swastal

Antara Lain:

. KeEentcrian Perindustrian

. Kcmcntcrian Pcrdagangan

. Badan Standarisasi Nasional (BSN)

. Badan Ris.t dar lnovasi Nasional
(BRIN)

. Kqncotcriar Energi dan Sumbcr
Daya Mineral

. KeDentcrian Koordinator Bideng
PcrckonoEian

. Badan Pengawas Obat dan Makanan
(BPOM)

. Kementerian Koperasi

. Badan Usaha (BUMN/ Swasta)

05.01.06
KP:
Pengcmbangan
Hilirisasi Kclapa

. Bclanja K/L

. Badan Usaha
(BUMN/Swasta)

Antara Lain:

. KcEcntcrian Pcrtadan

. KcBcntcrian Pcrindustrian

. Badan Risct dan Inovasi Nasional
(BRINI

. Kcmcntcrian PcrdagaDgan

. Badan Standadsasi Nasiousl (BSN)

. Kcmcnt rian Kopcrasi

. Kemcntcrian Usaha Mik o, Kecil, dan
Mcnengah

. Kemcntcrian Investasi dan
Hiltisasi/Badan Koordinasi
P€nanaoa! Modal (BKPM)

. Kcmcnterian Koordinator Bidang
PcrekonoEian

. Badan Usaha {BUMN/Swasta)

SK No252342A

Teflrujud-nya
p€ningkatan
produktivitas, produksi,
dai utilisasi industii
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05.01.07
KP:
PenSet rbanSan
Hilirisasi Rumput
Laut

Meningkatnya nilai
tambah dan daya saing
industri rumput laut

. Bclanja K/L

. DAK

. Badan Uesha
(BUMN/ Swa!t8)

Antara Lain:

. Kcmcntcrian Kelautan dan Pcrikanan

. Kcmcntlrian Pqrindu strian

. Badan Stsndarbasi Nasional (BSNI

. Kcrlcntcris! Koordinator Bidang
PcrckolroDian

. KcEcntlrian Agaria dan Tata
Ruang/ Badrn Penan8.han Nalional

. KcocnErian tnvcstagi den
Hilirilasi/Bader! tbordin8i
PenanaDan Modal (BKPM)

. Kcocntcriatr Perdstantart

. Kcmcntarian lcuensan

. Badan Risct Dan Inovali Nasional
(BRrN)

. Pcmcrhtah Dacrah
o Badan Usaha (BUMN / S$la!ta)

05.01.09
KP:
Pcngembangan
Industri KiEia

Tcrxlujudnya
pcningkatrn nilei tambsh
industri kimis

. E lanja K/L

. Badan Usaha
(BUMN/ Str,asta)

Altara Lain:

. Kcmcntcrian Pcrindu strian

. Kcm€ntcrian lnvestasi dan
Hilirisasi/Bade! Koordinasi
Pcnanaman Model (BKPM)

. Badan Rilct dan Inovasi Naci,onal
(BRTNI

. KeEentcriar Encrgi dan Sumbcr
DEya Mincrsl

. Badan U.ah8 (BUMN/Svrasta)

05.01.lo
KP: PcEbalgunan
Industri
Scmikonduktor

Terwujudnya
PCrtUmbUhAr industri
seBikonduktor

. Bclanja K/L

. Badan Usaha
(BUMN/Swasta)

Antara Lain:

. KcBcntfiian Pcrindu strian

. Kcmcntcrian Encrgi Da,| SuEbcr
Daya Mincral

. Bedan Rhct d8n InovaEi Nasional
(BRIN)

. Badan Us$a IBUMN/Swsste)

05.01.13
KP:
Pcngembangan
lnduetri
Dirgalltara

Terwujudnya
PertuDbuhan Industn
Dirgantara

. Bclarrja K/L

. Badan Usqha
(BUMN/Swasta)

Antara Lain:

. KcEcntlrian Pcrindu strian

. Badan Ris.t dan lnovasi Nasional
(BRrN)

. Kcmcntcrian Pcrhubungan

. Kcmcntcrian Pert henan

. Badan Usaha (BUMN/Swasta)

05.01.16
KP:
Pengembangan
lndustri Tckstil
dan hoduk
Tckstil

. Belanja K/L

. Badan Usaha
(BUMN/Swasta)

Antare tain:
. Kcmente.ian Pcrdagangan
. Kcmcnterian Kcuangan
. Kcmenterian Pcrindustrian
. Badan Risct dan Inovaai Na3iona.l

(BRIN)
. Badan Standsrisasi N$ional (BSN)

. Kemcntcrian lnvcatasi dan
Hitirirssi / Badan fbordinaEi
Penanasan Modal (BKPM)

SK No 252343 A

Terwujudnya
pcnintketsn nilai
talabah, produktivitas
dan daya saing industri
tckstil dsn produk tekstil
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. KqDcntcriar Encrgi dan Sumber
Daya Mineral

. Keaenterian Ketenagakerjaan

. KeDcnterian Lingkungan
Hidup / Badan Pcngcndalian
Lingkungan Hidup

. Badsn Us€Ia (BUMN/Swasta)

Tcrwujudnya
p€ningkatan
produktivitas dan daya
saing industri logam
dasar bcai dar baja

. Bclanja K/L

. Badan Ussha
(BUMN/Swasta)

Antara Iain:
. Kcoentcrian Perindustriar
. KeBentcrian Pcrdagangan
. Kcmentcrian Invcstasi dan

Hilirisasi/Badan Koordinasi
Penanaman Modal (B(PM)

. Badan Standarisaci Nasional (BSN)

. Kemcntcrian Encrgi dan Sumber
Daya Mincral

. Badan Risct dan lnovasi Nasional
(BRIN)

. Badan Usqha (BUMN/ Swaeta)

05.02.02
KP:
PengeEbangan
Kck Sci M8ngkci

Tcrwujudnya
pcningkatan agloocrasi
industri di KI/KEK Sei
Mangkci

. Bclenja K/L

. DAI(

. Badan Us$a
(BUMN/Swasta)

Antara Lain:

. Kcmcnte.ian Encrgi dan Sumber
Daya Mincral

. Kcmcntcrian Inv€8tasi dan
Hilirisasi/Bad8n Koordinasi
PcnanaDran Modal (BKPM)

. Kcmcntcrian Koordinator Bidang
Pcrckonotaign

. KcEcntcrian Perindu strian

. Kemcntcrian Pckcrjaan Umum
r Pamcrinrrh Da.reh
. Badan Usaha (Bl.rMN/Sq,aeta)

05.02.09
KP:
PcngcEbangalr
KIT Batang

. Bclanja K/L

. DAK

. Badan Usaha
(BUMN/Swasta)

Antara lain:
. Kemcntcrian Perinduotrian
. Kcmcntcrian Pckerjaan Umum
. Kcmcntaian lnvestaoi dan

Hiltisasi/Badsr Koorditlasi
Pcnanaman Modal (BKPM)

. Kementerian Keuangan
r Pemerintah Daerah
. Badan Usaha (BUMN/ Swasta)

05.02.22
KP:
Pcngcmbangan KI
Wcda Bay

Terwujudnya
Pcnirgkatan AtloEer$i
IndusEi di KEK/KI Weda
Bay

. Belsnja K/L

. DAK

. Badan Usaha
(BUMN/Swasta)

Antara hin:
. KeBentcrian Pcrindustrian
. Kcmcntcrian Invcstasi dar

Hilirisasi/Badan KoordinaEi
PmanaEan Modal (BKPM)

. KeEenterian Pcrdagarua!

. KeEcntcrian Koordinator Bidang
Perekonomian

. K.ment"rian KetenaSakcrjaan

. Kcmcntcrian Perumrhen den
Kawasan PcrmukiEan

. K€Ecntcrian Pekerjaan UmuD

SK No2523444

05.01.18
KP: PenSuatan
Itrdustri Irgam
Dasar, B€si dafl
Baia

Terw\iudnya
pcningkatan aglomcrasi
indusrri di KIT Bstang



PRESIDEN
REPUIUK INDONESIA

-305-

Kegiatan Prioritas Sasaran Sumbcr Dene Pclakssrra

. Kcncntcrian Lingkungan
Hidup/Badan Pcngcndalian
LinSkunaan Hidup

. Kcmcotcrisn Agrsria dan Tata
Ruang/BPN

. PcDcrintah Dacrah

. Badan Ulaha (BUMN/ Su.asta)

06.02.or
KP: Penyaluran
Banhren Sosial
Adaptif dan
Subsidi Tcpat
Sasaran mclalui
Kamr
Kesejahteraan

Mcningkat rya kualitag
Pcnyaluran bantuan
sosi8, yang adaptif
terhadap bcrbagai
kondisi

. Bclerja K/ L

. DAK

. Badan Useha

Antara L,ain:

. Kc6entcrian Sosial

. Badan NaEionsl Pcnanggulangan
Bencena (BNPB)

. KcEcntcrian Lingkungan Hidup

. KcEcntcrian Kehutanan

. Bedan PanSan Nasional

. Keocntcrisl Eocrgi dan Sumber
Daya M&rcral

. Kdrcntffian Pcndidikan TtnS6,
Sains, dan Tcknologi

. KrBcntcrian Pcndidikan Dasar dan
Mcncngah

. KcDcntcrisn Agama

. Kcocntcri$ Kclehatan

. Kcocntrrian D8l8E Ncgcri

. KcE€ntcrian Pcrtanian

. (cncntcrien Desa dan Pcmbangunan
Dacrah Tcninggel

. KeEentcrian Transnigrasi

. Kcocntcrian PcEbcrdayaan
PercEpuan dan Pcrlirdungan &rek

. Pemcrintah Da.reh

. Badan Usaha

Tcrwujuftrye pcnguatan
ckonoDi yang b€rdaya
sainS baSi masyarakat
Dcnuju kelag mcncngah
dan kclas m€nengah

. B€lanja K/L

. DAK
Antara Lain:

. Kcmentcrien Koordinator
Pcmbcrdayaan Malysrskat

. Kcmcntcrian Usaha Mikro, I(ccil, dan
Mcncntah

. Kcmentcrien Kctcnagakcrjasn

. KcEcntcrian Encrgi d8n Su6bcr
Daya Mineral

. Kcmcntcrian Kopcrasi

. Kmenterian Ekonomi tkcatif/ Badan
Ekonomi Iceatif

. Kcmenteria! KoBunikaEi dan Digital
r Kementcrian PerdaaanSal
. Kcmcntcrian Kclautan dan Pcrikanan
. Lmba8a Kcbija,l(an Pcngadaan

B€rang/Jasa Pcmerintah (LKPB
. Badan Pengawas Obat dan Makanan
. KcEentcrian lnvcatasi dan

Hilirisasi/Badar Kqordina3i
Penanaman Moda.l

. Kcmcntcrian Pcrindu strian

. Kcmcntcrien Kausngsn

. Badan Standarisaii Nasional (BSN)

SK No 252345 A

06.03.o1
KP Peningkatan
Daya Saing
mclalui Kartu
Usaha Produlftif
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. Xemcnterian Dcsa, Pcmban8unan
Daerah TcrtingSsl dan Tran srnigrasi

. Pemerintah Da.rah

06.03.02
KP Pcningkatan
Krmendifie-n
Mclalui Kartu
Usaha Afirmatif

MeninSkatnya
kcscjahtcraan pcncrina
Ket'tu usehe Afrmatif

. Bclanjs K/L

. Badan Usaha
Antsra Lain:

. Kcmcnterian Pelindungan Pckcda
Migran Indoncsia/Badan Pelindungan
Pckcrja Migran Indonesia (BP2M[)

. KcDcntcrian Keuangan

. Kcmenterian Usaha Mikro, Kecil, dan
Mencngah

. Keoenterian Pemberdayaan
Pcrempudr dan Perlindungan Anak

. KcEentcrian Pcrtanian

. Kcmcnterian Kclauran dan PerikaDan

. KcDcntcrisr Pcmuda dan Olshtaga

. KcEcntedan Sosial

. Kementerian KctcnaSakcrjaan

. KcEenterian Kchutaral

. Badan Usaha

06.05.01
KP: Percncanaan
dan
PcEbangunan
Kawasan, scrta
Pcmindaha[ Ibu
Kota Nu santara

TcrbanturDya Kawasar
Inti Pusst PeBcrintahan
lbu Kota Nusantara dsn
sckitanya

. Bclanja K/L

. Badan Us$a
Antara Lain:

. Otorita lbu Kota Nusantara

. Kclncntcrian PcruEahan dan
Kawasan PermukiEan

. Kcocntcrian Pckcrjaan Umum

. Kementcrian Badan Usaha Milik
NeSara

. Kcqentcrian PcrhubunEan

. BadaD Pe.encanaaD PerDbargunan
Nasional / Bappcnas

. Bsdan Us$a

Tcrsclcnggaranya
pcmindahaD dan
PCOyClCngSaraan
pcmcrintahan di lbu Kota
Nusantara

. BcIaIUa K/L

. Badan Usaha
Ant{a Lqin:

. Badan Siber dan Ssrrdi N.gara

. Otorita lbu Kota Nusantat'a

. KeEcntcriar Kcuangan

. Kemcntcrian Komunikasi dan Digital

. Kepolisian Ncg8ra Rcpubtik lndoncsia

. Badan Useha

Mcningkatnya
pcnyediaan hunian baru
Etau pc-ningkatarr
kualitas yang tcrintcgrasi
dcngan PSU

. BELANJA K/L

. APBD

. Badan Usaha

Antara tain:
. KctDcntcrian Pcrumahan dan Kawasan

Pcrmukieelr
. Kementerien Sosial
. Kemcntcrien Pckcrjaan Umum
. Kcmcnt rian DG.a dan Pcmbangunan

Dacrsh TcrtingSat
. Kemcnterian Trsnsmigrasi
. Pcoerintsh Da€rah
. Badan U3aha

SK No252346A

06.0,6.ol
KP: Fasilitasi
Penycdiaan
Perumahan
Tcrintcgrasi
dcngan PSU
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Mcningkatlon
peEcnuhan kebutuhal
tc.hadap layanan dssar
scrta infrastrulrtur dcsa

. Bclanja K/L

. DAT

. APBD

. Dalla Dc3a

Antara lain:
. Kemcntcrialt Kcschatan
. KcErcntcrian Dcsa dan Pcmbarsunal

Daerah Tcrtingtal
. Kcmcntcrian Pcrumahan dan Kawasan

PcrBukiman
. Kcmcntcriatr Encrgi dan SuEbcr Daya

Mincral
. Kcmcntcriatr F.kcrjaan Umum
. KeEentcrian Komunikasi dan Digtsl
. PcBcrintah Dacrah
. PeBcrintah Dera

07.05.03
KP: Pcnccgahan
Tindak Pidana
Korupsi

Tcrwujudnya statcgi
pcnccgahan korupsi di
scktor pcocrintah dan
BAryArakat

. Bclarja K/L Antara Lain:
. L.mbaSa Kcbijakan Pengadaan

Barang/Jas8 Pc[lcrintah (LKPP)
. KoEisi PcEbcrsntalan Korupsi (KPK)
. Kqaksaa! Rcpublik Indonesia

07.07.01
KP: Pcningkatan
Kesejahtcraan
ASN Mclelui
Pcncrapan Kons€p
Total Reu,ad.
Bcrbasis Kinerja
ASN

. Belanja K/L
r APBD

Artara [ain:
. Kcmeoterian Pendayagunaan Aparatur

Ncgara Dan RcforEasi Birokrasi
. KcEentcrian Kcuangan
. Badan Kcpcgawaian Nrgara
. PeEcrintah Dacrah

07.10,04
KP: TransforDasi
Digital kyanan
Publik Prioritas

Ters.lengSaranya
layanan digital
pcrnerintah yang
bcrkualitas darr tcrpadu

. Bcl8rja K/L
r APBD

Anta.ra Lain:
. KeEentcrian Pcndayegunadr Aparatur

Negara Dan Reforma3i Birokrasi
. KeEenterian Komunika3i Dan Digital
. Kcmcntcrian Agaria Dsn Tata

Ruang/BPN
. KeE.nterian Invcatasi Dan

Hilirisasi/Baddr Koordinasi
. Penan&tnen Modal
. Pcmcrintah Dacrah

07.12.0l KPi
Ekstcnsifikasi dan
Intensifikasi
PenerirEaan
Perpajakan

Tercapainya p€ningkahn . Bclanja K/L Ke6cnt6ian Kcuangdt
basis pqjek dan
kepatuhsn wajib pajak

o7 .t2.o2
KP: Inteneifikasi
Pcnerimaan
Negare Bukan
Pajak

Terciptanya dukungan
PNBP yang optimal

. Bclanja K/L Antara Leini
. Kementlrian K"uangsn
. K/L Terkait L^6innya

SK No252347A

06.07.0r
KP: Pcmcnuhan
Layanar Dasar
dan Inflastruktur
Dcaa

Tcrrlujudnya
kcscjshteraan ASN yeng
adil, tayak dall kotlpctitd
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08.02.o1
KP: Pcnguatan
KaraLtcr dan Jati
Diri Bangsa

Tcrwujudnya kawassn
pcEajuan kcbudayaan
!.drg Ecndorong
pertumbuhan ckonomi,
pcngentasan krmiskitan,
dan pcningkatan kualitas
SDM kcbudsyaan

. Bclanja K/L

. APBD
Antara lain:
. Icjaksaar Rcpublik [ndoncsia
. Kooisi Yudilid R€publik Indonesia
. Mahkamah Agung
. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
r Kcoenterian Hak Asasi Manusia
. KeEentcrian Pcndidikan Ttnggi, Salns,

dan Teknologi
. Kemcntcrian DalaE Ncgcri
. Pcrpu stekaen Nasional Republik

lndonegira
. Kemcnteriar Dcaa dan Pcobangunan

Dacrsi Tcrtinggal
. Kcmcntcris.n Lingkungan

Hidup/ Badsn Pengcndalian
Lingkungan Hidup

. Badan Riset daD Inovasi Nasional

. Kcmcntcriar Pcrdagangan

. Kcmcnterian EkoooDi Krcatif/ Baddr
EkonoBi Xrcatif

. Kcmcnterian Kopcrasi

. Badan PenSawes Obat dan Makanan

. Lambaga Kctelanan Nasional

. Pusat Pclaporan dan Analisig
Transaksi Keuangan (PPATK)

. Kemcntcrian Pendayagunaen Aparatur
Ncgara dan ReforEa3i Birokrasi

. Kemcntcrian AggrDa

. Kemcntcrian Kcbudayaan

. Badan PeEbinaan tdcologi Pancasila

. Kcmentcrian ltndidiksn Dasar dan
Mcncngah

. PcEe.int h Derah
08.02.03
KP: Pcmalraatan
Khazrrtah Budaya
dan
PengcBb€flgan
Xawasan
PeBajuan
Kcbudayaan

Tcrwujudnya ckosistcm
kcbudeyaan yang
menumbuhtsr kapasitas
SDM den lembaga
kcbudayaan dalao
bc.karya

. B€lanja K/ L

. APBD
Antara [ain:
. Kemcntcrian Kcbudayaan
. Kcmcntcrian Pckc{iaan Umum
. Pcmcrintah Dacrah

SK No252348A
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08.03.0r
XP Flainslotrn
Kctabanar lklisr
Fedsh dan Laul

Fcninakatan [tl8i
kct hean wi!8yah
pcdlb dar pulsu-pulau
l(!dl

. Bclanja X/L Atrtara l,ain;
. Kr@artcrittr l(dauto drtr Pall.mu
. NcDcattriro Fd.crj.an UEun

' KcEcntcrian FahubunlP.

PRABOWO SUBI,ANTO

ttd.

Salinan sceuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEOARA

INDONESIA

istrasi Hukum,

Djaman

t

tKt
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*

SK No 194346A

Felaklana

PRESIDEN REPUBLIK INDONESI.A,

Perundang-undangan dan


